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Nama 
Program Studi 
Judul 

ABSTRAK 

SARI PUSPITAW ATY 
Dmu Administrasi 
Studi Implementasi Analisis Jabatan pada Direktorat Jenderal Hak Asasi 
Manusia Departemen Hukum dan HAM RI 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis analisis jabatan di Direktorat 
Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) dalam hal ini implementasi analisis jabatan pada 
proses penempatan pegawai Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia dan faktor-fa.ktor lain 
yang turut mempengaruhi proses penempatan pegawai selain berdasarkan analisis jabatan. 

Penelitian studi implementasi analisis jabatan di Ditjen HAM adalah penelitian 
kualitati~ yang pengumpulan datanya didapat melalui wawancara mendalam dengan 
narasumber yang berkompeten di Ditjen HAM yaitu para Pejabat Eselon Dua dan Kepala 
Bagian (Kabag) kepegawaian Ditjen HAM. Proses wawancara mendalam dilakukan 
berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Hasil wawancara dibuat 
translaip wawancara dan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan. 

Dari penelitian ini dan setelah dianalisis bahwa penempatan pegawai baik itu mutasi 
maupun promosi yang dilaksanakan di Ditjen HAM belum berdasarkan analisis jabatan. Hal 
ini dikarenakan analisis jabatan sendiri untuk Ditjen HAM masih dalam penyusunan karena 
Direktorat Jendera.l ini mengalami perubahan nomenklatur sehingga menyebabkan adanya 
perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari tiap-tiap direktorat yang ada di Ditjen HAM, 
sehingga analisis jabatan perlu disusun lagi disesuaikan dengan tupoksi yang baru. 

Penempatan pegawai karena belum berdasarkan analisis jabatan maka penempatan 
pegawai selarna ini di Ditjen HAM dipengaruhi oleh empat faktor. Tiga faktor yang paling 
dominan adalah faktor pimpinan, faktor sumber daya manusia itu sendiri dan faktor struktur 
organisasi. Sedangkan faktor yang kurang dominan tapi juga mempengaruhi penempatan 
pegawai di Ditjen HAM adalah faktor prosedur penempatan pegawai, dalarn hal ini 
Baperjakat. Baperjakat dalarn hal ini belum sepenuhnya dipakai dalarn setiap proses 
penentuan penempatan pegawai Ditjen HAM 

Kata kunci : Analisis jabatan, penempatan, pegawai 
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ABSTRACT 

Name : SARIPUSPITAWATY 
Study Program : Administrative Science Program 
Title : Study Implementation Job Analysis on Directorate General of Human Rights 

Department of Law and Human Rights Republic ofindonesia 

This research is to analyze whether job analysis is already implemented on replacement 
staff in Directorate General of Human Rights or not yet and which factor beside job analysis 
that influence processing repla<:ement staff on promotion or mutation. 

This research is qualitative research, which is collecting of data through deep interview 
wi!h competent reepnndents. They are directors and heati of human resource department of 
Directorate General of Human Rights. Interview with term of reference that already arranged 
before that interview do. After interview has done, transcript of interview made, analyze and 
made some conclusion. 

From this research has known that the replacement of staff in Directorate General of 
Human Rights, mutation or promotion that all this time already happen have not based on job 
analysis yet. This had been happen because job analysis is not alreatiy used on, still in 
progress. This Directorate had changed structure of organization and also changed the main 
task and function all of each directorate on Directorate General of Human Rights, and this 
consequence mede that a job analysis has to redesign. 

The replacement of staff in Directorate General of Human Rights is not already based on 
job analysis, it based influence by fuur fllctors. The fllctor that dominant influence the 
replacement staff in Directorate General of Human Rights is leatiership, human resources and 
structure of organization and the last factor that not influence too much is procedure of 
replacement, in this case are Baperjalrat meeting. Baperjalrat meeting is not used completely 
in process the replacement staff in Directorate General of Human Rights. 

Key Word : Job Analysis, Placement, Staff 
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BABI 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalaban 

1 

Suatu organisasi terdiri dari berbagai elemen antara lain sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya seperti baban, peralatan, modal, metode/cara kerja dao 

lain-lain dimaoa jumlabnya saogat terbatas sebingga mengakibatkao 

pemaofaataonya harus dilakukao secara cermat Pengelolaao organisasi pada 

dasamya adalah proses pengelolaan manusia. Efisiensi pelaksanaan organisasi 

tergantung pada pengelolaao dan pendayagunaao manusia dalam mencapai tujuao 

organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi ini 

dikenal dengao nama Manajemen Somber Daya Manusia (MSDM). 

Salah satu tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk 

mendayagunakao sumber daya maousia yang dimilikinya secara optimal. 

Pendayagnnaao ini seringkali berarti mengupayakao sumber daya maousia itu 

mampu dan mau bekerja secara optimal derni tercapainya tujuao organisasi. 

MSDM memberikan pemikiran tentang bagaimaoa mengelola SDM dalam 

organisasi sebingga mampu menduklmg pencapaiao tujuan yang diharapkan oleh 

orgamsas1. 

Pegawai atau SDM mempunyai peran saogat penting dalam menentukan 

keberhasilan suatu organisas~ karena SDM adalab asset utama perusabaan yang 

menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas organisasi. Pegawai 

sebagai. individual dalam organisasi adalah orang-orang yang memillki motivas~ 

perseps~ visi dan nilai-nilai yang berbeda dengan kadar motivasi, persepsi, visi 

dan nilai-nilai yang diharapkan oleh organisasi. MSDM berusaha untuk mengelola 

aspek-aspek organisasional dan memadukannya dengao aspek-aspek individual 

sehingga kinerja karyawan bisa selaras dan sesuai dengao tujuan organisasi. 

Tujuan mganisasi dapat dicapai apabila organisasi tersebut mampu beroperasi 

secara efektif dengao dukungan SDM yang efektif. Sebaliknya, pemberdayaao 

SDM akao efektif apabila organisasi bisa menciplakan peluaog bagi pegawai 

untuk berbua1 (opportunity to perform) sesuai dengan keablian, pengetabuan, 

Universitas Indonesia 
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2 

pengalaman yang dimiliki, dan sesuai dengan tanggung jawab yang terkandung di 

dalam deskripsi jabatannya (Alwi,2001: 108). 

Seseorang yang ditempatkan pada suatu satuan organisasi dan melakuk:an 

pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilannya, 

pegawai tersebut akan cenderung bergairab beke~a, berperilaku positif dan 

berusaba memberikan sumbangannya yang paling maksimal kearab pencapaian 

tujuan organisasi (Siagian,2003 :80). Ini berarti suatu organisasi dituntut untuk 

dapat menempatkan orang pada jabatan-jabatan yang sesuai dengan 

kompetensinya_ 

Penempatan pegawai itu sangat luas, tidak selalu penempatan pegawai baru 

tetapi juga untuk pegawai lama dalam bentuk mutasi atau rotas~ promos~ demosi 

dan lain-lain. Penempatan pegawai ini sebarusnya bisa dilakukan secara objektif 

sesuai dengan kompetensi atau kualifikasi yang dituntut dari suatu jabatan dan 

telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang tetapkan oleh organisasi sehingga 

dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari jabatannya dengan 

baik. Penempatan seorang pegawai biasanya ditentukan melalui suatu prosedur 

penempatan yang disepakati oleh organisasi. Prosedur itu penting sebagai acuan 

atau pedoman dalam mengambil kebijakan yang tepa! dalam menempatkan 

pegawai pada jabatan-jabatan yang ada di dalam stroktur organisasi. Prosedur 

penentuan penempatan pegawai itu bennacam-macam bisa berdasarkan analisis 

jabatan, dengan membuat analisis jabatan terlebih dabulu dari semua jabatan yang 

ada, kemudian bisa juga melalui rapat para pimpinan yang terkait (usher), atau 

bisa juga melaluifit and proper test, dan lain-lain. 

Analisis jabatan atau job analysis adalab salab satu pedoman yang dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam penentuan penempatan pegawai. Analisis jabatan 

merupakan pondasi dasar dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam 

organisas~ tidak saja hanya untuk penempatan pegawai. Demikian pentingnya 

analisis jabatan sehingga disebut sebagai alai yang utama dan pertama digunakan 

didalam MSDM, hal ini dapat dilihat dari tahel dibawab ini : 
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Gambar1.1 

Job Ana/ysi$: Basic Tools Human ResDIJTOO Management 

Sumber : R. Wayne Mondy dan Robert M. Noe, Human Resource Management, (New 
Jel1!ey: Prentice Hall Inc. 1996) hal. 87 

Dari gambar diatas dapat terlihat jelas bahwa analisis jabatan dapat digtmakan 

di segala aspek MSDM dan analisis jabatan itu terdiri dari deskripsi jabatan (job 

description) dan spesifikasi jabatan (job specification). Deskripsi jabatan 

merupakan informasi tentang jabatan itu sendiri, yang terdiri dari tugas (tasks), 

tanggung jawab (responsibilities) dan kewajiban (dJJties). Spesiftkasi jabatan (job 

specification) merupakan syarat-syarat yang diperluksn untuk dapat memangku 

santu jahatan, yang terdiri dari pengetahuan (knawledge), keahlian (skills) dan 

kemampuan {abilities). Berbagai tindakan dalam pengelolaaan sumber daya 

manusia tergantung pada informasi analisis jabatan yang telah dilakukan 

Kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, penyelenggaraannya dapat terlaksaoa 

dengan baik apahila didasarkan pada informasi analisis jabatan 
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Perencanaan SDM yang efektif harus memperhatikan spesiflkasi jabatan, 

karena untuk masing-masing pekerjaan roernbutuhkan pengetahuan, keahlian dan 

kemampuan yang berbeda-beda. Dari analisis jabatan dapat dilrelabui kualifikasi 

SDM yang dibutuhkan. l'ada tingkat lanjut, perencanaan SDM menjadi dasar bagi 

pelaksanaan fungsi staffing, meliputi kegiatan penarikan (rekrutmen), seleksi dan 

penempatan tenaga kerja (Aiwi,2001: 109). 

Direktorat Jeoderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) sebagai suatu 

organisasi pemerintah dalam penyelenggaraan MSDM (pegawai negeri sipii/PNS) 

berda.sarkan pengamatan, secara umum mempunyai hambatan, yaitu bentuk dan 

struktur organisasi konvensional yang mengarah ke birokrasi (bureaucratic) atau 

OQ!!!oisasi yang berbimrki (hierarchical organization) sebingga PNS diperlakukan 

sebagai faktor produksi yang sama dengan faktor produksi lainnya. Alcibatnya 

scgala aktivitas MSDM seperti rek:rutmen, seleksi dan peoempatan dan lain-lain 

tidak berdasarkan kebutuhan organisasi tetapi berdasarkan prosedur anarkis atau 

alas perintah pimpinan. 

Pimpinan melalui perintah atau kebijakannya langsung atau tidak langsung 

mempengaruhi aktivitas atau kegiatan didalam organisasi birokrasinya, tennasuk 

dalam mengelola para pegawai negeri sipil. Demikian pula balnya dalam 

penempatan pegawai dilingkungan Ditjen HAM juga masib dipengarubi oleb 

pimpinan. Artinya peoempatan pegawai be!urn didesarkan pada kebutuhan 

organisasi sepenubnya sesuai analisis jabatan. Selain fuktor pirnpinan, terdapat 

faktor-fuktor lain yang bisa rnempengaruhi dalarn pengambilan keputusan 

penempatan seorang pegawai yaitu sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi 

(tupoksi) sesuai struktur organisasi, dan prosedur penempatan ilu sendiri. 

Penempatan PNS yang baik adalab penernpatan yang berdasarkan analisis jabalan 

yang disesuaikan dengan tupoksi dari organisasi birokrasi tersebut dan telah 

melalui suatu prosedur yang jelas berda.sarkan a1un1n yang ditetapksn organisasi 

ltu sendiri 

Diraktorat Jenderal Hak Asasi Manusia sebagai salab saru organisasi 

pemerintah yang masih bernuansa birolrrasi ini, dafam penempatan pegawainya, 

salah satu bambalan yang diamati adalab masih dipengaruhi oleh kebijakan atau 

keputusan dari seorang pimpinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan 

Univer.sitas Indonesia 

Studi Implementasi..., Sari Puspitawaty, FISIP UI, 2009



5 

HAM R1 (PERMEN MENKUMHAM) No. M.3819.KP.04J5 Tahun 2006, 

terdapat syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk memangku 

suatu jahatan yang ada di Departemen Hukum dan Hale Asasi Manusia Republik 

Indonesia. Disamping PERMEN MENKUMHAM tersebut, juga dibuat suatu 

pndoman pola karier pegawai negeri sipil Departemen Hukum dan HAM (Sekjen, 

2006:49), yang mengatskan bahwa untuk menjadi Pejahat Eselon IV yaitu Kepala 

Sub Bagian dan Kepala Sek>i di Ditjen HAM, maka untuk mendnduki jahatan 

tersebut harus memeouhi persyaratan umum dan persyamtao khnsusnya. 

Persyaratan ini merupakan bagian dari speoifikasi jabatan yang horus dipenuhi 

oleb seorang staf yang akan dipromosikan menjadi Pejahat Eselon IV, 

pcrsyaratan-persyaratan tersebut yaitu : 

L Pangbt (GoiiRuang) sereadah-rendahnyaPenata Mnda Tingbt I (IIIIb) 

2. Ttogkat pendidikan saxjana 

3. Telah melaksanakan tugas sekw:ang-kurangnya 4 Tahun 

4. Telab mengikuti pendidikan dan pelatiban kepemimpinan Tingkat IV (Adum) 

5. Setiap unsur dim DP3 dua tahun terskbir bernilai baik 

6. Memiliki kompetensi jabstan yang diperlukan 

7. Memperbatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) 

8. Sebat jasmani dan robsni 

9. Yldak sedang atan dahun proses penjatubsn bukuman disiplin 

IO.Memiliki kualifikasi peadidikan yang diperlukan dalam jabstannya 

l LTelab mengikuti pendidikan dan pelatihan substansi 

Selain persyaratan diatas, didalam buku pedoman itu juga terdapat ketentuan 

atau syarat yang barns dipenuhi oleh calon Pejahat Eselon ll dan calon Pejabat 

Eselon ill yang akan dipromosikan. Artinya seseorang yang dipercaya dan yang 

akan dipromosikan untuk memangku suatu jabatan terrentu, seharusnya memenuhi 

spesifikssi jahatan dan deskripsi jahatan sesuai tupoksi dari masing-masiog 

direktorat atau bagian, sub direkiorat, seksi sampai kepada stafitya, sebingga 

orang tersebut memang sesuai pada jabatan yang dipercayakannya dan dapat 

melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya 
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dengan baik dan benar. Karena jabatan bukanlah hak bagi PNS tetapi merupakan 

kepercayaan pimpinan yang harus dipik:ul dengan penuh tanggung jawab. 

Namun pada kenyataannya dari beberapa penempatan pegawai yang 

dilakukan oleh Kepegawaian Ditjen HAM dalam melakukan promosi para 

pegawainya masih mengabaikan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan o1eh 

Menkumbam maupun pedoman yang dibuat oleh Sekjen diatas. Salah satunya 

adalab dalam peoempatan staf yang dipromosikan meojadi Pejabat Eselon IV 

baru-baru ini. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jeoderal Hak Asasi Manusia 

(SK DUjen HAM}. ada beberapa pegawai yang yang dipromosikan tidak 

memenuhi salab satu ketentuan atau peysyaratan diatas. 

Pertanla, ada beberapa staf yang belum meogikuti Pendidikao dan Pelatihan 

Pimpinao Tingkat IV (Diklatpim IV) atau adum yang barus dipenubi terlebih 

dabulu sebelum dipromosikan menjadi Pejabat Eselon IV. Pendidikao dan 

pelatihan adum adalab salab satu bentuk diklat struktural yang disyaratkan bagi 

seorang staf yang akan dipromosikan menjadi Pejabat Eselon IV. Artinya 

berdasarkan realitas yang ada, promosi pegawai yang yang telab dilakukan di 

Ditjen HAM tidak memenuhi aturan nomor empat. 

Peraturan Pemerintab Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikao Pelatihan 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil dibedakan ada yang disebut pendidikao dan 

pelatihan prajabatan (prajab) untuk CaJon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan ada 

juga pendidikan dan pelatihan (diklat) dalam jabatan yaitu, (1) diklat struktural; 

(2) diklat fungsional; dan (3) diklat teknis. Contoh pertama diatas adalab salab 

satu bentuk diklat struktural. Pendidikan dan pelatihan struktural seodiri ada 4 

(empat) tingkatan yaitu diklat adum, diklat spama, diklat spameo dan diklat spati. 

Diklat tekois bermacam-macam, contohnya diklat barang dan jasa, diklat 

keuangan dao lain-lain. Bendabarawan adalab contoh dari diklat fungsional. 

Kedua, berdasarkan data berupa Daftar Urut Kepaogkatan (DUK) per 31 

Desember 2008 dari kepegawaian, ada beberapa penempatan pegawai yang tidak 

tepat dilihat dari Jatar belakang pendidikan kesarjanaannya dengan pekerjaan 

dimaoa pegawai tersebut ditempatkan. Contohnya, salab satu Pejabat Eselon III 

Ditjen HAM yaitu Kepala Bagian Kenangan (Kabag Keuangan) yang latar 

belakang pendidikan SI dan S2nya adalab ilmu huknm, ini tidak sesuai deogao 
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pekerjaan sehari-harinya yang mengurus1 anggaran dan laporan keuangan. Hal ini 

juga terjadi pada Pejabat Eselon IV dan Staf yang dilihat dari Jatar belakang 

pendidikannya kurang """'-'J-i dengan pekerjaan dimana para pejabat dan staf 

tersebut ditempalkan. Iabatan Kasubag Pembendabaraan diduduki oleb seorang 

pegawai yang berlatar belakang STM Hal ini mungkin bisa teljadi karena 

pegawai tersebut sudah mendapalkan kesempatan mengikuti diklat bendaharawan 

sehingga pegawai yang bersangkutan dinilai culrup layak UDlllk menjahat sebagai 

Kasubag Pembendabaraan tanpa melibat latar belakang pendidikan dasarnya Pada 

kenyataannya, berdasari<an ketentuan nomor 10 (sepnlub) dalarn pedoman pola 

karir PNS Depkumbarn diatas yaag ditetapken oleb Sekjen Depkunaharn ini tidak 

"""'-'J-i yaitu dengan lmaliftkasi pendidikan yaag diperlukan da1arn melaksanalam 

tugas jahatannya Dasar penempatan pegawai di Ditjen HAM berarti baoya 

berdasarken diklat rekuis yang sudah pernah diikutinya, bukan berdasarkan 

pendidikan kesaljanaannya. Pe~~empatan pegawai ini bisa teljadi karena adanya 

pengaruh pimpimm da1arn proses penempatan pegawai, dengan mengabaikan 

salah satu aturan teraebut alas dasar pertimbangannya sehingga promosi atau 

penempatan pegawai dapat terlaksana tanpa harus memeouhi aturan tersebut 

sepenubnya 

Kondisi diatas artinya tidak """'-'J-i dengan ketentuan yang tercantum dalam 

PP No.1 00 Tahnn 2000 tentang Pengangkatan PNS da1arn jahatan s!ruklural, 

penempatan pegawai diharapkan dapat dilaksanakan berdasarkan sikap 

profusionalisme """'-'J-i dengan kumpetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat 

yang telah ditetapkan ootuk jahatan itu serta syarat ohjektif lahatya tanpa 

membedakan jenis kehunin, suku, agama, ras atau golongan Peraturan tersebut 

merupakan lahap awal dari prosedur penempatan yaag harus dipenuhi terlehlh 

dahulu oleh si calon pegawai yang akan diterupatkan atau yang akan 

dipromosiken dalam jahatan struktural. Penempatan pegawai negeri sipil biasanya 

diproses melalui suatu pmsedur penempatan Pmsedur penempatan ini bermacam

macam, bisa melalul proses test kemampuan atau melalui rapat Badan 

Pertimbangan :rabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Menurut Tboba (2005:59), 

Baperjakat dibentuk dalarn rangka membantu pejahat yang berwenang untuk 

mewujudkan objektivitas pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian da1arn 
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dan dari jabatan serta pengangkatan dalam pangkat. Untuk di Ditjen HAM sendiri 

belum jelas apakah sudah dibentuk Bapeijakat atau belum. 

Pada awal tahun 2008 sesuai dengan Peratwan Meoteri Hukum dan HAM RI 

No. M.HH-OI.OT.OI.Ol Tahun 2008 tentang Perubahan Alas Perntumn Meoteri 

Hukum dan HAM RI No. M.09-PR07.10 Tahun 2007 tentang OrganisaSi dan 

Tala Keija (ORTA) Departemen Hak AsaSi Manusia, te!jadi perubahan struktur 

organ!sasi dari Direktorat Jendend Perlindungan Hak Asasi Manu.sia (Digen 

Perlinduogan HAM) meojadi Direktorat Jeodend Hale Asasi Manusia (Ditjen 

HAM). Perubahan ORT A tersebut turut mempengaruhi adanya perubahan 

knmposisi penempatan pegawai yang dilakukan secara besar-besaran pada 

pertengahan tahun 2008 diselurub bagian atau direktornt di Digen HAM yang 

disesualkan deogan oomeuldatur yang baru. Pada dasaruya penempatau pegawai 

sebelum dan sesudah perubahan ORTA dirasakan sama saja, dilakukan tanpa 

berdasarkan analisis jahatan, sebagai prioritas yang petut diperha!ikan dahun 

setiap proses MSDM. Sebenamya pada waktu ORTA yang lama yaitu Digen 

Perlindungan HAM, analisis jabatan sudab dibeat namuo analisis jahatan ini 

belum diterapkan atau belum dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam 

mengambil keputusan yang tepat pada saat proses penempatan pegawai dilaknkan 

balk itu pada proses mutasi atau rotasi maupun pada proses promosi pegawai 

Ditjen Perlinduogan HAM. Akibatnya proses peoempatan pegawai waktu itu 

diamati juga masih ada yaag belum tepat deogau kebutuhan tupoksi tiap-6ap 

bagian atau direktorat yang ada di Ditjen Perlindungan HAM. 

Deogan adanya perubahan ORTA menjadi Ditjen HAM, bera!1i tetjadi pula 

perubabao tupoksi di tiap-tiap Direktorat yang ada di Ditjen HAM, sebiogga 

analisis jabatao yang sudah dibuat pada waktu ORTA yang lama, perlu 

disesuaikan dengan nomenklatur yang baru. lni bernrti penempatau pegawai yang 

sudah dilakukan oleh Ditjen HAM setelah adanya perubahan ORTA yang barn, 

proses mutasi maupun promosinya belum jelas sudah atau belum berdasarkan 

pada analisis jabatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mondy dan Noe sesuai 

dengan gambar 1.1 diatu, bahwn deskripsi jabatan itu berisi atas uraian dari tug.., 

tanggung jawab dan keWlijiban dari suatu jabatan. lni bernrti dengan adanya 

perubahan tupoks~ maka berabah pula uraian dari tngu, tanggung jawab dan 
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kewajiban dari jabatan tersebut sehingga perlu disesuaikan dengan deskripsi 

jabatan yang baro. Dalam penyusunan analisis jabatan yang barn sesuai dengan 

ORTA baru agar bisa be!jalan sesuai dengan kebutuhan Diyen HAM maka perlu 

suatu pedoman yang jelas, yang tidak bersifat umum tetapi spesifik sesuai tupoksi 

Ditjen HAM dan juga perlunya seorang analis jabatan yang pakar dibidang 

penyusunan jabatan, sehingga anal isis jabatan dibuat dengan baik dan tepat. 

Dipilibnya Ditjen HAM sebagai lokasi penelitian dengan alasan babwa SDM 

yang ada di Ditjen berasal dari berbagai instansi seperti Departemen Sosial, 

Depanemen Penerangan. Depanemen Pertabanan, Depanemen Tnmsmip~ 

Depanemen Luar Negeri, Badan Urusan Logistik (Bulog), Depanemen 

Pendidikan Nasional dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan P4 (BP7). 

Dengan latar belakang pegawai yang berasal dari berbagai instansi, selain dari 

internal Depknmham sendiri seperti Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen 

PAS) dan Direktorat Jcnderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), menjadi suatu tantangan 

dan juga bisa menjadi bambatan bagi Ditjen HAM untuk dapat mengelola SDM 

dengan sebaik-baiknya secara objektlf. Dengan Sumber Daya Mam•sia yang ada 

sesuai kondisi diatas, tantangan untuk Ditjen HAM dalam memberikan 

peogetabuan dan pemabaman di bidang HAM sesuai dengan tupokai Ditjen HAM 

sendiri. Disinllalt perlunya suatu usaba dan ke!jasama yang solid mulai dari 

pimpinan sampai deogan stafuntuk bisa kompak dan satu tujuan, dimulai dengan 

memabami dan melaknkan tugas. tangguog jawab dan kewajibanya yang baru di 

Ditjen HAM deogan baik. Para pegawai masih perlu diberikan sosialisasi terus 

menerus terkait dengan adanya perubaban ORTA dan tupoksi dari Ditjen HAM 

serta tupoksi tiap-tiap direktorat, sebingga di dalam membuat analisis jabatan barn 

para pegawai tidak mengalami kesulitan atau bamhatan.Untuk Jatar belakaog 

instansi para pegawai yang bukan dari Internal Depknmbam ataupun Kementrian 

Hak Asasi Manusia (Meneg HAM) tetapi sekarang pegawai tersebnt sndab 

menjadi pegawai di Ditjen HAM, barus dapat meogbilaogkan egosektoralnya dan 

bersama-sama beke!ja sesuai dengan tupoksi jabatannya, sebingga tupokliinya 

Ditjen HAM secara keselutuhan dapat terlaksana dengan baik. 

Dengan demikian, analisis jabatan pada dasarnya dapat menjadi prioritas awal 

dalam melaknkan aktivitas MSDM seperti penempatan pegawai, agar The Righi 
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Man 011 The Right Job dari semua jabatan di Ditjen HAM dapat tercipta dan 

semua pekerjaan jabatan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik (outstanding), 

yang pada akbimya visi dan misi dari Ditjen HAM dapat tercapai karena 

didukung oleh penempatan pegawai yang tepa! be£dasarkan analisis jabatan 

Berdasarkan permasalaban penempatan pegawai yang belum berdasarkan analisis 

jabatan sepenuhnya, maka penulis tertarik melakukan penulisan tesis dengan judul 

" Studi Implemeocasi Aualisis Jabatan Pada Direktorat Jeoderallhk Asasi 

Manusia, Departmneo Hulwm dlm lhk Asasi ManWii.a ". 

1.2 Pemmaaan Masalab 

Analisis jabatan sangat essensial untuk suatu mganisasi, termasuk Diijen 

HAM dalam membantu meogelola sumber daya manusia Permasalaban yang 

dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalab : 

I. Apalmb analisis jabatan sudab diterapkan pada proses penernpatan 

pegawai di Ditjen HAM? 

2. Faktor-lilktor apa yang meoentukan penernpatan pegawai di Ditjeo HAM 

selaio be£dasarkan analisis jabatan ? 

Penelitian ini dibatasi pada implemeotasi analisis jabatan dalam proses 

penempatan pegawai saja, tidak mencakup dari proses relo:utmen dan proses 

seleksi, walsupun ketiganya mempakan proses yang soling berkaitan dan 

berkelanjutan. Peoempatan pegawai disini adalab penernpatan untuk pegawai 

lama dalam konteks promosi dan mutasi. 

1.3 Tojuan Peoelitian 

Berdasarkan pokok permasalaban yang telab diuraikan diatas maka tujuan 

penelitian ini adalab untuk : 

l. Meogetabni sudab atau belumnya aoalisis jabatan diterapkan dalam proses 

penernpatan pegawai di Ditjen HAM 

2. Mengetabui fuktor-fuktor yang menentukan penempatan pegawai di Ditjen 

HAM selain be£dasarkan analisis jabatan 
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1.4 Manfaat PeneUtian 

I. Signifikasi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi studi ilmiah terhadap 

analisis jabatan khususnya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) seria 

memberi masukan pada upaya penempatan PNS yang tepat berdasarkan 

tuntutan jahatan. 

2. Signiflkasi Praktis 

Penelitian ini diharapkan mernberi masukan pada Ditjen HAM dalam 

menyelenggarakan penempatan pegawai sesuai berdasarkan analisis 

jabatan dalam mngka memperbaiki manajernen SDM Di1jen HAM di masa 

mendatang. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB l PENDAHULUAN 

Bah pendahuluan berisi latar belakang permaaal.ahan, peknk 

permasalahan, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR 

BAB3 

Bah ini berisi tentang Mj3lll!ll literatur, model analisis dan bipotesis 

kelja. Tinjauan literatur diawali dengan pemaparan tentang penelitian 

terdahulu mengemti analisis jabatan. Konsep analisis jabatan 

dijelaskan, yang meliputi deskripsi dan spesifikasi jabatan, kemudian 

dije!askan juga bubungannya dengan penempatan pegawai seria 

filktor-filktor yang menentukan proses penempatan pegawai selain 

analisis jabatan yaitu filktor pimpinan, sumber daya manusia, tugas 

pekok dan fungal (tupokai) sesuai struktur organisasi serta prosedur 

penempatan 

METODE PENELITIAN 

Bah ini berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis 

penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, uji Vlliiditas 

dan reabilitas serta teknik analisis data. 
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GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI 

MANUSIA DAN PEMBAHASAN HAS!L PENELITIAN 

Bah ini berisi tentang gambamn umum Direktorat Jenderal Hak Asasi 

Manusia (Ditjen HAM) yaitu terdiri dari sejarah, tuga.s pokok dan 

fungsi (tupoksi) dengan nomenkaltur yang lama yaitu Direktorat 

Jeoderal Perlindungan HAM dan nomenkaltur yang baxu yaitu Ditjen 

HAM. serta tentang swnber daya mannsianya. Untuk pembahasan 

basil penelitian dideskripsikan basil tnmskrip waW3DCIII'll meodaiam 

dengan plllll narasumber dan data yangtelah terlrumpul dianalisis. 

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab terakhlr ini beri!ri tentang ke!rimpulan dari basil penelitian dan 

saran yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi atsu saran perbaikan 

dalam manajemen sumber daya manusia khususnya dalam proses 

penempatan pegawai di Ditjen HAM 
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Tinjauan literatur diawali dengan pemaparan penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan mengenai analisis jabotan, setelah itu dijelaskan secara teoritik 

mengenai teori administrasi publik, konsep dasar analisis jabatan yang terdiri dari 

deskripsi dan spesilikasi jabatan dan kaitannya dengan penempatan pegawai serta 

faktor-fuktor yang turut mernpengarubi proses penempatan pegawai di Ditjen 

HAM selain analisis jabotan. 

1.1.1 Penelitian Terdahulu 

Keberbasilan organisasi mencapai mjuannya tergantung kepada lrualitas 

kegiatan dan upaya bersama dari orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk 

mencapai mjuan yang telab ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang barns dilakukan 

dalam organisasi tercermin pada deskripsi jabotan (job ikscriplion} dari setiap 

jabatan yang ada dalam 0Ig31lisasi. Deskripsi jabatan merupakan salab satu basil 

dari analisis jabatan. lnfurmasi analisis jabatan ini dspat dipergunakan, salah 

satuya untuk penilaian kinerja. 

Penelitian dengan topik deskripsi jabatan dan kaitannya dengan penilaian 

kinerja, dilakukan oleh Ga.tot Supriyono pada tabun 2001 dengan judnl " 

Hubungan antara Deskripsi Jabatan dan Penilaian Klnerja dengan Pengembangan 

Karir Pegawai pads PT. (Persero) Kimia Farma Jakarta ". Dalam penelitian 

tersebut disimpulkan babwa, pertama, adanya sistem penilaiau kinerja yang lebib 

memenubi persyaratan obyektivitas dan setuju babwa deskripsi jabatan dspat 

digunakan sebagai salab satu tolok ukur yang relevan dalam penilaian kinerja 

pegawai. Kedna, ads bubungan yang positif dan signifikan antara penilaian 

kinerja dengan pengembangan karir pegawai. Sualu sistem penilaian kinerja yang 

efuk:tif mempWJYai dsya dukung terbadsp mjuan-mjuan pengembangan karir 

pegawai yang berorientasi ke masa depan. Ketiga, terdapst bubungan yang positif 

dan signifikan antara deskripsi jabatan dan penilaian kinerja dengan 

pengembangan karir pegawai. Deskripsi jabalml, penilaian kinerja dan 
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pengembangan karir pegawai merupakan atribut-atribut yang terintegrasi dalam 

kesatuan proses penilaian kinerja pegawai yang terpadu. 

Penelitian kedua berjudul " Pengarub Proses Rekrutmen, Seleksi dan 

Penempatan Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai di Deputi Administrasi 

Selrretariat Negara Republik Indonesia " oleh Taufik Sukasah pada tahun 2005. 

Kesimpulan dari penelitian in~ pertama, kondisi rekrutmen, seleks~ penempatan 

dan kinerja pegawai secara umum cenderung masih rendab dan belum optimal, 

yang didasarkan rnenurut kelornpok pengalaman kerjanya, kelompok jabatannya 

dan kelompok pendidikannya Kedua, terdapat enarn indikator yang memiliki 

kore!asi yang signiflkan terbadap varibel rekrutmen, seleksi dan penernpatan 

yaitu, {!) swnber-sumber rekrutmen untuk variabel rekrutmen; {2) Job Po:sting 

untuk variabel penempatan; (3) Perencanaan dan organisasi; ( 4} Jndgemenl; naluri 

dan kebijakan meoyelesaikan maselah; (5) Kebadiran; dan (6) Manajemen 

Pekerjaan untuk variabel penernpatan. Ketiga, relautmen, seleksi dan penempatan 

memiliki keredcaitan satu dengan lainnya dan secara nyata bedcorelasi deogan 

kinerja pegawai dalarn menjalankan pekerjaannya. Keempat, diperlukan upaya 

pernbenahan yang dilaku:kan secara bertahap. Tabap pertama membenahi 

indikator-indikator yang berpengaruh terhadap variabel relrrutmen, seleksi dan 

penempatan. Pada tahap berikutnya adalab melakukan pernbenaban dengan 

membangun penilaian kinerja pejabat yang mengakornodasi indikator-indikator 

dari variabel relrrutman, seleksi dan penempatan, yaitu (l) pengetabnan atas 

pekerjaan; (2) mutu pekerjaan, ketelitian dan ketepatan waktu; (3) produktivitl!s; 

(4) komunikasi dan bubungan; (5) kerjasama; {6) kepemimpinan; dan (7) 

kemarnpuan memperilaiki diri. · 

Perhndaan antata penelitian pertama dengan penulisan tesis ini adatah pada 

penelitian pertarna lebih menekankan pada deskripsi jabatan dan hubungannya 

dengan penilaian kinerja dan pengernbangan karier. Ketiga hal tersebut sating 

berhubungan satu sama lainnya. Penulisan tesis ioi lebih meneksnkan pada 

penerapan analisis jabatan, lebih luas konteksnya, tidak banya pada deskripsi 

jabatan saja tapi juga pada spesifikasi jabatan. Penulisan tesis ini lebih pada 

menjelaskan babwa infurmasi analisis jabatan berupa deskripsi jabatan dan 

spesifikasi jabatan dapat diterapkan dalarn mengambil kebijakan yang tepa! pada 
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saat proses penempatan karyawan pada jahatannya. Dari analisis jabatan dapat 

mengidentifikasi pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang dimiliki setiap 

karyawan setta tugas, kewajiban dan tangggung jawab dari masing-masing 

jabatan dengan jelas. Penerapan analisis jahatan membantu dalam mencocokkan 

antara knalifikasi seseorang dengan spesifikasi jabatan dan dapat menempatkan 

pegawai pada jabatan yang sesuai, artinya knalifikasi seseorang sesuai spesifikasi 

jahatan, sebingga dapat melaksanakan tuntutan tugas, kewajiban dan tanggung 

jawah dari jabatan lel:sebut dengan baik. 

Perbedaan penelitian kedua dengan penulisan tesis inl yaitu pada penelitian 

kedua menekankan pada konteks pengaruh rekrutmen, seleksi dan penempatan 

pegawai terbadap kinerja pegawai, sedangkan pada pennlisan tesis inl banya pada 

konteks penempatan saja. Pmempatan disini yaitu dalam bal kebijakan alan 

keputusan terkait penempatan pegawai yang sebarusnya berdasarkan basil analisis 

jahatan 

2.1.2 Konsep Admmisttasi Pnblik 

Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang dinamis, setiap ·saat 

senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban dan 

teknologi Paradigma petkembangan adminlstrasi publik yang mengarah kepada 

demokratisasi adminlstrasi publik merupakan perwujudan dari pergesemn 

paradigma government kepada paradigma governance. Pengertian paradigma 

disini menurut Syafiie, Tandjung dan Modeong (1999:27) adalah corak atau cam 

beqiikir seseorang atan kelompuk orang. Artinya cara berpikir seseorang atau 

masyarakat fukus utamanya bnkan lagi pada pemeriotah (government) sebngai 

sehuah institusi yang diberikan kewenangan untuk mengatur masyarakat dan 

menjadi penyedia utama pelayanan publik melainkan lebih pada proses. 

Governance merupakan proses pemeeaban masalah publik yang melibatkan 

instrumen bukum, kebijakan, kemitraan pumerintah dengan swasta maupun 

pemberdayaan masyarakat dalam rangka meneapai tujuan pemerintahan secara 

efuktif dan efisieo. Pemerintah disini adalah pada dasamya adalah sebuah 

organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada masyaratnya (public 

servant). Seperti yang dikemnkakan oleb Rosidab (2009 ; 54) yang mengatakan 
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bahwa " Organisasi Publik Sering Dilihat Sebagai Ins/ansi Pemerintah a/au 

Birokrasi Pemerintah ". Menurut Kasim (1993:20) pada dasamya organisasi 

publik itu beri>eda dengan organisasi bisnis karena organisasi publik memiUki 

ciri-ciri sebagai berikut, (!) Organisasi publik tidak sepem1hnya oronomi tetapi 

dikuasai faktor-fuktor ekstemal; (Z) Organisasi publik secara resmi diadakan 

untuk pelayanan masyarakat; (3) Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk 

berkembang menjadi besar sehingga merugikan organisasi publik lain; (4) 

Kesebalan organisasi publik diukur melalui kontribusinya terbadap tujuan polilik 

dan kemampuan mencapai basil maksimum dengan sumber daya yang tersedia; 

(5) Kualitas pelayanan masyarakat yang buruk akan mernberi pengaruh politik 

yang negatif I merugikan. 

Menurut Kartasasmita (1999:20) organisasi publik memiliki ciri-ciri yang 

beri>eda dengan organisasi bisnis akan tetapi paradigma baru Administrasi Publik 

yang dipelopori oleb David Osborne dan Ted Gabler (1993) dengan karyanya 

reif11/e1lting gOlJeT11menl telah memberikan inspirllsi bahwa administrasi publik 

barus dapat beroperasi layaknya organisasi bisnis, efisien. efektif dan 

menempatkan masyarak:at sebagai S1LJire holder yang barus dilayani dengan 

sebaik-baiknya. Dernikian juga dengan Konsep New Public Management (NPM) 

yang digagas oleb Patrick Dunleavy (1991} beserta rekan-rekannya Konsep ini 

memfulruakan pada pemisahan birokrnsi pada unit yang lebih kecil, kompetisi 

antara pemerin!ah dan swasta dahun penyedinsn jasa publik, dan peruhahan 

motivasi dari sekedar pelayan publik menjadi motif ekonom~ dengan memberikan 

insentif pada pelayanan publik seperti yang diberikan dalam usaha SW1IS!a. NPM 

menekankan peiformance sebagai kriteria utama, dengan menerapkan telruologi 

manajemen yang dignnakan di linglrungan swasta ke linglrungan publik dan yang 

tukup mendasar pula adalah didorongnya swasta melakukan kegiatan yang 

sebelurnnya merupakan wilayah kerja birokrnsi dalam pemerin!ah Konsekuensi 

dari penerapan konsep tersebut adalah perlunya refurrnasi birokrasi secara 

kelembagaan. Pelayanan publik di pemerintah dikenal terialu birokratik dan 

berh.irarlci, karena sistem di dalam organisasi publik telah teri>entuk seperti ito 

dimulai deri pimpinan sampai pada/eve/ bawabnya sebingga masih jaub dari good 

governance_ 
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Menurut Dwiyanto (2008:18-19), konsep good governance sendiri 

berrnacam-macam tergantung pada konteksnya. Banyaknya pemahaman yang 

herheda-beda mengenai good governance, namun secara umum ada beberapa 

karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good governance. Pertama, 

praktik good governance barus memberi ruang kepada aktor lembaga non

pemerintah untuk berperan serta sooara optimal dalam kegiatan pemerintahan 

sebingga memungkinkan adanya sinergi di anlara aktor dan lembaga pemerintah 

dengan non-pemerintah. Kedua, dalam good governance terkandung nilai-nilai 

seperti efisien, adil dan memilki daya tanggap sehingga pemerintab dapat hekcrja 

secara efektif untuk mewujudkan kesejabteraan bersama. Ketiga, good 

govef7111T1Ce adalab praktik pemerintahan yang hersib dan hebas dari praktik KKN 

dan herorientasi pada kepeotingan publik. 

Adanya paradigm• barn dalam sektor publik dari pergeseran paradigma 

government kepada governance, dalam mewujudkan pemerintahan yang balk dan 

yang efektif, menuntut barus adanya u.lruran 1erbadap petformance (ldncrja) dan 

bukan banya teriladap proses. Menurut Kartasasmita (1999:25) administrasi 

publik barus result oriented dan bukan banya effort oriented deagan menciptakan 

para birokral yang bekcrja sebagai pelayan masyarakal yang balk yang dapat 

diandalkan dan cepat dalam melayani. Demi tercapainya good governance sesuai 

paradigma administrasi publik yang barn dan konsep NPM, maka refurmasi 

birokrasi dapat dilakukan diawali dengan perubaban manajemon sumher daya 

manusia. Dasar dari segala kegiatan manajemen sumber daya manusia adalab 

analisis jabalan. Analisis jabatan adalab suatu alat yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam setiap kegialll!l manajemen sumber daya manusia. 

2.1.3 Konsep Analisls Jabatan 

Analisis Jabatan terdiri dari dua suko kata yaitu analisis dan jabatan. Analisis 

(analysis) hemsal dari kala to analy.w yaitu memisab-misabkan alan menguraikan 

Pengertiaa jabatan (job) meaurut Brannick & Levine (2002:8) adalab sebagai 

berikut. " The job is diifined as a collection of related positions that are all 

similar enaugh in terms of work performed or in the gools that they serve for the 
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organization so that everybody in the organization agrees to call the positions by 

the same job title ". 

Pengertian jabatan (job) diatas ada bermacam-macam, ada yang 

mentetjemahkannya sebagai tugas, ada juga pekerjaan atau posisi, namun pada 

penelitian ini job diterjemahkan sebagai suatu jabatan. Pengertian jabatan diatas 

adalah sekumpulan posisi yang saling berhubungan dan semuanya mempunyai 

batasan waktu pelaksanaan keija atau dalam mencapai tujuan untuk organisasinya 

sebingga semua orang yang ada di organisasi mempunyai posisi deogan nama 

jabatan yang sama 

Analisis jabatan adalah cara sistematis mengumpulkan dan menganalisis 

informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia, serta konteks 

dimana pekerjaan dilaksanakan (Sedarmayanti,2007:145). Analisis jabatan berisi 

segala informasi terkait dengan suatu jabatan baik itu pekeijaannya, kualifikasi 

SDMnya maupun proses pelaksanaan pekeijaannya. 

Dessler (2004:70) mengatakan analisis jabatan adalab proseduc untuk 

menentukan tanggung jawab dan persyaratan ketenunpilan dari sebuab pekerjaan 

dan jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekeijaan tersebut. Dari definisi 

tersebut, dengan demikian analisis jabatan adalab prosedur untuk menetapkan 

tugas dan hakekat pekerjaan dan macam orang yang akan diangknt untuk 

melaksanakan jabatan itu. 

Robbins (2008:671) menguraikan analisis jabatan dengan detail yaitu 

penyusunan suatu ucaian rinci tugas-tugas yang tercakup dalam pekerjaan tertentu, 

dengan menentukan hubungan pekeijaan tertentu dengan pekeijaan-pekerjaan 

lain, dan memastikan pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan yang-diperlukan 

bagi karyawan untuk melakukan pekeijaan itu dengan sukses. Berdasarkan 

kutipan diatas maka analisis jabatan meliputi penyusunan uraian dari suatu jabatan 

dengan rinci sehingga jelas dapat dibedakan antara satu jabatan dengan jabatan

jabatan yang lainnya dan kualifikasi SDM yang dituntut sehingga dapat 

melaksanakan jabatan dengan baik. 

Mondy & Noe (1996:86) mengatakan babwa, "Job Analysis is the systematic 

process of determining the skills, duties and knowledge required for performing 

job in an organization". Anal isis jabatan adalab suatu proses yang sistematis yang 
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menjelaskan tentang keahlian, tanggung jawab dan pengetahuan yang diperlukan 

dalam melakaanakan jabatan di suatu organisasi. 

Dari beberapa definlsi diatas maka dapat ditarilc kesimpulan babwa anefisis 

jabatan adalab suatu proses pengumpulan infurmasi suatu jabatan, 

mengurailcannya secara rinci dan sistematik, yang meliputi infonnasi akan tugas, 

tanggung jawab, kewajiban dan kondisi kerja yang berbubungan dengan aspek

aspek pekerjaan dalam suatu organisasi serta kualifikasi pegawai yang dituntut 

untuk jabatan ternebut. Dengan demildan anefisis jabatan pada dasarnya adalab 

prosedur untuk menetapkan tugas, tanggung jawab dan kewajiban dari sebuab 

pekerjaan atau jabatan, yang disebut juga dengan deskripsi jabatan dan tipe orang 

yang tepat untuk pekerjaan ter!!elrut atau yang disebut juga dengan spesifilatsi 

jabatan. Satu konsep yang penting dalam anefisis jabatan adalab hahwa analisis 

jabatan dilakukan terhadap jabatan (the job), bukas terbadap orang (person). 

Meskipun data diperoleb darl si pemegang jabatan (mcumbent) me!alui 

pengamatan, wawaneara atau pun koesioner (Majalab Human Capitai,200S) 

Menurut Sedannayanli (2007:151-152), infonnasi anefisis jabatan bermantl!at 

antam lain yaitu, (I) untuk pennrikan (rekrutmen), seleksi dan penernpatan 

karyawan ; (2} sebagai petunjuk dasar dalam menyusun program latihan dan 

pengembangan; (3) menllai kinerja I pelakaanaan kerja ; (4) memperbaild cam 

bekerja karyawan ; (5) mereneanakan organisasi untuk memenubi syarat I 

memperbaiki struktur organisasi sesuai beban dan fungsi jabatan ; (6) 

mereneanakan dan melakaanakan promosi serta transfe< karyawan dan (7) 

mereneanakan fusilitas dan perlengkapan kerja bagi karyawan ; {8) bimbingan dan 

penyuluhan karyawan. Dari beberapa manfuat tersebut je!as terlihat hahwa 

infurmasi analisis jabatan dapat di!erapkan pada proses penarlkan, selekai dan 

penempatan pegawai. Kbusus untuk penempatan pegawai, anefisis jabatan dapat 

dipakai untuk memudabkan dalam proses promosi dan pemindaban atau transfer, 

sesuai dengan pendapat Fatboni (2006: 125) yang mengatakan infurmasi analisis 

jabatan dipergunakan untuk membantu dalam menentukan promosi atau 

pemindahan pegawai. 

Analisis jabatan juga dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu, saperti 

pendapat frrasinghe dan Lyons (2005:9) mengatakan, "Job analysis is designed to 
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achieve a specific goal(s), and is typically in the farm of the 'whot • (tasks and 

activities which are associated with the job) ; the 'how • (the skills and abilities 

required to petform these tasks) ; mid the 'contexi' (the environment or culture in 

which tasks are executed) «. Artinya analisis jabatan itu dirancang untuk mencapai 

tujuan yang spesifik dan biasanya dalam bentuk apa yaitu tugas dan aktivitas apa 

yang diketjakan suatu jabatan, kemudian bagaimana yaitu k:etrampilan dan 

kemampuan apa yang dibutuhkan untuk mela.ksanakan tugas serta isinya yaitu 

lingkuogan atau budaya yang mendnkung untuk melaksanabn tugas tersebut. 

Shermon (2004: 151) mengall!kan hal yang berbeda bahwa, "Job analysis of 
relevant behaviours must he IXJllducted to detertlline the dimemians. 

CIJII1f1l'l£ncles, attributes aJid job performance indicu importani to job success in 

order to identify what shoubi he evabmtui by the assessment centre ". Analisis 

jaba!an yang berkaitan dengan perilalru dirnncang untuk menentukan dimens~ 

lrompelens~ atribut dan kinetja yang menuljjukkan pentingnya suatu pek:etjaan 

yang berbasil untuk mengidentifikasi apa yang pedu dievaluasi oleb pusat 

a.ssesmen. 

2.1.3.1 DeskripsiJabatan 

Sesuai dengan definisi analisis jabatan diatas, pada dasornya analisis jaba!an 

itu mengbasillam dua produk yaitu deskripsi jabatan dan spesi.fikasi jabatan. 

Pengertian deskripsi jabatan menurut Noe, Hollenbeck, Gerhart dan Wright 

(2003:148) mengalllkan : " a job description is a list of tasks, duties and 

responsibilities that a job rmtail ". Deskripsi jabatan merupabn suatu daftar 

metiputi tugas, keWl\iiban dan lllnggung jawab dari suatu jaball!n. 

Mondy dan Noe (1996:87) juga serupa mengatakan : • Job description is a 

ducument that provides Uiformation regarding the essential tasks, duties and 

responsibilities of the job ". Deskripsi jabatan adalab suatu doknmen yang 

memberikan informasi menganai wgas, kewajiban dan tanggung jawab pentiog 

dari suatu jabatan. Dari deskripsi jabatlln dapat dengan jelas dibedakan antara 

tugas, kewajiban dan lllnggung jawab dari suatu jaball!n dengan jaball!n-jabatan 

lainnya yaog ada di suatu orgaoisasi. 
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Pengertian dari tuga• diatas cakupannya lebih kecil dari kewajiban. 

Kewajiban merupakan pelaksanaan dari tugas dan kewajiban, sama dengan 

pendapat Sedannayanti (2007:36} yang mengatakan, tugas adalah aktivitas kerja 

yang jelas, dapat dikenali, terdiri atas banyak kegiatan ; kewajiban adalah segmen 

kerja lebih besar, terdiri dari beberapa tugas yang harus dikerjakan individu dan 

tanggung jawah adalah kewajiban melaksanakan tugas dan kewajiban tertentu •. 

Delinisi mengenai deskripsi jahamn menurut Fislte<, Sehoenfeldt dan Shaw 

(1990 :140) mengatakan bahwa, "Job descriptio1l is a wrillen statement of what 

the job holder does, how it is done, and why it is done ". Deskripsi jabatan berisi 

uraian tentang apa yang horus dilakukan oleh pemegang jahatan, bagaimana 

melakukannya dan kenapa itu barus dilakukan. Dari definisi tersebut dapat 

dikatakan bahwa deskripsi jahamn merupakan infurmasi yang menjelaskan dari 

jabatan itu sendiri. Serupa dengan pendapat diatas, Robbins (2008:672) 

mengatakan deskripsi jahamn merupakan pemyatasn tertulis mengenai apa yang 

dilakukan pemangku jabatan, bagaituana cora melakukan pekerjaan itu dan 

mengape dilakukan 

Dari semua definisi dialas, maka deskripsi jabatan adalah berisi utaian atan 

gambaran tentang apa ,.Ya yang barns dilakukan oleh pemegang jahatan 

(jobholder I incumbent), bagaimana suatu pekerjaan dilakukan dan alasan-alasan 

mengapa pekerjaan tersebut dilalmkan, yang mencakup tugas, tanggungjawah dan 

kewajibannya. Uraian tersehut berisi teutang hubungan antara suatu jahamn 

tertentu dan jahatan lainnya di suatu organisasi dan ruang lingkup pekerjaan 

dimana pemegang jahamn diJtarapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

· mencapai tujuan yang ditetapkan oleb unit kerjanya atau tujuan mganisasi seeara 

keseluruhon. 

Penyusunan deskripsi jahamn penting dilakukan terutama untuk 

menghindarlcan le!jadinya perbedaan pengertian, untuk mengbiudari le!jadinya 

pekerjaan tangkap, serta untuk mengatahui batas-batas tanggang jawah dan 

wewenang masing-masing jabatan. Robbins (2008:673) mengatakan bahwa 

deskripsi jahamn terdiri dari 6 (en am) unsur yaitu, (I) Tugas utama yang harus 

dilakukan; (2) P""""'tase waktu yang dialokasikan untuk tiap-tiap tugas; (3) 

Standar kinerja yang barus dicapai; (4) Kondisi kerja dan fingkungan yang 
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mendukung; (5) Jumlah karyawan yang melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa 

karyawan terse but melaporkan pekerjaannya; ( 6) Mesin dan peralatan yang 

digunakan dalam pekerja 

2.1.3.2 Spesndwi Jabatan 

Spesifikasi jabatan juga merupakan hasil analisis jabatan selain deskripsi 

jabalaa Delinisi spesiflkasi jabatan menurut Ivancevich (200 1: !54) yaitu : "Job 

Specification is a wri/fen explanation of the knowledge. sldlfs. abilities, trails, and 

olher characteristics (KSAOs) necessary for iffecti:ve per/ornta11Ce on a given job 

". Spesiflkasi jabatan merupakan penjelasan tertulis mengenai pengetabuan, 

kealilian, kemampnan dan karakteristik lainnya yang diperlukan unlnk dapat 

melaksanakan sua1u jabatan dengan kinerja yang efektif. Artlnya apabila sua1u 

jabatan ditempati oleh suaru pegawai yang mempunyai kualifikasi yang sesuai 

dengan yang dituntut dari jabatannya, maka pegawai tersebut dapat hekerja 

dengan baik dan efektif. 

Noe, HOUenbook, Gerhart dan Wright (2003:149) memberikan delinisi 

tenlllllg pengetabuan, keahlian dan kemampuan dan karakteristik lainnya sebagai 

herikut, "Knowledge refers to jaJ:tuDJ or procedural infornudion that is necessary 

for su""""'ifUllp performing a task. A sld/l is an indivitiw:JJ.s level of f11'CI!ident:y at 

performing a parlicalar task. Ability refers to a more general enduring copabili!Jl 

tltal an individ#al ~ Other cluJracteristics might be personali!Y traits 

such as ones achiellfm1e11/maiivaiion ar persistence ". 

Darl definlsi diatas dapat diketabui bahwa pengelahuan merupakan infurmasi 

aktual atan prosedural yang penting un1llk dapat melaksanakan tugas dengan 

sukses. Keahlian merupakan kelancaran sesrorang dalam melaksanakan tug:as. 

Kemampuan mengacu pada kapabilitas umum, sedangkan karakteristik lainnya 

lebih kepada siiill atau ciri kepribadian Menurut Sedannsyanti (2007:367) 

k.arakteristik laiiUlya (other charcterislics) iru meliputi siksp (ailitmk) dan 

perilaku (behaviors). Sikap adalab sua1u kebiasaan yang 101p0lakan dan perilaku 

itn diten1llkan oleh kebiasaan yang telab tertanam dalam diri seseorang, sehingga 

dapat mendukung kerja yang efektif atau sebaliknya 

Lebih lanjut Robbins (2008:672) mengatakan spesifikasi jabatan adalab 

penetapsn kuallfikasi minimum yang dapat diterima yang harus dimililti oleh 
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pegawai untuk menjalankan pekerjaan tertentu dengan sukse!t Artinya suatu 

jabatan dapat dilaksanekan dengan sukses apabila si pemegang jabatan memiliki 

kualillk:asi yang layak yang dituntut dari jabatan itu, lrualifik:asi ini bisa meliputi 

pengetabuan, lretrampilan dan kemampuan yang berlruali!as. 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa spesifikasi jabatan 

adalab menjelaakan kualifikasi minimal yang harus dimiliki oleh seorang pegawai 

un!Uk memanglm suatu jabatan, meliputi pengetabuan, keablian dan kemampuan 

yang bail<, juga dipenubi kualifikasi delinitifuya Kualitikasi definitif mcnurut 

Manullang dan Manullang (2008:47) antara lain seperti tingkat pendidikan., 

keadaan fisik, umur dan karakter. Tmgkat pendidikan disini penting untuk 

menetapkan batas minimal tingkat pemlidikan terakhir yang dapet diterima untuk 

dapet memangku suatu jabatan. Keadaan fisik seperti apa yang dibutubkan dari 

jabatan i1u dan batasan umur yang harus dipenubi serta karakter yang bagaimana 

yang dapet memiukuug sebiugga jabatan tersebut terleksana dengau baik dan 

el<>laif. 

2.1.4 Rekrutmeo, Seleksi dan Peoempatao 

Infurmasi dari analisis jabatan berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi 

jabatan menjadi dasar penyusunan rencaoa SDM yang pada akbimya 

mempengaruhi sttzjfing process organisasi. Stqffing merupekan rangkaian kegiatan 

MSDM yang melipnti penarikan tenaga kerja (recroitmenl), se!eksi (selection) 

dan penempatan (placement). Sesuai dengan pendapet Rosidab (2009:190) yang 

mengatakan babwa infunnasi analisis jabatan yang berisi deakripsi jabatan, 

spesifikasi jabatan dan standar prestasi yang seharusnya ada di dalam jabatan 

tersebut, merupakan salab satu syarat yang harus dipenubi dalam rangka seleksi 

dan penempatan Untuk lebih jelasnya dapet dilihat dari gamhar dibawab ini : 
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Gambar2.1 

Keterkaitan Analisis Jabatao deogan fuugsi-fung>i Lain MSDM 
Sumber : Syafaruddln AMi, Msnajemen Sumber Daya Manus/a (Yogyakarta : BPFE. 

2001). hal.110 

. Dari gambar diatas, dengan jelas terlihat bahwa analisis jabatan dapat 

diterapkan untuk proses stqffing yaitu meliputi rekrutmen, seleksi dan 

penempstan. Ketiga proses ini jika dilalrukan berdasarkan basil analisis jahatan 

maka dapst menghasilkan kineoja yang sesuai dengan rujmm organisasi dan juga 

basil akh.imya dapat dievaluasi apakah sudah sesuai atau belum del'angan harapan 

yang ditetapkan dari organisasi itu sendiri. Anal isis jabatan juga dapat diterapkan 

uutuk perencanaan SDM yang hasilnya berups kuantilas dan knalitas SDM, yang 

dapat dipakai sebagai dasar dalam mengambil kehijakan yang tepat psda saat 

proses rekrutmen, seleksi dan penempatan dilalrukan oleh suatu organisasi. 

Rekrutmen (penarikan), seleksi dan penempatan merupakan proses yang 

saling berkaitan. Rekrutmen menjadi proses pertama yang menyaring dan 

menentukan kualifikasi SDM yang masih bersifat umum. Informasi dari aktivitas 

penarikan menjadi dasar dahnn melalrukan proses seleksi sebagai proses kedua 

yaitu menyaring SDM yang diterima sesuai knalifikasi yang diruntut dari suatu 

jabatan baik:. Selanjutnya informasi dari aktivitas seleksi ini psda akhirnya 
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menentukan dimana SDM itu ditempatkan pada suatu jabatan yang tepat sesuai 

kualifik .. i atau kompetensi yang dimiliki oleh SDM itu sehingga dapat 

melaksanakan jabatannya dengan baik. 

2.1.4.1 Rekrutmen 

Schuler dan Jackson (1997:227) berpendapat hnhwa rekrutmen adalab 

semngkaian kegiatan yang digunakan untuk mendapalkan sejumlab calon pegawai 

yang memenuhi syarat dalam jumlah 1e1ten1u sehingga dari perusahaan atau 

organisasi dapat menyeleksi orang-orang yang tepat untuk mengisi lowongan 

pelrerjlll!ll yang ada. Jadi rekrutmen disilli adalab suatu proses untuk mendapatkan 

tenaga kelja yang berkualitas guna dipeke!jakan di suatu instansi atau mganisasi 

Bentuk rekrutmen ada 2 (dua) """"""' yabu (!) rekrutmen ekstemal yang 

berasal di luar Otganisasi dan (2) rekrutmen yang berasal dari organisasi. 

Rekrutmen ekstemal adalab rekrutmen yang berasal dari pelamar luar orgaaisasi 

yang memasukkan lantaran~~ya. Rekrutmen yang berasal dari dalam mganisasi 

adalah merekrut dari orang-orang didalam organisasi, yang salah satunya pegawai 

honorer. 

Metode rekrutmen internal dapat dllakukan dengan beberapa cara antara lain 

penataran (upgrading), pemindaban atau mutasi. dan pengangkatann (promosi). 

Metode rekrutmen eksternal dapat melalui media, badaa penyalw- tenaga kelja, 

lembaga pendidikan. organisasi karyawan, organisasi prores~ open house (job 

fairs) dan on line. Namun mengingat biaya yang mabal terdapat metode ahernatif 

rekrutmeo seperti outsourching yaitu menyewa tennga luar melalui perusahaan 

lain atau agen untuk menge!jakan tugas internal perusabaan dan alternatiflainnya 

yaitu tennga ke!ja lepas yang beke!ja paruh waktu, seblngga menguntungksn 

perusabaan karena Heksibel dan biaya burub lebih murah. Metode oulsourching 

ini sekarang banyak dipakai oleh perusabaan swasta. 

Menurut Manullang dan Manullang (2008:35) bahwa sebelum diadakannya 

rekrutmen atau penarikan tenaga ke!ja, haros tedebib dabulu diadakan analisis 

jabatan dari jabatan yang akan dipanglru oleb pegawai yang akan ditarik. Proses 

rekrutmen akan be!jalan baik apahila sudab diketahui oll!Dg yang bagaimana yang 

horus di~ bagaimana pengetabuannya, pengalamannya, sifat-sifunya, 
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kepribadiannya dan lain sebagainya, yang semuanya ini didapat dari analisis 

jabatan. Disinilah keterkaitan antara analisls jabatan dan rekrutmen. 

Keterkaitan antara rekrutmen dengan analisa jabatan juga jelas terlihat dan 

pendapat Rival (2004:161) yang mengatakan bahwa proses rekrutmen karyawan 

atau pegawai barus sesuai dengan kebutuban yang diperlukan yang didasarl:.an 

pade analisa jabaflm, deskripsi jabatan dan spesi!lkasi jebatan. Menurut Siagian 

(2003:104) terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi proses rekrutmen 

yaitu, (I) filktor-lilktor organisasional yaite kebijaksanaan promosi dan dalam, 

kebijaksanaan tentang imbalan. kebijaksanaan tentang status kepegawaian dan 

rencana sumber daya manosia; (2) kebiasaan peneari tenaga ke!ja baik kebiasaan 

positlf maupun kebiasaan negatifuya; (3) Faktor eksternal yaite tingkat 

penggangguran, kedadukan organisasi peneari kerja baru; (4) langlrn tidaknya 

keablian atau ketrampilan tettentu; (5) proyeksi angkatan kelja pada umumnya; 

(6) pei1!Iuran penmdang-undangan di bidang ketenagakeljaan; (7) praktek 

rekrutmen oleh organisasi-organisasi lain dan (8) tuntutan tugas yang kelak akan 

dikeljakan oleb para peke!ja baru. 

z.vu Seleklii 

Seleksi menurut pendapat Gatewood dan Feild (2001 :3) adalab sebagai 

berikut :" Selection is Ike process of collecting and evaluating ilformation abo1li 

an individJial in order w extend an offer of emp/'f)lltlenL Jadi seleksi adalab suatu 

proses peogumpulan dan evaluasi informasi tentang seseorang untuk dapat 

diterima pada lowongan peketjaan yaug ditawarkan. 

Lebih lanjut Gatewood dan Feild mengatakan babwa seleksi pada dasarnya 

adalah tabap lanjutan setelab proses rekrutmen selesai dilalrukan. Proses seleksi 

dalam pral<tiknya tergantung pada 3 (tiga) masukan atau inpnt yaug bermanf.!at. 

yaite analisis pekeljaan, perencanaan SDM dan rekrutmen (2001:171).lnformasi 

dari analisis jabatan, perencanaan SDM dan rekrutmen menjadi infurmasi yang 

bermanJ:iW uutnk proses seleksi karena mernudaltkan dalnm melakukan 

penyeleksian terbndap calon pegawai. Analisis jabatan memberikan deskripsi 

pekeljaan, spesiflkasi jabatan dan standar lcinelja yang dituntut oleb suatu jabatan. 
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Perencanaan SDM mengidentifikasikan pekerjaan dengan cara yang logis dan 

efektif, yang kemudian terbentuk suatu kumpulan pelamar yang akan diseleksi. 

Sebelum proses seleksi dilakukan, Manullang dan Manullang (2008:101) 

mengatakan bahwa terdapat 10 (sepuluh) persyru:atan kualifikasi yang menjadi 

dasar dalarn proses seleksi yaitu, (!) keahlian (skills) yaitu kemampuan tekn.ik 

(tec/micnl skill), kemarnpuan berk<>munikasi (human slcil/) dan kemampuan 

konseptual (concepf11ai skill) ; (2) pengalaman ; (3) usia ; ( 4) jenis kelamin ; (S) 

pendidikan dan pelatiban (fonmal dan non formal) ; (6) keadaan fisik I kesebalan; 

(7) tnmpang; (8) hakal; (9) temperamen; (IO) lwakter. 

2..1.4.3 Penempallln 

Schuler dan Jackson mengalak:an hshwa penempatan (plocemeni) bed<aitan 

dengan penoocokan seseoraog dengan jabatan yang dipegangnya. herdaserkan 

pada kebutuban jabatan dan peogetab.,an, k-ampilan, kemampnan, preferensi 

dan kepribadian karyawan tersebut (1997:276). Penempatan tidak banya berlaku 

bagi pegawai bam saja, tetapi juga berlaku bagi pegawai lama yang mengalarni 

promos~ demos~ alih tugas (transfer) atau mutasi. Dengan demikian penempatan 

ada dua macam yaitu penempatan karyawan bam dan penempatan internal yaitu 

penugasan di tempat bam bagi karyawan lama. Konsep penempatan meneakup 3 

(tign) konsep yaitu pr~ mutasi atan alih tugas (transfer), dan demosi. 

Pronwsi 

Moekijat (1995:71) berpendapat bahwa promosi adalah perubahan penugasan 

dari SUll1U pekeljaan yang tingkatnya lebih rendah. · ke pekeljaan lain yang 

tingkatnya lebih tiuggi dalam organiarni. Pengertian tingkatan disini adalah 

tanggung jawebnya lebih besar karena berada dalam binuki jahatan yang Jebih 

tinm serungga pengbasihmnya pun Iebih besar_ Umumnya promosi diberikan 

sebagai pengakean kinelja pegawai. Pegawai dapat dianggap layak menerima 

promosi karena melaksakan pekerjaan atan tuntutan jabataunya dengan baik dan 

karena memang mentiliki kemampuan atau kompeteosi yang mendulrung. 

Suatu organisasi a1llll peruaahaan didalam melakukan suatu promosi kepada 

pegawainya, seharusnya mempunyai suatu prinsip atau prosedur yang jelas, 
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pedoman Oatam pela.KSanaannya, yang paaa aKIUrnya proses prmn.ul)l \:Ott., .. ~ 

tertaKSana aengan OOlK. aan terOUKa 171ns1p 1ru msa wuam oenll.lK ~ peaoman 

dan syarat promos1, sesuru dengan pendapat l'alhoni l2006:ll8-l23). Pertama, 

terdapat J (tiga) asas daiam meiairukan promost yanu Kepercayaaii, ireaattan aan 

formasi. Kepercayaan disini lebih kepada kepercayaan at3ll keyakinan akan 

kemampuan melaksanakan tugas-iugas jakatan dengan bail< terhadap seseorang 

yang dipromnsikan untuk memangku jabatan itu. Keadilan adalah adll dalam 

melakukan peni!aian terbadap kemampuan semua pegawai. Formasi adalah 

promosi berasaakan pada formasi yang ada, pada formasi jabatan yang lowong. 

Kedua, ada pedoman yang dipakai sebagai dasar untuk mempromnsikan 

pegawai yairu pengalaman, lrecakapan dan kombinasi antara keduanya. 

Peogalaman adalab lamanya masa lcelja atau pengabdian pegawai tersebut. 

Ke<:akapan adalah total dari semua keablian yang diperlukan untuk mencapai basil 

yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya orang yang eakap atau ahli mendapat 

prioritas pertama untuk dipromnsikan. Kombinasi keduanya adalah promosi yang 

berdasarlam pada lamanya peogalaman kelja dan kecakapan. 

Ketigo, terdapat syarat-syarat promosi yang mana antara satu organisasi atau 

perusabaan berbeda syaratoya dengan organisasi atau perusabaan lainnya. Syarat

syarat tersebut bisa meliputi lrejujuran, disiplin, prestasi kelja, keljasama, 

kecakapan, loyalitas, kepemimpinan, komunilcatif dan pendidikan. Dari 9 

(seaabilan) syarat tersebut dapat dipakai semua atau beberapa oleh suaru 

organisasi anw perusabaan dalam memutuskan dipromnsikan atau tidakaya 

seorang pegawai untulc memangku suatu jabatan tertentu. 

Pemiodahan (Transfer) 

Pemindaban (transfer) atau mutasi mentuUt pendapat Moekijat (1995:75) 

ada!ab penempatan seorang individu dalam suaru pekeljaan lain yang 

mengandung tngas-tugos, tanggungjawab-tanggung jawab, status dan upab yang 

bampir sama dengan keadaan pekeljaan sebelumnya. Artinya seseorang 

dipindabkan atau dimutasi pada jabatan yang baru dengan tugos, tanggung jawab 
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yang barn tapi pada hirarki jabata:n dan pengbasilan yang relatif sama dengan 

jabatan yang lama. 

Pemindahan atau mutasi soorang pegawai di suatu organisa.si pasti 

mempunyai tujuan, bisa untuk kepentingan organisasi maupun untuk SDM atau 

pegawai itu sendiri. Pemindaban atau mutasi untuk tujuan organisasi bisa 

dilalrukan misalnya seorang pegawai tersebut dibaruskan pindab atau dimutasi ke 

salah satu cabang aiJru kantor wilayab (kanwil) dari organisasi tersebut atau suatu 

tugas yang baru dipada melakukan perekrutan baru lagi. Mutasi ini juga bisa 

dilakukan demi memenuhi kebutuban atau keinginan dari SDM im yang 

menginginkan pengabnnan ketja yang barn demi meningklllkan pnestasi ketja 

yang lebih baik. 

Deioosi 

Pengertian detnosi menurut Moelcijat (l995:8ll) adalab perubahan dalam 

pcuugasan ke suatu peketjaan pada suatu tlngkat organisasi yang lebih rendah dan 

mengandung kecakapan, tanggang jawab dan pembayaran atau gaji yang lebib 

sedikit. Menurut Siagian (2003:108) demosi adalab seseorang dipindahkan dari 

satu pnsisi ke pnsisi lainnya yang lebih rendah jabatau strukturalnyanya, sebingga 

nmggung jawab yang ringan dan gaji atau pengbasilannya leblb rendah dari 

jabatan yang lama Hal ini serupa dengan pendapat Werther dan Davis (1996:261) 

yang mengatakan babwa demosi dapat tetjadi apabila seorang pegawai 

dipindahkan ke suatu jabatan yang tugas, tanggung jawab dan kewajiban lebih 

rendab. Namun sebaikuya demos! itu dapat dihiadari kerena bisa menimbulkan 

dampak psikolngis terbadap pegawai yang didemosikan. Namun demosi ini 

merupakan salah satu cam yang masih lebih haik daripada pemberbuntlan atau 

pemecatan seorang pegawai yang pnestasi ketjanya menurun atau bermasalab 

dalam melakukan peketjaannya. 

Dengan demikian, penempata:n pada dasarnya adalab untuk menempalkan 

orang yang tepa! pada jabatan yang tepat. Tepat tidakuya penempata:n seseorang 

bergantung pada kesesuaian antara pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

seseorang dan tuntutan jabatan, juga kecocokan antara kepnlladian, minat, 
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kesukaan serta kesempatan dan budaya yang terkait dengan perusahaan secara 

keseluruhan. 

Dalam usaba mencari SDM yang tepat dan sesuai dengan jabatan tertentu 

maka pihak manajemen atau kepegawaian melakukan pengulruran tethadap 

tuntutan dan persyaratan-persyaratan dari jabatan tersebut. Untak proses 

pengulruran tern:but, digunakan analisis jabatan. Werther dan Davis (1996:145) 

mengatakan habwa infbrml!lli anallsis jabatan salab satu kegunaannya adalab 

untak menempa!kan kacyawan pada peketjaan yang memungkiakan menggunakan 

ketrampilan yang efektif. Penempatan pegawai yang berorientasi pada basil 

analisis jabatan, memilild tujuan agar pegawai yang diperlukan dapat dipenuhi, 

balk dari segi kuantitalif (jumlab) yang relev.m dengan kehu!Uhan maupun dari 

segi kualitatif karena berkualitas mempunyai kompetensi yang sesuai dengan 

tuntutan jabatan, sehlngga selurub peketjaan dapat dilakaanakan secara produktif 

dan efisien. Penempatan pegawai juga merupakan salab satu kegiatan yang 

berguna untak meningkatkan dan mengembangkan pulenlli, pengetabuan, 

wawasan, ketrampilan kelja, kemampuan lllliDIIierial, sikap, perilaku manpun 

keprlbadalan serta lhldor-liktor lain yang Wrdapat dalam diri pegawai tersebut 

:u.s Faktor-Faktor Yang Menentukan Penempatan Pegawai 

Penempatan srorang pegawai di suatu organisasi kbususnya di organisasi 

birokrasi terdapat banyak liktor yang mempengaruhlnya. Faktor-liktor tersehut 

telab menjadi suatu hal yang wajar dan diketabui umum. Di suatu organisasi 

birokrasi diakui atau tidak, liktor plmpioan (knder) mempengaruhl penempatan 

seorang pegawai negeri sipil (PNS) di dalam jabatan stutktural birokrasi tersehut. 

Seharusnya organisasi pemerintah tersebut dituntut untak bisa demokratis, tidak 

birokrasi yang berdasarkan perintah atau keputusao pimpinan yang kadang sarat 

juga deogan korupsi, kolusl dan nepntismenya (KKN). Selain liktor pirnpinan 

didalam proses penempatan seorang PNS juga dipengaruhi oleb dari PNS atau 

SDM itu sendiri, kemndlan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksi) jabatannya 

didalam jabatan struktural organisasinya, dan prosedur penempatannya. 
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2.1.5.1 Pimpinan 

Seorang pirnpinan secara langsung ataupun tidak langsung pasti 

mempengaruhi jalannya suatu organisasi yang dipimpinnya. Sukses atau tidak 

sukesnya suatu organisasi sangat ditentukan oleh peran seorang pirnpinan. Melalui 

kepemimpinannya diiharepkan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

organisasinya dengan baik sesuai dengan visi dan misinya, sehingga dapat ttujuan 

dan sasamn organisasi tersebut dapat tercapai Kepemimpinan dapat diartikan 

sebagai polaksanaan otoritas dan pombuat keputusan yang mempongarubi 

jalannya semua aktivitas atau kegiatan suatu organisasi. Hal ini didukung oleh 

pendapat Yuki (1994:3) yang mengatakan : " The person who has the most 

inj/JJem;e in the grqup and who is expected to perform the leadership role is 
' 

desigm/£d as the kader ". Artinya pemimpin atau pimpinan adalah seorang yang 

sangat mempengaruhi kelompok alan organisasinya dan seseorang yang 

dibarapkan mampu menjalankan peran kepemimpimumya. 

Menwut Thoba (2007:275-276) teroapat tiga gaya (style) kepemimpinan 

yaitu ntokratis, demokmis dan kzissez faire. Pertama, pemimpin yang otoriter 

adalah pemimpin yang bertindak sangat direkti!; selalu memberikan pengarahan 

dan tidak memberikan kesempatan untuk berpartisipasL Kedua, pemimpin yang 

demokratis adalah pemimpin yang berusaha mendorong kclornpok diukusi dan 

pembnat keputusan dan mampo bersikap objekliL Ketiga, pemirnpin yang 

semaunya sendiri (kzissez foire) adalah pemimpln yang memberikan kebebasan 

yang mutlak pada ke!ompok. Pemimpln ini biasanya tidak memberikan contoh

contoh kepemimpioan. Dari ketiga gaya atau tipe kepemimpinan seperti diatas 

maka tipe pemimpin yang demokratislah yang paling baik dan dihutohkan oleb 

suatu organisasi, khususnya dalam bai ini adalah dalam organisasi pemerintah saat 

ini. Kepemimpinan yang demoknltis ini akan lebih baik jika pemimpin teraebnt 

mampo untuk bersilrnp objekliL 

Seorang pemimpin yang objektif dapat dilakukan dabun berbagai hal, salah 

satonya adalah objeklivitas dalam hal promosi. Menwut pendapat Siagian 

(2003:95-96) mengatakan bahwa dabun mganisasi yang bsik berlaku prinsip 

meritokrasi yang pada dasamya berarti bahwa bemsgai jenis pengbargaan 

termasuk promosi, diberikan berda.saikan penilaian yang objektif atas prestasi 
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kerja dan faktor-faktor lain seperti kesetiaan, dedikasi. disiplin dan senioritas dari 

orang yang dipertimbangkan untuk dipromosikan. Meritokrasi diatas adalah 

menekankan pada prestasi kelja, sehingga seorang pemimpin yang baik barus bisa 

melakukan promosi pegawainya berdasarkan penilaian yang objekti£ berdasarkan 

prestasi kelja. Jadi pada dasarnya seorang pegawai yang layak untuk 

dlpromosikan oleh pimpinan adalalt pegawai yang dinilai memang memiliki 

prestasi kelja karena mempunyai pengetahuan, kemampuan dan keahlian atau 

kompetensi yang mendakung sehingga pekeljaan terlaksana dengan baik sesuai 

yang diharapkan 

Kemampuan seorang pimpinan untuk berpikir dan bertindak secara objektif 

dalton melalmkan promosi pegawai mempunyai dampak yang luas bagi . 
organisasi. Sesuai dengan pendapat Siagian (2003 :96-97) yang mengatakan baltwa 

dampak negalif akan timbul apabila diketahui babwa pejabat pimpinan yang 

melakukan penilaian menggunakan ktiteria yang tidak rasional, melainkan krlteria 

yang subjektif. Danapak angatif' itu akan lebih besar lagi apa!tila diguoakan 

kriteria askriptif dan primerdial seperti asal usul pertalian daralt, kedaeraban, 

keaakuan, agama, jenis kelamin dan lain sebagainya Kriteria yang ,..bjektif diatas 

dapal dlartikan sebagai pemimpin yang dalam menilai seorang pegawai 

berdasarkan lilu! and dislilu! atau egonya sendiri. atau juga bisa kareoa falOOr 

keluarga atau ada unsur korupsi, kolusi dan nepotismenya (KKN} 

2.1.5.2 Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai negeri sipil adalah faktor yang 

dominan yang menentukan keberbasilan dari organisasi birokrasi itu sendiri. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam ini sebagai seorang individu atau manusia 

antara yang satu dengan yang lainnya tentu memiliki sifut-sifat yang berbada 

Seperti yang dikemukakan oleb Thoha (2007:36) mengatakan baltwa manusia itu 

memiliki perberlaan saJU dengan lainnya, (I) manusia berbeda peri!akunya, karena 

kemampuannya tidak sama; (2} manusia mernpunyai kebutuhan yang berbeda; (3) 

setiap orang atao manusia berpikir tentang masa depan dan membuat piliban 

tentang hagaimana bertindak; (4) seseorang memaltami Iingkongannya dalam 

habongannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya; (5) seseorang itu 
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mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang (affective); dan (6) banyak 

faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. 

Dengan demikian dilihat dari konsep dasar tentang manusia diatas, artinya 

pada dasarnya SDM atau PNS dalam hal ini sebagai seorang manusia mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda dalam berbagai hal, yaitu dalam hal kemampuan, 

kebutuhan, bertindak, pemahaman, bereaksi, maupun dalam sikap dan 

perilakunya. Berdasarkan pendapat Thoba diatas salah satunya bahwa pada 

dasarnya manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Artinya kebutuban 

seseorang itu berbeda dengan kebutuhan orang lain, salah satunya adalah 

kebutuban akan kepuasan dalam bekeJja atau pekeJjaan. Menurut Strauss dan 

Sayles yaog diteJjemahkan oleh Hadikusuma dan Hamzah (1986:24-25) 

mengatakon bahwa terdapat 7 (tujuh) faktor yang menentukan kepnasaan keJja. 

Pertama, pengharapan dalam hal melaksanakan pekeljaan artinya pekeJjaan 

tersebut menaotang atau memhosankao. Atau bisa juga dalam hal bayarannya 

tinggi atau rendah Sehingga apahila pekeJjaaan yang diharapkan bisa menantang 

dan bayarannya tinggi maka SDM tersebut akan puas, sebaliknya jika barapannya 

membosankao dan bayarannya rendah maka tidak akan puas. Kedua, penilaian 

diri, artinya jika dengan pekeJjaan tersebut mudah menyesuaikan diri maka SDM 

tersebut puas, sebaliknya jika susab untuk beradaptasi maka SDM merasa tidak 

puas. Ketiga, norma-norma sosial, artinya jika orang lain menganggap pekeJjaan 

yang dilakukan SDM tersebut dianggap penting dan dihormati maka SDM 

tersebut akan puas, begitu pula juga sebaliknya. Keempat, perbandingan

perbandingan sosial yaitu jika ada pekeJjaan yang dikeJjaan orang lain lebih 

menarik daripada pekeJjaan sendiri maka SDM tersebut merasa tidak puas. 

Kelima, bubungan input/output dalam arti kepuasaan pekeJjaan tergantung pada 

bagaimana bubunganao antara apa yang dikeJjakan SDM dengan apa yang 

diperoleh SDM dari pekeJjaan tersebut. Tika SDM tersebut sudah bekeJja keras 

tetapi outputnya banya sedikit maka SDM itu tidak akan puas, begitu juga 

sehaliknya. Keenam, keterikata yang artinya apabila pekeJjaan tersebut mengikat 

SDM itu tapi pekeJjaannya tidak menguntungkan maka SDM akan merasa tidak 

puas, begitu juga sebaliknya.Ketujuh, dasar pemikiran yaitu jika SDM itu berpikir 

ada jenjang karir yang pasti dari pekeJjaan yang dilaksanakannya maka SDM 
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tersebut akan puas begitu pula sebaliknya. Dari ketujuh faktor tersebut diatas, 

pada dasarnya suatu organisasi agar dapat mencapai tujuannya sesuai visi dan 

misinya diawali dengan mengelola SDM atau pegawainya dengan baik. dengan 

cara memperhatikan sifat-sifat dasar yang dimiliki pegawainya sebagai seorang 

manusia dan juga faktor yang mempengaruhi kepuasaan pegawainya d~am 

bekerja, sehingga yang pada akbimya tujuan individu tercapai dan tujuan 

organisasi pun bisa tercapai. 

Pengertian sifat dasa.- yang keenam sesuai dengan pendapat Thoha diatas 

bahwa pegawai sebagai seorang manusia juga memiliki sikap. Adapun pengetian 

sikap menurut Robbins (2001:138) adalab pernyataan atau pertimbaogan evaluatif 

mengenai objek, orang atau peristiwa Sikap sendiri terdiri dari 6ga komponen 

yaitu pengertiao (cognition), keharusan (affect) dan perilaku (behavior). 

Komponen kognitif suatu sikap adalab segmen pendapat atau keyakinan akan 

suatu sikap. Komponen afektif dari suatu sikap adalab segmen ernosional atau 

perasaan dari sikap, kemudiao komponen perilaku dari suatu sikap yaitu suatu 

maksud untuk berperilaku dengan suatu C3I1l tertentu terbadap seseorang atau 

sesuatu. 

2.1.5.3 Prosedur Penempatan 

Keputusan untuk menernpatkao seorang pegawai pada suatu jabatao, biasaoya 

dilakukan setelah melalui suatu prosedur penempatan. Prosedur penempatan ini 

bermacam-macam sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing 

organisasi. Pada umumnya di suatu organisasi birokrasl penempatan pegawai 

selain ditentukan oleh· kepegawaian, jnga melibatkao pimpinao yang terkait 

(usher) yang diputuskan melalui suatu rapat. Rapat ini biasanya dilakukan oleh 

suatu badan yang dibentuk di organisasi pemerintab tersebut yang dinamakan 

Badan Pertimbangan Jabatao dan Kepaogkatan (Baperjakat). 

Pada dasarnya prosedur itu merupakao bagiao dari kebijakao. Seperti yang 

dikemukan oleh Stonner (1989:147-148) yang mengatakan bahwa " Policy is 

standing plan that esll:lblished general guideliness for decision making ". Artinya 

kebijakao adalab suatu perencanaao tetap yang dijadikan sebagai pedomao atau 

acuan umum dalam pengambilan keputusao. Lebih lanjut menurut Stonner jnga 
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standing plan ini terdiri dari 3 (tiga) tipe yaitu kebijakan itu sendiri, prosedur dan 

aturan. Dengan demikian kebijakan adalah suatu pedoman umum yang dijadikan 

sebagai acuan dalam melakukan berlJagai tindakan atau keputusan (prosedur dan 

aturan). 

2.1.5.4 Struktur Organisasi 

Sebelum kita mendetlnisikan struktur organisasi, terlebih dabulu kita 

mengetabui pengertian dari nrganisasi. Menurut pendapat Robbins yang disadur 

oleh Jusuf Udeya (1994:4), organisasi adalah l<esatuan (entity) sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat 

diidentitlkasi, yang belre!ja ataa daaar yang relatif terus-menerus untuk mencapai 

suatu tujuan bernama atau sekelompok tujuan. 

Lebih lanjut Robbin (1994:6-7) mengatakan struktur urganisasi menetapkan 

bngaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa dan mekanisme 

koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti Sttuktur organisasi 

yang sudab dibentuk bisa diubab lagi sesuai dengan kebutuhan organisasi 

tersebut. Perubaban tersebut dinamakan desain organisasi. Desain organisasi dapat 

dilakukan dengan mempertimbangkan konstruksi dan mengubab struktur 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Artinya struktur urganisasi bisa 

didesain ulang atau dibentuk lagi. karena mungkin struktur organisasi yang lama 

dianggap kurang sesuai dengan visi dan misi yang sebenarnya ingin dicapai dari 

organisasi tersebut. Perubaban struktur organisasi berarti juga teJjadi perubaban 

dari tugas fungsi dan tanggung jawab (tupoksi) di tiap-tiap tingkat atau birarki 

jabalan sttuktural yang ada di organisasi tersebut. Dengan berubab struktur 

organisasi dan dikuti perubaban tupoksi pada akhirnya biasanya dilakukan juga 

perubaban komposisi pegawai di seluruh hagian dengan melakukan mutasi atau 

transfer pegswai yang ada disesuiksn dengan kualifikasi SDM yang dituntut dan 

tugas serta kewajiban dari setiap jabalan sesuai struktur organisasi yang bam 

tersehut. 

Universitas Indonesia 

Studi Implementasi..., Sari Puspitawaty, FISIP UI, 2009



36 

2.2 Model Analisis 

Berdasark.an tinjauan teoritis tentang anaHsis jabatan dan penempatan 

pegawai serta faktor-faktor yang ikut menentukan proses penempatan pegawai 

seiain anaiisis jabatan maka dibuatkah kerangka pemikiran penelitian, Analisis 

jabatan diartikan sebagai suatu pedoman yang dapat dijadikan sebagai acuan 

dalam penentuan penempatan pegawai seperti mutasi dan promosi. Faktor yang 

diduga dapat mempengarulii proses penempatan pegawai selaln analisis jabatan di 

Direktorat Jendaral Hak Asasi Manusia adalah li!ktor pengarub pimpinan, sumber 

daya manusia, tugas pokok dan fungai sesuai struktur organisasi dan prosedur 

penempatan, Model analisisnya adalab sebagai berilrnt : 

Anaiisis Penempatan 

Jabatan Pegawai 

L Pimpinan 

2. SDM 

3. Tupokai Penempatan 

sesuai Pegawlri 
Struktur 
Organisasi 

4. Prosedur 
Penempatan 

Gambar2.2 

Penempatan Pegawai yang berdasarkan anaiisis jabatan dan berdasarkan 

faktor -faktor lain yang ikut menentukan setain analisis jabatan 
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2.3 Hipotesis Kerja 

Kerlinger (2000:30) berpendapat hipotesis adalab : " Sebuah pemyataan 

dugaan (ronjec/ual) tentang hubungan antara dua variabel atau lebib ". Berbeda 

dengan Usman dan Akbar (200&:38) babwa hipotesis adalab " pernyataan atau 

jawaban sementara terhadap rumusan penelitian yang dikernukakan". Hipotesis 

dapat diturunk:an dari teori yang berkaltan dengan masalab yang akan diteliti, 

kemudian diuji kebenarannya, pada akbirnya memunculkan teori baru. Hipotesis 

merupakan kebenaran sernentara yang perlu diuji kebenarannya, oleh karena itu 

hipotesis berfulll!lli sebagai kemuogkinan uotuk menguji kebenaran suatu teori. 

Usman dan Akbar juga mOllllll{akaD hipotesis yang baik hendakoya memenubi 

kriteria yaitu ada pertautan dua variabel atau lebib, jelas sehingga tidak 

membingungl<an, dalam beotuk deklaratif (pemyataan), dan dapat diuji secara 

empiris. Hipotesis mcnurut bentuknya ada 3 (tiga) jeois, (1) hipotesis penelitian I 

ke!ja yaitu merupakan hipotesis atau anggapao dasar peneliti terbadap suatu 

masalab yang sedang dikaji. Peneliti rnenganggap benar hipotesisnya, kernudian 

dibuktikan secara ernpiris melalui pengujian bipotesis deugan rnempergunakan 

data yang diperolehoya selama melakukan penelitian; (2) bipotesis operasional 

merupakan hipotesis yang bersi:fitt obyektif. Pencliti merumuskan hipotesis tidak 

semata-mata berdasarkan anggapen dasamya, tetapi juga berdasarkan 

obyektifitasnya; (3) hipotesis statistik rnerupakan joois hipotesis yang dirumuskan 

dalam bentuk notasi statistik. Rumusan hipotesis sesuai dengan rumusan masalab 

dalam penelitian ioi adalab : 

Rilmusan Masalab Rumusan Hipotesis 

!. Apak:lh Aoalisis Jabalao sudah dite,.pkan I. A:aalisis jabatrut sudah diterapkan pada 
pada Proses Pene-tan Pegawai di Di\jen Proses Penempatan Pegawai di Di1jen 
HAM? HAM 

2. Aoalisis jabalan belum diternpkan pada 
proses penempa!an pegawai di Diljen HAM 

-2. Faktor-Faktor apa yang - 1. Pimpinan 
pencm- - pegawai -benlasadom_..,Jabatan 2. Sumber Daya Manusia 

3. Prosedur Pooompatall 

4. StrukturOrganisasi 
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Dalam penelitian ini menggunakan pendek&tan positivism. Pendekalan 

positivism (positivism social science) merupa!Gm suatu pendek&tan yang biasa 

digunakan dalam penelitian sosial yang meogk:ombinasik.an pemikiran deduktif 

dengao observasi empiris perilaku seseorang untuk mengubah dan meojelaa!Gm 

suatu probabilitas yang bisa digunakan uotuk memprediksi pola umum aktivitas 

suatu individu (Neuman,2006:82). 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis ponelitian yang dipakai oleb pooulis adalah penclitian deskripti( 

Neuman (2006:35) mengatakan babwa : " DescnpliYe research prerent a picture 

of the spesific details of a situation, social setting, or relationship ". Penulis ingin 

meoggambaJkan bagaimaoa proses aoalisis jabatan di Digen HAM dan kebija!Gm 

apa yang dillmbil sebagai pedoman atan acuan pada saat proses peoempatan 

pogawai di Ditjeo HAM. 

3.3 Telmik Pengumpulan Data 

Teknik poogumpulan data dalam penelitian dilakuk.an dengan menggunakan 

metode kualitatif dengan cara melaltukan wawancara meodalam (in depth 

interview) dengan beberapa narasumber. Wawancara mendalam merupa!Gm data 

primer untuk menggaii lebih dalam mengenai analisis jabatan dan penarapaonya 

pada proses ponempatan poguwai di Direktornt Jenderal Hak Asasi Manusia 

Wawancara mendalam meourut Buogin (2008: 1 08) merupa!Gm suatu proses 

memperoleh keterangan uotuk tujuan ponelitian deogan eara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara powawancara deogao iofurman allru orang yang 

diwawaru:arai, deogao al8u tanpa meogganakan pedoman (guide) wawaocara, 

dimaoa pewawancara dan infurman terlibat dalam kebidupen sosial yang relatif 

lama Wawaocara dilakuk.an secara langsung (face to face). Wawancara dapat 

Studi Implementasi..., Sari Puspitawaty, FISIP UI, 2009



39 

dilak:ukan dengan cara wawancara individual dengan tiap-tiap pegawai, 

wawancara dengan kelompok pegawai yang memiliki pekerjaan yang sama dan 

wawancara dengan atasan yang menge!Bhui pekerjaan. 

Dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan kepada 7 (tujuh) 

narasumber yaitu 6 (enam) Pejahat Eselon II yaitu, (!) Sekretaris Ditjen HAM; 

(2) Direktur Informasi HAM; (3) Direlctur Pelayanan Komunikasi Masya.rakat; ( 4) 

Direlrtur Diseminasi HAM; (5) Direlrtur Penguatan HAM; (6) Direktur Kerjasama 

HAM dan I (satu) orang Pejabat Eselon m yaitu Kepala Bagian Kepegawaian 

(Kabag Kepegawaian). Narasumber tersebut merupakan orang yang berkompeten 

dengan topik penelitian ini. Adapun latar belakang ketujub narasumber tersebut 

sebngai berikut : 

1. Selcretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Seaditjen HAM) adalah 

Bapak Tadjum, SH, MH. Beliau berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi 

(Ditjen Imigrasi) dsn mulai mertjahat sebngai Sesditjen techltung sejak 

tanggal25 Februari 2008. 

2. Direlctur Informasi Hak Asasi Manusia adalah Bapak Bndi Sulaksana, 

&JP, SH, Msi. Beliau berasal dari Direktora1 Jeuderal Pemasyarakatan 

(Ditjen PAS) dsn mulai menjahat sebagai Direktur Informasi HAM 

techltung sejak tangga123 Januari 2009. 

3. Direktur Pelayanan Komunikasi Masyorakat (Yankomas) adalah Bapak 

Drs. Harsono Widodo. Beliau berasal dari Ditjen Imigrasi dsn mulai 

menjahat sebagai Direlrtur Yankomas terhitung sejak tangga1 17 Maret 

2008. 

4. Direlrtur Diseminasi Hak Asasi Manusia adalah Bapak Drs. Jusuf Had~ 

MM. Beliau berasal dari Ditjen Imigrasi dan mulai menjahat sehagai 

Direlctur Diseminasi HAM techltung sejak tanggal9 September 2008. 

5. Direktur Penguatan Hak Asasi Manusia adalah Bapak Rnsdianto Bc.IP, 

SH, M.Hum. Beliau berasal dari Ditjen PAS dan mulai men jabal sehagai 

Direktur Penguatan HAM terhitung sejak tanggal 17 Maret 2008. 
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6. Direktur Keljasama Hak Asasi Manusia adalah Bapak Drs. Dimas 

Samodra Rum, MBA. Beliau berasal dari lnstansi Departemen Luar 

Negeri (Deplu) dan mulai menjabat sebagai Direktur Keljasama HAM 

terhitung sejak tanggal\7 Maret 2008. 

7. Kepala Kepegawaian Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Kabag 

Kepegawaian) Ditjen HAM adalah Bapak Abdul Wani, SH. Beliau 

menjabat aebagai Kahag Kepegawaian sejak bmggal 25 Februari 2008. 

Sebelum menjabat aebagai Kabag Kepegawaian, beliau merupakan 

Kasubdit Kurilrulum HAM di Direktorat Bina HAM. 

Dilibat dari latar balakang ketujub pejahat semuanya merupakan pejabat baru 

di lingkungan Ditjen HAM keruali Kahag Kepegawaian karena sebelum beliau 

menjabat sebagai salah satu Kasuhdit di Direktorat Bina HAM yang sekarang 

menjadi Direktorat Penguabm HAM. Untuk Seadi!jen, Kabag Kepegawaian, 

Direktur Kerjasama. Direktur Y ankomas dan Direktur Penguatan HAM, baru satu 

tabun menjahat aebagai peiahat eselon II dan eselon Iill . Direktur Diseminaai 

baru genap satu tabun menjadi salah satu pejahat eselon n di Ditjen IT pada Bulan 

September 2009 nanti. Terakhir banya Direktur Informasi yang baru 5 (lima) 

bulan sebagei pejabat eselon II di Ditjen HAM. Sumber data sekunder diperoleh 

dari basil kajian kepustakaan yang burbubungan dengan topik penalitian seperti 

buku-buku, peraturnn-peraturan, laporan penelitian terl<ait dan data internal dari 

kepegawaian Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. 

3.4 Lulmsi Penelitiau 

Penelitian dilakukan di Di!jen HAM. Departemen Hulrum dan Hak Asasi 

Manusia. yaog berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C19, Kuniogan, Jakarta 

Selatan, Gedung Tipilror lantai 5 (lima) dan lantai 7 (tujuh). 

3.5 Uji Validilas dau Reabililas 

Didalam penelitian kualitatif uji reahililas dan validitas dapat dilakukan 

dengan tek:nis triangulasi, yang mengutarnakan efektivitas proses dan basil yang 

diinginkan. Triangulasi dapat dilekukan deogan menguji apakah proses dan basil 

' 
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metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Dalam hal ini dilakukan uji 

ulang catatan data dari wawancara mendalam.Proses triangulasi dilakukan terus

menerus sepanjang proses pengumpulan data dan analisis data, sampai sudah tidak 

ada lagi perbedaan-perbedaan dan tidak ada lagi yang perlu dikonfirmasikan 

kepada informan 

3_6 Telmik Analisis Data 

Irawan (2006:45) mengatakan analisis data adalah proses peogorganisasian 

dan mengusulkan data ke dalam pola, ketegori dan satuan uraian dasar sebingga 

dapat diketemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kelja seperti yang 

disarankan data. Pengumpulan data dari wawancara mendalam kepada pqahat 

yang berkompeten telah selesai, maka analisis data dilakukan dengan 

mengorganisir data yang terkumpul kemudian dikategorisasikan dan ditanlc 

kesimpulan secara umum. Dari analisis data dapat diketahui data-data yang masih 

kurang dan yang harus diperbaiki, seperti pendapat Usman dan Akbar (2008:83) 

analisis data bertujuan untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu dicari, 

hipotesis apa yang perlu diuj~ pertanyaan apa yang perlu dijawab, metnde apa 

yang barus digunakan untuk mendapatkan informasi barn, dan kesalahan apa yang 

harus segera diperbaiki. 

Dalam melalmkan pengolahan untuk menganalisis data knalitatif yang 

terlrumpul menggunakan strategi analisis kualitati( yang menurut Bungin 

(2008:144) bukan banya untuk mencari data dalam arti frekuensi akan tetapi 

digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari 

fakta-fukta yang tampak diperntukaan_itu. Dalam penelitian ini analisis data yang 

digunakan adalab analisis versi Miles dan Huberman yang merupakan salah satu 

versi analisis data menurut Usman dan Akbar (2008:85), yang mana proses 

analisis datanya terdiri dari tiga kegiatan. Kegiatan tersebut dilakukan secara 

bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi. Reduksi data dilalmkan dengan cara menyisibkan data yang tidak 

relevan. Penyajian data dalam bentuk teks narati( dilanjutkan dengan 

pengambilan kesimpulan yang teruji kebenarannya dengan pendekatan emik atau 
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kacamata key infarman. Anatisis ini disebut model interaktif ka.rena ketlga 

kegiatan diatas saling terkait dan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri. 

Untuk menganalisis data lrualitatif Neuman (2006:466) rnengatakan terdapat 

1 (tujuh) metode dan dalam penelitian ini menggunakan tipe ideal (Ideal Type) 

yang dikembangkan oleb Max Weber. Tipe ini merupakan suatu device artifisial 

yang digunakan untuk membandingkan, karena tidak ada data knalitatif yang 

secam realitas bisa sesuai dengan tipe ideal ini. 
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BAB4 

GAMBARAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA 

DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambarao Umum Direktorat Jenderal Hak Asasi Maousia 

Gambaran Urnum Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia terdiri dari sejarah 

terbentuknya Direktorat Jeoderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM), adanya 

perubahan organisasi dan tala ketja (ORTA) dati Direktorat Jenderal Perlindungan 

HAM menjodi Ditjen HAM yang herubah pula tupoksinya dan kompusisi sumber 

dsya manusianya yang mencak!lp Jatar belakaog pendidikan, golong;m, jabatan 

struktural, jenis kelamin, status lrepegawaian, usia, pendidikan dan pelatihan 

(diklat) .. 

4.1.1 Sejarah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 

Terhentuknya organisasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen 

HAM) dilalui deogao proses sojarah yang cukup panjang. Diaw.li dengao 

Terbentuknya Meoteri Urusan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Persatuan 

Nasional seooiil<lenglm Kepumsan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M 

Tabun 1999. Pembentukan Kantor Meoteri Urusan Hak Asasi Manusia didasari 

oleh banyak terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia Pemerlntab 

awalnya mengambil keputusan untuk membentuk Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia (KOMNAS-HAM) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 50 Tabun 1993. Keputusan tersobut menyatakan bahwa Pemerlntab mulai 

memberikan perbatian yang lebih serius poda persoalan Hak Asasi Manusia 

Komitmen ini lebih lanjut diwujudkan dengan ditetapkllnnya Undang-Undang 

Nomor 39 Tabun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi acuan utama 

pemajuan dan perlinduogao Hak Asasi Manusia di Indonesia 

Berdasarlwt Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tabun 

1999, Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas 

pokok dan fungsi yaitu perumusan kebijak;m, koordinasi, peningkatan peran serta 

masyarakat serta pelaporan dan evaluasi. Keputusan Presiden tersebut merupakan 

dssar araban dabun upaya terbadap peningkatan Hak Asasi Manusia dan 

Universitas Indonesia 

I 
l 
I 
~--
1 

' I 
r--
1 

Studi Implementasi..., Sari Puspitawaty, FISIP UI, 2009



44 

kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Urusan Hak Asasi 

Manusia Nomor : KEP. OSIMeneg-HAMfl/2000 tentang Organisasi dan Tata 

Kelja Staf Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia. Penugasan yang diberikan 

kepada Kantor Menteri Negara Uru.an Hak Asasi Manusia di alas, dibarapkan 

dapnt mendorong pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi seluruh 

manusia yang berada di bawab .yurisdiksi Indonesia. Hal ini dititik-beratkan pada 

prinsip-prinsip utama, babwa bak-hak kebebasan manusia sangat mendasar ini 

tidak terpisnhkan (ffldivisibility) dan harus diterapkan dengan ~ pet&Urut~~n 

(equality) dengan tetap mempcrhatikan kondisi nasional yang ada. Sebagai 

lembaga pcreerintah, Kantor Monteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia.memiliki 

hanyak tantangan dan kekurangan seperti knalitas dan kuantitas staf yang 

diperlukall, filsilitas pendukung yang memadai dan harus dipecabkan untuk 

lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya secara optimal. 

Berdasarken Keputusan Ptesiden RI Nomor : 234/M Tabun 2000 serta 

mengacu SUillt Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

02/M.PAN1812000 tanggal 30 Agustus 2000, keberadaan Kantor Menteri Negara 

Urusan Hak Asasi Manusia dihapuskan dan digabung bersama Departemen 

Hukum dan Perundang-Undangan menjadi Departemen Kebakiman dan HAM. 

Benluk pertanggang jawaban atas seluruh kegiatan Kantor Menteri Kehakiman 

dan Hak Asasi Manusia, maka Menteri Kebakiman dan Hak Asasi Manusia 

melalui sural Nomor : M.UM0!.06-264 tanggal 18 September 2000 antara lain 

menegaskall, babwa seluruh kegintan yang sudab ada dan sedang berjalan tetap 

barus dilakukan sebagaimana mestinya sambil menunggu terbentuknya organisasi 

dan tala kerja Departemen Kehakiman dan HAM. 

Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan 

Ptesiden RI Nomor 177 Tabun 2000 tanggall5 Desember 2000 tentang Susunan 

Organisasi dan Tugas Depanemen, digabung dengan Departcrnen Hukum dan 

Perundang-Undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 

maka semua program Kantor Menteri Negara Urusan HAM menjadi bagian dari 

program Departemen Kehakiman dan HAM, dalam hallni menjadi salab satu unit 

Eselon I di Departemen Kebakiman dan Hak Asasi Manusia dengan nama 

Direk1onlt Jenderal Perlindungan HAM. 
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4.1.2 Perubahan Organisasi dan Tala Kerja (ORTA) 

Direktorat Jendera! Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ditjen Perlindungan 

HAM) terbentuk karena telah dihapuskannya kantor Kementerian Urusan Hak 

Asasi Manusia. Pada tahun 2008 tepatnya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Namar MHH-Ol.OT.OI.OI Tahun 

2008, tentang Perubahan Atas Peraturan Manteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor M09-PR.07.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Ktlja 

Deparremen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ditjen 

Perlindungan HAM mengalam.i perubahan nomeoklatur dari Direktorat Jenderal 

Perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi Direktorat Hak Asasi Manusia. 

4.1.3 Direktorat .Jendenol Perllrulu11gan BAM 

DirektoratJeuderal Periindunga~~ HAM terdiri .dari 6 (enam) unit eselon II 

yaitu Sekretaris Dlrektorat Jenderal, Dlrektorat Bina HAM. Direktorat Kerjasama 

Pernajuan HAM. Direktorat Informosi Hak Asasi Manusia, Direktorat 

Pemantauan dan Evaluasi HAM 

Direktorat Jeuderal Perlindungan HAM (Ditien Perlindungan HAM) 

berdasarkan Keputlll!all Menteri Kebaldman dan HAM No : MO!-PR.07.10 

Tabun 2001 pasal 750 dan pasa1 751, mernpunyai tugas ynitu merumuskan dan 

melaksanakan kebijakan dan standarisosi teknis di bidang perlindungan bak asasi 

manusia dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen di bidang pemajuan dan 

perlindungan bak asasi manusia 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang peffil\iuan dan perlindungan bak asasi 

manusia sesuai dangan ketentuan peraturan yang berlake 

3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan peraturan di bidang 

pernajuan dan perlindungan bak asasi manusia 

4. Pembinaan teknis dan evaluasi 

5. Pelaksanaan nrusan administrasi kepada semua unsur di lingkungan 

Direktorat Jenderal 

6. Pembinaan yang meliputi pernberian bimbingan/pelayanan dan penyiapan 

standar di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. 
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7. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri untuk pemajuan hak asasi 

manusia 

8. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan rencana aksi nasional hak a.sasi 

manusia dengan instansi terkait 

9. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pemajuan dan 

perlindungan hak asasi manusia 

4.1.3.1 Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan HAM 

Sektetaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pedindungan HAM terdiri dari lima 

bagian yaitu Bagian Penyusunan Program dan Lapomn (PPL), Bagian 

Kepegawaian, Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga serta 

Bagian Tala Usaha. Sesditjen mempunyai tugas membedkan pelayanan teknis dan 

administrasi lrepada sernu.a unsur di lingkungan Direktorat Jenderal dan 

menyelensgarakan fuogsi sebngai berikut : 

1. Koordinasi penyusunan ll3llkah kebijakan_ teknis, rencana dan program 

serta laporan 

2. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian 

3. Penyusunan anggaran dan pengelolaan urusan keuangan 

4. Pengelo!aan perlengakapan dan rumah tangga 

5. Pelaksanaan urusan tala usaha, hubungan masyaraloH, pengelolaan arsip 

dan dokumentasi 

4.1.3.2 Direktorat Bina Rtk Asasi Manusia 

Direktorat Bina HAM terdiri dari 4 (empat) Subdirektorat dan I (satu) b118ian 

yaitu Subdirektorat Pendidikan HAM, Subdirektorat Kurikulum HAM, 

Subdirektorat Diseminasi, Suhdirektorat Bahan Diseminalli dan Subbagian Tata 

Usaha. Direktorat Bina HAM melaksanakan tugas di bidang bina HAM dan 

menyelenggarakan fungsi sebagai bedkut : 

I. Perumusan rancangan kebijakan te!rnis di bidang Bina HAM 

2. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Bina HAM 

3. Pengkuordinasian pelaksanaan pendidikan dan diseminasi HAM dengan 

instansi terkait 
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4. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan diseminasi HAM dalam batas 

kewenangannya 

5. Pelaperan pelakaanaan tugas kepada Direktorat Jenderal 

6. Pelaksanaan urosan tata usaha dan romab tangga Direktorat 

4.1.3.3 Direktorat Kerjasama Pemajuan Hak Asasi Manusia 

Direktorat Kerjasama Pemajuan HAM terdiri dari 5 (lima) Subdirektorat dan 

I (satu) Bagian yaitu Subdiraktonat Kerjasama antac Negara, Subdirektnrat 

Kerjasama Organisasl Intemasional, Subdlrektorat Kerjasama Pemajuan Hale Sipi! 

dan Politik, Subdirakturat Kerjasama Pemajuan Hale Ekonomi, Sosial dan Buday a, 

Subdirektorat Diskriminasi dan Pelanggaraan Hale Asasi Manusia Berat serta 

Bagian Tata Usaha dan melakaanakan tugas berdasarkan kebijakan teknis yang 

ditetapkan o!eh Direktur Jenderal dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

I. Penyiapan peruntusan kebijakan pengembangan kerjasama deogan 

lemba.ga nasional dan intemasional untuk pemajuan hak. asasi manusia 

2. Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri uotuk pemajuan HAM 

3. Pengkoordinasian pelaksanaan k;,giatan rencana aksi nasional bak asasi 

manusia dengan instansi terkait 

4. Pelaporan, pelaksanaan tugas kepada Direktnr Jenderai Pemajuan dan 

Perlinduogan HAM 

5. Pelaksanaan urosan tata usaha dan rumah tangga Direktorat 

4.1.3.4 Direktorat Pemenulwl Bak Asasi Maousia 

Direktorat Pemenuban HAM terdiri dari 4 .( empat) Subdirektorat yaitu 

Subdlrektoral Hak-Hak Anak, Subdirektorat Hak-Hak Perempuan, Subdirektorat 

Hale Tenaga Kerja, Subdirektorat Kelompek Minoritas dan satu bagian yaitu 

Bagian Tata Usaha dan mempunyai tugas di bidang pemenuhan HAM dan 

menyelenggarairan fungsi sebagai berikut : 

I. Penyusuoan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuban 

HAM secara umum, khususnya bagi anak-anak perempuan, tenaga kerja 

dan kelmpok minoritas. 

Universitas Indonesia 

~--

Studi Implementasi..., Sari Puspitawaty, FISIP UI, 2009



48 

2. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berkenaan dengan pemenuhan 

HAM secara umurn, khususnya bagi anak-anak, perempuan, tenaga kerja 

dan kelompok minoritas 

3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan 

4.1.3.5 Direklorat Sistem Ioformasi Hak AsiiSi Manusia 

Direktorat Sistem Informasi HAM tercliri dari 3 (tiga) Subdirektorat. yaitu 

Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data, Subdiektoru Pengembangan 

dan Pernelihara,an Sistem Infurmasi HAM, Suhdirektorat Pendayngunaan 

Infurmasi HAM dan satu bagian yaitu Bagian Tala Usaha dan melakaanakan tugas 

di bidang sistem informasi HAM dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Penyiapan penyusunan rancangan kebijakan. pembinaan. pelaksanaan 

pembangunan dan pengembangan serta pemeliharnan sistem infurmasi 

HAM 

2. Perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pembangunan dan pengembangan 

sistem hak asasi manusia 

3. Pengumpulan, pengolahan data dan penganalisaan serta penyajian 

informasi hak asasi manusia 

4. Memberikan pelayanan dalam rangka penyebaran infurmasi hak asa.si 

manusia 

4.1.3.6 Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Hak Asasi Manusia 

Direktorat Pernantauan dan Ev.aluasi HAM terdiri dari 3 (tiga) Subdirektorat 

yaitu Suhdirektorat Penerapan Hak Sipil dan Politik, Subdirektorat Penerapan 

Elwnomi, Sosial dan Budaya, Subdirektorat Evaluasi dan Rekomeudasi dan satu 

Bagian TataUsaha dan mempunyai tugas eli bidang pemantauan dan evaluasi 

HAM dan menyelenggarakan fungsi y.aitu : 

L Perumusan raneangan kebijakan penerapan hak sipil politik dan budaya 

2. Pernberian bimbingan tekois pelaksanaan penerapan hak sipi~ politik dan 

budaya 

3. l'elaksanaan pngumpulan, pengelolaan. penyajian data informasi HAM 

4. Evaluasi pelanggaran HAM 
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4.1.4 Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor M.llli-OI.OT.OI.Ol Tahun 2008, tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR07.10 Tahun 

2007 Tentang Organisasi dan Tata Ke~a Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, Ditjen Perlindungan HAM mengalami perubaban 

orta dan namanya berubab menjadi Direktorat Jenderal HAM. Ditjen HAM 

mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi 

teknis di bidang hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sesuai Pasal 781, 

Ditjen HAM menyelenggarakan fungsi antara lain : 

I. Penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang pelayanan 

komunikasi masyarakat, k~a sama, diseminas~ penguatan, dan infonnasi 

hak asasi manusia dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan, 

pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia; 

2. Pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan 

komunikasi masyarakat, k~a sama, diseminasi, penguatan, dan infurmasi 

hak asasi manusia dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan, 

pemenuhan, dan penghonnatan hak asasi manusia; 

3. Penyusunan norma, stan dar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang 

pelayanan komunikasi masyarakat, ~a sama, diseminas~ penguatan, dan 

informasi hak asasi manusia dalarn rangka perlindungan, pemaJuan, 

penegakan, pemenuhan, dan penghonnatan hak asasi manusia; 

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi; 

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; dan 

6. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Panitia Nasional 

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). 

Dengan adanya perubahan stuktur organisasi maka tupoksinya Ditjen HAM 

pun menjadi berubah, dan perubaban tupoksi itu juga t~adi di harnpir seluruh 

Direkroratnya, Subdirektoratnya, Seksi dan Stafnya Sesuai ORTA yang baru 

struktur organisasi Ditjen HAM terdiri alas 6 (enarn) unit eselon II yaitu 

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Pelayam;m Komunikasi Masyarakat, 
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Direktorat Keija Sama Hak A.sasi Manusia., Direktorat Diseminasi Hak Asasi 

Manusia. Direktorat Penguatan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Infonnasi Hak 

Asasi Manusia 

4.1.4.1 Sekretariat Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 

Untuk Sekretariat Direktorat Jenderal (Sesditjen) HAM dengan nomenklatur 

yang baru secara keselurohan tidak mengalami perubahan yang signiftkan, 

tupoksinya masih sruna dengan nomenklatur yang lama, hanya ada sedikit 

perubahan. Pertama, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga berubah nama 

menjadi Bagian Umum. Kedua, Bagian Tala Usaha berubah yang dulunya terdiri 

dari Subbagian Persuratan, Subbagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan 

Protokol serta Subbagian Arsip dan Dokumentasi. Untuk nomenklatur yang baru 

Subbagian Persuratan dan Arsip Dokumentasi dijadilam menjadi satu yaitu 

Subbagian Persuratan dan Kearsipan. Sebagai gantinya dibentuk Subbagian Tata 

Usaha Pimpinan, sedangkan untuk Subbagian Humas dan Protokol tetap soma. 

Ketiga untuk Bagian Keuangan hanya ada sedikit perubahan nama yaitu 

Subbagian Penyusunan Anggaran meojadi Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan 

untuk Subbagiao Akuntansi dan V erifikasi menjadi Subbagian Akuntansi dan 

Pelaporan. 

4.1.4.2 Direktorat Penguataullak Asasi Manusia 

Direktorat ini dulunya bernama Direktorat Bina HAM terdiri deri 4 ( empst) 

Subdirekturat yaitu Subdirekturat Program Pembelajaran HAM. Subdirektorat 

Bahan Pembelajaran HAM. Subdirektorat Penyiapan dan Pengemhangan 

Fasilitator dan Subdirekturat Birahingan HAM serta Subbagian Tata Usaba dan 

tupoksinya adalah melakukan disemina.si, pelatihan HAM serta membuat 

korikolum HAM. Dengan nomenklatur yang baru direkturat ini mempunyai 

tupoksinya lebih spesifik yaitu mempunyai tugas dibidang peoguatan bak asasi 

manusia dan menyelenggaralam fungsi yaitu : 

l. Penyiapan perumusan kebijakan dan standerisasi teknis di bidang program 

pembelajaran, baban pembelajaran, penyiapan dan pengembangan 

ll!silitator serta bimbingan bak asasi manusia 
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kebijakan dan standarisasi 1eknis 

pembelajaran, penyiapan ·dan 

pengembangan fasilitator serta bimbingan hak asasi manusia dengan 

instansi terkait 

3, Bimbingan teknis di bidang program pembelajaran, bah an pembelajaran, 

penyiapan dan pengembangan fasilitator serta bimbingan hak asasi 

4. Pelaksanaan evaluasi dan panyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di 

linglrungan direktorat penguatan hak asasi manusia 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumab tangga direktorat penguatan bak 

asasi manusia 

4.1.4.3 Direktorat Kerja Soma Hak ABasi Maousia 

Direktorat ini meogalami sedikit perabaltan nama dari Direktorat Ketjasama 

Pemajuan HAM menjadi Direktorat Keljasarna HAM. Direktorat Ketjasama 

mempunyai tugas di bidang ketja sama bak asasi manusia baik di luar negeri 

maupun di dalarn negeri dan menye!enggarakan fungsi : 

1. Penyiapan perumusan rancangan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang Ketja Sarna luar negeri, dalam negeri, !egislasi dan barmonisasi 

serta instrumen hak asasi manusia 

2. Penyiapan perumusan pe!aksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang Ketja Sarna !uar negeri, dalam negeri, legislasi dan harmonisasi 

serta instrumen bak asasi manusia 

3, Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang 

Kerja Sarna luar negeri, dalam negeri, legislasi dan barmonisasi nerta 

instrumen hak asasi manusia dengan instansi terkait dan RANHAM 

•· Penyiapan pelaksanaan Ketja Sarna luar negeri, dalam negeri, legislasi dan 

hannonisasi serta instrumen hak asasi manusia Penyiapa.n bahan evaluasi 

dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang Kerja Sarna bak 

asasi manusia 

5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumab tangga Direktorat Ketja Sama 

Hak Asasi Manusia Manusia. 
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Direktorat ini terdiri dari 4 (empat) Subdirektorat dan satu bagian yaitu : 

Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri, Subdirektornt Kerjasama Dalam Negeri, 

Subdirektorat Legislasi dan Harmonisasi HAM, Subdirektorat Instrumen HAM 

dan Subbagian Tata Usaha. Subdirektorat Kerjasama Luar Negeri dulunya 

bernama Subdirektorat Keljasama Antar Negera. Subdirektorat ini tidak lagi 

dibagi berdasarkan kawasan tapi dibagi menjadi Seksi Ketjasama Antar Negara, 

Sekai Kerjasarna Badan-Badan PBB dan Seksi Kerjasarna Orgenisasi 

Intemasional Non PBB 

Subdirektorat Kerjasama Dalam Negeri terdiri dari Seksi Kerjasarna Institusi 

Pemerintah dan Seksi Kerjsama Institusi Non Pemerintah. Subdirektorat Legislasi 

dan Harmonisasi Hllk Asasi Milnusia merupakan Subdirektorat baru 

menggantikan Subdirektorat Diskriminasi dan Pelanggaran HAM Berat. 

Subdirektorat ini terdiri dari seksi Telaaban Naskah Akademik, Sekai Legislasi 

HAM dan Sakai Harmooisasi HAM Un!Uk Subdirektorat Instrumen Hllk Asasi 

Milnuaia terdiri dari Sekai Kovenan Hak Sipil dan Politik, Sekai Kovenan 

Ek.onomi, Sosial dan Budaya dan Seksi Konvensi. 

4.1.4.4 Ilireldt>rat Pelayauan Komunikasi Masyarakat 

Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarekat (Direktorat Yankomas) 

dibandingkan dengan nomeeklatur yang lama, struktur orgenisasinya meegalami 

perubaban yang signitlkan. Dalam nornenkaltur yang lama, Direktorat yang 

dulunya bernama Direktorat Pemenuban HAM tupoksinya adelab pemenuban ltak 

asasi manusia yang111eliputi Pemenuban Hak Anak, Pemenuban Hek Perempuan, 

Pernenuban Hak Tenage Kerja dan Pemenuban Hllk Kelompok Mlnoritas, 

sedangkan dengan ORTA yaog baru Direktorat ini berubab menjadi Direktorat 

Y ankomas yang mempunyai tupoksi sebagai berikut : 

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan komunikasi 

masyarakat 

2. Peoyiapan koordinasi peleksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan 

kornunikasi masyarakat 

3. Penyiapan rekomendasi dalarn rangka perlindungan dan pemenuban hak 

asasi manusia 
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4. Penyiapan bahan eva1uasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan 

komuni.kasi masyarakat 

5. Peiaksanaan urusan tata usa.ha dan rumah tangga Direktorat Pelayanan 

Komunikasi Masyarakat 

Direkto!lll Yankomas terdiri dari 4 (empat} Subdirektornt yang dibagi 

berdasarkan wilayah dan satu Bagian Tata Usaha yaitu : 

l. Subdirekto!lll pelayanan komunikasi masyarakat wilayah I meliputi 

Provinsi Nanggroe Aeeh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, 

Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Benglrulu, Sumatera Selatan, Kepulauan 

Bangka Betitung, Lampung dan Banten. 

2. Subdirektornt pelayanan komunikasi masyarakat wilayah II meliputi 

Provinsi Daerash Khusus Ihukota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI 

Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara 

Timur, Maloku, Papua dan Papua Barat. 

3. Subdirektorat pelayanan komunikasi masyarakat wilayah III meliputi 

Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengab, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, 

Gorontalo dan Maluku Utara. 

4. Subdirektornt pelayanan komuniknsi khusus yang terdiri dari seksi hak 

sipil dan politik dan seksi. hak ekonomi, sosial dan budaya. 

Dilihat dari Struktur OrganiJlasi Direktornt Y ankomas per Subdirektorntnya 

terlibat tupoksiuya berubah dan Jebih spesillk karena dibagi per wilayah. Jadi 

dengan adanya perubahan orta, Direktorat Y ankomas mengalami perubahan yang 

signifikan, ksrena tupoksinya tidak lagi pemenuban HAM melainkan banya 

melakukan upaya kepada pernangku kepentingan dan konsultasi telkait adanya 

peegaduan tetjadinya pelanggaran HAM yang diterima kepada Ditjen HAM yang 

diteruskan kepada Direkto!lll Yankomas dan pengaduan tersebut dilaksanskan 

burdasarkan wilayah dan masalah HAM kbusus terjadi namun tidak diadukan atau 

dilaporlam oleh masyarakat 
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4.1.4.5 Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia 

Direktorat Informasi HAM terdiri dari 4 (empat) Subdirektorat yaitu 

Subdirektorat Pengumpulan dan Pengolahan Data, Subdirektorat Pengembangan 

dan Pendayagunaan Sistem lnformasi HAM, Subdirektorat Publikasi, 

Dokumentasi dan Perpustakaan, Subdirektorat Evaluasi dan Pelaporan HAM. 

Direktorat Informasi hak asasi manusia melaksanakan tugas di bidang informasi 

hak. asasi manusia dan menyelenggarakan fungsi yaitu : 

I. Penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang 

informasi hak asasi manusia 

2. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di 

dibida.ng informasi hak asasi manusia dengan instansi terkait 

3. Birnbingan teknis di bidang informasi bak asasi manusia 

4. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di 

lingkungan Direktorat Informasi Hak Asasi Manusia 

5. Pelaksanaan urusan tala usaha dan rumah tangga Direktorat Informasi Hak 

Asasi Manusia 

4.1.4.6 Direktorat Diseminasi Hak Asasi Manusia 

Sebelum adanya perubahan ORTA Direktorat Diseminasi HAM ini dulunya 

adalah Direktorat Pemantauan dan Evaluasi HAM. Direktorat ini dilihat dari 

nomenkaltur yang baru mengalami banyak. perubahan. Direktorat Diseminasi 

terdiri dari 4 (empat) Subdirektorat yaitu : I) Subdirektorat Program Diseminasi; 

2) Subdirektorat Pembudayaan Kesadaran Hak Asasi Manusia; 3) Subdirektorat 

Penyiapan dan Pengembangan Penyuluh Hak Asasi Manusia ; 4) Subdirektorat 

Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi Hak. Asasi Manusia dan Bagian Tata 

Usaha. Dengan ORTA yang baru Direktorat Diseminasi HAM tugasnya hanya 

melakukan diseminasi saja dan menyelenggarakan fungsi yaitu : 

I. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang 

program diseminas~ pembudayaan kesadaran hak asasi manusia, 

penyiapan dan pengembangan penyuluh hak asasi manusia, serta evaluasi 

dan pengembangan diseminasi hak asasi manusia. 
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2. Penyiapan perurnusan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang program diseminasi, pembudayaan kesadaran hak asasi manusi.a, 

penyiapan dan pengembangan penynluh hak asasi manusia, serta evaluasi 

dan pengembangan diseminasi hak asasi manusia. 

3. Penyiapen koordinasi pelak .. naan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang program diseminasi, pembudayaan kesadaran hak asasi mannsia, 

penyiapen dan peogembangan penynluh hak asasi maousia, serta evaluasi 

dan pengembangan diseminasi hak asasi manusia. 

4. Bimbingan teknis di bidang program diseminas~ pembudayaan kesadaran 

hak asasi manusia, penyiapan dan pengembangan penynluh hak asasi 

manusia, serta evaluasi dan pengembangan diseminasi hak asasi manusia 

5. Polaksanaan evaluasi dan penynsunan laporan pelaksanaan lregiatan di 

lingkuogan direktorat diseminasi bak asasi manusia 

Pelaksanaan urusan lata usaba dan rumeb tangga direktorat diseminasi hak 

asasi manusia. 

'1.1.5 Snmber Daya Manllllia Direlctorat .tenderal Bak Asasi Manusia 

Sumber daya manusia atau pegawai yang ada di Ditjen HAM berdasarkan 

data kepegawaian Ditjon HAM per Desembor 2008 betjumlab 177 (Seratus Tujuh 

Puluh Tujuh), yang terdiri dari 168 pegawai yaitu 163 yang sudah berstatus PNS 

dan 5 orang DPK serta 9 orang honorer. Untuk lebih jelasnya akan kondisi SDM 

yang ada di Ditjen HAM dapat dilihat dari pembagian dibawah ini. 

4.1.5.1 Latar Belakang Pendidikan 

Pendidikan merupakan modal yang harus dimiliki seorang dalam beketja, 

dengan pendidikan yang baik sesoorang dapat memiliki pengetahuan dan 

ketnunpilan- Berdasarkan rekapitulasi pegawai per 31 Desember 2008 

kepegawaian untuk tiap-tiap direktorat, latar belakang tingkat pendidikan 

pegawai Ditjen HAM sebagai berilret : 
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0 

I 

2 

3 

4. 

s. 

6. 

T.WCI4.1 

Rekapitulasi Pegawai llitjcn HAM b<rdasarlum tingkat peodidil<an 

Per llefember 2008 

DIREKTORAT PENDIDIKAN 

SLTI' SLTA D3 Sl S2 53 

Sekreuuiat(S) 2 24 4 20 12 I 

Dit lnforrnasiHAM (l) 0 3 I 10 10 0 

Dil Keljasama HAM (K.) 0 I l 20 5 0 

DiL Pe-IIAM(P) 0 0 l 12 10 0 

Dit Disemil>asiHAM(D) 0 2 0 12 5 0 

Dit Yankomas (Y) 0 I I 12 7 0 

TOTAL 2 31 8 ll6 49 l 

. .. 
Swnber. Kepegawwsn Ditjen HAM 

Gambar4.t 

•a. SLTP .b. SLTA 
c. 03 

•d. 51 
•e. S2 
~1f. S3 

Pe....,...,.Pegawai Ilitjen HAM berdasarl<an Tingkat Peodidlkaa 

56 

TOTAL 

63 

24 

27 

23 

19 

21 

177 

Lulusan sarjana S I menempati urutan pertama sebesar 49%, dilkuti 82 

sebesar 28%, kemudian SLTA sebesar 18%, D3 sebesar 5 %, serta SLTP dan S3 

sebesar 1%. 

Universitas Indonesia 

Studi Implementasi..., Sari Puspitawaty, FISIP UI, 2009



57 

T~bd-4..1: 

Penyaratan Pendidikan Jabatan St.ntktural 

'·~~ 
Pendidikan Yml& 9ipcrl\tkan rctiil-

SLTA D3 St S2 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

T l 100 I 100 

n I 16,67 5 83,33 6 tOO 

lit 9 36 16 64 25 100 

IV 35 51,47 33 48,52 68 100 - 2 2,6 31 <Ul.26 8 tQ,3 36 46,75 . - 71 tOO 
9 

. .. Sumber . Diolah sendiri 

Terlibat dari tabel 4.2 ditas maka untuk P<;iabat Eselon I sampai tingkat 

Pejabat Eaelon ill sudah mencukupi persyaratan pendidikan, sedangkan untuk 

Pejabat Eselon IV dan staf masih kurang memenuhi. Untuk jabatan Pejabat Eselon 

IV minimal memang S I sudah mencukupi tetapi dengan tuntutan zaman dan 

perkembangan yang cepat maka dituntut jabatan Eaelon IV sudah ditunjang 

dengan pendidikan S2, begitupula dengan staf minimal sekarang hams sudah 

sa!jana (Sl) tidal< Jag; hanya cukup berpendidikan D3 apalagi banya sampai 

SLTA atau SMP. 
Tabel4.3 

R.lulpitulasi Pegawai berdasarlum Spesilikasi P<ndldlkan 

NO D!REKTORAT Sarjana (D3. S 1), S:!, 83 T 

. 
Ekonomi HAM llukum Sosial - Kmplltr t.m2 

l Sekretariat 37 

Dilje.n - - I - - - - 1 

l<euangan 2 - 1 3 - - - 6 

PPL 3 - 3 2 - - - 8 

Kepogawru.n 1 - 1 2 - - 1 5 

Taw Usaha 2 - 4 5 - - - ll 

Umwn 2 - l - - - 3 6 

2 Inform.asi 4 2 6 5 - 2 ! 20 
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1 Kcrjasama 2 4 9 7 2 1 - 25 

-·---
4 Pengualan 1 I & 8 1 . I 21 

5 Dlscrninasi 2 3 4 6 I - l 17 

6 Yankomas . 3 12 3 . - I 19 

Total 19 l3 50 41 4 3 8 !38 

. .. Sumber . Kepegawm.ll!l Ditjen HAM 

Dilihat dari tabel diatas rnaka SDM Ditjen HAM yang latar belakang 

pendidikannya hukum menempati urutan pertama, kedua adalah lulusan satjana 

sosial dan kemudian ekonomi. Direktorat Y ankomas memilild SDM dengan 

pendidikan hukum yang paling banyak dibandingkan dengan diraktorai lain, 

karena di direktorat terllebut memang memerlukan SDM yang ahli bidang bukum 

ontuk membarikan konsultasi terkait pengaduan pelanggaran HAM yang masuk 

ke D~en HAM, untuk jelasnya dapat dilibat dari garnbar dibawah ini 

' ' 

Komposl•i Pegawai Ditjen HAM berd....-kan Sp..,J&Iwi Poodidikan 
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Dilihat dari diagram diatas, maka secara keseluruhan lulusan sarjana hukum 

menempati nomor satu, diikuti lulusan sarjana sosial. Pegawai dengan Jatar 

belakang pendidikan hak asasi manusia sangat kurang, kenyataannya SDM 

dengan belakang pendidikan HAM banyak dibutuhkan untuk mendukung 

pelaksanaan tupoksi Ditjen HAM. 

4.1.5.2 Golongan 

Tabcl4.4 

NO GOL s I p D y K T 

' l Go! IV 10 6 7 4 6 7 50 

2 Go! ill 36 !6 15 14 15 19 liS 

'3 Golll 9 2 I I 0 0 13 

4 Honorer 8 0 0 0 0 I 9 

Jumlah 63 24 23 19 2! 27 177 

" Sum.bet , KepegaWIUan Pit,Jt!fl HAM 

Berdasarkan !abel diatas maka pegawai Ditjen HAM dengan Golongan ffi 

menempati urutan pertama karena jumlabnya paling banyak yaitu !15 (seratus 

lima belas) orang. Urutan kedua adalab pngawai golongan IV sebanyak SO (lima 

puluh) orang dan ketiga yaitu pegawai golongan II sebanyak 13 (tiga belas) orang. 

Untuk persentasenya dapat dilihat dari gambar 4.2 dibawab ini : 

Gambar4.3 

.!I.GOIIV 
•b. Gol Ill 

c.GolJi 
•a. Hono~ 

Persentase pegawai berduarkan golonga.n 
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4.1.5.3 Jabatan Struktural 

Tabel4.5 

Data pcgawai bcrdll.'larkan jabalan struktural 

NQ Jabatan s I p D y K T 

I Eselon r I 0 0 0 0 0 I 

2 Esclon II l l l I I I 6 

3 Eselonm 5 4 4 .4 4 4 25 

4 EselonlV 15 12 11 9 9 12 68 

Jumlah 22 17 16 14 17 17 IQ3 

. .. . 

Berdasarkan label diatas, jumlah Pejabat Eselon IV meuempati urutan 

pertama sebanyak 68 (enam puluh de!apao) orang, Ese!on ill (sebanyak 25 (dua 

puluh lima) orang dan Eselon TI ( dua) sebanyak 6 (euam) orang. Secara prosentase 

maka jumlah Pejahat Eselon IVsebesar 68%, diikuti pejabat Eselon ill sebesar 

25%, Pejahat Eselon TI 6%, terakbir Pejabat Eselon I sebesar I%. 

Gambar4.4 

4.1.5.4 Jenis Kelamin 

·~· e:..to"'I •tt. E$tlon u 
-.. 1:$'1!!9;. tU 

Wd. Es.l<>nlV 

Jenis kelamin merupakan juga salah sam faktor yang ikut menentukan 

spesifikasi jabatan, yaitu ada suaru jabatan tertentu yang harus diisi dengan jenis 

kelamin terten1u pula yang eeeok untuk bisa memangku jabatan tersebut. 
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Tabel4.6 

Data Pegawai berdua.rkan jeois kclamio 
-· 

NO Jcnis s I p D y K T 

Kdanlln 

I Pria 44 10 9 12 ll ll 91 

2 Wanila 19 14 14 7 10 16 80 

Jumlah 63 24 23 19 21 27 177 

. . .. 
Sumber. Kepegawwan Ditjen HAM 

Berdasarkan tabel diatas maka dilihat dari jenis kelaminnya jumlah pegawai 

pria !ebih banyak dengan selisih 17 (tujuh belas) orang dibandingkan dengan 

jumlah pegawai perempuan alau wanita, sehingga dilihat persentasenya euma 

aelisih 5 % (lima peraen), terlihat dari gambar dlbawah ini. 

Gambar4.5 

--pegaw.al benl.,.rlwlja!iskclamla 

4.1.5.6 Status Kepegawaian 

Status kepegawaian disini adalah status pegawai yang ada di Ditjen HAM 

dibagi menjadl 4 (empat) kategori, yaitu PNS, yang masih calon PNS (CPNS), 

honorer dan yang diperbantukan (DPK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari 

!Jibe! dibawah ini : 
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1'abel4.7 

Data pegawai berda.~;ark.an status kepegawaian 

NO Status s I p D y K T 

I PNS 53 22 23 19 21 25 163 

2 DPK 2 2 0 0 0 l 5 

3 CAPEG 0 0 0 0 0 0 0 

4 Honorer 8 0 0 0 0 I 9 

Iwnlah 63 24 23 19 21 27 177 

" 

Berdasarlwl tabel4.7, jumlah pegawai Ditjen HAM terdiri dari 163 (seratus 

enam puluh tiga) PNS, kemudian 9 (sembilan) orang Honorer dan 5 (lima) orang 

yang statusnya diperbantukan (DPK) yaitu pegawai Ditjen HAM namun bekerja 

di instanai luar seperti ada 2 (dua) orang yang bekerja di Sekretariat Negara 

(Sekneg), Persentase komposisi pegawai berdasarl<an status kepegawaiannya 

dapat dilihat dari gambar dibawab ini dimana PNS sebesar 92"/o dari total 

pegawai, diikuti honorer sebesar 5% , DPK sebesar 3o/o, serta CPNS nihil. 

Gambar4.6 

•a. fiNS 
• b. DPK 

c.CAPEG 
• d. HONOI\I.'il\ 
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4.1.5. 7 Komposisi Usia 

Efektivitas penempatan pegawai pada jabatan yang ada selain mernperhatikan 

aspek pendidikan, keahlian dan spesifikasi jabatan yang lain, juga perlu 

memperhatikan kesesuaiao perkembaogan fisik dan psikologis pegawai sesuai 

dengan tuntutan jab alan. Setiap stata umur pegawai membutuhkan syarat 

psikologis seperti tuntutan daya ingat, inovasi dan syarat fisik tertentu seperti 

kecepatan, daya peka, daya ingot yang berbeda-beda untuk setiap jabatan. Berikut 

data pegawai Diyen HAM berdasarkan komposisi usia dibawab ini : 

Tabd4.8 

Data pegawai berdasukan komposisi usia 

NO Usia s I p D y K T 

I <20 0 0 0 0 0 0 0 

2 20-29 9 4 2 4 2 2 23 

3 30-39 15 5 9 2 5 9 42 

4 40-49 21 10 • 4 8 8 60 

5 >5{) 18 5 8 9 6 8 52 

Jumlah 63 24 23 19 21 27 177 

. .. Sumber. KepegaWlW»l Di{Jen HAM 

Usia merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi dalam melakukan 

pekerjaan. Di!ihat dari komposisi usia, jumlab pegawai yang berumur dengart 

interval 40-49 be!jumlab paling banyak yaitu 60 (eoam puluh) orang. Urutan 

kedua adaiab pegawai dengan interval usia > 50 yaitu 52 (lima pulub dua) orang 

dan urutan ketiga dengan interval 30 -39 sebanyak 42 (empat puluh dua) orang. 

Dengan demikian ter!ihat babwa pegawai Ditjen HAM rata-rata berumur 

mendakati masa pensiun. Hal ini bisa terlihat daiam gambar dibawab dimana 

pegawai dengan intervel umur 40-49 menempmi urutan pertama yaitu 34%. 
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•a.-::2:0 
•b.20-29 

c. 30-39 
.d.40-49 
••. >50 

Persentase Pegawal berduarkan kompoMsi usia 

64 

Untuk Pejabat Eselon I, usia minimum yang ideal untuk untuk melaksanakan 

pekerjaaan dalam jabatanoya adalah antara usia 42-52 tahun dan usia 

maksimumnya diatas 52 tahun. Untuk Pejabat Eselon II, usia minimum yang ideal 

adalah 39-45 dan usia maksimum adalah diatas 52. Selanjutnya untuk Jabatan 

Eselon m usia minimum yang idealnya adalah 39-45 tahun dan usia 

maksimumnya adalah 46-52 tahun. Usia minimum yang ideal untuk Pejahat 

Eselon IV adalah antara 25-31 tahun, sedangkan usia maksimumnya yaitu 39-45 

tahun sesuai pedoman dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dijadikan 

acuan oleh Ditjen HAM dalam membuat analisis jahatan yang lama. 

Tabel4.~ 

s~ jabaCan dari segi uia 

Pejabat Pejabat Pejabat ~'<;jabal 
Eselonl Eselon ll Esetonm llseloniV 

Dia!l!S 521llhwt - - ll II 

Antam 46-52 I 6 13 33 

Antam39 45 - - I 11 

Antam32 -38 . - - 4 

Antam 25 31 - - . I 

DPK . - . 2 

TOTAL I 6 25 6& 

.. Sumber . D1olah sendiri 
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4.t.5.8l'endidikan dan l'elatihan (Diklllt) l'enjenjangan 

Tabd4.10 

ll.ala pepw.U berd.,.rk.,. dildal penjenjangan 

·-- ------
NO Diklat s l p D y K T 

I Oik1atPiml l 0 0 0 0 0 l 

2 Diklal Pim n 2 I 2 I 2 2 10 

3 Dildal Pim Ul I$ 9 3 6 9 9 56 

4 Dildal Pim IV 23 I$ 14 13 13 18 96 

Jumlah 41 25 24 20 24 29 163 

----- ·--.. 

Dari IJ!bel diatas pegawai Diljen HAM yang sudah mengilruti Diklat 

Pimpinan IV (Adum) paling banyak jumlahnya yaitu 96 (sembilan puluh enam) 

orang. Untuk Diklat Pimpinan m sudah 56 (lima puluh enam) pegawai yang 

mengikuti diklatnya, sedangkan untuk Diklat Pimpinan IT ada 10 (sepuluh) 

pejabat yang mengikuti diklat tersebut. Jurnlah pe<sentase yang sudah mengikuti 

Diklat Pim IV sebesar 59"/o, kemudian Diklat Pim ill sebesar 34%, Diklat Pim II 

sebesar 6% dan diklat pimpinan I sebesar 1%, terlihat dari gambar dibawah ini 

Gambar4.8 

• a, Ulldat r1m 1 
•1;1, I)UI.Iat Plm u 

c. Olldat l*lm I1i 
ll1t Olklat l'krl tv 

Peruentase pegawai bcrdasatkan diklat pcnjeojangan 
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Tabd4.1l 

Rekapltulasi Penyaratao J)iJdat untuk Jabatan Stmktural: llitjen HAM 

Jabalan Dikla! 1 DikJatPirnU DildatPimm Dikla! Pim rv 

Pejabat Eselon1 l - 1 I 

Pcjabat Eselon ll - 6 6 6 

PCW!'bat Esdon m - 4 25 25 

Pejabat!lsekm!V - - 24 64 

Belum Diklat Pim rv - - - 4 

To1l!l I 10 56 96 

. . . . 
Sumber. Drolah Sendiri 

Dari !abel diatas maka terlihat jelas terdapat 4 (empat) orang P<;jahat ~!on 

IV yang sudah menjabat tetapi belum mengikuti Dildat Pimpinan Struk!ural IV 

(Dildat Pim IV). 

4.2 Pembabasan Basil Penelitian 

Berdasarkan basil wawancara mendalam dengan para narasumber 

berdasarkan pedoman wawancara dengan menggonakan alat haJ!tu tape decoder. 

kemudian dibuatkan transkrip wawancaranya, maka data yang terkumpul. diolah 

dan dianalisis sehingga menjadi basil dari penelitian tesis ini. Narasumber pertama 

(Nl) adalah Sekretaris Ditjen HAM alan Sesditjen, narasumber kedua (N2) adalab 

Direktur Informasi HAM, narasumber ketiga (NJ) adalah Direktur Kerjasama 

HAM, narasumber keempat (N4) adalab Kepala Bagian Kepegawaian, 

narasumber kelima (N5) adalah Direkwr Diseminasi HAM, narasumber keenam 

(N6) adalab Direktur Penguatan HAM dan narasumber ketujuh (N7) adalab 

Direktur Pelayanan dan Komunikasi Masyarakat (Direkwr Yankomas). 

4.2.1 Analisis Jabatan Direktnrat Jeuderal Hak Asasi Manusia 

Analisis jahatan untuk nomenklatur yang lama yaitu Direktorat Jenderal 

Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ditjen Perlindungan HAM) pada dasarnya 

sudah dibuat, terbukti dengan adanya buku pedoman analisis jahatan untuk tiap

tiap jahatan yang ada di semua direktorat pada Ditjen Perlindungan HAM dan hal 

ini didukung juga dari hasil tranakrip wawancara dengan Sesditjen HAM dan 
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Kabag Kepegawaian Ditjen HAM yang mengatakan pada dasarnya dengan ORTA 

yang lama Direk:torat Jenderal ini sudah membuat analisis jabatan, namun karena 

organisasi ini mengalami perubaban Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) yang 

darnpaknya berakibat pada perubahan struktur o!Jlanisasi maka tuga.s, pokok dan 

fungsi dari Difjen Per!indungan HAM menjadi Direktorat Jenderal HAM (Ditjen 

HAM) pun berubah di semua direktoratnya, sehingga diperlukan penyusunan 

anal isis jabatan yang baru sesuai dengan nomenklatur yang baru. 

4.2.1.1 Penyusuuan Aoalisis Jabatan BIU11 

Direktorat Ienderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum !U Nomor.MHH-OI.OT.OLOI Tabnn 2008 tgl27 Pebruari 2008 

sebagai perubahan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

lU. Nomor : M.09-PR07.!0 Tabun 2007 tanggal 20 April 2007 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, seluruh direktorat di lingkungannya mengalarni perubaban nomenldatur 

yang mengakibatkan perubahan pada struktur organisasi dan tata kerja yang ada. 

Dengan adanya perubahan Orta tersebut, Sekreteris Ditjen HAM melalui 

kepegawaian mengadakan penyusunan analisis jabntan yang baru, untuk 

menentukan uraian dan rincian kerja suatu jabatan yang menunjang pelaksanaan 

tugas sesuai dengan struktur organisasi Ditjen HAM yang baru. Analisis jabatan 

ini perlu disusun lagi untuk memudahkan para penumgku jabatan sttuktural di 

lingkungan Ditjen HAM dalam melaksanakan tugasnya. 

Kegiatan penyusunan analisis jabatan Ditjen HAM Tabnn Anggaran 2009 

dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 April 2009 di Hotel Citra 

Cikopo, Cisarua, Bogor. Tema dari penyusunan Analisis Jabatan tersebut yaitu 

"Melalui Penyusunan Analisis Iabatan Kita Tingkatkan Kualitas Kinerja Pejabat 

Struktural Di.rektorat Jendaral Hak Asasi Manusia". Peserta penyusunan analisis 

jabatan berjumlah 30 (tiga puluh) orang, terdiri dari pejabat eselon II (dua) dan ill 

(tiga}, ditambab dengan 6 (enam) orang panitia, serta 3 (tiga) orang pembicara 

dari instansi luar sehingga betjumlab 39 (tiga poluh sembilan) orang. 
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Kabag Kepegawaian Ditjen HAM yang mengatakan pada dasamya dengan ORT A 

yang 1ama Direktorat Jenderal ini sudah membuat anarisis jabatan, namun karena 

organisasi ini mengalami perubahan Organisasi dan Tata Keija (ORTA) yang 

dampaknya berakibat pada perubaban struktur arganisasi maka tugas, pakak dan 

fungsi dari Ditjen Perlindungan HAM menjadi Direktorat Jenderal HAM (Dltjen 

HAM) pun berubah di semua dire!OOratnya, sehingga diperlukan penyusunan 

analisis jabatan yang baru sesuai dengan nomenklatur yang baru. 

4.2.1.1 Penyusnuo Aoalisis Jabatao Baru 

Direktorat Jenderal Hak Aaasi Manusia (Ditjen HAM) berdasarkan Peraturan 

Menteri Hukum RI. Nomor.M.HH..Ql.OT.Ol.OI Tabuo 2008 tgl27 Pebruari 2008 

sebngai perubaban terbadap Peraturan Menteri Hulrum dan Hak Aaasi Manusia 

RI. Nomor : M.09-PR07.10 Tabun 2007 tanggal 20 April 2007 Teotang 

Organisasi dan Tata Ke!ja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, seluruh dlrektorat dllingkungaunya mengalami perubaban nomenklatur 

yang mengakibatkan perubaban pads struktur orgsnisasi dan tata ke!ja yang ada. 

Dengan adanya perubaban Ona tersebut, Sekretaris Ditjen HAM melalui 

kepegawaian mengadakan penyusunan analisis jabatan yang bam, untuk 

menentukan uraian dan rinoian ke!ja suatu jabatan yang menunjang pe!akaanaan 

tugan sesuai dengan struktur organisasi Ditjen HAM yang baru. Analisis jabatan 

ini perlu disusun lagi untuk memudabkao pera pemangku jabatan struktural di 

lingkungan Ditjen HAM dabun melakaanakan tugasnya. 

Kegiatan penyusunan analisis jabatan Ditjen HAM- Tabun Anggaran 2009 

dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 17 April 2009 di Hotel Citra 

Cikopo, Cisarua, Bogar. Terna dari penyusunan Analisis Jabatan tersebut yaitu 

"Melalui Penyusunan Analisis Jabatan Kita Tingkatkan Kualitas Kinerja Pejabat 

Struktural Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia". Peserta penyusunan anal isis 

jabatan betjumlab 30 (tiga puluh) orang, terdiri dari pejabat eselon n (dua) dan m 
(tiga), ditambab dengan 6 (enam) orang panitia, sena 3 (tiga) orang pembicara 

dari instansi luar sehingga be!jumlab 39 (tiga puluh sembilan) orang. 
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Kegiatan penyusunan anal isis jabatan ini dibagi menjadi 2 (tabap) yaitu tahap 

pemberian materi atau bimbingan teknis dan tahap praktek penyusunan analisis 

jabatan. Pada tabap pemberian materi atau bimbingan teknis diisi oleh 4 (em pat) 

narasumber yaitu: 

L Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (DUjen HAM) dengan materi 

berjudul "Ditjen HAM menjawab Tantangan HAM', yang pada intinya 

menjelaskan babwa fungsi dari penyusunan analisis jabatan ini bagi 

Ditjen HAM adalah sebagai landasan untuk melakukan tugas dengan jelas 

dan optimal, landasan untuk melaksanakan placement dengan tepa! dan 

landesan untuk melakukan evaluasi kerja. Dari pemaparan Dirjen HAM 

terlibat jelas babwa analisis jabatan itu bisa dijadikan sebagai dasar 

pelaksanaan penempatan (placement) seperti mutasi dan promos~ dangan 

tepa!. 

2. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Kerja (Orta) pada Biro Perencanaan 

Departemen Hukum dan HAM memaparkan mengenai "Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Hukum dan HAM RI." Pada dasamya dari 

pemaparan yang kedua ini diketabui bahwa Orta Unit Utama (unit eselon 

I) dapat diubah atau disempurnakan dan diusulkan oleh Unit Utama yang 

bersangkutan yang ditujukan kepada Menteri Huknm dan HAM 

(Menknmharn) c.q. Sekretariat Jenderal (Sekjen). Setelah dibabas oleh 

Unit ORTALA yang bersangkutan, dibuatkan surat pengantar 

Menkumbam ke MENP AN. Setelah dibahas bersama antara MENP AN, 

unit terkait dan Sekjen Depkumbam, maka keluarlah persetujuan 

MENP AN dengan diterbitkannya Peraturan Meakumbam tentang adanya 

perubahan ORTA dari unit eselon I yang mengesulkan tersebnt 

3. Tim Anaiisis Jabatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang 

memaparkan materi "Dasar-dasar Anaiisis Jabatan, lkbtisar Jabatan, 

Syarat jabatan dan Bimbingan Penyusunan Anaiisis Jabatan". Pemaparan 

tersebut menjelaskan peraturan-peraturan yang menjadi landasan analisis 

jabatan dan tentang kegunaan analisis jabatan bagi kepegawaian yang 

salah satunya adalah sebagai dasar penempatan pegawai. 
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4. Tim analisis jabatan BKN yang memaparkan materi "Daftar Isian Analisis 

Jabatan. Peta Jabatan, Perumusan Tugas, Fungsi Ketja dan bimbingan 

pen)'Usunan anal isis jabatan". Pertama, tugas jabatan berdasarkan 

karakteristik harus selalu memperhatikan bahan kelja, alai kelja, basil 

ketja, standar waktu kelja, hubungan tugas dan kondisi lingkungan kelja 

dan harus berdasarkan kornponen yang terdiri dari What, How dan Why, 

objek tanggung jawab dan kompetensi yaitu Knowledge, Skills. Abilities 

(KSA). Kedua, pada dasarnya pernmusan tugas, ikhtisar, dan penarnaan 

jabatan adalah suatu kegiatan bagian dari analisis jabatan yang dinamls, 

yang selalu mengikuti perubahan dan perkembangan organisas~ ilmu 

pengetahuan dan teknologi sera mengimbaogi tuntutan masyarakst, 

sehingga pelaksanaan perumusan tugas, ikhtisar, dan penamaan jabatan 

harus selalu dimutakh.irkan (updale). Ketiga, pada hakekatnya tugas PNS 

dibagi menjadi 4 (empat) yaitu tugas pnkok, tugas tambahan, tugas 

berkala dan tugas lain-laia 

Hasil dari kegiatan pen)'Usunan analisis jabatan ini adalah tersusunnya 

analisis jabatan untuk pejabat eselon ll dan Pejabat eselon ill Ditjen HAM yang 

disesuaikao dengan nomenkaltur yang baru. Untuk pejabat eselon IV sedang 

dalam proses pen)'Usunan. Dari kegiatan tersebul juga ada beberapa pertanyaan 

dan masukan terkait dengan analisis jabatan yaitu : 

L Mengenai adanya atau dibangunnya kantor pelayaoan hukum di setiap 

kahupaten/kota sebagai kepanjaogan Iangan Ditjen HAM dalam 

melakuken tugas di Kabupaten/Kota, usul ini disarupaikan oleh Direktur 

Penguatao HAM 

2. Adakah kemungkinan di Ditjen HAM dimunculkan jabatan fungsional 

Bidang HAM atau yang menangani masalah HAM usul ini disampaikan 

oleh Direktur Jnformasi HAM. 

3. Apakah memungkinkan untuk dilakukan reslrukturisasi organisasi atau 

jabatan, usul ini disampaikan oleh Direktur Disentinasi HAM. 
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Kegiatan penyusunan analisis jabatan yang baru dilakukan oleh kepegawaian 

dengan penanggung jawab adalah Sekretaris Ditjen HAM (Sesditjen HAM) dan 

Kabag Kepegawaian. Analisis jabatan ini disusun lagi karena disesuaikan deegan 

ORTA yang baru deegan tugas pokok dan fungsi yang baru pula. Hal ini dapat 

terlibat jelas dari basil transkrip wawancara dengan Sesditjen HAM dan Kabag 

Kepegawaian. 

Nl : "Ana/isis jabatnn sebetulnya yaa sich su4ah diterap/«m topi !wren Diljen 
HAM mengalami perubelam ORTA, jadi sefammg /agi diperbaharoi 
disesuaikan dengan wmeniiiatur yang baru " 

N4 : " Sebelum ada struktur yang baru 2008 ... kan kita punya analisis jabatan 
yang 2007, nab lauelltl 2008 ada perubelam 110111enklatur fJeberapa 
direktorat, sehlngga menyasuailran .. Bulan April ya..kita menyusun ana/Isis 
jabatan disesuaikan dengan nomenk/atur yang baru. Sampe sefwrang baru 
yang su4ah selesai .. swioh ese/an II dan eselon Ill saja..untuk eselon IV 
sedang digarap ... 

Berdastakan transkrip wawancara diatas maka menurut Sesditjen dan Kabag 

Kepegawaian mempunyai pendapat yang sama bahwa analisis jahatan itu sudah 

pemah dibuat dengan ORTA yang lama, tetapi kanena adanya perubahan ORTA 

pada tahun 2008 maka dilakukan penyusunan analisis jabatan yang baru yang 

disesuaikan dengan nomenldatur yang baru. Bulan April2009 kepagawaian Ditjen 

HAM mengadakan kegiatan penyusunan analisis jabatan disesuaikan dengan 

nomenklatur yang baru. namun penyosunan analisis jabatan ini bam untuk level 

pejahat Eselon II dan Eselon m S.ja, sadangkan untuk pejabat Eselon IV masih 

dalam proses penyusunan 

Untuk narasnmber-narasumber lainnya terkait dengan adanya kegiatan 

penyusunan analisis jahatan bam akibat adanya perubahan nomenklatur, 

mayoritas memberikan pendapat bahwa analisis jabatan memang harus disusun 

lagi disesuaikan karena tupoksi jabatan yang telab barubab di tiap-tiap direktorat 

yang ada di Ditjen HAM 

Untuk Direktorat Diseminasi dengan adanya perubahan ORTA, tupoksinya 

menjadi lebih spesifik. Tupoksi direktorat ini hanya melakukan diseminasi atau 

penyuluhan saja yang durasinya satu bari, sadangkan pelarihan, pendidikan 

sekarang menjadi tupoksi dari Direldorat Penguatan Hal ini sesuai deegan hssi! 

transkrip wawancara Direktur Diseminasi dan Direlctur Penguatan dibawah ini : 
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N5 : " Dengan perubahan nomenklatur kelihatan tugas pokok dan fungsinya 
mana? Du/u kan dicampur ... di Penguatan dan Diseminasi ... kan digabung .. 
Disihl ada unsur pelalihan, pendidikan, nah Uu sernua ke Penguatan . .Jadi 
h1gas kita hanya dengan melakukan eee .. penyuluhan .. atazt diseminasi yang 
durasinya satu hari saja ....... . 

Direktur Diseminasi mengatakan dengan adanya perubahan nomenldatur 

maka tupoksi Direktorat yang dulunya bemama Direktorat Peroantauan dan 

Evaluasi HAM ioi m<l!\iadi lebih spesifik, yaitu melakukan diseminasi dan yang 

durasinya hanya satu hari saja. Untuk pendidikan dan pelatihan yang dulunya 

menjadi tupnksi direktorat ini seloirang menjadi tupuksi dari Direktorat Pengautan 

HAM yang dulunya bernama Direktorat Bina HAM. Hal ini dapat dilibat dari 

basil transkrip wawancara dengan Direktur Penguatan sebagai berikut : 

N6 : " Harus. .. kmena ada perubalum slruktur arganisasi .. kalo perubalum 
struktur arganisasi itu kau merubah tugas, pokak dan Jimgsi " 
" Dufu itu kau Direktorot Bina HAM..Bina HAM itu menangani tlua 
la!giaJJ:m, yang pertama Diseminasi, yang kedua Pelatihan. .. Dulu bahl«m 
fehih fuas Diseminasi dan Pendidil«m HAM " 
" ltu Sl11tUl dengan. .. eehhh..tugas utama RANllAM yang ke. .. empat. tugas 
RANllAM yang Ia! empat itu f«m Diseminasi dan Pendidif«m HAM. 
la!mudian dengan ada Perubalum Menteri Hukum dim HAM yang 
haru .• herdiri Direk!orat yang 6aru namanya..Diseminasi sehogai pengganli 
Dinklma! P1111U1111mJan Evaluasi dan Pelaporan. .. Nah sebagian tugas 
Direktoral Bina HAM waktu itu .. yaitu la!giatan diseminasi akbirnya 
herpindah: Ire Direkturat Diseminasi .. Nah la!giatan kumi tmggal !regia/an 
Pendidil«m dan Pelatihan HAM ini .•.... 
..... di Kantor MenPan itu disepakati bahwa untuk la!giatan Pendidikalt dim 
Pelatihan HAM yang durasinya dua hari sampe den gem enam hari .. itu 
dilaksanakan o/eh Direktorat Jenderal HAM. ... 

Dari transkrip wawancara diatas terlihat jelas bahwa Direktur Penguatan 

menganggap bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi berarti telah 

teljadi perubaban padu tupnksinya juga. Lebih !an jut narasumber keenam ini juga 

mengalakan hahwa Direktorat Penguatan tupuksinya juga lebih sempil alan 

spesi!ik banya melalrukan pendidikan dan pelatihan HAM, tidak melakukan 

diseminasi lagi. Ini terlibat dari basil wawancara bahwa dibandingkan dengan 

ORTA yang lama direktorat yang dulunya bemama Direktorat Bina HAM ini 

mempunyai dua tugas. sedangkan sekarang hanya satu tugas saja yaitu pelatiban 

HAM yang durasinya dua sampai enam hari. 
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Dari kedua basil transkrip wawancara diatas yaitu narasumber 5 (lima) dan 

narasumber 6 (enarn) tOijadi kewcokan pendapat yang kaduanya menyatakan 

adanya pertukaran tupoksi diantara kedua direktorat yaitu Direktorat Diseminasi 

dan Direktorat Penguatan dan keduanya tupoksinya sama-sama menjadi lebih 

spesifik. 

Untuk Direktorat Infunnasi HAM dapat dilihat dari basil transkrip wawancara 

deogan narasumber kedua yaitu Direktur informasi HAM yang sepeodapat dengan 

dua narasumber sebelumnya yaitu NS dan N6 yang mengatakan bahwa adaaya 

perubahan nomenklatur maka tupoksi juga berubeh sehingga maka analisis 

jahatannya perlu disusun kembali, hal inl dapat terlibat dari tanskrip 

wawancaranya sebagai berikut : 

N2 : " Yaa menwng .seliap ada penibahan tupoksi aklu nomenklatur .. yaa 
haros ... haros ada perubahan dari masing-masing ftmgsi .. kanna waktu 
dulu ftmgsi atau nama-nama dari direktorat ini Perlindungan HAM. 
selrarang Perlindungan tiduk ada... dan juga masing-masing direktorat 
ada perubahan. .. maka tupoksinya pun juga berbeda, untuk ilu perlu ada 
perubahan kembali terhotfnp ana/Isis jabattm dan terhadup ftmgsifungsi 
dan lugas-tugas yang diemban oada setlap sektor.Jadi memang hmus ada 
perubrihan u 

Dari transkrip diatas maka narasumber kedua juga mengatakan bahwa dengan 

adaaya perubahan nomenklatur maka setiap direktorat mengalami perubahan 

karena tupoksinya menjadi berbeda dengan tupoksi yaeg lama, sebiegga analisis 

jabatan yang lama perlu diubah pula disesuaikan dengan tupoksi yang barn 

disetiap sektor atau disetiap sub direktoratnya. 

Hampir serupa dengan pendapat Direktur Ketjasama HAM (N3) yang 

mengatakan .sebagai berikut : 

N3 : " Yaa- kira dengtm adanya ORTA yang baru ya . .sebetulrrya..mau tidok 
mau ada perubahan disana sfni .. dengan ORTA yang baru nampaknya 
menrang dtupayakan agar pentmgtmannya khususnya di Dire/ctt:;rat 
K£/]asama HAM. .. Pemmgarum kel]sama dengan berbagai pihak itu bisa 
lebih difokuskan ...... 
.... Tidak mengalami perubahan yang signiflkan,,.teiapi mungldn menurut 
saya lebib Jokus .. kantltl Direktorat Kerjasama..memang .. ,lltl1110rl)'a 

K£rjasama. .. Kerjasamakan.,,,1ebih banyak menggali kermmgkinun
kemtmgkinan kita beketja sama. ... 
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Dari transkrip wawancara diatas, dengan adanya ORTA yang baru mau tidak 

mau ada pcrubahan, termasuk juga di Direktorat Kerjasama HAM yang 

tupoksinya tidak mengalami perubahan yang signifikan tapi tupoksinya lebib 

fokus dengan banyak mengali kerjasama-kerjasama lagi. 

Direktorat Yaukomas juga mengalami perubahan tupoksi yang cukup 

signifikan dibanding dengan ORTA yang lama dengan tupoksinya. Tupoksi 

Direktorat Y ankumas yang bam menurut Direktur yang bersangkutan sekanang 

sudah sangat tepa!, beda dengan ORTA yang lama yang menurutnya tupoksi dari 

Direktorat Pemenuhan HAM sangat 1idak tepa! atau tidak layak. karena 

tupoksinya tidak mungkin dipenuhi yaitu memberikan perlindungan dan 

pemenuhan kepada masyarakat, hal ini terlihat dari hasiltrasnskrip dibawah ioi : 

N7 : .... Po/a pemildnm lama Direktorat sini duhmya ya namanya Direktorat 
Pemenuhan..ehhh ... Perlindungan dun Pemenuhan HA.M. ... nait pemahamtm 
perlindungcm dun pemenuhon HAM oleh Direklarat itu knn sesuatu 
yang ... apa yaa..unmohlek ya. .. tidak layai<. •• tidak rmmgkin..mana mungkin 
Direkioral memberiknn Perlindungan dun Pemenuhan HAM .... 
..... bagaimana bisa kita melindungi,.,bagaimana kita bisa memenuhi HAM 
orang .. masyaralaxt .. nait berdusarknn pemikiran itu kemudian dibuatlah 
yang namanya Direktorat kita yaitu Direkloral Pelayanan Komunikasi ... 

4.2.1.2 &mbatan dan Kendala Penyusunan Analisis Jabatan 

Ada bermacam-macam pendapat yang dikemukan terkait dengan pestanyaan 

ada atan lidaknya bamhalan dan kendala terkait dengan penyusunan analisis 

jahalan yang baru sesuai dengan ORTA dan tupoksi yang bam. Ada yang 

menjawab tidak ada hambatan, masih ada perbedaan pendapat atau persepsi, ada 

juga yang mengatakan ada hambatan teknis. 

1. Tidak Ada &mba tan dan Kendala 

Narasumber yang memberikan pendapat tidak ada hambatan dan kendala 

dalarn penyusnnan analisis jabatan yang baru adalah Kabag Kepegawaian, 

Direktur Penguatan dan Direktur Informasi HAM sebngsi berikut : 

N4 : "Nga ada..cuma. .. rasanya kurang waktu qja tuch .. waklu tiga hari itu 
rasanya masih kurang .. kalo hambattm dun kendala tidak ada, pembicaranya 
bagus. tempatnya juga bagus, dunanya mem:ukupi, nga ndu masalah sich " 

N6 : "Ohh nga ndu" 
"Yang memfasil#asi knn BKN. .. BKN itu membagi dua pekerjaan, pekerjaan 
menjadi dua, pekerjaan ehh..pokuk dun pekerjaatl tambahan .• knn begitu .. kulo 
ditempat lain itu pekerjaan tambahonnya banyak. pekerjaan pokokmya 
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sedikit .. katcmya begitu tapi kalo di Direktorat Penguatan nga ada .. semuanya 
pelrerjacm po/<ok " 

N2 : " Saya kira tidak ada .. kare11a memang aaahh ... asa/ semua pihak memahami 
suhstansitrya..substansi dati jabatan tersebut, dati tupoksi tersebut..dari 
tanggung jawab yang diembarmya..yaa memang perubabannya tidak terlalu 
metrdalam sich " 

Dari trnnskrip wawancara diatas maka menwut Kabag Kepegawaian (N4) 

tidak ada hambatan dan kendala, hanya kurang waktu saja dalam kegiatan 

penyusunan analisis jabatan kemaren. Untuk Direktur Penguatan (N6) pada 

dasamya juga tidak ada hambatan dan kendala dalam pro..,. penyusunan analisis 

jabatan namun lebih lanjut narasumber ini memberikan pendapat hahwa uotuk 

Direktorat Penguatan tidak ada tugas tambahan, semua ndalah tugas pokok 

sedangkan menorut BKN tugas atau pekerjaan yang terdapet dalam deskripsi atan 

uraian jabatan itu dibagi dua yaitu pekerjaaan pokok dan pekerjaan tambahan. 

Direktur Infonnasi {N2) mengatakan bahwa pada dasamya tidak ada hambatan, 

asalkan semuanya memabami substansinya atau tupoksi dari jahatan yang 

diembannya. 

2. Ada Perbndaan Pendapat I Persepsi Mengenai Deskrlpsl Jabatan 

Ada dua narasumber yang menga!llkan masih adanya perbedaan pendapat 

yaitu Sesditjen dan Direktur Kerjasama dan ada juga yang menga!llkan ada 

perbndaan persepsi antara Direktmat yang besangkutan dengan pihak Sekretariat 

sebagai penyelenggara atau pihak yang berwenang dalam acara kegirdan 

penyusunan analisis jabatan yang bam yaitu Diraktur Y ankmnas. 

Nl : " Hambatan atia; tapi saya kira tidak /er/alu besar khususnya dalam 
/regia/an po/<ok dan. .. dalam .. apa.. peda kriteria lregiatan po!rok dan 
latgia111n tambahan. Ma.sih ada perbedaan perdopat diantara kita dan BKN. 
kbasusnya 110rasumber,.yang dikirim. Bahwa !regia/an po/rok ilu kegiatan 
yang meliputi tugas dan ftmgsi, Sl!dangakan tugas ke daerah dianggap tugas 
pokak..ehh tugas tambahan. Semenlara itu Ditjen HAM itu btmyak tugas
tugas Ire daerah yang justru itu sebetulnya dalam lingkuop tugas 
pokok..karena Ditjen HAM poeya tugas po!rok yang pukak arJa/ah 
Diseminasi .. 

Dari transkrip diatas, Sesditjen menekankan adanya perbedaan pendapat 

antara Ditjen HAM dalam hal ini Sekretariat dengan pihak narasumber dari BKN 
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dalam pengertian tugas pokok dan tugas tambahan yang terdapat dalam deskripsi 

atau uraian jabatan. Ini berarti ada dua narasumber yang mempunyai perbedaan 

pendapat dengan BKN mengenai uraian atau deskripsi jabatan yaitu Sesditjen dan 

Direktur Penguatan (N6). Untuk narasumber ketiga yaitu Direktur Kerjasama 

mernpunyai pendapat bahwa ada perbsdaan persepsi antara BKN dan Menpan. 

N3 : .... Banyak perbedaan persepsi mengenai ana/isis jabatmt ini •. ada verst 
BKN..ada versi MenPan, gitu ya sehingga /dta menjadi raneu .. menjadi 
bingung .. mana yang harus dimast~klam .. contohnya sepertl .. ambil contoh 

·yang !remaren dibahas secam mendalam ... Subdit Kerjasama Luar Negm, 
Subdit Kerjasama Luar Negeri itu banyak se/mli yang difalcufu:m tetapi kale 
seSllai tiengun anjah yang diinginf<an, itu ba1!)Jtl membuat TOR, padahal 
ka'lj<W111U01)1tl banyak bufu:m ba1!)Jtl itu. ba1!)Jtl buat TOR, nah itu 
,._ . ? uwc;mmana . ... 
...... nah disini ehhh agak sedikit su/11 untuk mrmnnusl«m..Jadi yang pasti 
yang mana sich. .. apakah semua /dta tuhs dalmn ana/isis jahatan itu ataukah 
terbatas atas apa yang tertu/is tiengan DIPA anggaran " 

Dari transkrip wawancara diatas Direktur KeJjasama mengatakan ada analisis 

jabatan versi BKN dan analisis jabatan versi MenPan, sebingga membuat rancu 

dan membingungkan_ Direktur Yankomas mengatakan adanya perbedaaan 

persepsi atau pemikiran antara Direktorat Y ankomas dan pihak Sekretariat, 

sebagai panitia penyelenggara lregiatan penyesunan analisis jabatan yang baru. 

Direktorat Yankomas dalarn hal ini pada akbirnye hanya bisa mengilruti petunjuk 

Sakretariat saja dalarn bentuk tanda tangan.' Terlihat jelas untuk di internal Ditjen 

HAM saja masih ada perbedaan pendapat dalam membuat analisis jabatan. Lebih 

jelasnya ter!ihat dari transkrip wawancara dibawah ini : 

N7 : " Jadi memang kadang-kadang /dta ltu sudoh mempunyai pemikiran luas 
liipl kamudian disempitfu:m o/eh, mana yang /Jenar, mana yang salah kita 
tidak tahu, jadi seperli kemaren kita sudah membaat kamudian liipi liba
tiba jaga dibuat oleh apa Sekretariat yaa. .. yaa sudoh mungibn memang 
seperti itu proses seharusnya kita hiarfu:mlah. .. 
.. Iya jadi /Jegint. seakan2 semua ini, kalo ada apa2 semua yang membum 
adalah eehh sekretariat kita ba1!)Jtl difdair dalmn /Jentuk tamlatangan. inl 
sesuatu yang aneh liipi ini faktu. jadi kita sudoh buat .. ohh bufu:m /Jegitu, 
maksudnya /Jegini .. fum sudah.. 

3. Hambatan Tefmis 

Narasumber kelima yaitu Direktur Diseminasi rnengatakan adanya harnbatau 

telruis dalam penyesunan analisis jabatan yang baru, yang menurutnya perlu 
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adanya himbingan dalam menyusun analisis jabatan yang baru sehingga bisa terisi 

dengan baik dan benar. 

N5 : " Hambatan menurut saya.Jzambaum telmis dalam mengisi analisa 
jabatan . .Jiu kan perlu apa yaa. .. cara-cara teknis pertgi.~ian anjab 
karena..jadi memerlulum bimbingan .. 

4.2.1.3 Pemabaman Penyusunan Anallsis Jabatan 

Pemahaman disini adalab pemabaman para pegawai akan analisis jabatan 

dalam arti yang luas dimulai dari pemabaman dalam menyusun atau membuat 

analisis jabatan, pemabaman akan tugas pokok dan fungsi dari jabatannya dan 

juga akan kompetensi atau kuali6kasi yang dituntut dari jabatannya. Ada 

bermacam-macam jawaban dari para narasumber yaitu ada yang mengatakan tidak 

tabu , lrurang memabami dan ada juga yang menjawab sudab memabami. 

1. Tidak Tabu 

Narasumher yang mengatakan tidak tabu past! terkait pemabaman pegawai 

akan analisis jabatan terutama dalam penyusunan analisis jabatan yang haru 

adalab Kabag Kepegawaian (N4) yang mengatalmn sebagai berikut : 

N4: "WaallahHualam . .Ituyangtahulummerekamasing-maslng" 
" Yang tahu merelra masing-ma$ing..yang jelas itu .. kita merrsoslalisasilum 

ini supaya merelra memahmni dan melaksanakan .. lralo dalam implementasi 
fum lidak tahu..ll:ipi soya kira pelaksanaan tugas sampai sejauh 
mana. .. merelra yaa sudah hngus " 

Jadi menurut narasumher keempat babwa yang tabu past! pabam atau 

tidakuya para pegawai ak:an analisis jabatan adalab pegawai itu sendiri, dalam hal 

ini kepegawaian sudab melakukan sosialisas~ namun dalam kapasitas memahami 

pelaksanakan jabatan sesuai dengan analisis jabatan adalah pegawai atau orang 

yang bersangkutan. 

2. Kuraog Memahami 

Narasumber yang mengatakan bahwa para pegawai belum sepenubnya 

memabami akan analisis jabatan, baik akan tupoksi atau deskripsi jabatan maupun 

spesiflkasi jabatas yang dituntutnya adalab Sesditjen (Nl), Direktur Diseminasi 

(N5) dan Direktur Infonnasi (N2). Ini terllibat dari transkrip wawancaranya. 

Nl : "K£/iatannya helum "K'l)'Qhrya yaa. .. masih helum sepemthnya ... " 
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Menurut Sesditjen dari acara penyusunan analisis jabatan yang baru yang 

telah diselenggarakan oleh Sekretruia~ beliau berpendapat bahwa rnasih ada 

pegawai yang belum rnemahami sepenuhnya dalam membuat anallsis jabatannya 

masing-masing. Nara.sumber ke1ima yaitu Direktur Diseminasi HAM juga 

mengatakan hal yang sama bahwa belum semua memabami karena masih bauyak 

pegawai yang bingung sehingga pembuatan analisis jabatan kemaren dirasakao 

asal ngisi saja, belum bisa dipastikan kebenarannya. 

NS : "Menurul saya belum semua hi.sa memahami... jujur ajafah mereka kayak 
ngisi fomwlir bingrmg kan, kayak ngfsi jormu/ir pajak aja .. osal ngisi aja 
tau bener lm1 nga, jadi S<!J1Q tidal< mau berangkai pengfsian aryab itu secara 
formalitas topi lebih dikailkan dengrm !repentingan dia sendiri, kampetensi 
dia sendiri.. .. 

N2 : "Kala dari /l:emaren. .. kayaknya belum banyak yang paham " 

Narasumber kedua yaitu Direk:tur Infurmasi HAM juga mengataken bal yang 

sama bahwa masib banyak yang belum paham, dengan demikian ketiga 

narasumber diatas mempunya.i pendapat yang sama babwa para pegawai belum 

semuanya memahami dalarn membuat atan menyusun analisis jabatannya sendiri. 

3. Sudah Memahami 

Narasumber yang menjawab para pegawa.i sudah memabami dalam membuat 

atau menyusun analisis jabatannya adalah Direktur Penguatan HAM (N6), 

Direktur Ketjasama (N3) dan Direktur Yaakomas (N7) sesua.i dengan tranakrip 

wawsncara sebagai berikut : 

N6 : "Stjya rasa sekarang sudah paham " 

Direk:tur Penguatan (N6) mengataken bahwa para pegawai ada dibawah 

Direktoratnya sudab memabami analisis jabatan. Untuk Direktorat Ketjasama, . 
Direk:turnya (N3) mengataken dilihat dari persentasenya sudab mencapai 80'/o 

(delapan puluh persen), artinya untuk para Kasubdit pemahamannya sudah bogus 

dengan menjawab secara beuar pada saat pengisian analisis jabatan, sesuai dengan 

transkrip wawancaranya dibawah ini : 

N3 : "Ka/o dilihot p<Jr Subdit merekzr strtfah..kalo dipersentasekan gftu 
ya..rmmgkin mereka swJah 80% menjawab beiUIT " 
u Sudah memahami" 
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" Nah unruk dileve/ dibawahnya tmmgkin perlu ada peningkatan
pwingkatan lagi ya karena memang .. kan tanggungjawab memang ada di 
level JJI, /1, I /ah .. ka/o IV rrnmgkin /ebih banyak melaksanakan kegialan
lmgiatan yang diinslruksikan alasan .. jadi mernang seharusnya 
atasannya..kalo akJscmnya mendorang dan memberikan arahan-aralum 
w•IHk maju, saya /<ira unhlk level eselon IV dan st<if akan mengikuti" 

Selanjutnya untuk pegawai yang ada di Direktorat Y ankomas menurut 

direktumya (N7) juga sudah memaham~ hal itu ditunjaug olen kegiatan 

brainstorming yang dilakukan secara rutin tiap bulan sebanyak dua kali. 

N7 : "Oh iyaa.karena.:." 
" Ya..kareml lelia itu hampir dika!Hkan satu bulan daa kali ihl selalu 
brainstorming, selalu memberikan..karena un!Hk kasus-kusus yang kita 
tangani kan begiru kompleks. mencakup banyaJc aspek, peraturan, undang
undang, kelen!Han, jadi kita sela/u .. selalu ... bertemu •.. lidak lranya satu 
Kasubdi4 selalu saya ketemukan deng>:m seluruh staj. saya ajak ngomong 
bersama-sama menyampaikan pendapat " 

4.2.1.4 Sosialisasi Analilis Jabatan 

Pertanyaan akan sosialisasi analisis jabatan kepada para pegawai di Ditjen 

HAM ada bermacam-macam tanggapannya. Ada yang menyatakan sudah, ada 

jugs yang memberikan jawaban sudah tapi perlu jugs sosialisasi dari unit masing

masing. Hal ini terlihat jelas dari trankrip wawancara dibawab ini. 

1. Sudab Sosialisasi 

Dari pejabat yaug berwenang untuk melakukan sosialisasi analisis jabatan 

seper1i Sesditjen dan Kabag Kepegawaian terkait dengan sosialisasi anjab 

memberikan jawaban sebagai beikut : 

Nl : "Ya Sudah" 

Sesditjen (Nl) rnengstakan bahwa sosialisasi analisis jabetan sudah dilakukan 

tentunya oleh Sekretariat melalui Kepegawaian. Agsk sedikit berbeda dengan 

pendapat dari Kabag Kepegswaian (N4) yang mengatakan bahwa sosialisasi 

analisis jabatan harusnya rnulai dilakukan dari unit masing-rnasing direktorat, 

disamping kepegawaian yang juga mernberikan sosialisasi. 

N4 : "Sosialisasi .. Yaa mela/ui unitnya masing-masing " 
"lya anjab i/u kan dilaksmrakan dJ masing-masing ... 
'~ Sosialisasi .. yang kemaren itu sosialisasi " 
"ltu yang dipuncok..inl yang capacity building un!Hk intern " 
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Dari kedua transkrip wawancara diatas, pada dasamya sosialisasi kepada para 

pegawai telah dilakukan o!eh Sekretariat melalui Kepegawaian, aalah satunya 

adalah acara capacity building penyusunan analisis jabatan yang telah 

dilaksanakan di Punc&.: pada tangga! 14-17 April 2009. Namun lebih lanjut 

sosialisasi juga perlu dilakukan o!ah unit masing-masing direktorat, dalam bal ini 

oleh Pejabet Eaalon II kepada sernua staf di direktorat yang dipimpinnya. 

2. Masih Perlu Terus Disosialisasikan 

Narasumber yang membetikan pendapat akan perlunya sosialisasi analisis 

jahatan kepada para pegawai adalah Direktur PeDguafan (N6), Diiektur Informasi 

(N2) dan Direktnr Kerjasama (N3) sesuai transkrip wawancara sebagai betikut : 

N6 : " Ohh perlu .. Jadi sungguhpun itu .. opa 1lW1I01!Y" Peraturan Menteri Hukum 
dan HAM ber!mitan dengan .. tetapi di Direldorat komi itu ada forum opa 
1lW1I01!Y" saiing asaiJ, saling asih, saling asuk. itu kodang2 sebulan sekali 
kita kete- kodang sebulan dan kali ketemu..bisa tiga kali..paling tidak 
sebulan sekali .. itu termitt. itu ulk mengingatkan kembali kamitmen kita 
terhadap tugas, pokak dan fungsi sehagaiTIItD'/Q diatur dalam peraturan " 

Dari transkrip diatas, Oirektur Penguatan (N6) mengatakan disamping 

perlunya sosialisasi, di Dkektoratnya adanya suatu forum pertemuan untuk 

mengingatkan dan meningkatkan komitmen akan tupoksi dari Dkektorat 

Penguatan kepada para stafnya. 

N2 : "Saya kira itu memang tanggung jawab dari strata organisasi ... artinya 
untuk unit Esefcn I yaa harus memberikan sosialisasi ... Esefon II pun juga 
memberikan sasia/isasi kepadn bawaJumnya. .. artinya begitu ... Nah kemaren 
kan sudah ada.. sosialisasi anjab dari BKN.. tetapi harus lebih 
diterjemahkan lagi secara subs/ansi a/eh settap direktorat. Nah sekarang 
ini kan kita sedang me/akukan ilu ... " 
" Yaa .. dan itu... ana/isis jabatan itu tidak hanya padn setiap tahun 
seka/i..itu harusnya se/alu disosia/isasikan sebagai apa 
namanya. .. pengembaliatt .. pengembalian ini ... pengembalian pengetahuan 
.. supaya dia hisa nga me/aksanakan itu .. Jadi harus diheritahu kepadn sllif. .. 
jadi gitu ... " 
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Direktur Infonnasi (N2) memberikan pendapat yang sedikit berbeda namun 

pada akhimya maksudnya sama dengan narasumber yang sebelumnya bahwa 

pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasilum analisis jabatan 

adalah sernua pihak mulai dan Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II selain dari 

sekretariat melalui kepegawaian. Lebih lanjut untuk Pejabat Eselon II 

memberikan sosialisasi kepada para staf yang ada dibawah kepemimpinannya 

sesuai substansinya dan diharaplum sosialisasi ini bisa sering dilakukan, tidak 

hanya satu tabun sekali. Hal ini sama dengan Direkrur Keljasama (N3) yang 

mengatakan pedunya sosialisasi dilakukan terus-menerus., untuk mendapatkan 

pencerabaa seltingga kita yakin atas apa yang diisi dalam analisis jabatan, sesuai 

dengan transkrip wawanoaranya sebagai berilrut : 

N3 : " Kala menurut saya perlu diteruskan ya, kmena kala !dla mesti mengisi 
sesuatu ya, kalo masih ragtt-ragu berarti kon belum yaldn alaS apa yang 
ditulis, berarti kita perlu mentlapatkon pencera}um lagi gitu ya..saya nga 
tau .. lentunya hal ini sekrelarial Ditjen yang alton berperan, yang alton 
mengundang dari pihalvpilwk yang terkait untu/c mela/cukon pencerahan 
lagi ". 

l. A11alis Jabatan I Peudamping 

Narasumber yang mengataksn perlunya pedamping anru seorang analis 

jabatan yang pakar alum analisis jabatan dalam proses sosialisasi kepada para 

pegawai adalab Direktur Diseminasi (NS) dalarn transkrip wawancara yaitu : 

NS : "Menurut S<!Y<7 kon perlu pedampingan " 
" Arlinya kon lrdo ngisi secara sendiri kon sijalnya umum.. nah dari 
nomenklatur yang baru kon perlu ada pendampingan pengisian, jadi kila 
horus menyiapkan SDM yang bisa membimbing pegawai lmn mengisi dengan 
balk dan benar .. sebab ka/Q asa/ ngisi nanti kasian dia meumceng dari. 
tapa/csinya atau bisa semua soma hegitu, hanya meloksanakon anggaran 
sesuai dalam program kan jndi lucu, padabal kon ada hal-hal lain misalnya 
yang tugas poko/c dan jungYinya tida/c horus lergantung patio anggaran, ya.. 
misalnya dia perlu pelaporan •. perlu juga pembuatan ehh.. apa malrdoh atau 
lelak permasalahan atau hahan2 materi .. nah knyak itu kan difuor anggaran. 
horus bisa nah ini kebanyakon menempel dianggaran berarti dia lumya 
sema/a2 mela/csanakon anggaran, kon jadi lucu " 

Narasumber kelima menakankan pada perlunya pendampingan, seorang yang 

pakar analisis jabatan atau seomng analis jabatan yang mendampingi para 

pegawai Ditjen HAM selama proses pengisian analisis jabatan. Disamping itu 
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juga beliau meogharapkan adanya SDM atau pegawai internal dari Ditjen HAM 

yang dididik sebagai seorang analis jabatan yang mempunyai keahlian dalam 

menyusun analisis jabatan yang baik sesuai tupoksi atau substansinya sehingga 

dapat membimbing para pegawai lainnya dalam membuat analisis jabatan yang 

spesifik, tidak lagi bersifat umum dari BKN. Untuk lebih lanjutnya dapat terlihat 

dengan jelas dari transkrip dibawah ini : 

NS : "..... horus ada pendamping.. pednmping ini apa, ullc meflg(Jf'(lksi dan 
biartl11)'Q pendamping yang balk menurul saya orang daiam yang dididik 
orang BKN nah .. 
" Yaa kolakanlah beras umum .. apakoh beras inl cocok, apa kila ingin 
beras yang pulen, yang ltm kan kila.. kolo mereko cuma hiking harus makan 
heros, nah kita beras yang mana? Berarti lebih detail ya. lebih spesifik, 
khas mengennl HAM, khas mengenoi Diseminasi, khas mengenai Program 
dise111inasi, nah itu tadi, itu tidak bisa BKN ngisi lapi tolak ukumya sama 
artinya pengisian yang hel1llr itu akan berakibat positif terhadap 
penyusunan remunerasi, akan berakibat pasitif terhadap promasi dan 
sebagainya " 

4.:U.S Sikap dan Repon Pegawai teriJadap Analisis Jahatan 

Untuk sikap dan respon pegawai balk di Sekretariat maupun di Direktorat 

pada dasamya mendukung atau aktif terolanla dalam penyuSlman analisis jabatan 

yang barn. Sesuai dengan basil transkrip wawancara dapat dilihat dibawah ini. 

l. llaik (Positil) dan Mendukung 

Narasumber yang memberikan jawaban sikap dan respon para pegawai 

mendukung, antusias dan posit if adalah Seaditjen (Nl), Kabag Kepegawaian (N4) 

dan Direktur Kerjasama (N3) 

Nl : "Menduktmg..Yaa. .. 
"Mereka menyambut baik 

N4 : "Responnya bagus. .. Yaa itu kan semacam pedomtm untuk melaksanakan 
kerja kan .. " ... "Mendukung •• 

N3 : "ehh .. sebetulnya mereko tmtusias ya..antusias Silkali untuk mengisi korena 
mereka ingin jelas, apa sich yang menjadi tanggung jawab, yang harus 
dipikol, mu/ai lif4f yang jabatan ini tenlurlja juga kan ya.. untuk dipakai 
sebngai landosan, jadi menuru/ saya penling sich.jadi mereko anlusias " 
"Positif" 

Dari ketiga narasumber diatas terlibat secara keseluruhan pada dasarnya 

respon dan sikap para pegawai yang ada di Direktnratnya rnasing-rnasing yaitu 

Sekretariat, Kepegawaian dan Direktorat Kerjasama yaitu positif dalam bentuk 

Uni\rersitas Indonesia 

Studi Implementasi..., Sari Puspitawaty, FISIP UI, 2009



82 

duk:ungan. menyambut baik dan antusias dalam penyusunan analisis jabatan yang 

baru kemaren. 

2. Tidak Antusias 

Narasumber yang memberikan tanggapan bahwa para pegawai belum 

antusias terbadap analisis jabatan adalah Direktur Diseminasi (N5). Ini bertolak 

belakang dengan ketiga naraswnber sebe!umnya. 

N3 : • lazlo - lihal sich sil«Jpnya belum antusias yaa..karena tidak ada 
pendamping fangstmg, setiap lrelompok paling tidak ada satu pendamping 
respon yaa.. respan yaa namaanya perintah, yaa..mau nga mau harus 
mendulamg, karena nanti kalo beht:umya dijadikan remunerasi baik, Cuma 
mmg harus ada pedampingan, ya ibarat analdah, pas uftan aja..kalo 
hasilnya jelek tp lazfo dia fes dibimbing ofeh guru, ofeh orangtua /entu dia 
siap utk mengisi tiengan halkdun benar " 

Para pegawai yang ada di Direktorat Kerjasama masih belum antusias, yang 

menurutnya ini disebabkan belum adanya pendarnping langsung yang membantu 

da!am penyusunan analisis jabatan yang baru. Respon para pegawai menurutnya 

karena ini merupakan suatu perintah, maka mau tidak mau para pegawai harus 

mengikuti dengan mengharapkan adanya suatu remunerasi. 

3. Barus Menerlma dan Mendnknog 

Narasumber yang rnengatakan behwa sikap dan reapon para pegawai akan 

analisis jabatan yang rnengatakan berus menerima dan mendukung sepenuhnya 

ada!ab Direktur Penguatan (N6) dan Direktur Infurmasi HAM (N2). 

N6 : " K£1/o sikap pegawai pada umumnya lazrena ini sudah menjadi lreputusan 
Meaieri .. yaa merel!a harus terima..hanya memang lretilaz penyasunan 
ana/isis jabaian semulo memimg hingung .. ini.. tapi begitu - heri 
pengarahan bedtmya direloorat penguaian dengan direloorat yang lain 
mglrn banyak yang hukan tngas pofwknya..tngas tambeht:umya lebih 
banyak.lazlo ldla mmg semuanya tugas pofrok..melaksanakan tugas 
pendidikan dan pelatihan..karena sistem itu" 

"Mendufrung .. Ohh ya pasti .• " 

Pada dasamya karena analisis jabatan sudah merupekan keputusan Menteri, 

maka para pegawai menurutnya (N6) barns menerirna dan mendukung dengan 

m.embuat analisis jabatan yang baru. Direktur Informasi (N2) juga mengatakan bal 

yang serupa dengan N6 yang mengatakan sebagai beikut : 
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N2 : " Stkap pegawai...saya /<ira harus. .. semua pegawai harus ber .. herpikiran 
dan juga memperhatikan sesuai dengan ana/isis jabatan .. . sebenanrya 
ana/isis jabalan harus di/akukan oleh j'a.flg bersangkulan ter/ebih 
dahulu . .Apa sich yang harus dHrerjalam oleh dia dan melihai lugas dan 
jungst dia./dla coba galt dart situ .. harusl!ya mereka menyadari itu .. Arllnya 
seliap pegawai harus lahu tenlang tugasnya apa. " 
" &zya /dra masing-mastng pegawai..lremaren itu banyak juga yang banyak 
bertanya bal itu kepada saya... berarli respon yang posillf pada 
dasamya..Cuma dilolrsanakamzya a/au belum lldaknya saya belum evaluasi 
lagi .. tentang seliap pejabai membual aJ!jab a/au mung/dn sudah diserahkan 
ya? Belum. .. Berarti belum oplimaf" 

Direktur Informasi mengatakan para pegawai barus mengikuti dan 

memperbatikan sesuai dengan analisis jabatan, attinya dia harus melaksanakan 

yang menjadi lllgas dan fungsi dari jabatannya sesuai dengan analisis jabatan. 

Untuk respon pera pegawai Direktorat Informasi menurutnya sudah positif dengan 

banyakuya pegawai yang bertanya dalam penyusunan analisis jabatan yang haru 

keiDaren. 

4. Mengbarapkan Kompensasi 

Sikap dan respnn dari para pegawai Direktorat Y ankumas menurut 

Direktumya (N7) pada dasarnya mengbarapkan adanya suatu kompensasi dari 

dibuatnya atau disusunnya analisis jabatan di Ditjen HAM. 

N7 : " Yaa kartll(l mereka ilu membayangkan dengan analisa jabalan 
sendiri .. mengharapkan adanya suatu kampensasi dari kinerjonya lam gitu? 
Dan itu wajar pasli, lermasuk saya juga.. sampai saya juga mt~nhual 
tampri2, tau nga tampri? 
" Gini .. Pasti .. Mwmsia itu lam pasli mengharapkan sesuatu .. , jungan 
dikini nanti antar yang bersemangat dengan yang lidak bersemangat .. sama 
untuk apa? .. dia pasli atdtirnya kendor, yaa tentu ada yang namanya. 
dengan ilaropan tentu .. ttlltunya yang lehiil dart itu adalah, harusaya ada 
kompensasi dalam bentuk il1ke bame pay .. seharusnya tapi .. " 

Lebih lanjut Direktur Y ankonmas berpendapat hal tersebut wajar agar pera 

pegawai bersemangat dalam melaksanakan lllgas pokok dan fungsi dari 

jabatannya sesuai dengan apa yang tertulis dan disusun dalam analisis jabatan 

masing-masing jabatan, 
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4.2.1.6 Pedoman Aoalisis jabatan 

Direk:torat Jenderal Hak Asasi Manusia karena mengalami perubaban 

nomenklatur yang diikuti dengan perubaban struk:tur organisasi ditiap-tiap 

direk:torat, belum mernpunyai pedoman ana!isis jabatan sesuai dengan ORTA 

yang baru. Dari kerujuh llllfllSUmber yang diwawancarai semuanya herpendapat 

Ditjen HAM mernang belum mernpunyai pedoman analisis jabatan, karena 

analisis jabatannya sendiri untuk ORTA yang baru masih dalam proses 

penyusunan. Hal ini dapat terlihat jelas dari transkrip wawancara dengan kerujuh 

narasumber dibawab ini : 

Nl : "Pedoman. •. sampe sekmang belum ada 

Narasumber pertama yaitu Sesditjen mengatakas babwa pedoman analisis 

jabatan memang belum ada sampai sekarang, sedangkan menurut N2 sebagai 

berikut: 

N2 : " Pedoman ada ... dort ini .•. dari...BKN, BKN sudah mengeluarlazn pedoman 
tentang analisis jabatan. .. Eseton I lmnyinya seperti ini ... Eseton J1 hlmyiii}'Q 
sepetti ini ... &elon lfl ... Eselon W juga ada .. Eselon W kan peicJksamJ.. Jadi 
ilu .. il>t semua sudah ada .. sudah ada ped0111JU1!l)'Q.. cuma memang •. kita 
harus lehih aahhh .. menjekrskan tentang masing-masing hagian..masing
masing seksi ... masing-masing hagian ilu harus dipetje!JJS..itu aja.. Belwn 
K.husus ~. 

Direk:tur Informasi (N2) beranggapan babwa Ditjen HAM mempunyai 

pedoman analisis jabatan yang dari BKN. Dari transkrip wawancara diatas 

sebenarnya Ditjen HAM belum mempunyai pedoman analisis jabatan, kalau yang 

dari BKN adalab pedoman yang bersifat umum, be!um sesuai dengan substansi 

atsu struk:tur organisasi dan tupoksi dari Ditjen HAM 

N3 : " Ke/iatmmya belum ada ya.Jadi sepanjang yang sqya lihat belum ado. jadi 
kita haro tahu justro patio saat ada ocara-acara ana/isis ja/;atan itu, patio 
saa/ itu. pado saat kita diundong mendopal penje/asan dart BKN " 

Untuk Direktur Ke~asama (N3) mengatakan hal yang sama dengan 

narasumber pertama, babwa Ditjen HAM memang belum mernpunyai pedoman 

analisis jabatan. Kabag Kepegaw!Uan (N4) mengatakan hal yang sama dengan 

narasumber kedua babwa lcita memakai pedoman analisis jabatan yang dari BKN 

ditambab dari Departemen dan pedoman yang lama Artinya pada dasarnya Ditjen 

HAM belum mempunyai pedoman aualisis jabatan, kalaupun ada itu masih 
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pedoman yang lama yang mana tupoksi ORTA yang barn sudah jauh berbeda 

dengan tupoksi ORTA yang lama. Dengan demikian, sebenarnya pedoman yang 

lama sudah tidak bisa dipakai lagi. 

N4 : pednmannya .. pedomannya ktta pake yang ada.. yang dnti DepartemetL 
pedomannya tetap pake pedoman yang dnti BKN. .. pake yang lama juga 

Untuk narOllUmber yang kelima yaitu Direktur Diseminasi mengatakan bahwa 

pedoman kita masih umum sehingga terlebib dahulu analisis jabatan dengan 

ORTA yang barn dihuat dengan baik dan benar sesuai dengan snbstansinya, 

jangan tetap masih bersifat umum karena faktor pendampiug BKN yang tidak bisa 

mengarahkan dengan baik sesuai dengan transkrip wawaneanmya dibawah ini. 

N5 : • Pednmannya soya rasakan Slldah baik cuma masih umum, kada.ng-kadang 
kita tanya sama pentfamping, pedamping juga hanya bisa mengarahkqn 
secara umum « 

" lyaa pednman umum dari BKN. setkmgkan spesiftk mengenai HAM. 
spesifik mengenai ehh.. diseminasi sendiri kan perlu yaa.. supaya tolak 
ulcumya ita benar .. ka/o ngo Aita disamakan aja misalnya hanya absensi .. itu 
kan umumloh admlnlstrasi, yang tidnk umum kan substansinya ... " 
" Ita yang harus kita buat dnn diuraikan di anjab ita tapi perlu 
pendnmpingan makanya ldta metnerlukan beberapa orang yang dididik 
khusus bisa mengetahui seluk beluk cara pengisian yang baik dnn benar, 
tanpa itu rasanya asal ngisi nanti " 

Direktur Pengnatan (N6) berpendapat sama dengan dua lllli1ISUmber 

sebelumnya yaitu narasumber kedua dan keempat yang mengatakan pedoman itu 

ada yaitu yang dari BKN, tetapi disesuaikan lagi dengan tupoksi dari Direktorat 

Pengoatan. Artinya memang pedoman kbusus untuk Ditjen HAM dan untuk tiap

tiap Direktorat yang ada di Ditjen HAM belum ada. 

N6 : "Kan ada. dnti BKN 
" Di umtunan dnti BKN kan begini .. begini .. tentu begitu kita di penguatan 
... auallsi• jabatan..ya disesuaikan dengon tugas, pokak dan Jung•i kita yaitu 
Direklora/ Penguatan sebagoimaua diatur Permenkamham ldta " 

Direktur Y ankomas (N7) memberikan pendapat yang cukup berbeda deogan 

yang lain, dimana menumtnya pedoman analisis jabatan itu seharusnya dihuat 

oleh pibak yang berwenang dan yang berkompeten membuat pedoman tersebut 

sehingga pedomannya yang dibasilkan memang jelas dan benar, sesuai transkrip 

wawancara dibawah ini. 
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N7 : u Ya dari yang mempunyai kewenangan membuat pedoman anjab itu .. Yaa 
dari BKN itu hisa memhagikan, sampai sekarang strya belum terima atau 
dihagilran dari BKN. nah ilu harusnya ada, dart dasar ilulab ki/Q bisa 
memahami, lab sekcnmg Iran katarrya aja. katn si A, ka/Q si B gitu. tapi 
memang perlu analisis jahatan itu ada pedornamrya. sekarang itu bukannya 
apa. tapi mana harumya.. " 

4.2.2 Penempatan Pegawai Ditjen HAM dan Analisis Jabatan 

lnformasi analisis jabatan pada dasarnya dapat diajadikan sebagai pedolllllll 

atau aeuan dalam proses penenruan penempatan pegawai di Dltjen HAM. Dari 

para narasumber yang diwawancara terkait dengan penerapan analisis jabatan 

pada proses penempatao pegawal sebagai berikut : 

4.2.2.1 Penempatan Pegawai Belum Sepenubnya Benlasarkan Analisis 

Jabatan 

Ada dua narasumber yang berpendapat babwa penempatan pegawai di Ditjen 

HAM sudah berdasarkan analisis jabatan, namun setelah dianalisis IIlmskrip 

terselmt secara keseluruban dilretahui babwa pada dasamya penempatan pegawal 

itu belum sepenubnya berdasarkan analisis jabatan. Pertama adalab namsumber 

keenam (N6) yaiiU Direktur Penguatan yang meugstakan babwa penempatan 

pegawai sudah berdasarkan analisis jabalan, namun memang belum sepennhnya 

The Right Man on The Rights Job " artinya pegawai yang ada sekarang belum 

sepenuhnya sesuai atau tepa! di jabatan masing-masing. Sesuai basil transkrip 

wawancara dibawah ini : 

N6 : "Sebeiulnya sutlah. .. Belton The Right Man on The Right Job " 
• masih belum sesuai .. masih perlu ... pengocokan ukmglab ... • 

Dengan demikian pada dasamya penempatan pegawai di Ditjen HAM 

belum berdasarkan analisis jabatan, karena k:alau memang penempatan pegawai 

itu sudah berdasarkan analisis jabatau maka The Right Man on The Right Job akan 

tercapai, sehingga tidak perlu dilalrukan pengocokan atau mutasi lagi seperti yang 

disampaikan oleb Direktur PMguatan diatas. Selanjutnya Direktur lnfonnasi 

HAM (N2) mengalakan babwa penempatan pegawai sudah diooba diarnhkan pada 

analisis jabatan dengan sistem kefja yang sistematik. Deugsn demikian artinya 
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baltwa analisis jabatan itu memang belum diterapkan pada proses penempatan 

pegawai di Ditjen HAM, dapat terlihat jelas dibawah ini : 

N2 ; " Haa... fya. .. sebenanrya kita sudah mencoba menggiring kepada •.. ana/isis 
jabatan .• dengan sislem kerja yang sistemik. .. f«:trena gini setiap fimgsi dari 
setiap seksi a/au setiap bkkmg ... i/u berkaitan dengan fungsi yang lain .. 
maka perryelesaian pekerjaan harus dengan sistemik.. terprogram .. 
rerkoordinasi .. nah "" sedang kita inikan .. sedang kita 
sosialisasikan .. sedang kita realisasikan. ... dan kelia/aMya sudah 
menampakkan ... aahhh .. masing-mastng fungsi berkoordinasi... hekerja 
sama.keliatanrrya begitu ... Kalo di Direklorat Itiformasi yaa. 

Dari kedua transkrip wawancara diatas dan dianalisis maka dapat dikatakan 

bahwa pada kenyataannya proses penempatan pagawai di Ditjen HAM memang 

belum'berdasarl<:an analisis jaha!an. Hal ini terlibat jelas dengan belum terciptanya 

The Right Man on The Right Job dan baru mengarah pada sistem kerja yang 

sistematik. 

4.2.2:2'PenempatanPegawai11etum 'llerilasarl<an An8liSi8 Jabatan 

Dari hasll transkrip wawancara menda!am dengan tujub narasumber dan 

diana!isis bahwa penempa!an pegawai baik mutaai maupun promosi di Ditjen 

HAM belum berdasarl<:an analisis jahatan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi 

dasar pelaksanaan panempatan Pegawai diDitjen HAM yaitu sebagai berikut : 

1. Berilasarkan Tupoksi sesuai dengan Struktnr Organisasi 

Sesditjen (Nl) mengatakan bahwa penerapatan pegawai di Ditjen HAM 

balum berdasarkan analisis jabatan, melainkan dasar pelakaanaan panempa!an 

pegawai selama ini baru berdasarl<:an tupoksi, itupun tupoksi secara garis besar, 

ini terlihat jelas dari transkrip wawancara dibawah ini : 

Nl : 4' Yaa terus terang saja bdum " 
" Tupoksi saja, jadi tupokei secara garis besar kemudian tiisesuaikan 
dengan ... keadaan tiilapangan " 

Lebih lanjut artinya Sesditjen sebagai pihak yang mempunyai kewenangan 

melakukan penempatan pegawai di Ditjen HAM secara jujur mengakui bahwa 

penempatan pegawai antara Jain mutasi dan promosi selama ini mernang betum 

bardasarkan analisis jabatan, baru berdasarkan tupoksi secara garis besar, tentunya 

sesuai dengan struktur organisasi. Untuk mengkroseakkan kebenaran pemyataan 
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narasumber pertama ini peneliti menanyakan kepada lima narasumber yaitu para 

Pejabat Eselon II atau Direktur yang kapasitasnya sebagai pengguna atau usher 

dari basil keputusan penempatan pegawai yang dibuat oleh Sesditjen melalui 

Kepegawaiannya. 

Kelima narasumber yang diwawancara secara mendalam tentang hal ini 

semuanya pada dasamya mengatakan bahwa penempatan pegawai selarna ini juga 

tidak sesuai tupoksi dari masing-masing direktorat, untuk lebih jelasnya kita tiliat 

satu persatu transkrip wawaneara dibawah ini : 

N:l. : "Belum. .. 
" ...... sis/em penempalim itu masih terpusat .. di Deparlemen wa/aupun itu 
ada usu/an dari Direkiorat Jtmderai..Nah Direktorat Jendera/ ini kalo .1<1)'<1 
melihat... belum bisa mengkoordinasikan..nah mungkin mt1.fQ-I1laSQ 

mendatang ahm lebih folws.. lebih bisa mengkoordinasilam tenttmg pejabet 
atau pegawai tersebet ..• punya kemampuan upa. .. " 

Direktur lnformasi menga!Jlkan bahwa penempatan pegawai yang setama ire 

dilaksanakan belum sesuai dengan kebutuban atau tupoksi Direktorat lnformasi 

HAM dan untuk sistem penempatan pegawai masih ada camper tangan dari pusat 

atau Departemen dalam hal in~ ditambah pola Ditjen HAM belum bisa 

mengkoordinasikannya dengan baik. Dengan demikian penempatan pegawai 

untuk Direktorat Informasi masih belom sesuai kebutuban tupoksi Direktorat ini 

hal ini dapa! di!ihat lebih !an jut dari transkrip wawancara diliawah ini. 

N2 : "Be/urn tepa I, belum tepat sasaran" 

" .... Direktorat l'!formasi itu mempunyai unit layanan umum .. mala;r 
kompetensi HAM di unit layanan umum itu harus bmer-bener kredibel .. 
harus bagus..karena itu bisa menunju&n. ... mulamya direktorat 
jenderaL.bafo disitv. timpang .• maba yang lain kelialannya bagus .. maba 
bopeng •. Jadi memang Direktorat l'!formasi ini .. orang-orangnya harus 
mempunyai bampetensi yang bogus " 

Lebih lanjut Direktur lnformasi menga!Jlkan penempatan pegawai memang 

belum tepat, contobnya di unit layanan umumnya yang membawa nama Ditjen 

HAM, SDM yang ada disana belum sesuai dari segi kompetensinya, artioya ire 

bertentangan dengan pernyataan Sesditjen yang mengafJlkan bahwa penentPatan 

pegawai di Ditjen·HAM dilakukan berdasarlcan atau disesuaikan dengan tupoksi 

dari masing-masing Direklorat. 
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N3 : " Mungkin istilahnya bukan sudah tepat a/au belum, lapi belum sempuma, 
jadi yr:w ... tupi saya bisa Sich memanfaatkan staf yang ada tupi belum 
sempurna hasilnya ya ..• " 

Menurut Direktur Kerjasama HAM (N3), beliau berpendapat bahwa pegawai 

yang ditempatkan di Direktoratnya masih belum sempurna dan ketika ditanya tagi 

komposisi pegawai dalam petaksanaan tupoksi Direkrorat Kerjasama beliau 

mengatakan sudah ada dukungan minimal, sesuai dengan trnnskrip dibawah ini : 

N3 : " Dukungan minimal saya kira sudah ada, saya tidak blcara dukungan 
maksimal tapi dukungan minimal sudah ada, sudah bisa bergerak, sudah 
bisa berja/an" 

Direktur Diseminasi (N3) mengatakan sedikit berbeda dengan kedua 

narasumber yang sebelurnnya bahwa sudah eda dukungan minimal dari pegawai 

yang diternpatkan di Direktnratnya. sehingga sudah bisa bergerak dan berjalan. 

Darl pernyataan Direktur Kerjasama diatns sebenamya pada dasarnya penempatan 

pegawai di Direktorat kerjasama juga sebenamya belum sesuai dengan kebutuhan 

tupoksinya, bam sekedar dukungan minimal. Artinya pendapat N3 ini juga 

bertentangan dengan pendapat Sesditjen yang mengatakan penempatan pegawai 

sudah berdasarkan tupoksi mesing-masing Direktorat. Direktur Diseminasi {N5) 

mengatali:an sebagai berikut : 

NS : " kafo saya haru sich. .. kafo saya haru mulai yaa..rata-rata ajalah belum 
semuanya mampu ••• .. 
" kafo lihat program aja ya dnri lima puluh tiga program sudah hampir 
ada setengah, jadi saya anggap yew sudah mampu " 

Narasumber kelima karena belum setahun menjabat sebagai Direktur 

Diserninasi maka yang bersangkutan menjawab se=:a tidak pasti, jadi """""'rata

rata menurutnya belum semuanya mampu walanpun dilihat dari program kerja 

Direktorat Diseminasi sudah berjalan barnpir setengab tetapi bal tersebut lidak 

bisa dijadikan ukuran kesesuaiannya. Direk!ur Penguatan (N6) juga sependapat 

dengan narasumber yang sebelumnya bahwa pegawai yang ada di direktnratnya 

juga belum sempurna, sesuai ttanskrip dibawah ini: 

N6 : • Masih helum.. masih perlu di ... upa namanya.ehhh bukan 
disempu1711:lka1Up di ... upa namanya..kalo .. itu kita membuat sayar masih 
perlu diaduk /agi ehhh ... ha.ha." 
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Direlctur Yarikomas (N?) mempunyai pendapat yang culrup berbeda, yang 

mengatakan bahwa beliau tidak bisa mengatakan sudah sesuai atau belum 

pegawai yang ada sekarang di direktoratnya dengan "kebutuban tupoksi Direktorat 

Y ankomas, namun jika dilihat dari para Kasubditnya sudah cukup bagus. 

N7 : " Mana/ah kita bisa tahu ... belum dilihat .. saya melihat .. memang semua 
se/esai .. itu kalartya yang mengerjakan .. karena kasienya kurang 
cekatan .. katanya selasai juga kerjaannya.. saya tanya se/esai nga? Selasai 
pak.. menyelesaikan.. ya... hagus.. tapi menge/uh juga. kasie bilang 
stafnya kun:mg gitu .. sekarang ma/ah yang dianda/Ju:m nga ada" 

" Kala saya melihat pada hasi/ kerja para Kasubdit, hasil h<rja para 
Kasubdit saya lihat cukup hagus. Untuk dibawahnya bukan sesuatu yang 
harus menghamhat, jadi kalo ada yang tidak mempunyai kampetensi itu 
mau tidak mau itu namanya setiap Subdit harus bela<rja /ebih h<ras " 

Dengan demilaan pada akliirnya ketiga narasumber terakliir yaitu N5 sampai 

N? pada dasamya berpendapat bahwa penempatan pegawai yang ada sekarang di 

Dlrell:totatnya masih be1um sesuai dengan kebutuhan tupoksi direktoratnya, 

sehingga secara lreselwuhan dari kelima dlrektur yang ada memberikan pendapat 

yang hertentangan atau tidak sesuai dengan pernyataan Sesdigen yang 

mengatakan bahwa penempatan pegawai walaupun belum berdasariam analisis 

jabatan tapi sudlih berdasarkan tupoksi masing-l1lJ!Sing dirdtforat. Nyatanya nal 

tersebut tidak dibenarkan oleb satupun direktur. 

Z. Benfasarlilln Kualililiasi'Sinnber Daya Manusia (SDM) atau Fegawai 

Ada beberapa narasumber yang mengatal<an bahwa penempatan pegawai 

Dit;jen HAM selarna ini dilakukan bai"k mutasi maupun promosi baru berdasarkan 

kompetensi atau kemarnpuan sumber daya manusia atau pegawai yang 

bersangkutan. Pertama yang berpendapat seperti itu adalah Direktur Kerjasarna 

HAM sebagai berikut : 

N3 : "Kita melihat penempatan pegawai disini lebih didasari h<pada !rJJmampuan 
individual saja, bahwa penampilan atau perform=• dtJri masing-masing 
staf itu beda-beda dan sefoma beberapa waktu kita beh<rja bersama-sama 
kan bisa dipantau , bagaimana prestasi A. B, C. Nah daJ;ar itu/ah !rJJ/iatan 
yang dipak.ai unluk menempatkan staf itu dinuma, jadi diperkirakan staf itu 
mempunyai la<mampuan dinuma, Untuk kemampuan IT yang bagus dia 
ditemputlaln di lnfOTmaSl: Se~rang staf yang mempunyai h<mampuan 
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hahasa inggris yang bagus dia ditempalkml di kerjasama. kemudian kala 
siaf mempwryai kcmampuan di subs/ansi dibidcmg misa/kan wanita 
mu11gki11 dilaro di Yankomas, Jodi lebih banyak kesitu .. pertimbangan
pertimbangatmya. Jodi belum melihat kepada anoflsls jabotan yang dibual 
dan juga perlu dillhat bahwa kemampum1 staj itu lu!rbeda-beda, 1lah 
perbedaan inilah yang sesungguhnya menyulilkan untuk melakukan 
penempatan. Jodi prinslpnya tidak diusahakan, tidak ada pemnnpukan staj 
yang /u!rprestasi didalam satu unit ". 

l\1fenurut Direktur KO!jasama (NJ) dilri transkrip diatas meng11tllkan sejaub ini 

penempatan pegawai lebih didasari pada kemampuan dari pegawai yang 

bersangltutan yaitu dilri peiformance atau dari kompetensinya saja. Penempatan 

pegawai menurutnya lebih memperbatikan atau mernpertimbangkan pada itu saja, 

belum berdilsatltan aruilisis jabatan. Lebih llllljut juga mengatakan ba1iwa pada 

dasarnya di Ditjen HAM tidak ada penumpukan pegawai yang berprestasi didalam 

satu Direktorat. 

N3 : Saya kira memang namanya Pegawai Negeri ya..wmtmnya kita dituntul 
sebogai generalis, serbo bisa.. jadi lmkan serba spes/a/is tap/ generalis..llah 
sepertl misalkan penempatan staf dibidang keuangan menurut saya setlap 
orang bisa be/ajar disana, bisa be/ajar disana asal diberi kesempatan.. " 
" ... Dildal-dildat seperli itu atau short training untuk meningkolkan 
kampetetiSi dan kemampuan.... ko/o dilihot dari hosil dildat banyak 
kompetensi disitu .... itu akan lebih boik, daripada ditempatkan disitu tap/ 
nga bisa kerja disitu. .. kolo menurut saya sich kalo memang /rita dil/JnJrlt 
generalis yaa sudah ... semllfJ orang dilu!ri kesempatan yang sama, tentunya 
ehh dilihal dari formasi 

Lebih lanjut Direktur Diseminasi juga berpendapat banwa sebagai PNS tiaak 

perlu spesialis rnelainkan harus bisa generalis. Untuk bisa ganeralis ini setiap 

orang atan pegawai dibedkan l<esempatan yang sama, salali satunya l<esempatan 

untuk mengikuti diklat-diklat tekuis sebingga PNS mempunyai kemampuan apa 

saja tidak hanya l<emampuan atau koohlian yang sesuai dibidang pendidikan 

fonnalnya saja. Pendapat Direktur Diseminasi ini sebenamya bertolak belakang 

dilngan spesHikasi jabatan yang dituntut sesuai dengan aruilisis jabatan. Dengan 

demikian pada dasarnya pegawai yang secara Iatar belakang peadidikannya 

1rurang atau tidak memenuhi ketentuan atau spesifikas jabatan yang ada, tetapi 

apebila pegawai tersebut telah mengikuti diklat yang menunjang pegawai tersebut 

mempunyai l<esempatau untul< menempati jabatan terse1llit. Artinya penempatan 

pegawai tidak banya bisa berdasa:rkan latar belakang pendidikan saja, tatapi juga 
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berdasarkan kompetensi yang dimiliki setelah mengikuti diklat-diklat yang 

menunjang untuk memangku suatu jabatan tersebut. 

Kedua adalab Direktur Y ankomas {N7) mengatakan bahwa penempatan 

pegawai jangan diihat dari internal Ditjen HAM saja yaitu di Direlct:orat 

Yankomas tapi juga dilibat kemampuan atau kompetensi pegawai yang ada di 

daerah didalam melaksanakan tugasnya. 

N7 : " Direktarat YanAvmas saja, sehenarnya harusnya jangan berplldr di 
Direktora/ YanAvmas saja, karena ldta ini penggunanya kan tm/uk se/uruh 
Indonesia, art/1!)1t1 ldla harus mel/hat bagaimana SDM di daerah... di 
daerah ini ba1!)lt1k t&kali yang tidak mampu, bukannya tidak mampu karena 
tidak terisi, tidak ada tekm prestasi ... " 

Unttik Direktur Diseminasi (N5) mengatakan 'bahwa sejaub ini penempatan 

pegawai yang ada baru memperbatikan Jatar belakang pendidikan dari pegawai 

yang bersangkutan, seperti dibawab ini : 

NS : " Nah itu dia yang snya belum lahu pasti .. tapi kalo memperhatikan /alar 
belakang penddikan sich ok. .. si in/ cocok disini .. si anu =k disini 

Fendapat Direlct:or Diseminasi ini sebenamya bertolilk belakang dengan 

situasi dan kondisi yang ndn di Diljen HAM. Penempatan pegawai baik itu mutasi 

atan promosi dilakUkan ada yang tanpa mempeibatikan latar 'belilkang 

pendidikannya tetapi lebih didasarkan pndn pendidikan dan pelatiban (diklat) yang 

sudah perruili diikuti oleh pegawai yang bers;ingkutan. 

N2 : " ... kita kan mel/hat /wmpelens/ pegawai .. sefiqp pegawai mempunyai 
Avmpetensi dan spesialisasi masing-masing ... " 
" .... masa-masa mendotang alum /ebih fokus .. lebih bisa mengkaordinasikan 
fentang pejahat atau pegawai lersebut ... punya kemampuan qpa ... " 

Direlct:or l!lfurmasi (N2) memberikan pendapat yang sama dengan Direktur 

Ketjasama {N3) dalam penempatan pegawai dilibai kompetensinya, bisa 

mengkuordinasikan kedalam jabatan yang ada scsuai dengan kemarnpuan yang 

dimiliki dari pegawai tersebut. 

Kesenjangao Kualifikasi "SUM yang Ada dengan Knalifikasi SUM yang 

ditnotut dari Suatu .labatan (Speoilikasi Jabatao) 

Ada atau tidaknya lresenjangan kualifikasi 'SDM yang menjabat sekarang ini 

dengan kualifikasi yang dituntut dari jabatannya yaitu sebagai berikut : 
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Nl : Ra.smrya lidak, menurut llll}'a tidak ada karena yaa ... hal ini kan umum 
yaa ... semua lini perlu HAM., 

Sesditjen (NI) mengatakan tidak ada kesenjangan kompetensi, karena 

sifablya umum yaitu hak: asasi manusia., diperlukan disemua Hni. Direktur 

Tnforrnasi HAM (N2) menyatakan bahwa dari segi jumlah sumber daya manusia 

yang ada yang mempunyai spesialisasi bak asasi manusia rnasih minim, 

sedangkan unttik Direktorat Inforrnasi memeilukan SDM atau pegawai yang 

mempunyai kualifikasi atau spesialisasi pendidikan di bidang bak asasi manusia 

yang banylik, dapat terhat dari traru!krlp dibawah ini : 

N2 : • Kita ini mempurryai SDM umtang HAM masih minim..artinya spesia/istJsi 
pendidil<annya. .. Di direktorat iliformasi cuma ada sahl ya. ... 
.... nah sementara ilu kita membuluhl<an omng yang mempunyai kualifikasi 
speslalisasi bidang HAM yang banyak. .. " 
" ..... di Help Desk ilu lcita masih minim ... malah disitu sekarang ini bula:m 
didedulri ... yaag punya spesia/isasi di bidang HAM.mestinya itu di bidang 
HAM yang menduduki ilu .. karena apa. .. ilu peftzyanan umum .. " 
" ... saat di help desk itu tidak bisa sharing karena ilu langsung 

· dia. .. la:mrunikasi langsung .. nah ilu bedonya..l«W yang lain masing bisa 
disharingla:m.. artinya masih lJisa dibicarakan..nah maksud S<l)l'l rmil 
langsung ini tidak bisa ditaro a/eh omng yang lidak mempuni di bidang 
HAM..IIu .. Jadi kita harus mempunyal pemikiran sepertl itu ... karena dia 
langsung..lwmunikasi langsung ... .. 

Dari trnnskrip diatas benuii ada kesenjangan antara kebutuhan kualifikasi 

SDM yang dituirtut dari suatu jabatan dengan kualiflkasi SDM yang ada, hal ini 

terlihat jelas secara tidak langsung Direktur Infonnasi mengeluhkan tidak 

tersedianya SDM yang mempunyai spesialisasi pendidikan di bidang hak asasi 

manusia di Help Desk, salah satu unitlayanan umum Direktorat Informasi HAM. 

Direktur Keljasama HAM (N3) mengatakan babwa ada beberapa kesenjangan 

kuafifikasi SDM yang cUlrup signifikan dibeberapa subdit yang ada di Direktorat 

Keljasama HAM. sebingga terkesan Direktorat ini didalam melaksanakan 

tupoksinya hanya sebegai event organiur saja, tidak memahami benar kegiatan

kegiatan yang dilaksanakan, sesuai trnnskrip dibawah ini : 

N3 : " Kala dilihat beberapa suhdit sich cukup signifila:m sich, menurut llll}'a ya 
memang beinm pas. tapi jangan sampe ada indikasi a/au degaat1 kita hanya 
sehngai EO .. Event Organizer tapi dati pelaksanaan-pe/ak11anaannya tidak 
mempunyai pemahaman yang lebih dari masaiah2 yang ditongani, misalnya 
kila mengadakan acara apa-acara apa tapl staf kita lni kurang berperan, 
nga berperan, ...zya j11stru ingin mereka /ebih berperan mu/ai dart 
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Kasubdilrl)la dan kepala seksinya, Ka/o dilihal beberapa subdil sich cukup 
signiflkan sich, menurol s.zya ya mmg belum pas, tapi jangan sampe ada 
indikasi atau dugaan kita hanya sebagai EO..Evenl Organizer lapi dari 
pelaksaJuum-pelaksaruumnya tidak mempunyai pemahaman yang lebih dari 
masalah-masalah yang ditangani, misalnya kita mengadakan acara apa
acara apa lapi staf kita ini kerang berperan, nga berp;~ran, saya justru 
ingin mereke lebih berperan mula! dart Kasubditnya dan kepala seksinya " 

N4 : " K.aio di lempal saya sudah jelas kempetensinya, mereka ada kampetensi 
bodcground kepegowaiarmya, dan kala ada kurang-kerang kita ada diklat 
kepegawaian, jadi kala memang kurang dididik, iket diklal kepegawaian " 

Menurut Kabag kepegawaian (N4} untrik pegawai yang berada dibawah 

kepemimpinannya tidak ada ke>enjangan antara kualifikasi SDM yang ada dengan 

kualitl{<asi SDM yang d!tuntut dari jabatan, !<arena para pegawai tersebut 

mempunyai kompetensi di bidang kepegawaian sesuai dengan kebutuhan tupnklli, 

kalaupun ada sedikit 1<e1rurangan dapat diselesaikan dengan memberikan 

kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) kepegawaian, jad! 

dididik lagi untuk leb!h memahami tupol<:sinya. Untul< Direlttorat Disem!nasi 

dapat dilihat dari t.ranskrip dibawab ini : 

N5 : "Kesenjangan sich ada tapi ee .. berapa persen saya nga bisa ngitung 
"Signiflkan juga nga bisa diukur .. kan saya dah bilang nga bisa dihitung? 
distni kan inistatifnya kurang yaa " 
"SDM disini masih kurang memahami tugas jabatannya, hanya memahami 
tugas apa yang diperintahkan soja.. kalo nga diperintah laparan nga 
dibual, yaaa .•• kalo nga diperintah dia nga akan datang pagi, kala nga 
dimarahin dia nga akan ngisi absen " 

Menurut Direktur Diseminasi pada dasarnya ada kesenjangan kualifikasi 

anatra SDM yang di direkloratuya dengan SDM yang dituntut dari jabatan-jabatan 
. 

yang ada, akan tetapi tidalt bisa dillltung secara pasti berapa persen 

kesenjangannya. Sumber daya manusia alan pegawai di Ditjen HAM inisiatifuya 

masib kurang. Dalam melakaanakan pekerjaan nunggu diperintab terleb!h dabulu, 

dengan demikian SDM khususnya di Direlttorat Diseminasi pemabaman akan 

tugas jabatannya masih kurang karena melali:sanakan tugasnya ·berdasarkan 

perintab saja. Untuk Direktorat Penguatan (N6) mengatakan babwa tidak ada 

kesenjangan, hanya cuma ada masala:h mindsetling saja yaitu ·beromba-lomba carl 

duit dan itu terjadi di seluruh direktorat yang ada di Ditjen HAM, sesuai dengan 

transkrip wawancaranya sebagai berikut : 
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N6 : " Tidak ada .. iyaa..hanya mindsetting saja .. karena kita selaku manajer ini 
mampu dengan po/a asah, asih, asuh tadi..selalu mengingatkan kepoda 
kawan2... bohwa mula oriellt~inya inL. jadi tidok cari dtJit.. tamhah 
kesejahteraann amia... urusan pimpinan untsan mensejahterahkm1 anak 
buah giltdwlo tidak mem:ari kesejahleraan sendir/2" 
• Jadi Mainsetting .. Paradigma .. itu penting.. Jadi poradigma kita mau jadi 
pegawai itu apa sich .. sebetultTya ilu dulu yang penting .. carl duit a/aU yang 
lain ? K.esan saya sekarang ini disini sedang terkontaminosi ... 
mainsellingrrya beriomba-/omba carl dull.. buh:m hatTyO di Direktorat 
Penguatan..disemutmya..he .. he.. " 

Un!Uk Direktur Y anli:omas (!'17) mengatakan ·babwa ada lresenjangan 

kualilikasi SDM di direktoratnya terotama pejabat eselon empatnya, sehingga 

kebmmgan tersebut selama ini ditutupi olen para 1<:asubditnya atau Pejabat E>elon 

m yang mengambil alih peketjaanoya, se.suai trnnskrip wawancara dibawab ini : 

N7 : • Kalo saya lihat ada sich 
" Yaa ada sich.. makanya saya juga suka berfllnya kerrapa orang yang 
seperti 1111 misaltTya bisa diangkat rmmjadi Kasie, kasU:m Kasubditnya h:m ? 

lya..tctpi h:m dilindungi oleh Kasubditnya, karena KsubdiitTya tidak mau 
pekerjaarmya tidak selesai, moka saya suka mengtngolkan" 
" Iya jadi diambil alih oleh af4Sann)la, karena ada staf yang belum 
struklural justru sudah bisa itu, h:m tidak adil yaa st~benarnya..? Masih staf 
tap/ kerjanya melampaui Kasie..ha..ha.., Buh:m melumpaui..maksudnya 
kujaanya /ebih berat clmi Kasie atau pola pikimya /ebih cepal clmipoda 
Kasie, h:m harosnya yang t11U1k buah dibimbing o/eh atasan, lapi temyata 
alasa1lnya nge/antur, t11U1k buahTT.Ya cekatan. 

3; Penempatan Pegawai Berdasarkao Faldor l"impman 

Namsumber yang mengatakan baik secarn langsung !llllllpun tidak langsung 

bahwa penempatan pegawai di Ditjen HAM berdasarkao fak«>r pimpinan sebagai 

berikut: 

m· : u iyaa aila~' 

Direktur Kerjasama (N3) mengatakan memang ada pengaruh pimpinan dalam 

proses penentuan penempatan pegawai di Ditjen HAM. Pimpinan disini adalab 

pejabat Eselon I yaitu Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (Dirjen HAM), yang 

secara tidlik lllllgsung pasti dimintakan pendapatnya tentang seseorang yang akan 

dimutasi atan yang diajukun akan dipromosikan oleh Sesditjen melalui 

Kepegawaian. 

N4 : " Kala .. menurut sqya sich '" clmi kaca mala kepegawaian penempotan 
pegawai sesuai dengan aturan yang ada. ..... masalah 1Ul11ti itu .. kita 
.. administasi jabatan ini syaratnya ini ... ini ... harus sarjana hulann ... kita 
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udah terapkan itu.. lapl untuk ana/isis jabaiCIII da/am pelaksanammya .. 
kan ldla tidak hisa melihal sejauh mana. .. punya atasan masing-tnasing .. •• 

Menurut Kabag kepegawaian (N4) dilihat dari transkrip diatas bahwa selama 

ini penempatan pegawai sudab berdasarkan aturan yang ada dan secara tidak 

langsung faktor pimpinan ikut berperan oalam proses penempatan pegawai di 

Ditjen HAM yaitu Sesditjen dan Thu Direktur Jenderal (Dirjen), terlihat dari 

!ranSkrip dibawah ini sebagai berikut : 

N4 : " Jalii gini .. fdta memmtukaJ1 jabalim A .. .Misalnya syarat-syaratnya..SJ dan 
sebagainya daiam penempalimnya .. hal ini kepegawaian ... kiii:J 
koordinasi .. ki/1:1 punya kansep ..• ehhh ... Pak Ses nya melihat sebagai yang 
punya kepegawaian.. Bu Difjen me"J'"fujui .. seiama ini sesuai dengo:n yang 
kiii:J syaratk.an..utk jaba/lln itu •. tapi begitu kita tempatkan pelaksanaannya 
Iran yang mengontrol ata.sannya masing-masing .. mereka dengan ldasifikasi 
ini hisa nga meli:Jksanakan tugasnya itu .. yaa Iran begitu?" 

Jelas terlihat babwa faktor pimpinan dalam hal ini Direktur Jenderal ikut 

berperan atau mernpengaruhi proses penempatan pegawai di Ditjen HAM. Kahag 

Kepegawaian dalam hal ini 'hanya mengikuti ketentuan atau aturan yang ada, 

namun pada akhimya yang menentukan adalah pimpinan tertinggi di Ditjen HAM 

yaitu Direlctur Jenderal HAM (Dirjen HAM) 

Menurut Direktur Diseminasi (NS) istilahnya hnkan intervensi pimpinan 

tetapi mungkin lebih menganggap pimpinan disini yaitu Sesaitjen merasa itu 

merupakan kewenangannya sehingga dianggap tidak perlu melibatkan para. 

direkrnr dalam proses penempatan pegawai. Lehin lanjut beliau mengatakan 

asalkan pengaruh pimpinan tersehut dalam melalrukan penempatan pegawai tidak 

berdasarkan penilaian yang subjektif seperti like al1li dish/ike, sesuai transkrip 

dibawab ini : 

N5 : " Soya ilhnJ hukan mterwnsi, mungfrin karena masalah kepegawaian itu 
masalah admmislr<tiif..apakah itu memm•g kewenangannya dia mungkin ya 
kita dianggap Iran teknis subtansi, mungkin persepsinya demikian, jalii 
bukan tidak mau meliballran ali:lu melibalkan, dia menganggap i/u tugas 
dia..emang hetul sich ka/o dilihnJ dari situ, cuma dilihat dari kebutuhtm 
kita, yaa semua Iran menginginkan yang baik, mungkin ada masalah 
keterbalasan eehh, orang yang dipromosikan ini terbatas, ada yang je/ek, 
ada yang bagus, lrompetensinya dibagi rata.. nga semua dikasih bagus .. atau 
ada budaya kerja yang negatif like al1li dislike .. ya kan .. nah ini yaagjelek 

"lya. .. snya sendiri .. kalo snya .. kita tidak boleh mempurryai like al1li dislike, 
jadi menun1t snya fdiJJ pimpinan harus mampu mengelaborasi kekarangan 
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dan h!/ebihmt stqf digalnmgkan menjadi suatu tim yang bisa beh!rja sama 
dengau h!kuraugau dan h!lebikannya, kita nga bisa .. yang baik-baik saja, 
yang pinler-pinter aja. nga bisa juga, sebab dan yang pinter-pinter, dan 
yang baik-baik kalo dikumpulkan bersama ada aja yang merasa 
kapasitasnya tidak terpakai trus dia merasa tidak cocok " 

Direktur Penguatan (N6) mengatakan ada pengaruh pimpinan, karena seorang 

pemimpin itu juga merupakan seorang manajer yang horus memmpunyai keahlian 

manajerial ilalarn hal ini dalam membuat keputusan penentuan penempatan 

pegawai, sesuai transkrip dibawab ini : 

N6 : " Ohh iya. Seorang pemimpin itu juga seorang manqjer .. Seorang manajer 
harus memptmyai keah/ian manajeria/.. " 

Untuk Direl<tur Yaakomas (N7) mengatakan hal yang sama juga dengan 

Direktur Diseminasi (NS) babwa bnkan inlervensi pimpinan istllabaya, melainkan 

lebih kepada kebijilin pimpinan. futervensi itu Tebih kepada melampaui 

kewenangan yang dia miliki sedangbn kalau kebijakan lebih kepada sifatnya 

eboh positif dan membina, bal ini dapat dilihat dari transkrip wawancara dibawah 

Inl: 

N7 : " ehhh.. kiw tidak baleh mengowkan intervensi ya .. suatu kebijakan itu harus 
di/aksanakan, pimpinan mempunyal h!bijakan .. coba dibaco di ORTA, 
melakstmakan kebijakan Direktur Jendera/, jadi itu sudah harus dilakukan, 
bukan intervensi .. intervensi itu melampaui kewenangan heliau .. " 

" Nah kala ilti memang h!bijakan pimpinan yaa Sll)IQ dukung .. mungkin 
maksJJd Bu Diljen, kamu horus membina..yaa kait begitu kira-kira..kita tidak 
baleh berpikir yang negatif" 

4. Penempatlln Pet!Jlwai dan l'nlsedur Penempatlln 

ld<ialnya suatu penempatan pegawai yang balk adalah penempatan pegawai 

yang prosesnya melalui suatu prosedllr penempatan pegawai yang jelas dan 

penempaton pegawai terutama promosi terlebih dahulu telah memenuhi ketentuan 

atau aturan baku yang telah ditetapkan oleh Departemen mclalui Sekjen 

Depkumham. Penempatan pegawai baik aaJam hal promosi maupun mutasi di 

Ditjen HAM dilalui tanpa melalui prosedur penempatan yang jelas. Hal ini terlihat 

deri transkrlp wawancara mendalam dengan para narasumber. Sesditjen (Nl) 

mengatakan hahwa secara terttilis Ditjen HAM belum mempunyai prosedur 

tertulis untuk penempatan pegawai Ditjen HAM seperti dibawah ini : 

Nl : "Prosedur secara tertulis beiiRfl punya (Protap) " 
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"Secara umum itu ada.. Ketuanya Dirjen, Sekretaris, dan pur a Direktur a 

Sesditjen (Nl) mengatakan prosedur memang belum ada, namun secara 

umum Baperjakat ada, di tinglcat Departemen sudah dijalankan namun untuk 

Ditjen HAM belum jelas sudab dijalanlcan atau belurn. Sesditjen hanya 

mengatalcan ketuanya adalah lbu Dirjen langsung, sekretaris dan para direktur. 

Direktur Informasi HAM mengatalcan "babwa pad a dasamya prosedur penempatan 

seperti Baperjalcat sudah apa tetapi memang belum dijalanlcan. 

N2 : Sebetu/Tl)!Q ada..Boperjakat .. Tapi be/um dijakmkan 

Lain halnya dengan DlreK:tur Kerjasama (N:l) babwa prosedur penempatan 

ito ada yaitu Baperjakat tapi tidak selalu Pejabat Eselon II dilibatlcan dalam rapat 

Baperjnkat tersebut. Dalllm setiap akbir proses penentuan penempatan pegawai 

keputusan akhlrnya ada di pimpinan tertinggi langsung yaitu Dirjen. 

N:l : «ada, Boperjakat ... tapi tidak seiLrlu Baperjakat itu Para Ese/on H, ada juga 
Ralwr .. Iya..kalo ralwr itu Ibu Dirjen dan Para Eselon II, keputusan terakhir 
di lbu Dirjen " 

Menurut 1Cabag Kepegawaian (N4) ada Baperjakat sebagai proseifur 

penentuan penempatan pegawai di Oitjen HAM dimana Pejabat Eselon II ikut 

terlibat dalam rapat Baperjalcat tersebut. 

N4 : • Baperjakat ... yaa Pejabat Esekm H dilibatkan. .. ya.ng kemoren dilibatkan 

"""" 
Pemyataan Kabag Kepegawaian tersebut bertolak belakang dengan pendapat 

Para Pejabat Eselon II yang mengatalcan sclama ini tidak dilibatlcan dalam proses 

atau prosedur penempatan pegawai seperti rapat Baperjakat, hal ini dapat dilihat 

dari transkrip wawancara dibawah ini : 

N5 : "ll.da mungkin tap/ kita tidak dilibatkaJ• " 

Direktur Diseminasi berpendapat rnungkin prosedur penempatan seperti 

Baperjakat itu ada tetapi beliau tidak pemab dilibatlcan dalam rapat Baperjalcat 

tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Direktur Penguatan HAM. 

N6 : " Ohh ya harus seperli itu .. letapiyang terakhir kemtJTen kan tidak dilibatkan 
para Direktur itu .. Jadi kita nga ngerti ka/o ada sekian banyak ada yang 
dimutosi...... karena apa? Karena ehhh kekaatan dimasing-'11111Sing unit 
eselon II itu kan yang tau masing-masing Direktumya .•. tapi Direktumya 
tidak diajak bicara .. itu dilaporkan kepada Dirjen kemudian diambil 
keputusan ... yaa..kita nga talm .. kekuatan dan ke/emahan masing--masing:. 
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Karena untuk majunya sebuah organisasi itu harus ditata oleh semua lini.. 
lini itu han1s seimbang'~ 

Direktur penguatan (N6) berpendapat bahwa beliau tidak dilibatkan dan tidak 

diajak bicara da[am proses penernpatan pegawai baik mutasi maupun promosi, 

karena yang mengetahui kekuatan dan kelemahan ai tiap-tiap Direktoratnya 

adalah Direktur atau Pejabat Eselon n yang bersangkutan yang seharusnya ikut 

dilibatkan agar disetiap lininya bisa seimbang. Dengan demikian, pendapat N6 

juga bertolak belakang dengan pendapat Kabag Kepegawaian. 

N7 : "Kemaren .«zya tidak tabu menahu, sudah terjadi .. Saya lidak tabu, kalo /dla 
bicara organisasi herarti kita tentu berbicara Direktur Jenderal, kalo sudah 
Direktur Jenderal berarti /dta /aali atasan /dta..itu aja, .«zya melilu:zt begitu 
I{JU Dirjen membuat suatu kebijakan .. yaa -"!)'a ikut terima, itu harus 
diterima apa adanya karena apa .«zya melihat Ibu Dirjen kita tidak 
herlebih-lebibua, -"!YY melihat f«zlo dia 1111!mheat suatu pendapat itu sangat 
logik, kalo -"!YY lihat.jadi selama ini yang -"!YY perhatikan, mungkin saja 
itu kebijakan Bu Dirjen seperti tadi membuat ana/isis jabatan liba-tiba o/eh 
Sesditjen..tidak mungkin yang buat Pak Tat!jum sendiri toh. .. tiba-tiba jadi, 
-"!)'a pilcir kala itu sudah kebijakan lbu Dir]en 5aJ<1 dukung gitu " 

Direktut Y ankumas (N7) juga secara tidak langsung juga berpendapat tidak 

dilibatkan dalam proses penentuan penempatan pegawai Ditjen HAM baik mutasi 

maupun promosinya Beliau tidak mengetahu~ tiba'tiba suaah te!jadi sa:ja. Lebib 

Ianjut beliau mengatakan kalaupun keputusan penempatan pegawai tersebut sudah 

merupakan kebijakan Ibu Diljen beliau akan mendUkungnya selam itu pendapat 

atau kebijakan yang logik. Dengan demikian, dari keempat narasumber diatas, 

semuanya mengatakan babwa dalam prosedur penempatan pegawai yang selama 

ini sudah banyak dilaksaruikan para direktur tidak pemab dilibalk:an. Dalam bal ini 

para direktur sebagai pengguna (usher) yang terkena dampak langaung dari 

keputusan penempatan pegawai torsebut sebarusnya ikut dllibatkan sehingga 

berjalan dengan seimbang. Pendapat keempat narasumber diatas juga didilkung 

secara tidak langsung oleh dua narnsumber sebelumnya yaitu narasumber kedua 

dan ketiga. 
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4.2.3 Penempatan Pegawai belwn sesuai Ana1isis Jabatao dan Aturan yang 

Ada 

Dari hasH wawancara dengan para direktur terkait tentang saran atau 

tanggapan untuk penempatan pegawai baik mutasi maupun promosi yang belum 

berdasarkan analisis jabatan dan tid1ik memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh Departemen Hukum dan HAM (Depkumham) seperti Keputusan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pedoman pola karir pegawai Depkumbam 

oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Depkumbam, dapat dilibat dari transkrip 

wawancara diabawah ini : 

N2 : " Sepertlnya ltatus sesuai dengan spesialisasinya. .. aahh !lfUJrang S2 HAM 
ltatus membldangi khvsus..:memang kita semua membidangi HAM tapi 
ltatus ada priorilas ..• mana yang haros •. seorang accormting barwmya 
ditempatkan di bmangtm. • .jangan seortmg sarjana HAM ditmuh di 
keuangan..yaa kan nga.... yaa haros accwnling yang disana..lrtls 
lmbanyakan kan dlsini sarjana hukum..,nab sarjana hukum .•. terlalu htmyak 
ditempalkan di Yanfromas..utamakan dulu Yankomas karena berf«dlan 
dengan hukum .. baru setelah disana uduh full baru lmmudian 1m bagian 
yang lain..Sarjana Pendidikan ya di Pengualan 1ah karena 
per/mljaannya..jangan sarjana pendldikan di Kepegawaian..Nga bener 
ilu .. kalo kiiiJ mau profesional yaa haros seperli 1111 " 

Narasumber kedua yaitu Direktur Informasi HAM berpendapat penempatan 

pegawai yang ada barus sesuai dengan spesialisasinya dan kalau mau Ditjen HAM 

sebagai organisasi yang profesional maka penempatan pegawai dil1iksan1ikan 

berdasarkan analisis jabatan yang sudah dibuat. 

N3 : : • Y= ~ kira mungkin per/u apa yaa..diberi /msempotan lmpada staf 
wt/:uk menglkuti training-training. deflgan aJanya /raining-training kita 
kan tau track recordnya seperli apa, tau !mmumpuannya..yaa kala kita 
menilai seseorang atau staf, itu kan tiduk bisa hmrya .. misalkan..to/uk 
ukurnya tiduk fumya berdasarkan pendidikan, misalnya ooh dia itu 
lulusonnya apa sich, kan nga fumya itu, ada faktvr faktor lain yang perlu 
dlten/1/kan... contohnya seorang pimp/nan ilu akan memilih anak buah, 
yang posli yang bisa belmrja sama dengan dia, dulam orli hohwa stqfnya 
akan painh, loyal, !mmudian juga dihorapkan rnau memberikan input-input 
yang posilif kepada pimp/nan, jujur misolkan, nab posli pimpinan akan 
melihat dori itu kan, sekian htmyak posli akan dicari, di.:Iu/um ehh bekelja 
bersama-sama itu posli lmliatan pimp/nan post/ akan IIJhu .• ooh si itu ..• sl 
itu. .. mtmgkin cocak disini, ntUflgkin cocok disini, nab jadl kedepan memrrut 
~ sich lebih balk kalo, karena ini semuanya mempunyai lmsempo!un 
yang sama, yaa diberikan semacam training atau pelalihan aliJU apalah 
namartya sehingga ldw tahu lmmompuan dia /llch sampai dimana slch, 
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karena kala hanya dari pergun1an linggi..ehhh.. masih lmrang.. bisa aja 
mungkin idenya bogus. dia mempunyai kemampuan dihidangnya balk, tapi 
begilu masuk ke permasa/ahan yang lebih jauh. kepribadit111 misa/kan 
kurang loyal, altlu mungkin sering memhantah a/au mungkin sering 
ngrumpi pimpinan, yaa kadang-kadung pimpinan juga b;sa merasakan gitu 
ya, wah ini tmak 1mah saya kak l«zyak begini, nah kemudian ditempat lain 
juga mendapatkan informasi l«zyak seperti itu, judi susah untuk kilo 
mau .. menempatkan orang sefair mungkin jadi susuh ... membuat fair susuh 
karenajaktor-faktor itu. Noh itu menghi/angkanfaktor-faktor ilu saya kira 
horus ditraimng. Kayak kemaren wakiu ada training bubusa, traimng 
Bahasa Indonesia karena banyak surat-surat yang dibuat tidak 
menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik, itu kan juga merupakan 
suatu langkah untuk kemajuan " 

Direlttur Ke!jasama (N3) Wltuk penempatan pegawai yang belwn sesuai 

'!<msan analisis jabatan dan ketentuan yang ada di Depkum.ham tetap menekankan 

pada diberikannya kesempatan untuk mengikuti diklat-diklat, sclllngga 

penempatan pegawai tidak hanya memperhatikan latar belakang pendidikan saja 

tapi juga berdasatkan pengalaman yang sudah diikuti. HliJ ini ilikareruikan 

menurul narasumber PNS itu tidak perlu menjadi spesialis tapi dituntut Wl!Uk bisa 

generalis. Menurut narasuniber kelima yaitu Direktur Diseminasi mengatlikan 

sebaiknya dalam proses penempatan pegawai, diharapkan direktur dari tiap-tiap 

direktorat dilibatkan, sebingga ada masukan alan infunnasi yang 'bisa d!oerikan 

oleh para usher atau pengguna kepada pejabat yang mernbuat keputusan 

penempatan pegawai Ditjen 1JAM, seperti terlibat dari tran.<lltrip dibawah inl : 

N5 : • Yaa semuanya dill balkan dalam proses penempatan. .. usher yaa.dilibatkan, 
jangan tidak dilibatkan sebab hagallllartl1pWl akan herpu/ang kepado. usher 
kan. Bayangkan saya mlnta kampuklr dikasih jungkrik trus in/ mau buat apo 
Sebagai usher eehh khusus untuk mutasl saya tidak minta sesuai harapan, 
tapi di/ibaikanlah. Ka/o ada mutasl saya di/ibatkan, saya ilmt. Apalcah ini 
ada suatu knsus, sebah dulu-dulu dilibatkan, begitu saya masuk tidak 
dilibatkan semua. Nah itu aja, judi sebatknya dillbatkan sehingga akan 
berbunyi suatu penempatan tidak hanya .satu pihak saja tapi oleh beberupa 
pihak, bagumya itu ada <kcenting, ada yang bilang bagus ada yang bilang 
jelek, yau kan atau ada yang bilang semua bogus, ada yang bi/ang semua 
jelek, itu aja" 

Dengan demikian DirekturDiseminasi (N5) unttik penempatan pegawai yang 

belum sesuai selama ini lebih menekankan pada prosedur penempetannya. Dalam 

lial ini Para Pejabat Eselon If atau Para Direktur dilibatkan langsung dalam proses 

rapat Bapeljakat. Direktur Penguatan (N6) mengatakan babwa telab teljadi 
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penyimpangan dalam proses penempatan pegawai yang telah diiaksanakan, 

Pertama, ada saiah satu syarat yang tidak dipenuhi berari ada sesuatu yang teiah 

terjadi. Kedua, para pejabat eseion dua da!am hal ini para direktur tidak diiibatkan 

da!arn proses penentuan penempatan pegawai. Dengan demikian N6 juga 

menekankan pada prosedur penempatan, dlharapkan agar beliau dan para direktur 

dilibatkan seldagga tidak lagi terjarii penyimpangan, seperti dibawah ini : 

N6 : "Jodi karena kita ini belton sepenuhnya the right man on the right job .•. tadi 
S<zya kan katakan begitu .. jadi semesli11J'D begitu.. Kalo sqya memilil<i 
kemamputm di bit/mig IT, mengapa hams ditempatkan di Penguatan..begitu 
kan misai11Jf<L. Kasih di Dlrektorat lnformasi .. misalnyo... seboll/mya 
sesorang yang memiliki keah/ian di bldang keuangan kok haros ditoro di 
IT. ... kan S11J'Dng itu.jadi ygperlu lagi ditata pefan.pekm. .. 
Yaa itu namanya suatu penyimpangan, harusnya memenuhi syarat.jadi 
pasti ada sesuatu yang terjadi .. 
Saya Mak tahu .. kan sqya titiak dilibaJkan .. , trus para direktur juga titiak 
pemah diajak bicara., 

Lebih lanjut Irrrektur Penguatan (N6) berarti berpendapat yang sama Direktur 

Disemimlsi (NS), apabila para direktnr dilibatkan dalam proses penentuan 

penempatan pegawai, para dkektur bisa memberikan masukan maupun 

mengingatkan terbadap caJon pegawai yang dipromosikan namun tidak memenuhi 

ketentuan atau aturan yang ada dallun rapat llaperjakat. Ketentuan atau aturan 

tersebut seharusnya dipenuhi sehingga tidak menimbukan hal-hal yang tidak 

diinginkan, sesuai traruikrip dibawah ini : 

N6 : "Ha .. ha.. kola komi diajok bicara waktu itu jelas akan kita ingotin. .. gitu 
kon..ltu salah satu .. yang titiak memenuhi syarat yaa..tidak bisa dmik., yang 
memenuhi syarat 
Yaa..hant.W!}'Q S'!)'Ogyanya kolo persyarotmr sdh baku .. ya dipenuhLbam 
diangkat supaya titiak inenimbu/kan apa nama11J'D .. suasana yang tidak 
st!hal ... 

Berbada dengan pendapat lYrrektur Y ankomas (N7) yang mengatakan bahwa 

untak penempatan pegawai yang belurn berdasarkan analisis jabatan dan tidak 

memeruihl lcetentuan 1iaku Depkunibam, beliau menyatllkan pada dasarnya ikut 

mendukung kebijakan pimpinan tersebut asalkan dapat dilaksanakan secara 

konsekuen, ilapat terlibat jelils dari transkrip dibawah ini : 

N7 : "yaa.Jcalo itu kebijakan yang S!ldah dibuot oleh pimpinan kita, sqya 
menilukang ikngan catatan dilaksanakan i1engan lronsekeen. l<adang-
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kadang kan ini suatu fakta itu dibuat o/eh orang-orang tertenht tanpa 
melalui aturan itu, karena memang kita tahu itu tidak ada dalam undang
undang, itu hanya dibuat supaya kita lebih /ayak, lebih patut, tidak ada 
cakar-<:akaran, tidak ada si/ang sengketa, tidak ada konjlik dida/am, 
supaya baik Asal jangan orang yang diangkot jauh dari kompetensi, 
kelakuan"Ya bnruk, kinerja jelek " 
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5:1 Kesimpolan 

BABS 

KESJMPULAN DAN SARAN 

1M 

Kesimpulan yang bisa diambil dari basil penelitian terkait tentang studi 

implementasi analisis jabatan di Ditjen HAM adalah : 

I. penempatan pegawai di Ditjen HAM belum berdaaarkau padn analisis 

jabatan. Hal tersebut karena Di~en HAM 

2. Faktor-fuktor yang menentukau penempatan pegawai di Ditjen HAM selain 

analisis jabatan yaitu : 

l) Pimpinan, merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi proses 

penempatan pegawai di Ditjen HAM. Pimpinan disini adalah 11m Direktur 

Jenderal (Ditjen HAM) dalam hal penentuan keputusan akhlr atau final 

terhadap dafu!r nalon pegawai yang akau mutasi atan dipromosikan yang 

diajukau oleh Sesditjen dan Kabag Kepegawaian. 

2) Faktor SDM atau pegawai itu sendiri terutama kompetensi atau 

kapabilitas yang dimiliki dari pegawai yang bersangkatan sudah cukup 

tayak untuk dipromosikan. Artinya untuk penempatan pegawai dalam hal 

promosi tatar belakang pendidikau yang dimilild dari pegawai tersebut 

tidak terlalu diperhatikan atau tiilak dijadikan sebagai ilasar pertimbangan 

yang utama. Apabila latar belakang pendidikanoya kurang sesuai deegan 

spesifikasi jabatan yang dituntut dapat dipenuhi melalui pendidikau dan 

pelatiban (dildat) teknis yang telah diikutinya dan promosi juga dapat 

dilaklikan dengan mengabaikau selah satu persyaratan pola karier pegawai 

Depkumbam yang Ielah ditetapkan oleh Menkumbarn dan Sekjen. 

3) Tupoksi sesuai struktur organisasi. Adanya perubahan ORTA yang 

dialami oleh Ditjen HAM turut mengubah struktur organisasinya dan juga 

tupoksi di tiap-tiap Direktorat yang ada di Ditjen HAM, sebingga perlu 

disusun lagi analisis jabatan yang baru. Penempatan pegawai di Ditjen 

HAM selah satunya berdaaaikan pada tupoksi secara garis besar. Namun 

fuktor ini tidak sesuai kebenarannya setelah dlkonfirmasi kembali kepada 

para Direktur, dalam hal ini sebagai pihak pengguna (usher) dari SDM 
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yang masuk dalam basil keputusan penempatan pegawai yang dilakukan 

oleh Sesditjen melalui Kepegawaian Ditjen HAM. 

4) Faktor prosedur penempatan pegawai yang sudah ada yaitu rapat 

Baperjakat, tapi tidak dilaksanakan dengan baik. Rapat Baperjakat helum 

difungsikan sepenuhnya dalam proses penempatan pegawal di Ditjen 

HAM Hat ini terbukti dengan tidak ditibatkannya para Direktur sebagai 

pimpinan dari tiap-tiap direktorat yang ada di Ditjen HAM dalam rapat 

penentuan penernpatan pegawai Ditjen HAM. 

·s;z Saran 

Saran yang dapat diambil dari basil penelitian ini adalah, pertama proses 

penempa.tan pegawai di Ditjen HAM dapat dilakukan herdasarkan ana1isis jlibatan 

sesuai deegan ORTA yang baru, dengan ketentuan analisis jabatan tersebut telab 

disusun dengan baik dan benar. Kedua, proses penentuan penempatan pegawai 

yang dilakukan melalui suatu Rapat Baperjakat dalam menentukan layak atau 

tidaloaya seseorang yang dipromosikan atau mutasi agar dapat melibatkan para 

Direktur sebagai pimpinan dari tiap-tiap direktorat yang ada di Ditjen HAM, 

dengan meagaionmodasi pendapat, saran atau masukan yang diberikan oleh pera 

Diraktur tersebut, sehiegga keputusan tersebut bukan seimab keputusan sepihak 

saja dari Sesditjen sebagai pibak yang mempunyai wewenang untuk melakukan 

penempatan pegawai Ditjen HAM baik itu mutasi ataupun promosi. 
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PEDOMAN WAWANCARA MENDALAM 

NO NAMA NARASUMBER DAFI'AR PERT ANY AAN 
1 Sekretaris miien HAM I. Pelaksanaan analisis iabatan di Ditjen HAM 

' 2. Penempatan oe><awai berdasarkan analisis iabatan 

I 3. Penempatan pegawai yang sesuai dengan 
kebutuhan SDM tiao-tiao direktorat 

4. Pemabaman pegawal aken deskripsi jabatannya 
5. Kesenjangan kualiftkesi pegawai dengan 

mesifikasi iabatannva 
2 Direktur lnformasi HAM l. Penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan 

SDM di Direktorat lnfonnasi HAM 
2. Koalifikasi pegawai yang menjabat di Direktorat 

lnformesi HAM sesuai dengan spesifikasi 
iabatannva 

3. Pemabaman pegawai yang menjabat di Direktorat 
lnformesi HAM akan deskripsi iabatan 

4. Komposisi pejabat yang ada di Direktorat 
Infonnasi HAM mendukung pelaksanaan tupoksi 
Dit. Info HAM 

5. Indikator keberbasilan atas kineJja pejabat dalam 
melakWlakan tuntutan iaba 

3 Direktur Penguatan HAM L Penernpatan pegawai sesuai dengan kebutuhan 
SDM di Direktorat Informesi HAM 

2. Kualifikasi pegawai yang menjabat di Direkturat 
lnfonnasi HAM sesuai dengan spesilikasi 
iabatannva 

3. Pemabaman pegawai yang menjabat di Direktorat 
Informasi HAM akan deskrlosi iabatannva 

4. Komposisi pejabat yeng ada di Direktorat 
Infonnasi HAM mendulrung pelaksanaan tupoksi 
Dit. Info HAM 

5. Indikator keberhasi!an alas kineJja pejabat dalam 
melal<:Wiakan tuntutan jabatannya 

4 Direktur Diseminasi HAM 1. Penempatan pegawai sesuai dengan kebutuban 
SDM di Direktorat Diseminasi HAM 

2. Kualilikasi pegawai yang menjabat di Direktorat 
Diseminasi HAM: sesuai dengan spesiflkasi 
iabatannva 

3. Pemabaman pegawai yang menjabat di Direktorat 
Diseminasi HAM aken deskrinsi iab a 

4. Komposisi pejabat yang ada di Direktorat 
Diseminasi HAM mendulrung pelaksanaan tupoksi 
Dit. Info HAM 

5. lndikator keberhasilao atas kinelja pejabat dalam 
melaksanakan tuntutan iabatannva 

5 Direktur KeJjasama HAM 1. Penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan 
SDM di Direktorat Informasi HAM 

2. Kualifikasi pegawai yang meniabat dl Direktorat 
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6 Dircktor Pelay. Komunikasi 
Masvarabt 

7. 'Ba!lian Kenell&walan 

Informasi HAM sesuai dengan spesifikasi 
jabatannya 

3, Pemahaman pegawai yang menjabat di Direk:torat 
lnfonnasi HAM akan deskripsi iabatannya 

4. Komposisi pejabat yang ada di Direktorat 
Informasi HAM mendukung pelaksanaan tupoksi 
Dit_ Info HAM 

5. Indikator keberbasilan atas kinerja pejabat dalam 
melaksanabn tuntutan · • 

L Penempalan pegawal sesuai dengan kebutuban 
SDM di Direktorat Informasi HAM 

2. Kualifikasi pegawal yang menjabat di Direktorat 
lnformasi HAM sesuai deugao spesifikasi 
jabalannya 

3. Pemabaman pegawai yang menjabat di Dirclrtorat 
Informasi HAM akan desknosi iabatannva 

4. Komposisi pejabat yang ada di Direktorat 
lnformasi HAM mendukuog pelaksanaan tupoksi 
Dit. Info HAM 

5. Indikstor keberbasilan atas kinerja pejabat dalam 
melaksanakan tuntutan jabatannya 

L Pelaksamum analisis iabatan di Ditien HAM 
2. Penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan 
3. Penempatan pegawai sesuai deogan kebotuban 

SDM tiap..tiap Dirclrtorat 
4. Pemabaman pegawal akan deskripsi jabatannya 
5. Kesenjangan kualifikasi pegawai dengan 

spesifikasi iabatannva 

' 

.. 
' 

. I 

' . I 

l 
' 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Narasumber 1 : Sesditjen HAM 

: 25 Mei 2009 Tanggal 

J'am : 10.50 - 11.00 (10 menit 15 detik) 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
l Pelalcs:an4an Ar!QIIsls 

J<lbo.tun 
1. AnaUsts jobatan di P : Sebenarfi)'O analisis jabotan sudoh dit""'!'kan di Ditjen HAM atau 

Ditjen HAM blm Pak? 
N : Analisis jabatan sebatulf1YO yaa sich sudoh dit""'!'kan tapi koreno 

Ditjen HAM itu onengokuni perubohon orta, jodi scl<orong logi 
diperbaharui disesuoik<m ~n natnenklatur yonq boru 

2. Hambatan dan kandala P : Hambotan dan Kendala dalam peloksanaan analisis jobatan? 
dolam penyusunan N : Dolam penyusunon ? 
<malisis jobatan P : Dolam penyusunan .... Hambalun ada, tapi yaa soya kira tidak terlalu 

besor khUSUSfiYO dal01n kegiatan pol<ak dan. ... , dalaln. .. apa ... pada 
kriteria kegiatan pokak dan kegiatan tOI!Ibohon. Masih ada 
perbe.daan pendapat diantaro: kita d~an BKN. khuSUSfi)'O 
n<II'QSUI!Iber ... yang dikirim. Bahwa kegiatan pakok itu kegiatan yang 
moliputi tugas dan fungsi, <edangkan tugas ko daoroh dlanggap tugos 
pokok .. .eh tugas tambohon. Selnentara itu !>itjen HAM itu bafi)'Ok 
tugos-tugos ko daoroh yang justru itu sebotulf1YO dolam liogkup 
tugas pakok ... koreno Ditjen HAM pufi)'O tugas pakok .. yang pokak 
adaloh disemioosi. 

3. Analisis jabatan mosih P : Jodi kalo baleh S<>ya simpulkan jadi pelak<Gnaannya belum ya pak ? 
dalam penyusunon lcgi boru tnenyuSUn ? 

N: Yoa ... 
4. Pedaman anal isis P :Jodi pedaman belum ada yo Pak 

jabatan N: Pedoman .. .sampe sakarang belum ada 

5. Sosialisasi anolisis P : Sejouh ini sudak mulai disosialisasikan kapada para pegawai 
johaton N:Vasudoh 

6. Pemoh<llnOn _.,; p : Sejouh ini apakmt paNl ~awai sudah memahami opa itu analisis 
akan anolisis Jabatan jabatan 

N : Keliatanfi)'O belul!l 
7. Pemah<llnOn pegawai P : Apakoh para pegowai yang tnenjabot ... untuk yang sel<arang ini... 

akan deskripsi jobatan dimosi~-masing jabatonnyo, sudah memo.homi apa itu deskrlpsi 
dan spesifikasi johatan jabatan dan spesiflkasi jabatan (hasil dari analisis jabatan) 

N: 'yoa.Jnasih bel ... 
8. Respon pegawo.i P : Re.spon pam. pegawai bagaimona Pok ? tentang omlisis jabatan 

terhodap onalisis N : Mereka menyombut balk 
jabatan 

1 
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9. Dukungan pegawai P : Berorti podo dosarnya rnetldukung yo pak? 
terhadap analisls N: Metldukung .. Yao ... 
.iobotan 

2. Penernpa.t<ln Pegowai dan 
A1111lisis Jabot<Jtt 

L Penempafun pegawoi P : J adi slatna ini un'hJk proses penernpatan pegawai saat ini belum 
berdasarkan anal isis didosarkon poda analisis jabotan ya pak? 
;.,M+on N : Yaa terus terano soia belum .... 

2. Dasar pelaksanoon P : Kala baleh tahu berorti dosar poloksanaan penempatan pegawai ? 
penempotan pegawai N : T upaksi soja, jadi tupaksi se<CII'<I garis besar loomodian disesuaikan 
l>it.ien HAM denoan ... k£adaan dilapa...,an 

3. Kesesuaian pen<mpatan p : Apakah pen<mpatan pegawoi yang sel<oMng sodah adn, sodah 
pegawoi dengan disesuoikan dengan loobutubon direkt.,...t masing-rnasing ? 
kebutubon direktorat N: Belum ... 

4.P~an pegawoi P : Walaupun anolisis jabatan belum diloksanokon, apakah penempotan 
""""fl"''hatikon pegawoi yang sekar<Jng mernperhatikon spe.sifikasi jobatan seperii 
spesifikasi jobatan pendidikan. pengaloman ker ja. kompetensi dll 

N: vaa.. 'kon flu ... 
5. Pemahamon Pegawai P : Apakah ~ yang adn di jobatannya masing-masing sodah 

akan deskripsi jabotan memahami deskripsi jabalannyo. seperti tugos, tanggu!!!.iawab dan 
kewajiban dari jabatan yang dipegong ? 

N : Kala pertanyoannya apakah •. soya belum pernah 1nen90dakan sur""Y 
yon ... tapi seyogyonyo horus sodah memahami •.• yon kon ? 

6. Kesenjangan kualifikasi P : Menurut Bapak adn nga loosenjangan antCII'<I kualifikasi ..• kompetensi 
J'e90WCi dengan pegawoi dengan spesifikasi jobatan yang dituntut? 
kuolifikasi Jobatan yang N : Rosanyo tidak, menurut soya tidak adn karem yaa ... hal ini kan umum 
di1untut . yon. . .semuo lini perlu hom .. 

7. Kompasisi pegawai dan p : menurut Bapak komposisi pegawai yang adn sekarang apakah 
tupaksi Sekretariat •. mlSolnya dibowah wewenong Bapak sudah mendukuog tupaksi dari 

Sesditjen 
N : Oahsodah-

8. Prosedur Penempoten P : Sebelum melokukan penempatan pegawoi di Ditjen HAM ada atau 
tidak. melalui suatu prasedur penempatan terlebih dahulu ngo Pak? 

N: Prosedur"""""' tertulis belum punya (Protap) 
P: Di Ditjen HAMadnatautidak pak Baperjakat? 
N : Serora umum itu adn .. 
P: Siapa aja Pak yang terlibot dalam Baperjakat ... 
N: a Dirjen, Sekretaris, dan para llirektur 

9. Prom.osi yang tidak p : Menurut l!apok terkait promost bebanapa stat yang telah 
sesuoi dengan diloksanokon tapi adn yang tidak sesuai dengan katl!ntuan prornosi 
Ke.te:ntuan Menkumham atau pedomon polo karir pegawai l>epkumbom, costohnya untuk 
/Sekjen promosi dari staf menjadi Pejobat Eselon IV adn yang belum adum. 

ta11g9apan&pak? 
N : Tidak horus adum, para prinsipnya kita menempatkon seseorang atas 

kapositus dan ~bilitOSfi)'Q 

2 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

N<wasulllber 2 : Direktur InfortMSi HAM 

Tonggaf 

J'am 

: 26 Mei 2009 

: 16.05- 16.20 (15 rnenit 37 detik) 

NO PERTANYAAN JAWABAN 
I Pelaksonaan Anallsls 

Jabatcn 

I. Analisis jabatnn di P : Poda <f""""Y'l di Ditjen HAM untuk analisis jabaton sudah 
DitjenHAM diteropkan "'"""" korena l>itjen HAM tnet1g01ami perubahan 

orta masih disesuaikan de~ Mmenkkrtur Y""9 bcru, Jodi 
masih dolam penyusunan anjab Y""9 baru, menurut ~n 
llapak bogoimana ? 

N : Yaa memang <etiap ada perubahan tupoksi atou nomenklaiur, 
yaa horus.. harus ada perubahan dari masing-100$ing fungsi 
... karena woktu dulu fungsi atau noma-nama dari direktorat ini 
perlind~ HAM, ..,....ang perlindungon iidak ada..dan juga 
masing-masing direktorat ada perubahan .. moka tupoksinyo pun 
juga berbeda, untuk itu perlu ada perubahan !<emboli terhadap 
analisis jabafan don terhadap fungsi-fungsl dan tugas-tugas 
yang dicmbon poda setiap sektor .... jodi memang horus ada 
perubahan.-

2. Hombaton dan p : Hombatan dan Kendala dalam penyusunon anali<is jabotan yang 
kendala dalam baru kemaren .. menurut llapak ? 
penyuSunan <J.roliSiS N: Sayn kim tidak ada..korena memang aahhh .. .aS<ll Semua pihak 
jabaton memohami substansinya .. .substansi dari jabafan tersebut, dari 

tupoksi tersebuL dari tanggung jaw<lb yang diembonnya ... Ya 
ubahallftll<! tidak terlalu mendasar sich ..• 

3. SosiollS<:t$i l"lnalists p: Sejauh inf soskllisasi analists jabatan .. menurut Bopok bagairnana 
jabatan kepoda pam pegawal Ditjen HAM 

N: Sayn kira itu memang tanggung jaw<lb darl st.rota 
organisosL.artinya untuk unit eselon t yaa horus memberikan 
sosialisasL.. eseton TI pun juga memberikan sosialisasi kepada 
bawohannya ... harusnya begitu ... Nah kemaren kan sndah ada .. 
sosialisasi onjab dari Bm.te.tapi horus lebih diter jemahkan fogi 
$e<;Ql'Q substansi oleh setiap direktorat. Nah sekarang ini kan 
kita sedang melakulimi itu_. 

P : Artinya masih torus disosiolisaSikan ya pak? 
N: Yaa .. dan itu... analisis jobaton itu saya kira tidak hanya pada 

setiop tahun sekali_itu horusnya. selalu disosiaUsasikan sebagai 
apa namany<L.pengembolian".pengembolian ini.w pengembolion 
pe.ngetahuan .. supaya bisa nga dia melaksanakan itu .. Jadi harus 
diberitahu staf ... jadi gitu .... 

1 
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4. Pedoman ana !isis p Karena masih dalam penyusunan ... jadi untuk Direktorat 
jabatan Informasi HAM sendiri belum ada pedoman anjab yo Pak ? 

N Pedoman ada ... dari ini ... dari ... BKN, BKN sudoh mengeluarkan 
pedoman tentang analisis jabatan ... Eselon I bunyinya seperti 
ini...Eselari IT buri)'irrya seperti ini ... E.Selon III ... Eselori IV juQci 
ada .. E'selon IV kan pelaksana .. JO.d-i ltu .. ltu semuo sudoh ada ... 
sudah ada pedomannya.. cuma memang .. kito horus lebih 
aahhh ... menjelaskan tentang masing-masing bagion .. mosing-
masing seksL..mosing-masirg bagian itu horus diper jelas.-.itu 
oja .. 

p . Jodi pada dciSarnya masih pedoman bersifat umum yo Pcik? 
N : Yaa 
p : Jodi belutn khusus 
N: Belum 

5. Sikap pegowai akan p : Bagaimana rnenurut Bapak sikap para pegawai tentang analisis 
analisis jabatan jabatan ini 

N • Sikap -- - - ~-pegclWOI.. Q kira 1\aruL semoo pegawai horus 
ber . .berpiklran dan .fuga melakukan sesuai dengan anallsis 
jabatan ... sebenarnya analisis jabatan harus dilokukan oleh 
yang bersangkutan terlebih dahulu .. Apa sich yang horus 
diker jakan oleh dia dan melihat tugas dan fungsi dia..kit<> coba 
gali dari situ . .harusnya mereko: menyadari itu .. Ar1inya setiap 
oe.owa1 horus toliu tentOilcl · · - · a"""-· 

6. Respon pegawal P : Respon bagaimana Pak? Mendukung atau tidak 
terhadap analisis N: Soya kira masing-masing pegawai_kemaren itl.l banyak juga yang 
jabatan banyak bertanya hal itu kepacla saya... berarti respon yang 

positif pada dasarnya .. ouma dilaksanakannya atau belum 
tidaknya saya belum ew.luasi lagi .. tentang setiap pejabat 
membuat anjdb ato.u mungkin •udalt diserohkiin ya? Belum ... 
Berarti belum optimol 

7. Pemahaman pegawai P : Pemahaman ... pegawai akan analisis jabatan ini bagairriana Pak? 
terhadap ano.lisis N : Kala dari kemaren pengarahan._ kayaknya belum banyak yang 
jabatan pahom 

P: Jadi belum yoo pak 
N : in! belum pcmdoonnya. .. kcilo substcinsinya ... murigkin mereka sudah 

pahom ... +etapi untuk dibenarkan .. dijadikan sampal an.Jab 
itu .. munQkin belum .. belum ... 

2. Pencmpatan Pegawai 
dan Analisis Jabatan 

I. Penempatan yang p : Sejauh ini kan sudah banyak penempatan pegawai seperti mutasi, 
belum berdasarkan promosi . .itu kan bagian dari penempatan no.mun karena analisis 
ano.lisis jabatan ja.batan dengan nomenkaltur yang baru blm ada .... maka belum 

sesuai dengan analisis jabatan ... menurut Bapak bagaimana? 
N : Haa .. iya ... sebenarnya kita sudah mencoba menggiring kepada ... 

anal isis jabcrtan .. dengan sistem ke-rja yang sistemik.J<arena gin:i" 
setiap fungsi dari setiap seksi atau setiap bidang .. .ifu berkaitan 
dengan fungsi yang lain .. maka penyelesaian peker joan horus 
dena;an sistemik.. terproqram .. terkoordinasi .. nah ini sedona kita 

2 
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2. Kesesualan 
penempat<lfl dengan 
kebutuhan 
Oirektorat terk,dt 

3. Komposisi ~~ 
ihdjl KWutundri 
T upoksi Direki.rat 

4.~dri 
kooliflkasi pegow<U 
yang ada dengan 
koolifikasi yang 
di1llntllt 

inikan .. sedong kita sosialisaslkcm .. sedang kita re.alisasikan .... dan 
keliatannya sudall menampakk<lfl...aohhh .. masinhg-masing fungsi 
berkoordinasl... bekerjo SO!l'\Q:..keliatannya begitu ... Kafo di 
Direktorat Informosi yoa .. 

P : Jodi menurut Bopak penempatan pegO.wai yo.ng seloma ini sudah 
dilakukan l<epegawnian sudOh sesuoi belum deng<lfl tupoksi atau 
kebutuli<lfl tlirektorat Informasi HAM? 

N : Belum. .. j<ldi beginL.oahhh kita kas melihat kompetensi 
pegawaLsetiop pegawoi mempunyai kampetensi dan spesialisosi 
rm.sing-rnas~.Hnah mur1gkin horus ada roto:sLkareno; ada 
beberapa Seksi yang tidak tepat peneinpotannya tapi itu 
merupakan hal yang wojar .. korena tidak semua orang tahu 
tontang kompetensi seseorong .. sement<>ra sistem penempotan 
i1ll masih terp<mt..di Dapartemen wakwpun i1ll ada usulan dari 
Oirektorat JenderoU~ah Direkt<>rat J'enderol ini kalo soya 
melihat ... belllltl biso mengkaardinasikan .. nah mungkin ~ 
IMiidlif<iiij aliml lebih fakus.. leoih biSii mengkoordinasikdri 
fentang pejabaf atau pegawai iersebul ... punya kemampuan apa ... 

P : Jodi penempah111 pegawai khususnya tlirektorat Infarmasi HAM 
belum tapat ya Pak? 

N : Belum tei>Gt. Belum tepat """"""'loll 
P : Ki!u9<il'<l pegawai yang ada sodah mendul<ung tupaksi belum 

Pak.. Tupoksi ddN Direkforof Inf<iri110si HAM? 
N : Untuk .._... keseluruli<lfl .. memang kim masih ada hambatan 

kompetensi yaa..tapi seau'Q bagian-bagian -n1ll sudah ada 
yang pas.. j<ldi tapi.. 5eaU'<l keseluruhan masih horus ada 
perubahan,J<arena memang,.apalagi Direkt<>rat Informasi 
yaa..tlirekmrat Informasi itu memp<ll1yai unit layanan 
umUIII .. makii kampefenSi HAM ai unit layonon umum ifu Mrtis 
bener-bener kredibel..harus bagus .. karena ifu bisa menunjuldam 
mukanya dirjeo . .eh .. mukanya direktorat jendei'<!Lkalo disi1ll 
timpang .. maka yang lain keli<Itannya bagus..maka bapeng . ..Jo.di 
me~ Olrektorat Informa.si ini .. orang-ororgnya harus 
mempunyai i YOrl!l bogus 

P : Waldilj!uri ano~sis j<ibafdri t>elum diteropkOn :resua1 dengon 
nomenkaliur yang boru .. Analisis jabafan itu kan terdiri dari 
deskripsi j<ibafan (tugas, kewa,jiban dan tanggung jawob) dari 
jabatan itu sendiri dan kuaUfikasi SDMnya yang diperlukan 
untuk mendukung pe!Gksanaon j<lbe1<1n i1li,.Sej<luh ini menurut 
llapak oda kasenjangan atou tidak..untuk oMng•"""ng yang 
fll~t'lj<lbat ftkarong .. orttOI'<I k..,lifikasi SDM Y<ii'9 ada dengon 
kualifikasi yang ditunfut? 

N: Masalohnya begini, Kita ini mempunyoi SDM tentang HAM masih 
minim..ariinya spesialiSdSi pendidikonnya ... Di direktorat 
informasi cuma ado satu yo._ ion? Yo Cutna ada SQtu.jan 
daang .. nah semental'<! itu kita membu1llhkan orang yang 
mempunyoi kualifikasi spesialisasi bideng HAM yang b«nyak..Nah 
Jodi kandisi i1ll aruhi kiner.i<L kareno gini..vah itu 

3 
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,-----,--------.---:---;:-;--;--;:--:-:-;- ---,-,--,,...-:--c:-;---:--:-;-:-:--, 
todi..ko.lo di website secora teknologi informosinya ok .. kita 

5. Penempatan pegawai 
don P...didikon dll 

6. penempatan 
pegawai yong belum 
sesuai analisis 
jobatan 

7. I'Nisedor 
penempaton pegawal 

punya orang~orang yang sudah me.mpunyal spesialisasi di bidong 
itu ... di Help Desk itu kita masih minitn ... malah disitu sektlro:ng ini 
bukon orang· diduduki yang punya spesioltsasl di blda~ 
HAM .. me.stiityd itu di bidarlQ HAM yang menduduki itu .. kareoo 
opo ... itu pelQyooon umum .. mungkin kola yang dibidong-bidang 
lain ... seperti di perpustokaon at<aupun di analisis eW~Iua.st dan 
pelaporon itu mungkin biso loh, topi itu harus ditunjang oleh 
orong-orong yong .. m'tinyo biso sharing n:>ntinya .. topi pada S<lOt 
di help desk itu tidok biso sharing korena itu langsung 
dia ... komuniklisi ldngsung .. Mii ifu Ded<ii!yiLkolo i'<iri9 lain ~ng 
biS<I disharingkon .. ortinyo masih bl'"' dlbicorokon..ooh mokoud 
soya unit longsung ini tidok bisa drt<ll'o oleh orang yong tidok 
tnempuni di bidang HAM.Jtu_ jodi krta h<ll'us tnempunyoi 
pemikiran seperti itu.Jwena dia langsung"komunikasi 
l<mgsung •. mokanyo disinL baruson soyo bicara dengan llu 
l:lirje!I. .. Bu soyo mlrlfQ di!litu ditemp<rti 6l'll!"9 lulusru; 52 
HAM .. alaron soyo seperfi ifu dan koliafannyo !lu tiirjen sudah 
setuju .. .kalo masaleh dLado .. kito punyo unit-layonan umum ada 
duo... satu website .... sotu he!pdesk.. Websrte sudahloh disrtu 
ada tiga yong cukup bagus .. (Hendy .. Oiiv don nanti ado Amon}... ini 
udah bagusloh .. topi di Help l:lesk mungkin nanti kito ambil sotu 
61'1l!"9.Jodi l<'rtd hartJs ado p!'i<>l'rti6..ado p!'ioritOSI"'ll!!ram .. ycmg 
bisa tnendukuno 

P : J'adi menurut Bapok latar belakong pendidikan, pengolamon horus 
dilihet ya Pok dolam penemp<rtan? 

N : Oeh iyo..iyo. .. 

I' : Saran 8opak untuk penempatan pegawai yong be(um sesuoi .. belum 
sesuai dengan lator belakang pendidikan . .seperti soya liat d<ll'i 
DUK (l>oftar Urut Kepa~koton) misalnya bookgroundnyo 
accounting, keuongan topi tidok ditempatkan di Keuangan .. Saran 
Bapok? 

N ' S<pel'tiriyii nnriul sesooi derigdn spesiali~ci!linya .. .aahh seorong S2 
HAM horus membidangi khusus. .. memang kita semua membidongl 
HAM to:pi harus ada. prioritas ... mano yang hO.I"us .. seorang 
accountirg harusnya ditempatkan di keuangan . ..jargan seorang 
sor jano HAM drtoruh di keuongan"yoo kan ng<c'" yoo horus 
accounting yang disana..trus kebanyakan kan d:isinr sarjana 
hokum. nan sorjdi\d hilkU!I\ ... l«it'enQ Wlalu bOnyok difempatkan 
di Yankamas .. ufamokan dulu Yankomos kareno berlolitan dengan 
hukum .. baru setelah dioono udah full baru komudian he bagi<ln 
yang lai11..Sar jono Pendidikon yo di Penguaton lah koreno 
perkerj<lannyo.,jangan sarjano pendidikan di Kepeg<!wai<ln .. Ng<> 
bener itu .. kalo kita 111011 orofesiooolvaa horus i itu 

P: l:li i)ifjeri HAM ndo nga pai< pro.ediJr~"" pegdWi:\1 
N : Sebe.tulnyo ado..Baperjakat .. T api belum dijolankan 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

N<trasumber 3 : birektur l(er jasai!IQ HAM 

Tanggal 

J'am 

: 27 Mei 2009 

: 16.05- 16.55 (50 menlt, 25 detik) 

NO PERTANYAAN 

t Analisis 
Jabatan di 
Ditjen HAM 

J'AWA8AN 

P : \hrtuk onalisis jabatan sendiri di Ditjen Perlindungan HAM dengan 
nolnl!llklcrtur yang lama $tldoh diloksonokon nomun koreno Ditjen 
HAM mengolaoni peruboh<m arta masih disesuaikon dengan 
nomenklatur yang boru, Noh menUl'ut Bapok dengan perubahan Orta 
teroebut dan penyusunannya.,menurut llopak gimono.. ClpC1koh 
memeng perlu disesuaikon .. dengan onemlmat penyusunan onjab yg 
boMJ 

N : Yaa soya kira dengan odanya arta yg baru .. ya .... sebetulnya .. .mau tidok 
mau itu ada perubahan diSOll<1 sini .. dengan arta yang baru 
nampaknya memeng di'4'<'Y"kon agar penanganon khususnya di 
Dil'fll<lorat Kujasama...ehh . .penonganon kerjasama dengan berbagai 
pihak itu bisa lebih difokuskoa logL.seperti kerjosamo dolam negeri, 
ker jasama luar negeri, legisfasi dan harmonf$4$i dan instrurnen 
hom .. .Noh onemang kola dilihat ehhh .. .secara keseluruhon .. ehh .. 
tuga5 pekok dan fungsi dari Direktorat Ku jasama itu 'lidak jouh 
berbeda dengan yang lalu ... dengan sebelwn odanya orta yang baru.. 

P : Jodi tidak onengokoni peruboh<m yang se<4l'!l signifikon ya Pak ? 
N : Tidak...mengalami perubahan yang signifikon .. te'lapi mungkin menuru'l 

soya berusaho lebih fokus... koreno Direktorat 
Kujasamo..memeng ... namanya kerjasama.. kerjasamakon .. lebih 
banyak menggnli kemungkinan-kemungkinan krtn bekerjasamo 
..apakoh dengan berbagai lembaga di dolam negnri, lembaga 
pettterintah, non peme.rtntah .. civit society apopun kelembagoannyo 
dengan kita...dengan pihok luar negeri juga begitu .. .apa yang 
dilakukon sekorang dengon arta yang sebelum berubah juga soma 
... krtn tetap melakukon upaya-upaya agar kerjosamo luar negeri 
dapat terus meningkat .. baik dengan negora sahobat maupun dengan 
berbagai org<misasi-organiscsL. don memeng yang agak loin disini 
odo.loh legislasi dan harmonisasLini tnemang .. bunyinyn sich sudah 
loin ya. .. yg satu kerjoSama-kerjasama 1Jl yg ini tidak ada koto 
kerjasamo..tapi memeng kolo dilihat dari substansi..ehh . .substansi 
darj apo yang dilnkukan subdit legislosi dan hormonisasUnJ 
sebenornyo sarat dengan kerjasama. .. koreno kola kito berbioora 
harmonisosi krtn kon horus b<myok melakukon langkoh-longkah .. ehh 
koordinasi dengan berbagai lembaga yang terkoit • .<ontohnya kon 
oerda... harmonisosi .;,, . .kola krtn inain aoar aerd di 
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2. Hambatan dan 
kendala dalam 
penyusunan 
analfsis jabotan 

sehruh Indonesia ini tldak bermasalah . .artinya se.la!u setru.JclliYQ 
bernuans.a HAM , itu tidak blsa begitu saja didpta.kan kAio subdit ini 
tidak biso menciptakan kerjaSQinQ ... dengM lemboga2 yang 
ada ...... dengan daeroh, apa namanya pemangku kepentingan, dolom 
melihat ketnudian menyusun ... don m.emproses .. ap<lkah itu sifatnya 
n1perda. .. disini horus ada harmonisasi rape.rdo dan ewluasi 
perda ... dan tatnpaknya ... ma.salah ini tidak mungkin tercapai kalo kita 
tidak molakukan sosialisasi karena banyak perda-pordo yg soya 
lihat..ehh.. yang.. yang bertontangan dengan HAM .. ohh .. tapi 
sebetulnya perda itu horus memang dibuat sesuai dengan kondisl 
masing-masing daeroh. tapi tidal< boraMi bahW<I hal-hal yang 
bersifat umum .. hal-hal yg unillel'sal1idak bisa diterapkan disitu.Jadi 
ini proses yang terus berjalan . .contohnyo juga seper1i dolom rangka 
penyasunan naskah okadomik, tanpo adanya kerjaSQinQ don 
koardinosi yang baik atou instansi sullt bagi subdit ini untuk biso 
mencapai hasil yang momuaskan, sokarang berbiOll'<l instrumon •• 
ii!Strumon koll banyak, instrumon HAM kan banyak sekali.tetapi 
memang..ehh yang panting adalah ICO'R ..jadi Interna1ional Cover>an 
on Civil Political Right ... komudian ICEDL International Cownan on 
Economic Cultural Rights.. ini memang soka guru dari 
semua.ohh.Jns'h'umen HAM tapi juga ada instrumon yang lcin, selain 
ini yang panting, kita sudoh mmrtlflkasi o110tn konvensi ditombah 
satu ILO, jadi kovenon kita sudah cukup balk _cuma sokarang 
ma.salahnya bogaimana sich implementasi dari konvensi atau kownan 
yang sudah kita ra1ifikasi dan sudah diundang-undangkan ke dolam 
undong-undang kitn..hampir semua sudah diundongkan.ooh tugas 
Sllbdit ini memo.ng yang horus terus menerus bisa memo.ntau do.n 
tne:lakukon sosialisasi sebetulnyo, rnengeroi upaya-upaya <9J1' bi$0. 
mencapai eohhh .. apa namanyo kamajuon ataupun tingkat ... tingkat
tingkat kemajuan-kemajuan dan perlindungan di bidang tvtentu ini, 
sesuoi de.ng<lFI kovensi-konvensi yang sudah kita rc:rtifika.si .. ini tidak 
mudoh..tidok muclah •. dan ins'h'umen ini memong horus beker jaSama 
dengan.. yang dekat, dengan monitoring dan pelaporan yang ado di 
info .. informasi.. karena yang songat del<at .jadi horus ado 
kerjaSQinQ...antara luar kalo kerjaSQinQ luar negeri soya kira sudoh 
.jelas .. yo luor negeri .. dengan dalam negeripun tidok sulit kita biso 
mendugo dan menjelaskan tentunya ker jaSQinQ yang dilakukan odalah 
kerjaSQinQ antar inst<mSi dalam negeri don stakoholdor •. pemangku 

· don lain-lain yo~ terkait 
P : Kembali ke analisis jabatan pak.. Menurut Bpk untuk dengo.n 

nomenkaltur yang baru ada hambatan don kandala tidak Pak dolam 
penyusunan anjab yang baru 

N : Disini !ebih banyak .. ke masolah .. ke apa ya .. ehh .. banyak perbedaon 
persepsl ~i analisis jabatan ini...ada: wrsi BKN . .nda wrsi 
Mtml'an gitu yo sehingga kita ""'njadi roncu .. menjadi bingung .. mano 
yong horus dimasukkan .. contohnya sepern .. ambil contoh yg kemarin 
dibahas secara meadalom . ..subdit kerjaSQinQ luar negert, kerjaSQinQ 
luar neoeri ita banyak sekali sebetulnyo ya~ di lakukan telcpi kalo 
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3. Sosialisasi 
Anal isis 
J"abcrtan 

4, Pedoman 
Analisis 
J"abcrtan 

sesuai dengan anjab yang diinginkan itu hanya membuat TOR. padahal 
ker ,jasamanya bany<lk .. bukan kanya itu, bukan kanya buat TOR, ooh 
itu bcgaimona? !<arena kalo sesuai dengon DIPA yea .. yoa..memang 
.seperti itu yo .. topi kito kan tidak kanyo melakukan kegiatan itu .. kita 
misafkan mengadakan workshop .. kemudian diskusi .. ke:tnudian juga 
mengadakan ""''"'f-ropat dengan berbogol inrtansi.~uga melakukan 
pendekatan-pendekatan dengan kedutoon-kedutaan negara asing yang 
ada disini..dan itu wkup banyak..nah disini ehh ogak sedikit sulit utk 
merumuskan .. jadi yang past! yang mono sich .. opokah semoo kitu tulis 
dolam anolisis jabotan itu ataukah terbatas atas apa yang tertulis 
sesooi dengon DIPA Anggaran 

P : J"adi sejauh inl masih ada perbadoan pandopot yo Pak antora SKN 
dangan kita yaa Pak? 

N : Eeheh ,...;h ado.. Modelnya SKN dan Madelnya 1.\enPan .. topl memog 
ltu biso dLdlbedakan .. kalo MenPon itu kan analisls jabcrtan yang 
lebih_ ehhh . .mungkin remunerasi . .otmJ ada uangnyo diSitu.. topl kalo 
BKN kan lebih ke onu yo.apa namanya -roo sesuoi dangan kenyatoan 
yang ada. yang dilakukan.. jadi leblh ke aspaknyo 
kepagowalan .. beda..opo namanyo. bada dengan M""pan .. noh .sepertl 
yang kei1\0I'en itu dilaksonakan.. ope soya kebalik ya...opo MenPon itu 
yang retnunet'GSi akw yang BKN itu untuk kepegawaian... artinyo 
dangan anolisis jabatan itu kan kitu tahu opo Sich yang dilakukan 
sehorl-lu!rinya.~di yang ada di masing-mosing unit yang oda..dori 
seluruh direktorot.untuk sekretoriat •. sehlnggo dengan anollsls 
jnbatan itu bl.., diketahui seberopo besar sich klnerja moSing-maslng 
dan j"9" nonti chan keliaton_.opukah sudah sesuai dangan tupoksi 
atau..yaa..memang .. perlu ado !IUalu upayo sekoll logi. melibot logi, 
opukah sudah pas atau belum kereno waktu kita mengisi anolisis 
jnbatan masih ada disana sini ada keroguon .. bener opo nga. .. klto boot 
sieh semuanya topi masih ada keroguan.. kita boot semuo tp itu ada 
keroguan opukah sudah sesuai atau belum 

P: Jodi dori OCQJ'(1 kei1\0I'en belum ada sotu paadapat 
N : Selum .. onenurut soya belum • ..perlu ado tindak lanjut sehingga tidak 

ada kebingunaan, kid; dori semoo vanq mengisi tidak ado kebi n 
P : Menurut Bopok. se.jauh ini sosialisasi tentang analisis jobatan 

bogoimano Pak? sudah cukop atau mosih terus clisosialisosikan? 
N : Kola menurut soya perlu diteruukan ya, korena yao kalo kita mesti 

mengisi sesootu ya, kolo mosih ragu-Nlgu ber<lrti ken belum yakin atos 
opo yang ditulis, berorti kita perlu mendapatkan pencerehon logi gitu 
ya."""fa tidak tau kala hol-ho.l yang separti ini tentunyo hal lni 
sekretorlat Ditjen yang akoo l>erperon, yang chan mengundang dari 
pihok-pihak twkait untuk melakukan ohon !aQi 

P : K<>lo dengan nom...klatur yang baru . .untuk llirektorat l:er,jasama 
belum ada suotu padomon oro! isis jnbatan yao Pak ? 

N : Keliatannyo belum ada ya .. jadi sepanjang yang soya lihat belum ado, 
judi kitu baru tahu justru pada saat ada acora-aooro anolisis jobatan 
ltu, pada saat itu, pada soot klta diundang mendapat panjelosan dari 
BKN, nuh baru ketohuon dan itu menurut sova sich doh sesoo1 denoan 
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5. Sil<op 1"'9awai 
<tkan Analisls 
Jaboton 

6. Respon Pngawai 
terhadap 
Annlisis 
Jabaton 

7. Pemahaman 
Pngawai terkait 
Anolisls 
Jabatan 

kesep<>katan bohwa dari workshop analisis jabotan perlu 
ditindaklanjuti kembali gitu yoo .. seperti kerna.ren kan noolisis jabaton 
hanya untuk e.se!on n dan m, mungkin kedepon juga untuk eselon 
tV, karena eselon IV juga penting kan disinl untuk menunjang 
peker jaan Direktorat kan, Direktorat kon toopa eselon IV ngo biso 
jolon, soya kira perlu .. mereka perlu diberikan penc.erahon, jadi serorn 
terus-tnenerus dan menyeluruh .. tidok sekoli-sekali dan Y""9 lengkap .. 
misolnyo sekorang ada.. besok tidok ada lngi .. nah itu 
terserah .. pokoknya horus rutin ya sompoi kita dapat suatu formula 
anal isis )'<1"9 yokin, kalo perlu mmg ada .. perlu ada masukan, perlu ada 
perbaikan misolnyo dalam penyusunan analisis .. itu bogus juga 
sicn,untuk lebih fokus, atau lebih untuk menunjang pekerjoan .. jadi 
sesuai, tidok bertentangan 

P : Seperti Y""9 bopok bilang kan bahwa dengan nomenkaltur Y""9 boru, 
Direktorat Kerjasoma tidak mengalami perubahan Y""9 signifikan, 
kira-kira utk sementara apakah mungkin pedaman Y""9 lama """'ih 
biso sipakai dulu ? 

N : Yang loma..yaa sebetulnyo intinya juga soma seperti misalnya 
kerjasoma antar ~ara. subdit rtu ada delam natneoklatur )'<lngioma 

P : Urrluk Direktorat Kerjasoma sebetu!nyo pade SUbdlt opa Y""9 
berubah )'<l Pok? 

N : Tempatnyo pok anu..Pok Agus . .l..egislosi dan Harmonisasi .. kan dulu nga 
ada kan? Kan dulu adanya kerjasoma antor negara, trus kerjasoma opa 
lngi..kalo dulu ker Jasoma dalam negeri, yaa kala subditnyo slcn tetop 
empatyaa. 

P : jadi tetop empat Y" Pok? 
N: Iy<10 empat 
P: Jodi yang berubah cuma sotusubdit)'<l pok? 
N : Eheh .. ~islasi dan harmonisasi 
P : Sejauh ini sil<op para 1"'9QWQI mengenai peloksanaan analisis jobatan, 

penyusunannya bngaimana Pok ? 
N : ehh .. sebetulnya mereka antusias ya . .antusias sekali untuk mengisi 

kerena mereka juga ingin jelos, opo si<h Y""9 menjadi 1<mggung jawab, 
)'<1"9 horus dipikul. oleh staf yang membidangl lni sesuai dengan 
jobotonnya. penting dipokai sebngai landasan, jadi menurut ""Y" 

· sich .. jadi mereko. antusias 
P: Jodi kalo di!ihat reponnyo positif Y" Pok? 
N : Positif -Y" t'eSp!lnnya positif 

P : Tentang aoolisis jabatan sendiri, pemahaman para 1"'9QWQi sejauh 
manaPok? 

N : Kalo dilihat per Subdit mereko sudah .. kalo dlpersentesekon gitu 
ya..mungkin mereka aor. sudah menjawab benar 

P : Untuk tingkat Kasubdlt Y" Pok? 
N : Iya..Mereka pemahamannya sadah cukup boik kale menurut soya, jadi 

do.ri ISian-i:Sian yang dlbuat menurut S<ly(l sudah se.sWli dengan o.pa 
yang dilakukan 
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8. Penempaton 
Pegawoi 
berdasarkon 
Analisis 
Jobatan 

P : jadi sudoh mernohami yoo Pak? 
N : sudah mernaharni 
P : Urrtuk yang dilevel dibowahnyn Pok? 
N : Nah untuk dilevel dibawahnya mungkin perlu ada peningktltan

peningktltan lagi yo ktlrena memong .. eeh .. kan tonggungjawob memang 
ado di level m, II, I lah .. ktllo IV mungkin lebih bonyok melaktlonoktln 
kegioton-kegioton yang diinstruksiktln otason.. jadi memang 
sehor"""Y' atasannyo.ktlla atasannyo sangat mendorong dan 
memberiktln orahon-arahon untuk moju, <ayo kira untuk level eselon 
IV don staf aktln menoikuti aitu YOil 

P : Anolisis jaboton ltu ktln suatu prosedw yang merinci jaboton itu yang 
terdiri dori uraian tngas, tanggung jawob don kewa,jiban dan 
kuolifiktlsi SDM yang diturrtut untuk memangku jabotan tersebut. Nah 
untuk t>irektarat Jenderal HAM belum membuot pedoman onalisis 
jabatan sesuai dengan nomenkiatUI' yg boru, jadi belum biso dipakai, 
sedongktln analisis jabatan itu ktls berfungsi urrtuk segala """""" 
aktivitos MSDM Pak, salah satunyo untuk penempaton pegawai, yang 
sebenamya bisa dilakukt:rn berdasarkan analisis jabatan...Menurut 
Bopak gimana Pak urrtuk penempatan pegawoi yang belwn berdosarktln 
anal isis jabatan jadi berdasarkan <IJXl? 

N : Klta melihat penempatan pegawoi disini leblh didosori kepado 
kemampuan individual soja, bahwa penampilan atau performance dori 
masing-masing staf itu bedo-beda dan selama beberapa waktu kito 
bakerja bersomo-sama ktls biso dipontau , bogaimana prestosi A, 9, C 
don seterusnyo, nah dasar itulah ke~otonnyn yang dipaktli untuk 
menempatktln staf itu dimana, jadi diperkiroken staf itu mempunyoi 
kemampuan dimana, bila staf itu mempunyai kemampuan 1T yang 
bogus .. dia ditempatktln di Informasi, seorang staf yang mempunyoi 
kemampunn bahasa inggris yang bogus, dia ditempatktln di ker jasama, 
kemudion ktllo seorang staf mempunyai kemampuan substansi dibidang 
misalkon wanita yoa ditoro di Yankomas, jodi lebih bonyak 
kesitu . .pertimbongon-pertimbongannyn. Jodi belum melihat k<IJXlda 
anolisis jabotan yang dibuat, don juga perlu dilihat bahwa ktlmempuan 
stof itu berbedo-bedo, nah perbedaan inilah yang sesungguhnyo 
menyulitktln urrtuk melakukt!n penempoton. Jodi prinsipnyo bahwa ... 
diusahaktln, tidok ada penumpakan stnf yang berprestosi didalam satu 
unit. Misalktln semuo staf yang boik itu kita tarik di Direktorat 
Kerjasama, nah itu tidok, tidak begitu dolam sistem penempaton, 
diharapktln bahwa pegawoi1"'!JJWWI atau staf yang berprestasi 
memiliki ktlmampoon yang khusus, kemampuon yang tinggi don itu biso 
dibogL merata, jodi sifatnya holistik dari satu Direktorat Jenderal, 
tida~ per l:>irektorat. Nah saya tnengharapktln """"f199Uhnya ke 
d<IJXln, anollsls jabotan lni yang biso dipaktli untuk menempatktln 
sesearang, jodi ujung-ujungnya lagi bahwa anolisis jabotan itu penting 
dan untuk menghindori confusing atau keblngungan dolam tnengisi dan 
melaksonoktln tugas-tngasnya, itu horus jelas. Kalo dl D<IJXlrtemen kan 
ado prasedur kerja, itu horus diikuti, artinyn progrom atou hal-hal 
vano horus dilakukon oleh mosino-mosino subdit atau maslno-mosing 
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9. Penempatan 
PegOW<li dan 
latarl!elokang 
Pendidikan 

Dire.ktorat yang tentunya berbeda dengan Direktorat yang lain, 
misalnya bko.ro.Kerjasoma de.ngan Informasikan beda, itu lebih ke IT, 
jadi memang mereka semua didorong agor terjo.di ke.m(\juan dibidang 
IT, dikerjasama didorong ngar kerjasama·kerjasama itu lebih balk, 
itu juga untuk kemajuan Direktorat J"enderal secara 
ke.seluruhan .. memang kita tidak bisa me.ndptokan suatu siste.m yang 
balk dengan seketika, pasti ada trial and error, itu pasti ada, tidak 
biS<l iangSung b<lgus 

P : Jodi 11\emJ!'Ut llopak dilihat dori ketnampuan atau performance dan 
juga dori pendidikan juga yoo Pak? 

N : Iyaa, jadi Jatar belakang pendidikannya apa, trus pengalamannya apa, 
itu ~ dilihat itu yang menentukan pene111p0tan 

P : Topi soya lihat dori DUK (llaftor U..ut Kepangkatllll) masih ada 
penel!lpOtan y<mg belum sesual dilihat dari lat<ll' belakang pendidikan 
yoo Pak? T anggapan Bapal<? 

N : Yaa soya melihat .. soya kira tnemang namanya i'eg(lW(li Negeri 
ya..umutnnya kita dituntut sebago! 9"""""11•. serba bl<a.. jodi bukan 
$el'bo .,.,.iali• topl generoli• .. nah seperti tniS<llkan penempatan <taf 
dibidang keuangan menurut soya .. tlap orang bim belojGr disa..,, bioo 
belajar disana asal diberi kesempatan 

P : Saparti model diktat yaa .. diklat keoongan atou bendaharawan ya Pak? 
N : Eeheh, iya diklat..cfiklat seperti itu atau :short il'ainlng untuk 

tnenlngkatkan kotnpetensi dan kematnpoon sebab taapa itu untuk 
tnetnbangkitkan staf-staf ~ khu$us dl bidang keoongan, kalo dilihat 
dori ha.il diktat banyak kotnpeten.i disitu, di keoongan .. itu akan lebih 
balk, doripada ditempatkan di!litu tapi nga bisa kerja disitu ... kalo 
menurat soya sich kala memang kita dltuntut generalis yoo sudeh ... 
semua orang diberi kesempotan ~ sama, tentunya ehh dilihat dori 
fortnll$1, kan tidak semuo orang bisa .. oohhh semuo disana, kala 
for111!1$1nya nga ada yo nga bisa ... yaa tetap horus dipilih, nah seperti 
di•lni subdit Ker jasama, Subdit ker jasama dituntut orang bisa 
berbahasa Inggris, tapi itu bukan beraMi hanyo orang yang bisa 
berbahasa Inggris sajo yang dibisa ditempatkan disini, begitu ya .. kita 
buka kesetnpatan kepada semuo asal tnetnang ada kemauan dari 
masing-tna.ing staf untuk belojor, nah itu panting, kalo memang 
OW<!Inya tidak mempunyai kematnpuon dalom berbahasa Inggris ~ 
beik, tapi dengan adanya kemauan dan jugn ada darangan dari 
pimpinan dan temen-temennya untuk moju dan dia juga mau maju, itu 
kan merupekan suatu potensi, jadi setiap orang itu bisa, tapi memong 
itu perlu W<>ktu..perlu waktu, dan perlu kesobaron 
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10. Penempat<ll1 
pegowai yaf'9 
belum ses:uai 
anal isis jobaton 

11. Kese.suolllfl 
Penempotan 
Pegawni d"f'90n 
Kebutuhan 
[)irokturat 

P : Menurut Bapok untuk penempa.tan yang belutn sesuai gimano? Saran 
atau pendapat bapak? 

N : Yoo soya klro muf'9kln perlu ape yaa .. dibe/'1 ke.sempaton kapedo stof 
untuk me.ngikuti training~training. de"3Qn adanyo tr<tining~training 
kito kon tau trock recordnyo sepertl apa, tau kemampuannyo..yoo kolo 
kito menilai .seseorong atau staf. itu kan tidak bisa 
honyo..misalkoll..tolol< ukurnyo tidok konya be!'dosorkon pendidikon, 
misalnyo ooh dia itu lulus<!nnyo apa sich, kon 1'9• honyo itu, ada fakior 
faktOI" lain yaf'9 perlu artentukon ... contohnyo S<Or<lf'9 pimpinan itu 
akan memilih anak buoh, yof'9 pasti yo1'9 bisa bekerja sama def'90M 
dia, dalam am bahwa stafnyo okon patuh, loyal, kemudian juga 
dihor<lpkon mau membe!'ikon input-input yong positif kepada pimpi.,.n, 
jujur mi,..lkon, roh posti pimpi""" akan ""'lihat dari itu kon, seklan 
banyok pasti okon dirori, didalam ehh bekerja ber...ma-sama itu pasti 
keliatan, plmplnan posti okon fahu_aoh si itu .• .si itu ..• mungkin cocok 
disinl, murgkin cocok dislnl, roh Jodi kedepan menurut Strfo sich lebih 
bail< kolo, karem inl semuanyo mempunyoi kesempntan yang ...ma, yoo 
dtberil«m semacom 'training ctau pelatihan o.to.u apalah mmartya 
se.hingga kita tahu ke.mompuon dio tuch sampai dirnona sich, korena 
kala kanyo dOI"i perguruan tlnggi . .ehhh.. moslh kurang.. bisa aJa 
MUf'9kln idanyo bogus, dia mempunyai kemampuan dibldof'9nya balk, 
topl begitu masuk ke permosolahan yang lebih jauh, kepribadian 
miSGikan kurong loyal, atau mungkin sering membantah otou mungkin 
<erlf'9 ngrumpi pimpinan, yao kodong-kodang pimpi11011 juga bisa 
merasokon gitu yo, wah inl anak buoh soya kok kayak begini, nah 
kemudion ditempat loin juga mendopatkon infarmosi kayok sepertl ltu, 
jadl susah untuk kita mau .. menempotkan •""'!! sefair mDf'9kln jadl 
susah ... membuat fair susan karena foktor-faktOI" ltu. Noh ltu 
""'119hilangkon foktor-faktor itu soya kira kerus ditr<lining. Kayak 
ke~n waktu ada training bohaso. training Bahasa Indonesia: karena 
banyok surat-surat yang dibuat tidok menggunakan koldah bahasa 
Indonesia YGI'9 bnik, itu kon juga merupokon suatu longkoh untuk 

. ..,. 
P : Penempetllfl itu kon tidok hanyo rnutasi tapl j~a promosi dll, roh 

penempntan pegawni yong sudoh dilokukon kepegowaian sodah usual 
belum def'9on kebatukan £>iroktorot Kerjasama? 

N : Yao soya sebegni •""'!! yang dituakan di OlrektONlt Ker jaSolno tentu 
ingin melihat DiroktONlt yong soya pimpln lebih baik lagi def'9an 
komposisi staf YGI'9 balk, balk dalam arti memo1'9 mampu, berprestasi 
dsb .. topi itu kon suatu hal yang ideolis, jadi soya pun juga tidak biso 
terlalu ""'119horopkon hal-hal yang lebih darl staf korena 
kemompuan .. korena faktor-faktor kemompuan, misalkon bagalmono 
bisa saya menugaskan staf untuk biso. seco.ra sempurna membuat 
draft sombutan dofam Bahasa Inggris yang balk, soya tentu tidak blsa 
memoksokon kepada staf untuk membuat karena memang dipoksakon 
pun nga bi.sa gitu yea, jadi saya tentunya harus tnencari .solusi, jadi 
banyak hal yang sebetulnya begitu berhodapon daugan kemampuon 
staf, saya sudah katakan .. .sova noa blso berbuat ono loai, kecuali 
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memo~ $:1ya lakukan sendiri. Memang soya melakukan pembinaan sich 
supaya dia bisa juga tapi kan perlu waktu 

P : Kalo dari kepeg<!W<lian Pok? 
N :Kepega.waion sebenarnya bisa tnembina juga, memang tugos 
~io.n pembiman yaa, misalnya beglrli, pembinaan ifu kan bi.sa 
... dilokukon deng<m eeehh .. misalkan untuk obsen . .absensi tidok bisa 
dilokukon disitu. jam sekion dia horus datong. jam sekian dia baru bisa 
pulong, kepegawoian sebenarnya blsa mengontrol dan tidak horus 
Direktarat. jadi bisa dua-duonyo mengontrol. konena ada slnf yang 
datong pogi, trus ditengah liang, diakhir ada lagi, -u misalkon dla 
tidok mosuk atau bolos tapi konena diabsensi itu masih terbuko, dia 
masih bisa melokukon pe!'baikan-perbaikon miS<llkon,jadi memang 
pe!'lu ada pembinaan .. itu dari sogi absensi. nah dari sogl-sogl yang 
lain saya !<ira, blsa yang sudah terpola kon adalan pendidikon 
ber jenjang, di Departemen ltu kan atau inslnnsi pemerlntan kon ada 
Adum, Spama atau apa lagi yah. dengan banyok yang ikut disltu saya 
klra itu Juga upaya untuk mendorong kompe:tioi diontara staf dan juga 
metiUI"tJf sayo ada juga balkoya kala rekrutmen itu juga mellhot 
patensi didalam delu_mi,.,lnya beglnl oah ada eselan III yang kasong, 
kita tthot klro-l<iro siapa slch yang blso coeok dlsitu. kola misolkon 
dori otaf biSQ didorong dan sesuoi deng<m pe!'nyaratan-persyoraton 
yang ada ke""P" tidok.;~ltu yoa, tapi kala tldok ada yaa terpoksa dari 
luar, kan gttu, sekarang kan ribut outsourching-autscurchi~ kan, itu 
kon koreno, ke""P" ltu menjadi masolah, koreno memang tldak ada 
SDM yang dipe!'lukon sesuoi kriterio ltu tidok ada. okhirnya 
autsour<:hing, tapi mereko yang meraso disisihkan kon ribut. jadi hoi 
SOpe!'ti ltu yang horus diperhotikon, khususayo oleh ~ion 

P : J'odi menurut bapok untuk SQof ini penempotan pegowai di Direktorot 
Kerjasomo sudah tepat atau belum? 

N : 1.\ungkin istilahnya bukan sudah tapat otou belum. tapi belum 
sempurna, jadi yo<L-tapi sayo bisa slch memanfoatkon stof yang ada 
tapi belum sempurno hosilnyo yo ... 

P : Tapi sudah meadukung pelaksanaan dari Tupoksl Direktorot 
Ker jasamo Pok. komposisi pegowai yang ada? 

N : Dukungon minimal saya kira sudan ada, saya tidok bialM dukungon 
makslmal tapi dukungon minimal sudan ado, sudah bisa bergerok, 
sudah biso ber.iolan 

8 

Studi Implementasi..., Sari Puspitawaty, FISIP UI, 2009



12. Kesenjangon 
Kualifik<lsi SDM 
yo.ng ada 
dangoo 
Koolifikasi yang 
dituntut dari 
suo.tu Jabafun 

P : Menurut Bapak ada atau tidak kesenjangan kualifikasi pegowol yang 
ada di Direktorot Kc jasama dangan kualifik<lsi yang dituntut dari 
jabatan yang ada ? 

N : kesenjangan .. mungkin ada ya ... saya kiN ada 
P : seperti Dlrektorat Hartnonisasi dan Legislosi kan sepertinya tugas 

atau tup.ksinya cukup berot ya Pak seperti Y•'1l Bapak katakan, 
seperti memantau roperda dan lain-lain. itu kan tugas jabatan dengan 
kualifik<lsi SDM yo.ng ada sekai'Ong ada kesenjangan atau tidak Pak? 

N : soya melihat • .odo yaa ,l<o:lo dipersentase berapa persen yaa.. 
P ; Signifikon atau tidak Pak? atau masih wajor 
N: Yaa untuk beberopa subdit sich cakup signifikon sich, ......,..ut soya 

yaa """""'1l belum pas. tapi jangan sampe ada indlk<lsi atau dugaan 
behwa kita honya sebagai EO..E""'t Organizer tapl peloksanaan
pelaksanoan darl e.....t itu tidak mempunyai pe""'""'""" yo.ng leblh 
dari masalah-masaloh yo.ng ditanganl, jadi misalnya kita mengadakan 
aCON apa-G<Xll'd apa tapi staf kita ini korang berpei'On, nga berpei'On, 
soya Justru ingin meraka lebih berperan mulai dari Kasubditnya dan 
kepala seksinya. llerperan itu tidak bisa begitu soja diciptakan kalo 
masing-masing ita juga tidak berusaha untuk ....,...beh ilmu, yaa 
dolam hot ini yaa banyak membaca korena masalah HAM itu tidak bisa 
largsung dipahami kolo kita sendiri tidak berusaha untuk menggoli, 
menggali dalam hal inl horus membaca, horus melihat-lihat logi dari 
suatu masalah kan bisa melihat masalah yo.ng lain. sehingga ada 
pemahaman dari masalah-masolah itu, kita pado umumnya damikian, 
kita membaca sesuatu tetapl tidak mencatat sesuntu, jadi 
rnembaoo..set .. .set .. ilang adah lupa .. beda kolo kito memang membaoo 
tapi dttulis ehhh misa!kan intisar~nya don ada interaksi antara pikiron 
kita dengan apa yang dibaca. maksudnya interaksinya dalom bentuk 
pertanyaon-pertanyaan, jadi ada 4 (empat) W,l (satu) H itu yo, nah 
itu kolo dengan damikian ...nurut soya akan nyantol daripada boca 
mengenai chh tentang hak sipil dan palitik, itu dibaca terus dan sampe 
selesai .. trus adah .. adah.tidak ada ootat<l\'1 apa-<ipa, bebaNpa lama 
kemudian kita coba mengingat, nga ada .. lupa. jadl itu upaya-upaya 
untuk lebih meningkotkan pemahaman, apa yang horus kita lokukan, 
l<o:lo kita ingin lebih memahaml yaa seperti itu . .sehingga tidak hanyo 
jadi EO aja, ·Ibu Dir jen kon suka bilong begitu. kita ini horus bisa. 
jangan hanya panitia-panitia penyelenggara aja, jadi juga mengetahui 
subtansi permasolahan apa tentong sestJOtu yo.ng di laksanakan, jadi 
itu ha.rus diperhatikan. 
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13. Pentingnya 
pemahamon 
akan deskripsi 
jabat<ln 

P : jodi mungkin disamping kualifika.st kotnpetensi SDM yang dituntut dari 
SDM. juga pentlng pemahaman akan tupaksl jabatannya yao Pak. otau 
deskripsi jabatannya yo Pak? 

N : Yaa itu penting .. <rehhe, yaa betul. .. ada balknya pemabaman tupoksi 
berdasarkan apa yang ada dl ORTA yaa tapi menurut soya pemahoman 
apa yang ~us dilakukan ltu kan tidak hanya itu, tapi juga pemahaman 
yang menunjang apa-apa yang horus dilakukan sesuai deskrlpsi yang 
ada, kanona kala kita """' menulis sesuatu tanps kita tahu latar 
belokang sesuatu itu apakab membaca atau menulis dokumen atau apa, 
kan nga mungkin.jadi tetap diperlukan upaya-apaya terus untuk 
rnenggali gitu yo sehingga akan sesuai dangan apa yang diharapkan 
oleh jabatan itu sehingga pelaksanaan tugas pokak dan fungsi itu bisa 
tercapai karena walaupun bagaimana kala kito tidak tabu apa yang 
horus dilakukan juga 1idak akan bisa berjalon. Kala kito bico. sepuluh 
hak dasar misalkan apa sich hak dasar flu, kanona pengertian hak 
dasar itu loos, ada versinya UU no 39 thn 1999, ada """sinya renco.na 
pembangunan jongka panjong, jadi pemahomonnya horus banyak 
sehinggo kalo klto berbicaro sepuluh hak dasar asasi manusia ya kita 
ke UU na 39 tahun 1999, tapi kola kita berbico.ra pembengunan, 
kemlsklnan mungkln ada di RPJ"M..jangko panjong •. bisa dilihat disitu, 
jadi dari pemahaman-pemahaman ito lang5Ung nyantol dan juga 
mungkln l>itjen HAM ini kan sekorong lebih banyak berinteroksl 
dengan pihak-pihak diluar yo ito juga perlu dipabaml ya, kita beker ja 
soma dengan pihak-pihak asing bukan sekadar kerjasama,tapi Juga 
ingin memperoleh sesuatu dari kerjasama itu, untuk kemajuan kita 
sendiri, jongan sompai kerjo.samonya banyak tapi kito nga dapet apa· 
apa. Sekorang inl kan banyak ehh negar<1 asing yang baker jaSOmo 
dengan Indonesia dan nilainya cukup tinggi, cukup besar tapi kanapa 
kita selolu bene.fitnya kurang, korena kita kurang detail, jodi misalnya 
kita bicoro tentung MOU.ogreement kita horus detail, perhatikon 
korena kala nga kito okon dibadah-badahin. kito hanya dipakai sebogai 
lohan, anggaronnya berjuta-juta dollar tapi kembali !agi kepado 
mereka korena kito kurong melihat pertoma kali poda agreement. 
MOU, amu t<rehnical agreeme.ntnya 

P: Jodi perlu searang pegawai atau SI>M yang memabami benar tupoksi 
dari kerjosoma terutama dalam bekerjasama dengan pihak asing yao 
Pak? 

N : Iya itu perlu dan penting, jadi di kerjasoma itu apa sich .. ohh inLinL .. 
horus banyak boca, bagaimana kita memperoleh pengetahuan kola kita 
tidok memboca, yoo menurat soya tidak horus banyak membaca yao, 
tapi bisa juga dangan radio, lV, dengan media-media lain, jadi ada 
apaya untuk memabami itu dan soya melihat staf disini masih kurang. 
masih horus biso didorong untuk maju lagi, jadi sebagian besar woktu 
jangan dipokai untul< kumpol-kumpul. ngabrol, ok boca koran belen topi 
jangan the whale day boca koran tapi ado upaya-upaya untul< 
pengetahuan terutama dibidong HAM, yaa sesuai dengan tugas kita, 
yaa kita horus boca materi-materi mengenai HAM, apalagi HAM kan 
tnefl.iadi primadona didolam hubull(l(ln internasional atau intern, dolam 
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negeri domesttk juga, jadi ini mesti kita manfaatko:m karena sekarang 

14. PraSI>dur 
penempatan 
pagawai 

ini 1om kita..dulu yang selolu kita aguag-<>g!lf\!llom pemboagunon 
material. gedung. ja.lan dan lain-lain, tapi sekarcmg sudah mergaroh 
kep<lda SDM. ternyata pembaagunan nook bhro berjalan tanpa SDM 
)l<lag baik. kalo hanya baagu geduag bi5<l aja 9""'1"'19 iapi bagi!u kita 
membangun tn<lllUSia yang seutuhnya yang sudah, harus dari awal. 
Kw:larg-kadaag soya memba)l<lagkan ada generasi yong hilaag korena 
S<>bagion gOllONlSi mudanya ndok bisa dihoropkan misalkan banyak 
hura-huro. tawuron, norkoba, minuman keros dan lain-loin Sl>hiaggo, 
kemiskioon juga menciptakan generasi-generasi yaag hiloag, generasi
generasi Y""9 hidup dijalon dari kedl sampe dew<!sa.sompe okil baliq, 
sampe usia tangguag hidupnya dijalan, jedi bagaimano biro 
meagharupken baagso ini bisa maju kala generasi mudanyo seperti itu, 
dijalan kan biSCl minta-minta, bisa. ngamen. bisa narkobo juga~ biso 
pemokai, bi5<l peagedar juga jadi distributDI" otou kurir narkoba dan 
sebogainyo, jadi sebagion beS<lr woktunya dipoke untuk itu, nah i!u 
kan kemiskinan, soya kiro ago ada 01"0"9 Y""9 mau hidupnyo seperti itu 
kala bukan krn kemiskinon, ini juga tugas pemerintah, tp pemorintah 
juga iidak bisa melakukan sendiri tonpo dukuagon, jd jaagan menuntut 
hak tupi juga kewajiban, kalo Sl>per1i Amorika bilaag jadi jaagan tanya 
ope yong sudoh diberikan negaro untak anda, topi ope yaag sudoh anda 
lokukan untak negara 

P: Jodi poda dasarnya St>M itu pennag Y" Pak? 
N: YotJ pentiag sekoli 
P : dan juga muagkin caro meagelolanya ya Pak? 
N : Yoo, smtx~ itu kan berawal dari kei'""'!Jll yaa..artinya beru...ha 

tnetnbina keturunannya, ayah dan ibu memperhatikan pembinaan 
pendidikan anak deagan baik, soya kira kedeponnya juga baik, memaag 
itu perlu ada upaya keros yaag terus- menerus, Sl>karang bagaimana 
o.nak yang dilahirkan dari ketuarga yang miskin, hidupnya di bontaran 
sungai, hari ini mo.kan, besok nga .. .itu yang perlu kita bantll, tnereka 
ago bisa kita tan)l<l swnbangan ope yang sudah diberikan kepoda 

wona boot hidup a.la su...h. 
P : Menurut Bopak di Ditjen HAM ada prosedur penempotan pegawai 

tidak pak dai<>m memutuskan dimana seseoroag ditempotkan? 
N : ada, l!aper jakat ... topi tidok selalu 
P: Siope aja pok Y""9 masuk dalam l!aperjakat? 
N : l!aper jakat itu Para Eselon II, ada juga rokar .. 
P: Rokor? 
N : Iya .. kala rokor itu J:bu Dirjen dan Para Eselon II, keputusan terakhir 

di Ibu Dir jen 
P: Jodi Pimpinan tiaggi juga terlibatya Pak, ada faktor pimpinan juga 
N: iyaaada 

L-~--------~~~~----------------------~ 
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15. Promosi P : Pendopo:t Bapok ada penempatan dalam hal ini promosi )l<tng kurong 
pegawoi yang tnemenuhi salah satu pusyarotan atau ke.tentuan untuk promosi Pak? 
kurong N: bisa soja terjadi .. Kompetensi, prestast blsa diusulkon~foktor positif 
memenuhi dori orang tersebut yang dilihat .. ortinyo ketentuon itu bisa 
ketentuon dioboikon .. tidok ado mosaloh .. 
promosi 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

Ncrosumber 4 : Kepala Kep<itgQwai<UI l>itjen HAM 

Tanggal : 28 Mei 2009 

Jam : 16.05 - 16.31 (26 menit 16 detik) 

NO P~TANYAAN JAWABAN 
1 Pelaksanaan 

Analisis ·-1. Anafisis jalxrtan P : Untul< Gl1Qiisis jabatan sebenornya sudah dibuat di Ditjen HAll\ atau 
di Dit jen HAll\ belutn Pak? 

N : sudah_ 
p : sudah ya paL 
N : sudah ... 
P: l<nlo ya kemaren itu .. bul<nnnya maslh ado penyusunan anjab palO 
N : Yaa.:tapll<nn .. .sebelum ado struktur yang baru 2008 •.• l<nn kita punya 

analisis jabatan yang 2007 .. nah korena 2008 ada perubahan 
no""""'"'ltur beberapa dtre.ktorat. sehi"!!9" analisis jabatan 
menyesuaikan sehi"!!9" kemaren-.tanggal berapa ki1n-.menyusun? 
dibukm April ya .. kita menyusun cnalisis jabatan disesuaikan def9ln 
namenklarur yang baru... itu sampai sekarang.. baru yang sudah 
selesai .. sudah Eselon n dan Eselon m saja._utk Eselon IV sedang 
digarap.. kemaren __ waktu pertemuan...ta"!!9"1 berapa pertemuannyo 
yo? tgl1211\ei_, 1211\ei 

p : Mungkin dengan nomenklarur yg lama sudah ya_ trus dengan 
nomeenklarur yang baru mungkin penyesuaian kali ya pak 

N : Yoo... disesuo.ikan . .jadi dengan nomenkaltu!" baru ini~ sehi~a 

anjabnya disesuail<nn dengan nomenkla1ur yang baru. .. kecuali untuk 
sekretarK>t .. Sekretoriat tidal< banyak yang barubah ... yang banyak 
barubah direktO!'<tt-direktorat ... contoh seperti Bina HAM .... Bino 
HAll\ kan Jodi Penguatan.-kan Jauh sekali memang .. itunya 
di"""""ikan ... subdit-subditnya barbeda. .. 

2. Hambatan dan p : Untul< penyusunon anjob yang baru ado hambatan dan kendala 19' 
kendala dalam Pnk? 
penyusuron N : Ngo ada .. cumo .. -NSQnya. .. ku•ang waktu aja tuch .... waktu tiga hari 
aoolisis jabntan itu MSanya tnrulih ku.ang .. kalo hambatan tidak ada. .. pembiooranya 
yang baru bogus .. tempatnya juga bagus..danonya mencukupi .. nga ada masalah 

steh: 
3. Pedoman anjab P : Judi sebe:nornyc. pedoman analisis jabcrtan sendiri untuk Oitjen HAM 

sudah ado atau belum pak? 
N : pedamannya .. ? 
P : YOIJ.. pedaman analisis jabatan . .untuk nomenklarur yang baru .• 
N : pedomannya.. pedO!Mnnya ki1n poke yang ada_ yang da.i 

Departemen.-
p: Cari emen? 
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.-.--------.~~~~~~~~~~~-----~~ N : Dari Departemen itu trus kita bikin anoJisis j<tbatannya sendiri 

4. Sosialisosi 
Olllllisis jabo.t.an 

P : Setahu scya kan kalo utk nomenl<alrur yang lama udah ada.-kita punyo 
pedomon llf'ljab .. ..sesuo.i informasi dari kepegawaian .sendirL.mungkin 
kalo yang notnenklatur yang baru .. yan;3 kemoren disuson ltu bukannya 
boot pedoman yang baru pak? 

N : ketnaren Ohjabnya sendirL. pedomonnya tetap po.ke pedoman yang 
dori BKN ... (tanya pak Djaman) .. Pak Djamaan ? pedoman penyusunan 
anjab kan dori BKN yo? .. penyusunan anjab kan dari BKN? •.. {yoa-) 
yao-tetap poke pedomannya itu-. (poke yang lama jugo}.-mungkin 
pedoman itu soja... hanyo berbeda anjabnya sesuai dengan 
strukfurnyo-

p : kalo boleh tahu OC<lra yg kemaren sebenornyo untuk apo yo pok? Yg 
ke-en tanggal berapa yo pak? 

N: tgl14-17 ApriL 
P : itu kon tentang onolisis j<lbatan 
N: yo itu kan ada duo kegiatan ... kegiatan pertama binteknya. .. bimbingan 

teknis penyusunannya ... 
. P : pengisiannya yo pok? 
N : nga satunya kan bintekny<Lcaro-cara ..,nyusun.. kedua praktek 

-nrusun ... dua kegiaton..sehingga .. 
P : disesuoikan dengan """"""'larur yang baru yo pak? 
N : disesuoikan yang no...nl<larur yang baru ... bukan yang kan<L..Iomo kan 

dah nga berlaku lngLyang kuning._.. pinjem kan? Pernah? Nah 
iiu-

p : jadi mungkin pado dasornyo ··"""'""at Bapok ...dengan no-""\atur 
yang lama dengan n....eklarur yang baru ada perubahan yang 
signifikan tidak pak? 

N : oo berubah ... jauh ... 
p: .Jouh? 
N : iya dank . .itu direktorat-direktorat loch .. 
P: untuk d1rektorat_ 
N : Kolo untuk Sekretoriat tidak mosalah .. Direktorat kan ... Direktorat 

monitoring ewluasi..di<l jadi diseminosi ... yc kan ... ? Pemenuhan 
Perlindungan jadi Yankoroos. .. Yaa kon..yang ogok mirip ... mungkin dulu 
kan sistem informasL. sekarang informasi... Sino HAM ... 
Penguatan ... jauh lngi itu ... jadi berubah signifikan ... jadi ...mang horus 
disusun.. Kalo sekretariat tetep aja .. kep~awaio.n .. kepegowoJon, 
PPL .. ya PPL .. nga ada masalah 

P :Sejauh ini untuk sosialisasi analist:s jabatan kepo.do para pegawai 
bngaimana pak? 

N : Sosfalisasi..ya melalui unitnya ma.sing~masing ... 
P : unit mosing~masing 
N : iya anjab itu kan dilaksamkan di rnasir\3~masing .. analisis jabatonnyo 

sekretcriat yo di Sekretariat ... 
P : dari kepegawaian tidak ada yo Pak ? 
N : Sosialiso.si. .. yang kemaren pertemuan itu termasuk sosiolisasL. 
P : itu tenoosuk sa1ah satu sosiolisasi 
N: iya. .. 
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5. Pemahaman 
f"I!IOW<li akan 
aoalisis jabatan 

P : istilahnya yang kemo.ren itu Pertemuan bintek dan penyusunan ya ? 
N: itu yang d!puncak.Jni yang capacity building untuk intern .. 
P: ooo .. cnpacity building ... 
N : yoo .• memberiken pencerohan a:tau peng<lr<lhan masalah-masalah yang 

berh:ubungan dengan k~waian.. termosuk analisis Jabatan .. . 
t~ itu .. jadi contoh kemaren klto semuo sudah dopat I'I'WP .. . 
tententunya dengan I'I'WP itu kita mernpunyai kewajiben untuk 
mengisi SPT... nah kita poke orang pajak untuk penganahan """' 
mengisi SPT itu termasuk aoora capacity building intern 

P: Untuk acara kemaren _IJQI'OSUmbernya dari mana Pak? 
N : Kemoren .. aohh Pak Ses sendiri? .•. Pak Jamaan analisis jabatan 

kemanm.Pak Ses sendiri ya..? Pak Sesdit_ 
P : Dori BKN nga ada? 
N : Kalo yang dipuncok BKN semua. 
P : oaa ... BKN Semua.. 
N : Kalo yang diatas-BKN Semua 
'P : Meni'an ndak pak? 
N : MenPon tidak... 
P : Kalo MenPan ken-My<! kira untuk remune!'<JSi ... MenPan yang mengisi 

itu .... Kalo Yi3.1'«it ngisi aoolisa jabatan ya B'KN.... kare.na adtninistrosi kan? 
P : MenurlSt Bopak sejaah ini pera pegawoi sudah memahami belum 

onalisis jabatan termasuk pengisionnya..penyusunannyo? 
N: Wa Allah Hualam..ltu kan yang tau ken~ ma.sing-masing •. 
P : Dari acaro yang kemaren Pak..? 
N : Kalo dori ac:ora. kemaren mereko. antusia:s... .. ehh .. keingintauan mere:ko 

yaa n1199i-. memang 1tu kewajiben ~ uni1Jk melaksanakan 
tugas ... ken 

P : dori segi pemahaman ? 
N : yang tau mereke masing-masing._ yang jelas itu.. kita 

mensosialisasikan ini supaya rnereko. memahami don melaksanakan .. 
kala dalcm implementasi ken kit a tidak tahu._T opi ""(O kiro 
pelcksanaan tugas ~ sampai sejaah mana .. ~ yo sudah 
baeus 

P : Oari amra )'<U'q ketno.ren itu~jodi para pegawoi itu .. mengisi sendiri 
onjabnya yo pak? Moksudnyo uraian tugasnya.. 

N : yang dimana? 
P : yang dicikapa 
N: Oooh iyoo itu ese.lon m ..... eseton llnya mengisi sendirL 
P : Da.ri pengisian tersebut kira-kira para pegawai tersebut memahami 

tidak deskripsi jabatan dan opesifikosi jabetannyanya .. baekln dari 
analisis jobatan .. 

N : yaa memohotnL karena mereko: doh selesoi _mioolnya kemaren oda25 
e.selon rn dan 6 eselcn n ... 31 analisis jabatonnyo_ 

P : 25 eselon Ill dan 6 eselon n ..... utk eselan IV sendiri gmn pak ? 
N : Yoa sekorong ken lcgi sedang bikin ken ...... . 
N : Ohhh begitu ... 
p : Setelah nobis diberi peng<lr<lhan yang kemoren itu .. 
N: Ohh gitu va Pak 
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6. Respon pegawoi P : Re.spon para pegawai tentang ooolisis jobaton sendiri bagaimana Pak? 
ter~adap N: Responnya bagus kemaren ..• Yao ito kan semacam pedoman urrtuk 
analisis jabaton me.laksanakan ker ja kon .. 

P : Jadi pada dasarnya mendukung ya pak? 
N : Mendukuno .. 

2. Penetopo.tan 
Pegawai dan 
Anallsls Jobatan 
!. Penempatan p : Analisis jabatan itu kon .sebenarnya prosedur uraian rinci dori 

berdosorkan jabatan itu sendirLyang bef'jsi togas, tanggung jawab dan 
analisis jabatan kew<!jibannyo dan juga kualifikasi SDIAnya ... dikaitkan ~an anolisis 

jobatan itu bisa dipakai ""bugai dasar ... salah satunyo untuk 
penempaton pegawai ... 

N:BetuL 
p : Se.jauh ini opckah penempaton peg....,. disini ~ berdosorkan 

analisis jabatdn? 
N : Kalo-menurut soya sich ..• dari kaca mala kepegewakm penempatan 

pegawai ~ sesuai dengan aturan yang ada. .. kan ngo. .. masaklh nanti 
itu .. kita ..adtnlnistasi jobcrh:sn ini syaratnya ini .. .lni...hc.rus sar jOliQ 
hokum ... kita u~ teropkan itu .. tapi untuk anolisis .j<lbatan dolam 
pelaksanaonnyo.. kan kita tidak bisa melihnt "".j<l~ 100na-.punyo 
otasan masing--masing .. topi.. 

p : Jaru maksud Bapak atasan masi119~rnasing (pimpinan) juga 
mempengar~i penempatan pegawaL 

N : Ahhh pimpinan ?dalam penempatan 
P: Tad!""""'"' yang Bapak bilang tadi_.pimpinan masing-masing ... 
N : Jadi ginl..Kita menentukan jabatan A .. .Misalnya syarat-syaratnya .. SI 

dan sebagainya da!am penempatonnya .. hal ini kepegowaian ... kita 
kaorrunasi..l<ita punya kan...p .. .ehhh Pak Se.s nya melihat ~~ yang 
punya kepegawcion.. Bu t>irjen ""'"Y"tujui .. se!ama ini ,......; dengan 
yang kita syaratkan..utk .j<1batan itu .. tapi begitu kita tempatkan 
pelaksanaannya kan yang mangontral atasannya tnaSirg-
masing .. mereka dangon klasifikasi ini biso nga meloksanakan tugosnya 
itu..yao kan begitu? 
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2. Penempatan 
pegawai dan 
faktor pimpinon 

4. Prosedur 
Penempatan 
pega.wai 

P : Jadi ado sedikit interwnsi pimplnon juga yo.. .. yaa seperti yg Bapak I 
bilong 

N : Yaa fya pimpinan selalu memberi penga.rahan ... nomo.nya Pimpit1<tn itu 
kan membimbing ... dolom arti kan ... misalnyo si A kon tidak dil"!"'s 
begitu SQjo .. kon selalu dibimbing Pok Ses .. Mba Sari juga kan 
dibimbing oleh l<asobnya .. kan n.¥1 btsa dilepas sendlrt. 

P : Jodi dasar peloksanaan penempatan pegaw<~i? 
N SUdoh sesuai dengan persyaral<ln ... tapi dalom 

pelaksonoannya..tentunya juga akan me.merlukon bitnbingan dari 
atasannya juga.. tidak dilepes begifu aJa 

P : Jodi nga pure 1001. analisis jabatan yaa Pak? 
N : Nga...mungkin 
P : Pimpinan juga mempengoruhi 
N : Mempeng<ll'uhi juga ... tergantung bogc.ilnana yang mengoruhkonnya .. 
P : Ohh begitu ... 

P : Kala pendopat 9apak...5aya melihat dari DUK (Daftor Urut 
Kepangkoton) ado penempatan pegawai yang kurang sesuai dengan 
latar belokang pendidikonnya menurut llapak bagoimana? 

N : Itu bisa saja wjadi.. 
P: Bisa wjadi? 
N: Bisa saja terjadi .. kanena kan .. tidak semua orang sempuma. .. kadang

kadang yang namanya jabatan..ifu kon .. kepereayaan ... tidok ada hok 
dan kew<Qiban jabatan .... soya tidak punya hok punya jabaton, atasan 
kan atas dasar kepercuyaan misalnyo kepodo soya .. 

P : kan kala bardasorkon onalisis jabaton kan. ... spe:!ifikasi jabatan itu 
dilihat dori pendidikon . .pengakanan .. dan keahlian dibidong .. 

N: Ya semua.. 
P: Jodi itu penempaton tidak sesuai dengan pendidikan biso saja terjadi 

yoo.. 
N : Yoa biso saja ter jadi .. dimono-mona 
P: Kiro-kira kenopo tuch pok bisa terjadi? 
N : Yoa sesuai..kan pimpinon kan punya kebijaksonoan ... 
P : Kebijaksanaan Pimpinan yoa Pak? 
N : Iyao.. UU. Peraturan bi"" ado kobijakoanoan.. .. sesuai dengan 

kebutuhan 
P : Utk penempatan pegowoi 1om ado prasedurnya yoa Poki------1 
N: YaoA!h .. 
P:Penempotan itu k<m ... seperti mutasLpromosi .. o.do. prosedurnyo. .. mungkin 

istilah diktta ... Baperjakat yoa l'ok? 
N : Baperjakot ... yoa 
P : Kira-kiro . .untuk Pimpinon yang di Oirektarat (Eselon U)nyo dilibatkan 

dalam proses Baperjakot ini? Untuk peg<>wai yang ditempotkan di 
tlirektarat Ese!on n yang dipimpinnya? Dilibatkon tidok? 

N : dilibotkan_ yang kemaren dilibatkon kok 
P: Dilibatkon ya l'ok? 
N : Dilibatkon._ 
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- -··-----------! 5. Promosi ~ P : Soyn lilu:rt SK Menku!!lh<ll!Unisolnya unruk Eselon IV sudah adum .. tapi 
tidak S<Suai dililu:rt ada ynng tidak memenuhi salah satu itu gimana Pak? Tapi ynng 
ketentuan bersnngkutan mendapatl«ln promosi...menui"Ut 8apok bagaimona? 
Pr-omosi N : Itu bisa.. 

P : bisa soja U!r jadL 
N : bisa .. U!rutama seperti diklat pim biso setelah jab<rtan ... bisa juga 
sebelum jabatan juga bisa diklat pim.. seperti ynng kem<ll'en ada yang 
b<ll'u pramosi dari stof . .ada yang belum diklat pim .. nanli kan kita .• ke 
diklat pimkan.l<e BP51>M 
P : Jodi pada dasarnyo.. 
N : Tapi pangket iidak baleh iurun .. tidak baleh ku-ang ... misolnya kalo 
III a iidak bisa, horus IIIb 
P : Ohh jadi kalo .. unruk yang itu masih bisa.. 
N : kalo pangket, jabatan itu horus 
P : Kira-l<ira me...-ut Bapak bisa seperli itu atas dasor opa Pak ? 
N: opatuch 
P : Yang mendapatl«ln promosi seperti itu, dengon tidak dipenuhinya 
ketentuan itu 
N : Ohhh itu .. kalo pangket kan tidak bisa ditawar-tawar 
P : Kala uniuk syarat-synrat lainnya 
N : l>iklat ken Masih bisa trus pandidikan horus 51, sekarang horus 51 
kalo ngo yno ngo biso, sekorong yang bisa diabaikan tuch diklatnya. 
misalkan eselon IV belum diklat pim empat yao nga popa tapi pangkatnya 
horus minimal IIIb. kalo kurang dari III b ngo bisa diangkat itu aja 
P : Aturan yang membalehkan biso nya dipromosi tapi belum diklat pim 
Apakoh kembali lagi ke Pimpinon juga 
N : aturan itu, sayn lupo. .. ada PPnya ... 
P : Oh ada paraturan parintahnya 
N : Ada peraturan P<!'intahnya 

6. Pelaku panentu P : Jodi pelaku ynng mempengoruhi proses penempatan pegawai selain 
penempatan Bopak sendiri, siopa aja Pak kalo baleh soya tahu 
pegawai N : ~ menempatkan? 

P : Yang menentukan pegawai yang akan diprotnosikan atau dimuta$i~ yang 
berparan dalam proses penempatan U!rsebut? 

N: Yoo bisa. semuanya. bisa Eselon duartya, eselon satunya, kato disini kan 
· hanya mengolah soja. datanya ini. orang yang layak ini, hanya separii 
itu 

P ; Eselon duo disini termasuk Sesditjen juga yaa Pak? 
N : Iyno teratoma Pok 5es karena kan ynng punya kepegawaian 
P : Untuk kepegawoian sendiri punya kebijakon sendiri nga Pak dalam hal 

penempatan pegawai 
N : Kepegawoian tidak punya kebijakan, hanyo melaksanakan aturon, sayn 

ngo punyo kebijokan menempatkan si A disini, iidak..saya honyn 
memberikan bahan ini Pok. nonti periimbangon pimpinan 
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7. Pemahaman 
akon deskripsi 
jobatan 
(tupoksi) 

8. Penempatan 
pegawai dan 
kebutahon 
tupaksi 
direktarat 

9. Pellel'<lpen 
anolisis jabotan 
dalam proses 
penempatan 
pegawai 

IOJ(esenjongan 
kompetensi 
)'<lng ado dengan 
kompetensi 
yang dituntut 

P : Kiro.-kira pegawal disini contohnya untuk pego.wo.l yang berada 
dibawah bopak kiro-kira sudah memaharni otau belum okan tugas, 
tarl)gung jawab dan kewajiban jabatannnya? 

N : Oh kala yang dibawah soya sich jelas. mereka mempunyai uraian 
jabatan, tugas pokok dan kewajibcn.. 

P : Mereka memahomi )'<I Pok? 
N : MemahomL"""- saya tahu seperti pak djamaan. pak made._mereka 

1uu w-aion tugo.s masing-most~ sesuat ortanya, jadi mereka sudah 
memahomi tug<>Sll)'<1 masing-masing,1idak 1<1brak-tabrakan istilahnya, 
tapi kadang-kadang bi"" $(1jo soling bantu dalam meloksanakan 
tugasny<~ itu, kalo tabrokan nga mungkin karem punya rambu-l'<lmbu 
sendiri-sendiri seperti pensiunan dan mut(l$i jauh kan, pensiunan Pak 
Made, Mutasi Pak Lukman, tapi kalo dalam melaksanakan tugasnyo 
bisa aJa soling bantu 'terutama administrasinyQ 

P : llapak kan jnga ikut terlibat dalam proses penempoton peg<IW<Ii yang di 
{)irektorat 7 

N:Ehem 
P : Menurut llapak penempatan peg<IW<Ii untuk di semuo direktorat sudah 

disesuaikan belum dengan kebutahon tupokoi dari masing-masing 
direktorat? 

N : Kolo rencona sich sesuai disesuaikanJya kodang-kadang disesuaikon 
ditempot otau direktorat mosing-masing, nah tapi dalam 
peloksanaannya nanti kan kita 1idak tahu, yang tau atQSQn atau 
pimpimnny<~, pokoknya tugQS pokok saya ini, sudah saya laksanakan, 
mengemi akhirnyQ ynng tou Pok Ses ynng menjolankan, terakhir y<~ng 
menilai kan otasan mosi 'ing 

P : Menurut llapak onalisis jabotan itu kan sudah dibuat, namun sudah 
diterapkan belum dalom proses penempatan pegawai 

N : Ko lo y<~ng k"""""" sudah 
P: Sudah yaa Pok dangan memperhotikon pendidikan, koahlion don lain

lain, 
N : Mi$(llnya knfo bisa sesoro.ng minimal sud<lh lima tahun baru bisa 

diangkat menjodi seora Eselon IV 
P : Menurur llapak ada kesenjongan atou 1idok antaro kompatansi yang 

dimiliki pejobet y<~ng memangku suatu jabatan dengon kompetensi 
yang dikuolifikosin)'<l 

N : misalnya ? 
P : misalnya di keuangan kuolifikosi y<~ng dituntut disona solah sotunya 

bisa menyusun laparan keuangan, dan lain-loin sudo.h sesuai belul'l\ 
dengon kompetensi P£9owoi dengan kompetensi yang dituntut 
joba1<1nnya 

N : Kesenjongan saya1idak 1<1hu tapi kolo kompetensi mungkin saya tohu 
P: Todalcmoksud saya kesenjangon kompetensi atou kuolifikosi P£9awoi 

yang ada dibowoh kowenongan Bopok f 
N : Kola di tempot saya sudoh jelas kompetensinya, mereko ado 

kompetensi background kepegowoionn)'<l, dan kola ada kurang-kurong 
ki1<1 ada diklat kepegawaian, jadi kolo memong kurang dididik, ikut 
diklat k ian 
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2. Perubahon Nomenklatur 

kompetensi dalam arti dia horus mempunyai kualifikasi ehh .. atau 
paling tidak.. kalo tidak ada sertifikasi mengenai jabatan .. 
dasarnya mungkin yaa horus mempunyai pendidikan mengenai 
HAM... apakah 52 HAM atau apa.. kedua dia punya 
pengalaman .. pernah melakukan diseminasi, ketiga dia pernah 
mengikuti TOT... keempat dia barangkali memohami letak 
permasalahan akan tugas pokok don fungsi di ma.sing-masing 
jabatannya, baru kita bisa mengatakan bahwa orang itu 
competence .. tanpa itu saya rasa sulit kita asal comot aja, dapat 
jabatan kemudian tidak bisa merancang suo.tu rencana ker ja .. 
jadi analisis jabatan itu berbicara mengenai perencanaan .. 
planning ya.. kemudian koordinasi.. kemudian juga.. apo. planning .. 
organizing trus controlling dan adequafiF!J.. mampu 
mengimplementasikan .. soya rasa. dari prinsip-prinsip manaje:men 
itu, banyak berguna untuk menilo.i atau dija.dikan acuan bagi 
pejabat dalarn melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ... soya 
rasa itu dulu_ 

P: Analisis jabaton kon dengan orta yang lama sebenarnya di Ditjen 
Perlindungan itu kan sebenarnya sudah dilakukan Pak, namun 
kareno kita mengalomi perubahan nomenklatur kon.. sesuai 
informasi kepegawaian masih ada penyesuoian .. seperti yg kemaren 
acara penyusunan anjab .. ya Pak yo .. 

N: Ehheeh 
P: utk Direktorat Diseminasi sendiri gimano Pak? .. kan dulunya 

Oirektorat Pemantauan dan Evaluasi yo Pak ? Memang ada 
perubahan yang signifikon ya Pak sehingga horus disesuaikan 
anal isis jabatannya? 

N : Soya rasa perubahan dalam pengertian besar-besaran ... nga 
P : Tidak ya Pak? 
N · Dengan perubahan nomenklatur keliaton tugas pakok dan 

fungsinya mana? Dulu kan dica.mpur .. di Penguatan dan Diseminasi 
kan digabung .. disitu ada unsur na.ma.nya pelatihan, pendidikan nah 
itu semua ke. Penguatan ... jadi tugas kita hanya dengan melakukan 
ehh .. penyuluhan .. atau diseminasi yang durasinya satu hari saja .. 
tapi disitu kita juga ada .. dulukan evaluasi..bahan-bahan 
diseminasi.. itu kita akan buat workshop .. juga ada inovasi-inow:si 
tentang cora-cora melakukan diseminasi.. kita tidak bisa lagi 
diseminasi itu dengon model-model class tapi bisa juga 
memanfaatkan ehh kesenian, ada budaya ... mema.nfaatkan media 
cetak elektonik, memanfaatkan .. eehh .. apa .. ehhh .. event-event yaa 
yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Diseminasi yang 
dikaitkan dengan ehhh ... tugas pokok dan fungsi departemen 
lain .. tnisalnya .. pendidikan .. kita ma.sukkan unsur-unsur sosialisasi 
HAM itu di pendidikan .. di kesenian, di media cetak maupun kita 
membuo.t suatu apo. .. ehhh .. penyampaian-penyompaion tidak hanya 
melalui model kelas.. misalnya pemutaran film .. jLgO bisa juga 
melalui..ehh .. metode-metode eeeh.. pendidikan yang sifatnya 
tidak formal ya ... misalnya kalo ... hukum kan ada kadarkum melalui 
angket .. barangko.li melalui perlombaan, barangkali itu 

P : Jodi kalo boleh soya katokan mungkin dengan nomenklatur yang 
baru, Direktorat ini lebih spesifik ya Pak 1upoksinya? 
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3. Hatnboton dan klendo.la 
penyusunan 
jaba:tan 

4. Sostali.msi 
jabatan 

analisis 

ana lists 

5. Pedotnan anolisis jabaton 

N : Sebe"tulnya nomenklatur bo.ru kan .. berarti ada pembogion tugas I 
pokok dan fung$1 )'<lf'l9 lehih spesifik_ iya,. ortinya l'netnbedakan 
satu direktorat dengan direktorat laln .. satu ko.subdit dengan 
kosubdit lain.. ropi pado intinyn tetap me!Mt'lukon SDM yaog 
competence di bidoognya .. tidok bisa lagi..kita asal membutuhkon 
orang .. kemudian yang pe.rlu adalah pencera.han bahwa harus ada 
juga diimbangi dengo.n punish o.nd reward. bisa juga diitnbangi 
dengan .. reword ino beginL bentuknya kan bisa promosi.. bisa juga 
tour of duty. totJr of job, sehingga oraog itu bisa besor korena 
memperoleh rew<ll'd yong boik, kola konya mutas>nya di sini·sini 
Qja kiln je:lek. bisa ke kanwil, tnenjadi kadiv .. naik kemudian muter 
menjodi direktur . .coba kolo di<ini oj<l kon repnt, mompet gitu kon 
.ien.IQilQ karier~M~ 

P : Untuk 0011'0 yg kemoren, penyusunan anolisis jabaton deogon 
nomenklatur yoog bora kon untuk Eselon n don m yo pok? Ado 
hatnboton dan kondola nga Pak? 

N : hombatan menurut sayo ... hambatan teknis dalam mengisi analisa 
jabatan.itu kon perlu . .apo yo.~a teknis pengision anjob 
karena .. jadi memerlukon bitnbiogan.. sebetulnyn kolo ditanyn 
tugas komu apo. tapi intinyn berbosis kinerja..apa itu berbosis 
kiner jo? Bagaimano dla mampu melaksanokon program yoog 
tertuang dolam anggaran setiap tahunnyo.. itu intinyo.. jodi 
kinerjonyn itu, integritasnya itu diukur dori seberapa jouh dia 
bisa mefoksanokan program kerjo itu dongQII boik yong tertwng 
dalam DIPA. itu satu, yong poliog utamo itu, yoog keduo boraogkoli 
dari analisa jabaton akan terlihat ehh kinerjo set1ap pejabatnya, 
yoo tugasnya .. Noh kolo din oga mampu yao..ngapain din ngojuin 
orooram banvak-

P : Untuk sasialisasi kepada para pegowoi..menurut Bopok sejouh ini 
sudah cukup atau blm Pak? 

N : Soslalisasi apa? 
P : Analisis jabaton 
N : MenUI'ut sayo kon perlu pendompiogan 
P : Perlu pendomping yo Pak 
N : ortinyn kan kala ngisi secara sendiri kon sifatnyo umum.. nah dari 

nomenklatur yoog bora kan porlu ada pendompiogan pengision, jodi 
kita harus menyiapkon SDM yong bisa metnbimbing pogawoi lain 
mengisi dengon boik dan benor .. gitu yo . .sebab kalo asal ogisi nonti 
kasi<m dia melenceng dari tupokuinyu atau bisa semuo sama 
begitu, hanya melaksanakan anggoron sesuoi dalam program, kan 
jadi lucu, podahol kon ada hal-hal lain misalnyn yang t"!!as pokok 
don fungsinya tidak horus tergontuog podo Onggar<lll, yo .. misolnya 
dia porlu pelaperan.porlu juga potnbwton ehh .. apo. makolah atau 
letak permasalahan atau bahan-bahan materi .. nah kayak gitu kon 
diluor anggaran.. horus bisa nah ini kobonyakan menempol 
dianggar<lll berorti dio hanya semata-mato melaksanakon 

n, kon jodi locu 
P : Untuk pedoman onolisis jobatannyn seadiri gimano Pak? 
N : Pedomannya soya rasakon sudoh baik cuma mosih umum, kadong· 

kadong kita tanya sama pondomping, pedamping juga hanya bisa 
mengarahkon secoro. umum 
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,-,--·---------,~~--------~~~~~------, P : J' adi pedotnan umutn, mung kin darl BKN ya Pak ? 

6. Pemahaman pegawai okan 
anolisis jobatan 

N : lyaa pedomon umum dari BKN, sedongkan spe.sifik mengenai 
HAM. spesifik mengeooi ehh .. disem!oosi sendiri kan perlu yaa .. 
supayo tolak ukumya itu benor .. l«tlo ngo kito disomol«tn aj<1 
misolnya hanyn absensL itu kan umumkth adtninistrosl. yang tidak 
umum kan substanslnya. .. 

P : Jodi pedaman khusus belum yo Pok? 
N : Itu yang horus kita boot dan diuNikan di anjab itu topi perlu 

pendatnpingan makanya kita memerlukan beberopa •""119 yang 
dididik khusus bisa mengetahui seluk beluk cora pengisian yang 
baik dan honor, taiiP<l itu rasonya asal ngisi nanti 

P : Menurut Bapak pemohaman pegawai sejouh ini tentang analisis 
jobatan gimana pok? 

N : Menurut soya belum semua biso memahatnL jujtr aj<llah- more1<a 
kayak ngisi formu!ir bingang. kayak ngisi formu!ir pejok aja.,asal 
ngisi aj<1 tau bener tau nga. Jodi soya tidok mau be"""9'«tt 
pengisian anjob itu secara forma!itas tapi lebih dikoitkan dangan 
keperttingan dia sendiri, kompetensi dia sendiri, sebeb anjob yang 
balk akan memudahkan ohn pimpinan.. juga pemerintah peda 
khususnya untuk mengacu kepoda remunerasi nantL yaa kon ? 

p :ya 
N : nga bisa dijabarkon dengan jelas,kerjonya banyok..kon dia rugi 

atau dia kerja banyak tidok tergambarkan da!am anjab tapi . .loch 
gw kerja copek sampe sore sampe ma!om, kreditnya nga ada, gaji 
cuma ""9ini, kon rugi juga, Jodi di<itu perlunya pendamplngan 
supayo tercermin semuo dan anjab ini kon tidok tengantung orang. 
tergantung posisi_ jabatan ltu apo..misalnya staf.. staf tach 
ker janya ape . .horus tertalis . .siapopun stafnya ker jonya itu. 
siapopun kasienya otau kasubagnya kerjanya itu, kasubdit otau 
kobagnyanya karjonya itu, direkturnya ya ker jonya itu, nah kale 
direktur atau semua pejabat struktural dan non struktura! tidok 
ada pendompingan untuk mengisi dergan benar mengenai anjab, 
nanti ada persepsi yang salah Nntang kinerjanya sehingga 
remunerasinya tidak sesuai dangan karjo yang dia dilakukan, bisa 
aja remunerasinya dibayar. kerjanya nga atau kerjonya bogus tapl 
remunerasinya tidak tergambar .• itu kan semua horus bisa diukur .. 
jamnya .. hasiL outputnya..horus bisa diukur, salah satunya ya 
pengisian anjab yang benar, nah urttuk bisa benar horus ada 
pendamping .. pedamping ini opa, untuk mengoreksi dcin biasanya. 
pendamping yang baik menurut soya orang dalam yang dididik 
orang BKN nah .. 

P : Jodi perlu tenaga orang dalcm yang dididik khusus yo Pak? 
N : Yaa .. kolo BKN kon umum ? 
P:yaa.. 
N : Yaa kotakonlch beras umum- apokah beras ini catak, ape kit4 

ingln beras yang pulen, yang tau kon kito .. kalo m.,..,ko cuma bilcng 
horus mokan beras, nan kita beras yang mana? Berarti lebih detail 
yo, lebih spesifik, khas meng..,.; HAM, khas mangenai Disemlnasi, 
khas mengenai Program diseminasi, ooh itu tadi, itu tidak bisa 
BKN ngisi tapi tolak ukurnya soma artinya pengisian yang benor itu 
ol<an berukibat positif terh<u:fatl unan remunero.siA akan 

' . 

4 

Studi Implementasi..., Sari Puspitawaty, FISIP UI, 2009



2. 

7. Slkap pegowai akan 
analisis jabaton 

8. R""J>on pegowci terhadap 
amlisis jabatan 

P'""""""tall Pegawoi don 
Ancalisis JobGton 

1. Penetnpaton 
berdoscrkan 
jobatan 

pegowci 
analisis 

berakibat pasitif terhadao oromosi dan sebagainya 
P : sikap paro. peQQWoi menge.no.i analisis jabo.tao ini gimana Pak? 
N : ka!o saya fihat sich sikapnya belum antusias yaa .. kare.rKt tidak ada 

pendatnpi~ langsung yang biS<I, ""tiap kelatnpok paling tidok ada 
satu ""ndatnping 

P ; Kolo respannyo mendukung atau tidok? 
N ; respon yoo.. respon yoo notnoony<1 perintoh, yao..mau ngo mau 

horus rnendukung, !<arena kedepannyo nonti kala bohonnyo 
dijndikan remunerasi baik, Cutna metnanJ harus ada pedampingan, 
yo ibarot onakloh, pas uJion ajo .. kalo OS<II ujion aja kan hasilnyo 
jelek tapi kala dia les dibimbing oleh guru, oleh orangtua tentu dia 
slat> untuk rnenoisi denoan baik dan benar 

T erkait dengan penempata.n pegawo.i, ktln anal isis jabatan itu ko.n 
sebenornyo bi"" dipakai seuatu doscr utk penetnpatan pegowoi, 
pe.nempatan pegawaf itu tnacam .. rnacarn ya Pak, ada nurtasi atuu 
oromosi 
P : Menurut Sopak sejaoh ini di Citjen HAM pe.nempaton peg<IWOinyo 

sudeh berdoscrkan onolisis jobaton belum? 
N : Noh itu dia yang soya belum tohtJ pasti.. tapi kalo memperhatikan 

later befakang penddikan slch ok ... si ini cocok disini .. si anu cocok 
disinl 

P : dori latar belakang pendidikan tnenurut Bpk penempatan pegawai 
suclah sesuai ata.u belutn? 

N : soya pikir kala soya melihat dori pegowol baru nich yo. kalo si ini 
keuongan ditaruh di keuongan.. oh dia hokum, oh dia humas ditaro 
di Sisfo .• yo by feeling yo.sebab onolisis jobatannyo belum dibuot 
kan .. 

P : Yo memong belum .. 
N : Sebeb kalo memang sudeh dibuot ..onolisis jobatan untuk staf, 

bersifot umum." kan mosm umum"umum.. miso!nyo manger jokan 
iapol'<lll .. memosakkan doto .. yo membuot laparan . .ehhh kemudian 
me.mbuat menyusun laporan..gitu kan membontu pimpinan trus 
m~mbuat suatu makaloh, penyusunan atou melakukan verifikasi 
loporan data ltu soma, tapi kalo udah struktura! kan dia lebih 
spesifik ajo.. loporon .. !oporan apo? IICI'ifikasi ... verifikasi opo? 
sudeh berbicara tuch . .oh data Cisemlnosi Aparatur Penegok 
Hukum .. kalo S<lyo ngo..ke!ompak apo? Kelompak mo<yCII'Okat, lebih 
spesifik.. untuk kasubdit lebih lagi, untuk Oirektur dia harus biso 
memiloh mileh, kalo kasubdrr harus biso memiloh milah, ooh kalo 
direktur bekan honyo horus biS<I memiloh milah topi juga harus 
biso menentukan, barongkali dengon jenjong jabaton itu 
kompetensi orang diharopkan meningkot. topi permasolohannya 
space of control disini kon sempit .. 

P : l«<lo soya lihot dori OUK (Oaftar Urut Kepongkatan) kan ada 
beberapa dilihat tidal< sesuoi dori latar belakang pendidikannya, 
pendopat 9opak bagoimono ? 

N : saya 1'0.$0 kalo untuk :Staf utnum itu tidok horus ~ ini ya.. karena 
latar belakang pendidikan juga 

P : ada pejobat juga fuk 
N : '!loa ortioyo begini.. Cirektorat otou Cepartemen lni pun belum 

meoentukan ~ pendidikan ooo? Karena ilmu di kita ini kan ilmu 
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sosial yaa..katokan dekat juga de~n hukum .. lain misalnya 
dengan deportemen kesehatan, horus pu!l'(a kttar bei<lka~ 
baro.ngkoli kedokteran atau onalis kitnio. atau PU lebih banyak 
engineering disitu, kalo menurut soya pendidikan khusus- atau kttor 
belaka~ pendidikon khusus itu tidak ter-!afu srgnifikon topi akan 
diosah dan diisi dengan kompetensi pada scat dia mulai 
mengabdikan disini, saya rasa ber jenjong sebab kita juga belum 
biS<l ltlell<ontukan harus bisa apa, W<lktu melamar mereka kan pali~ 
biS<l bekaso Inggris. bisa mengoperasikan komputer, kttar 
belakang pendidikan ini, trus indeks pr-estasi minimal 
substonsikah •. tapi kala di kesehaton kan. puskesmos kan jelas 
harus dokter. Y"" kan .. ~· biso SH, om spocl< khusus, kala~ ini 
~ bisa dio difur<Jh dipuskasmos, ""laupun juru .-at dkl horus 
tahu, Kola kita kan ~a.. jobatan yeng space-space dibi~ 
kesehatan yoa jelos horus dokter dank disitu . ~ bisa Y<>"1 i<lin, 
mokanya disitu om Y<>"1 sifatnyo keahlion ... om Y<>"1 sifat!I'(Q 
tidok dibina nantl, nah l<olo yeng keahlion kan ... Y"" sudoh kala 
daktel', Y"" dokt.,. aja, gitu kan. yang lain non keohlion itu kan 
nanti akan dibina. · ada penjenjengan!l'(a balk penjOfljangan 
pendidikan teknis maupun adminlsirosi, misol!l'(a kepangkatan 
administrosi misalnya, tapi kala teknis.. TOT HAM atou apa, 
sebob. bendohara.opa kita ..,.,..lma seorong bendahara yang 
alamtan,tl3, atau behkan juga..kan nga . ..biasa-bklsa aja dia masuk, 
~<arena dia berpengalaman bertah.,...tahun disitu ya pint..., 
kemudian om pendidikan me"9""0i apa.. sertlfikasl mengeooi 
pejabat Y<>"1 bisa melakukan apa..!e~. t...der, nah itu kan 
dididik, tidok la~sung jadl 

P : M...urut llapak ado dosar atou aloson nga kenapa """""""""'' ado 
bebel'apa penempatan yeng tidak sesuai dengan kttar belakang 
pendidlkan tersebut ? 

N: Pokok!l'(a kita jangan terkecoh dengan kttar belakang pendidikan, 
mungkin orong itu, tapi kito · dengan onjab ini kita mellhat 
kompetensi .. kampet...si itu dia.. 

P : Karena pendidikon itu kan juga bngian dari anjab Pak? 
N : Iya ... pendidikan boleh aja kita cantumkan, dia SH tapi apakah dia 

ahli dolam hokum pidona, kita sekolohloh .o:unbil bekerja, Y"" kon. 
kolo umum aja kon dia bisa apa, tapi dengan pendidikan dan 
penjenjangan dla bisa..opalngi kemudkln dia di promosikan """""' 
berkala sesooi dengan kemampuan dan prestasi. jadi prestasi itu 
tidok tergantu~ dengan latar belakang pendidikon W<>iaupun di 
perlukon pado saat penerimaan,rekrutmen, ya tapi keahlinn dia 
akon timbul pada saat melaksanakan tugas tentu!l'(a dengan 
bimbingan dan ado anjab yang sudoh dibuat sebelumnya, dia horus 
berbuat apa? .Tadi keohlian itu akan timbul !<arena pengalaman, 
kompetensi itu akon timbul ~<arena dia mengalami. pengalaman, 
tanpa ado -Iaman dia kompetensi!I'(Q tidak kelkltan 

P : .Tadi maksud llapak mengkin pendidikan nga terlalu penting .. yang 
penti~ pengalaman 

N : Kolo di level-level atas din harus mempunyai pengalaman, 
tentu!I'(Q om syarat adminl- lain seperti -Iaman, pernah 
menaikuti pendidikan oenlenianoan. balk tekais maupun non teknis, 

' 
! ' 
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~- Kesesooian Penetnpattm 
Pegowoi dengon 
Kebutuhan Tupoksi 

3. Pelalw penentu 
penempaton pegowai 

itu aja, kalo la:tar bebkong pendidikan ituko.n formasi, kTta pufl)"(l 
so.r jana hukum sekian. sar jono. umum sekian .. itukan formasi 

P : Koreoo Pak kalo soya lihat dari OUK misalnya di bagian keuangan 
background pendidikannya bukan keuangan tapi koreoo dio 
mendapatkan diklat keuongan, d<a ditempotkan disaoo 

N: Iya berarti dia kon dianggap competence. punya kematnpuan 
? : Ya berarti pendidikan bukan noma,. satu yo. Pak? Bi.oo dengan 

diklat 
N : soya yokin pendidikan dalom pengertian untuk pengembongon 

kemampuon intelektual. kaalitas nomor satu iya tapi utk dia mahie 
dalam melaksanokan tugas tidak melulu pendidikan .. , pengolaman .•. 
tidak jaminan.. :samo aja dokter, bior dia dokter tapi dia tidak 
perneh bedah, beda dengon dokter ya119 sering bedah, kareoo dia 
sering melalwkan pembedahan, borangkali itu pengalamon ... , 
pengolamon metnpertanggungjawobkan laporon keuangon. biar dia 
akurrtnn tapi kala d<a belum pern<lh kerja disitu, boru teori ojo, 
yaa kalah .ie,gan yang sudoh Iaman 

P : Menurut Bapak untuk pene>npaton pegowo.i di Oirektorat 
Diseminasi sudoh sesooi kebtm.lhon Tupol<si di Direktarat 
Diseminasi nga Pak? Sesooi keropan Bapak 

N : kalo soya baru sicll •• kalo SGyG baru mulai yaa.-<H"Ota ojalah 
belum semuanyo .-pu.. 

P : Belum semua <esuai kebutuhon 11Jpoksi yoo Pak? 
N : YGG ortinya ukurannya ini, mampu atou tidok mampu ditenlukan 

oleh pitnpinan, atau direntukan dengon hasil ew~..,.; dan laporan, 
atau ditentukan juga dori ..,...kan dori IUO!'. ada 1iga.. 

P : Pitnpinan .. ? 
N : Plrnpimn sendiri 
P: Pitnpinan disini kalo SGyG boleh t<lhu siapa Pok? 
N : Yaa berjen,jang .• kalo stof mungkin kasie, kalo kosie yaa kasubdit, 

kalo Kasubdit yaa Direktur, l<nlo Diraktur mungkin Dirjen 
yo.. . .Pimpinan disini, Pimpinan dalom jabatan strukturoL nah 
kemudion juga.. ininya dari IR<lSy<D'<lkat juga bonyak keluhon atau 
nga?kalo ado keluhon dori mosyarokot, ini jelek, neh, mosyarokot 
ini bisa ddr'i organisasi kita, bisa juga dari lws .. kato dcri luas 
miso.inya ngojar diloor, monyarakat ke<ewa ternyata tidak sesuoi, 
kalo dari dalam biso oja, apokah itu nomanya inspektorat jenderol, 

itu s:e!Qen, la!>oran nnva amburndul. noa !Jeres •• 
P : Menurut Bapak kemaren itu kepegowoian melakakan penempaton 

pegawai, melcdwkan promosi juga muta.si, begitu juga di biseminasi 
mendapatkan pegowai yang dimutasi don dipramosi .. menurut Bapak 
doktm proses penempatan pegawai untuk Direktorat Diseminasi 
Bapak dilibotkan al<lu tidak dalam penentuan penempaton pegowoi 
ini? 

N : Untuk yang periade ini SGyG tidok dilibotkan 
P : J"adi tidok libotkan yoo Pak 
N : Tidak dilibotkan 
P : J"adi mungkin ehhh pelakunya honya kepegowoian yaa Pok? 
N : Iyaa, kit a tidak pern<lh di libotkan 
p : tidok perneh dilibotkan 
N : IY<I tidak dilibotkan. noo tau Y<II1Q lalu-lalu..savc kan boru.. 
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4. Prosedur penempatan 

5. Faktor Pimpinan dalotn 
Penempatan pegawai 

6. Penempafl:m -~ 
(pro!IU)si) yang kurang 
sesua.i aturan promosi 

P : Seloma Bpk diSini iidak perrah di!ibotkan 
N:l'b:l 
P : Vtk penemp<>tan kon pasti ada prosedurnya yau kan Pak? Seperti 

yang disudah dilakukon llepartemen. istilohnya Baper jakat .. 
mungkin tidak ada llaperjakat yaa Pak 

N: Ada mungkin tapi kito tidak dilibntkan 
P : Ohh gitu .• Menurut Bapak yang terllibat siapa oja Pak? 
N : Sesditjen sama Kabag Kef>e!Jawcicn 
P :Jadi Bapak istilohnya sebagai usher atau 1"'1199UOO!IYa seadiri tidak 

dilibatkan yau Pak 
N : Perasaan snva nqa .. noa .. 
P : Jadi kalo sayo simpulkan ada faktor p1mpinan dOI'i 

Ses..tnempef1901'Uhi penempatan . .atou ada inter\'ellSi yau Pak? 
N: Soya lihat bukan ;.....,.....,.;, mungkin kO!'ena maso.loh ~ 

itu masaloh administratif . .cpakah itu memung kewenangannya dia 
mungkin yo kita dianggop kan teknis subtonsi. mungkin persepsinya 
detnikian. Jadi buk.an tidak mau melibatkan atau melibatkcn, dio 
menganggop itu tugas dia..emang betul Sich kola dilihot dOI'i situ, 
cumo dilihot dori kebutuhan kito, yau semuo kan menginginkan 
yang baik, mungkin ada 11\QSQioh keterbatosan eehh. orang yang 
dipramosikcm ini terbatos, ada yang jelek, ada yang bogus, 
kompetenslnya dibagi rata.. nga semua dikasln bagus..atou ada 
budaya ker ja yang negatif like and dislike .. ya kon..rah ini yang 
jolek 

P; Like and Dislike dart Pirnpinan 
N : Iya...soyo sendirLkalo soya.. kito tidak boleh mempunyai like and 

dislike, jadi menurut sayo kita pimpinan horus mampu 
mengelaborasi kekurangan dan kelebihan stof digabungkan 
tnef1jadi suatu tim yang bisa beker ja soma dongan kekO!'angan dan 
kelebihannya, kita nga bisa .. yang baik-baik soja, yang pinter
pinter oja, nga bisa juga. sebab dari yang pinter-pinter. dari yang 
balk-baik kalo dikumpulkan berS41na ada aja yang merasa 
kat>asitasnya tidak terPakai trus dia merasa tidak cocok 

P : Dilihot dari oturan yang ada, cantahnya promoSi dari stof monjadi 
pejebot eselon IV itu kon, persyOI'otannya horus me. horus 
adum.. saloh satunya itu kon yau Pak..topi dilihat ada beberapa 
pramosi yang di!akukan oleh ~ian yang tidak memenuhi 
5yOI'at tersebut, menurut pendapat Bapak gimana? 

N : Sayo rasa bukon memenuhi syarat, itu sendiri tidak menjadi suatu 
konsekuensi lag is ko!o kita mengangkot atau mempromoSikan orang 
ini tidak adum, tidok inL. tidak ada konsekuensi logis untuk 
dipersalohkon, yaa kan, jadi beperjakot tnenerillUl taleransi
totero:nsi itu 

P : .Jodi sepertinya ada kebijakon khusus donk, mentoleransi yang 
tidak memenuhi aturan tersebut Pok? 

N : Seya tidak melihot kebijakon khasus, kemampuan itu ndak diukur 
dari pondidikan dan pefljenjangan pangkat tapi diukur dengan 
kompetensi borongkoli, kita bicara pasitif .. ahh dia bolum odum, 
ahh dia bolum IIIb tapi dio kerjanya bogus, """"pu .. rah berarti 
kan ada peniloian di pimpinan yang bisa munghapuskon otau 
menoabaikan yanq namanya panqkot dan adum 
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P : Bopak bikmg k<ln pimpinan, berorti istilah namanya apa Pal< k<llo 
buk<ln i«lbijokan pimpinan yang bisa tMiakuk<ln seperti itu 

N : Yaa I<A!bijakon pimpinan .. hal< preogonf 
P : Yao berortl Bopak setuju dank kolo ada kebijokon pimpi!10n 

itu . .ortinya tidak masalah k<llo salah satu dari syarat tersebut 
tidak dipenuhi 

N : 1Colo S<tya melihatnya tidak b<gitu .. k<llo S<tya melihot .. k<llo memang 
tadi disebut k<ln horus ada adum, ada syarat .. trus tidal< dipenuhi 

P : Y aa se.suo.i dengan SK 
N : P~syarcrtunnya ini..itu .. tidok dipenuhi..jadi pimpinan kan menurut 

soya. tidak ada konsekuensi..atau tidak ditakutnya dari pimpinan 
untuk mengangkat atau memproMOsikan yang tidak memenuhi 
syarat administratif tapi hanya berdasorkan competencenyo. kito 
bicara positif. k<llo negatifnya kan aah in! kan k£po!10kannyo 
slini..lni staf gue .. biarlah gw promosiin .. berorti opo like and dislike 
yao kon .. berarti opo aahh nga ada sangsi .. biar nga odum juga, mou 
soya angket..mau nga..apa S<tya dipecat, opo S<tya ditegur, 
ngo...buktinya irjen nga memeriksa. kenopo ini bisa .. berarti kito 
ada pengabaian kan, Jodi soya melihatnyo..bukan pimpinan setuju 
korena tidal< ada konsekuensi logis terhadap tidal< terpenuhinya 
syarat administrosL yaa seenakaya meraka ~Mngangket otau 
~Mmpromosikan dan tidal<. 

P : Jodi mungkin pimpi!lOll biro melakukan itu dilihat dari 
kompetensinya yaa Pak. walaupun iidak memenuhi syarat yang loin 

N: 1Colo dilihot dari kompetensL itu pemikiran dari sisi positif. ooh 
gitu kan..ooh kala dari sisi yang negotif ini yang jelek. .. yang like 
and dislike .. Yoo kan? 

P : Noh kalo rnenurut Bopak. kalo disini di Citjen HAM .. dilihat dari 
kompetensi atau dari like and dislike? 

N : Yaa begitulah. Noh koreno soya tidak dilibatkan, k<ln soya tidal< 
bisa mengukur.yoo kan.kalo S<tya dilibatkan mungkin soya biso 
jawab .. ada orang yang salah satu .. ohh ini loyal.. berarti lii<A! and 
dislike .. tapi oh dia pintar bahasa inggrisnyo juga.ooh berortl 
positif. tergontung wriabel opo yang mou dipake ... mosolohnya kit a 
kan. soya tidak dilibotkan .. yao kan .. ya kita okon kesulitan kalo kito 
bertindak sendiri .. misafnya saya mengeoot sari dari lima orang. 
soya mengenol sari topi S<tya tidak tohu pekerJaannya yaa 
kan .. sementara nia S<tya tahu persis seperti opo pekerjaannyo. 
'"""" yang S<tya promosikan_yaaa soya pramosikan nia, yaa ken ... 
siopa yang me.nilai..topi kato [)i~ diikutikon ropot ohh tya si ini 
begini, ada mosukan .. ada decentring .. ini kan tidak terjadi ... jadi 
se:tnua biso diterjemohko:n suka-sukalah .. 

P : jadi maksud Bopak Pramosi sesearang yang masuk I<A! Direktorat 
Bopok tapi Orang yang dipromosik<ln tersebut tidal< berasol dari 
Direktorat Bopak yaa Pak ya? Jodi Bopak tidal< tohu kan 
kampetensinya dia? 

N : Soya anggap bisa b<gitu.. S<tya nerimo jadi aja 
P : Kecuali kala orang itu berasal dari Direktorot Bopak yaa Pak? 
N : 'Tidal< selalu demikian .. dengan pergoulan yaa soya bisa tohu Juga 

(pegowai yang bukan dari DisemitltlSi) .. oh misalnya si ini 
beqini..misalnva si A..dia bantu setiat> ada event, sava o.iak, tidal< 

9 

Studi Implementasi..., Sari Puspitawaty, FISIP UI, 2009



7. Tolak ukur (indikator) 
keberhasilan peluksaooan 
jabatan sesuai d~n 
ooolists jabato.n 

8. Komposisi pegawai dan 
pelaksanoan tupoksi 
direktorat 

susah menilainya. Tapi l<alo menilai spesifik se:suai onjab kan susoh 
Mestinya protnosi itlJ anJabnya gimcma orang ini da!am bekerja? 
Setelah sekian tohu sebelum promosiin.. kan ada tolak 
ukurnya .. kalo bicaro idealnyo kan begitu .. ab.sennya: sekian .. ada 
recordnya ... kito oda nga recordnya7 

P : Jadi seharusnya tnetnang anjab itu horus ada indikator 
keberhasilan pelaksonaannya yo Pak7 

N : YatJ harus ada..horusnya anjob itu membicorakt:!n record, track 
record ada, absennyo ..,.;og masuk oga, yo oga7 Trus tugns
tugasnya dilaksanukan o:tau oga, itu kan tidak ada dotanyo. saya 
hanya rnelillat barangkoli ro,jin sarno oga ro,jin, pinter """"' oga 
pinter tupi deogan penilaian yoog saogat subjektif 

P : Jodi menurut Bopak Indikotar keberhasilannya juga belurn oda yaa 
Pak7 

N : Semu .. berdasorl«m peniktian sojo..peniklian pimpinQt1 yang o.kon 
mernprarnosikon atau mernindahkan, yoa kan .. ohh ini surat kaleog. 
oda ogo buktinya, ogo oda. kalo ado kan pernah diperiksa """"' 
Irjen, nah 1111-.atau DP3 dech yaog jelas, tiap tahun dilihat ngo. 
1111 semua kan ogo dipake, asumsi saya begi111, DP3 tidak dipekoi 
adrnlnisil'atif yoa kan, pendapat atasan atau bukas atasan tidak 
ada 

P: Untuk para pegaw<~i dibawah kepemimplnan Bopak yoitu Dlseminasi, 
rnenurut llapQk kamposiSi pegawalnya sudah mendukang 
peloksanaan tupaksi lliserninasi belurn Pak7 

N : Saya okan menilai akhir tahun kali ya...karena saya belutn setahun 
disini_ 

P : s.rtidaknya Pak sejeuh ini Bopak dlsini 
N : Yoa soya bliang .. kalo llhat progrom aja ya dari limo puluh tiga 

program sodah hampir ada se~. jadi soya anggap yao sudah 
rnampu tapl kalo dilihat di baogunan struk1ur kon, dislni tidak 
normaL mosa. stafnya cuma oda lima ata.u enmn, sedangktm 
pejahat kaslenyo aja oda delopan, kan oga cocok, seharusnya s-tuf 
kan lebih banyak, bangunannya kan piramida, kolo inl piramlda 
terbalik 

P : Ohh gitu ya Puk 
N:Iyokan 
P : jadi menurut ll<!pak jamlah SDM juga kuraog yoa 
N : 5ayo tidak bilong kurang atau tldak yo tapi lebih baik begitu tadl, 

kerjaon kita apo sich, kita belum biso. mengukur kerjaan kita, 
kemudian tidak bisa membagi d~n persls ... itu kan repat .. 

P : Maksud bapak tidak bisa meogukur ker joan kit a berarti pegawal 
dlbawah Bopak tldak mernahaml tugas, taogguog jawab dan 
kewajiban 

N : Mereko mernahami tugas-tugasnya cuma 
P : mernahami itu kan kanteks meloksanukan tugas, tangguog jawab 

dan kewojiban .. 
N :Iyaa seperti yang tadi saya bllang .. itu sudah dilaksanakan 

setengah • .berortl sudah memahami, <:tJIOO beglni loch kita jaogon 
terfokus dengan bargunart itu harus piramida o:tau tid'o:k .. tapi 
piramida 1111 cerminnya jelas, bukannya staf itu horus leblh banyak 
atau """· kolo menurut soya bukon horus be<iitu iaol tapi kita 

I 
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r---,--------------------.--~h~-u-s7b7iro __ m_em __ wm~-~~-f;u·-~-s7i~ruw~i-ma--,~~~----ma--si~~~~--~~~t~u--o~--.. 

dari situ kifa bisa menentukan berapa orang Sich untuk 
menger jakan ini.. bayangiin stafnya bonyak tapi ker Jaannya 
temporer, Jadi rgonggur kart. hari-l1ari ada yang dataf9nya suka
suka. berarti kan kerjanyo: ser®utan 

9. Sumber Daya Manusia 
(SDM) 

10. Kes<!njo~an kornpetensl 
')"'~ ada dengan 
karnpetensi y~ dituntut 
darijabatam 

11. ~ Penem~ron 

pegawoi 'l"'~ tidak 
berdasat'ko.n analisis 
jobaton 

12. T olak ukur keberhasllan 
pelaksaanaan jabatan di 
suatu Direktorot sesuai 
dengan analisis jobaron 

P : Jadi menurut Bapak SDM disini girnona Pak? 
N : 'l"' itu tadi SDM disinl rnasih kura~ rnemahami ~~ jobatonnya, 

hanya rnemahomi ~as apa y~ diperintahkan sajo.. kalo ~ 
diperintah laporon ~· dibuat, yaaa ... kalo ~ diperintah dia ~· 
akan dato.ng pagi, kalo rga dimorahin dia rga aka.n ngisi absen, 
berorti mosih lack yoo .. dari segi kedisiplinannyc masih kurong, topi 
itulah.. kasalahan pimpinan .. ya munqkin rova ikat salah ,juga 

p : Kalo ruwi segi kasa~ kompetensi pegawai dengan kampetensi 
~ dituntut giii'IOOO Pak? 

N: Oh ada pasti, kalo kei~inan soya kan ... 
P : jadi Ada kesenjangon ya Pak? 
N : Antw kasubdit 
P : Bukan rnaksudayo kese~an a~ kompetensi ya~ dirniliki 
~ dengan kernpetensi ~ dituntut ruwi jabatan itu 

N : Kese.njango.n sioh ada topi ee..~ persen soya ~ bisa ~~tu~ 
P : Signifi~ ~ Pak? 
N : Signlfikan juga ~ bisa siukur .. ~ soya doh bilong ~· bisa 

dihitu~? 
P : Tapi pada daswnya rnas<h ~ sesual dengan spesifikasi ~ 

dituntut dari jabatan yaa Pak? 
N : Snya rasa dernikian, disini kan inlsiatifnya kuraf!! yaa 
P: Inisiatif ya Pak? Dori segi kernampuan dan keahlion girnana Pak? 
N: Kala kernampuan si<:h .. yaa bolehlah 
P : lnisiatifnya oja ku""'9 yaa Pak? 
N : Yaa ku""'9, korena itu rnereka nu~ ... muf!!kin - ~ ada 

bonus .. kolo ada bonus daoh yoa ~? 
P : ~on Bapak untuk penernpatan y~ belum sesuai Pak? 
N : Vao sernuanya dilibatkan dalom proses penempatan ... umer 

yaa .. dili-. jaf!!an tidak dili- sebab bagairnanapun akan 
berpulong kapada usher kan. Bnya~kan soya minto kamputer 
dikasih jaf!!krik trus ini rnau boot apa 

P : BeraMi belum sesuai hwapan Bapak yaa 5ebagai ush..-
N : Sebago! usher eehh kkusus untuk rn~i soya tidak minto sesuai 

har~n. topi dilibatkanlah. Kalo ada rnutasi soya dilibatkan, soya 
ikut. Apakah ini ada suatu kasus, sebob dulu-dulu dilibatkan, 
begitu soya rnasuk tidak dili- sernua. Noh itu aja, jodi 
seboiknyo dili- sehi~ akon berbunyi suatu panempatan 
tidak honya satu pihak sajo topi oleh beberapa pihak, bogusnya itu 
ada decent!~. ada~ bilaf!! bogus ada y~ bilo~ jelak, yaa 
kon atau ada yaf!! bilaf!! sernuo bogus, ada yof!! bilof!! semua 
.ielek. itu <l.ia 

P : jadi tolok ukur kaberhasilon S<0""'9 pejabat dalam melaksanakan 
jabatan sesuoi onalisls jabatan jadi belum ada yoa Pak? Kan 
seperti Bapak bilong rnasih sernu 

N:Yaa .. 
P : Ada nga iniSiatif da.ri Bapak. dori ()irektorat Disetninasi se:ndiri 
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---·~--------------------,---m-em~bw~t-~~-u~ind~i~~o-r~ke~ber~n-as~i~km--pe~l~akeo~-~--n~~--o~ks~i-----, 

N : Soya kalo nilai sendiri StJbje.ktif, ini rajin oh ini ngo., lebLh baik 
dibuat secara bersama seperti itu tadi, kita buat pendarnpi~ 
sehi~ga segala sesuatu itu terkabul. kita kalo disuruh bikin 
laporan ya kita boot komitmen, laporan jenis ape harus selesai tigo 
hari, laporan jenls opa harus selesai seminggu, laporan jenis apo 
harus sefeso.i sebulan, misalnya la:poran bulonan yoo sebu!an horus 
diulesoikan. ya~ ~.,. joksn siapa, begitu ulotna ubulan dia 
kelar b<!rarti bogus. kela ubulan yaa bogus, kalo diatas ubulan 
yaa itu jelek, ~n harus seluai tiga hori tapi ~ dibwt yaa 
nan tuch ini 

P : Jodi horus dibwt indiketor keberhasikm secora bersama-sama 
yaaPak 

N : Iyaa tolok ukernya jelas jodi bisa diuker, misalnya soya mesti 
ketik surot nich yaa tentuken si A mesti ngetik surat konsepnya 
ini, Y"" kita horus tentuksn berapa jom dia horus jodi, kalo duo 
hari berarti dia ken ~ bogus, ki!G horus tentuken, nulis suro.t, 
ngetik surot atau ngoter surat, ngolah data, membuot laporan, 
membuot tabulasi apalah kerjoan kiw urai satu-satu, misalnya 
fatocopy, atau suruh browsing data mengenoi s!Gfistik tenta~ 
kemiskioon si suatu propinsi, kito ken udah ada saraoonya itu 
harus diteatukan berapa lama, duo jam ternyatG ~ selesoi ki!G 
tanya kenapa, disitu kan ada resumenya, ooh ini interne!Gya macet 
yoo..otou tidok biso dibr-ng, otou tidok biso opolah, bisa dilihot 
ojo tapi ~· bisa diprint, fak!Grnyo kito lihot, nah kala bogus .. Jodi 
kito itu belum bikin detail itu dolam anolisa jabotan. Kalo untuk 
fotocopy berapa lama, trus untuk browsi~ berapa lama. Suruh 
download berapa lama, bikin surat, nyampolken surat, mengogemila 
surat itu horus, saya misalnyo nyuruh inl horus ada ~ 
j<IWQbon berapa lama, ooh itu di itung dia dalam waktu sebulan dia 
dah buot berapa suro.t, ooh sekara~ kan kala diraso rajln ajo, 
trus nanti pimpinanny.a gonti mafo.s dia 

P : Jodi sebenarnyo belum ada yoa Pok tolak ukurnyo ? 
N : Anjob perlu pendampingan, darl pandomping kito bisa membuat 

orang ini boik atau tidak, buken boik dolam arti moral ya .. boik 
dalarn ker ja, profesionol otau tidok, punyo kampetensi. Kalo 
profesionol dalam kerjoan sehari-hari, kslo kampetensi dia bisa 
behasa inggris, dia nga Itu yang belum dibwt jodi krro sulit untuk 
meniloi. Misalnya boik, boik dalam hubungannyo opo? Yo setiap pagi 
kalo ketemu dia hormat Pak, opokeh itu merupakan penilaian, wah 
itu sub jektif 

P : itu larinya bisa ke like and dislike yo Pok? 
N : Yaa justru itu, salah tidak menyolahkan sayo tldok dilibotkan, 

mu~kin bonyak like and dislike, jadi tidak ado param«ternya, 
paling tidok absennyo berapa perun sich, beropo bonyak dia 
setohun kan ado, yao ken, trus DP3nyo gimano. Pali~ tidok ada 
duo, trus ~li ditamboh pernah nga ado hukeman jobotan, 
keempot ya~ sari bilang fak!Gr kompetensinya sudah mencukupi 
otau belum ? yao ken, trus doh adam apa belum misalksn? Udoh 
dipakai belum oturan ~ ada? Minimal kala doh dipakai ken 
lumavon, bian>un ibu t011i ado vano bilano dia belum adt.on 
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Bu. se.moo bisa tnenolok Kenapa aturan tidak dipakai, sangsinyo. 
aja nga ada, yoo. ka.n, coba kalo ado inspeksi dori Ir jen, oh nga blsa. 
harUS difurunin lo.gi, masih ffi0, tfliMftllOI horuS mb, beltftl'\ adum 1 
logi keoopa bisa diprotnos1ko.n, turun lagi. Mokonya sekarang anjab 1 

untok Direktur aja, keno.pa imigrasi bisa tnast.Jk kesinf, kito. ken 
belum membuat iyaa kan? 

P ~ Jodi kalo boleh saya simpulkan berortl analisis ja:baton belum 
dlterapkan pada proses penempatan Jabo.tan yaa Pak 

N: Sejotiny<~ begitu, kito boru membuot, jodi tidok 
P: Berorti dengonORTA lomapun tidok diterapkon yao 
N : Yoo koyokny<~ <ep<rti itu 
P : Aoolisis joboton detlgon nomenkoltur yang lomo sudoh diboot topi 

<ep<rtinyo belum diterapkon pado proses penempatcm ~awoi 
N : Sehorusnya anolisis joboton itu dib...t, didompirgi, diklorifikosi 

ado yarg kurarg otau rea. boru dioplikosikon ditiop-tiop level. 
Jodi kita taoti aja, topi kola onalisis jabatan itu hony<~ dibuot asol 
rgisi aja, farmolitas aja, ya gitu-gitu ajo. Itu bukon budoyo ker jo, 
itu budoyo orgonisasi yare mosuk dori luar, yao kon suko-suko, 
pengoloman sa.ya di imigrasi, orarg yare rajin itu bermuko empat, 
di 1-bM ini yorg borbentuk bulat itu yarg rgo rajin 

P: Jodi budoya mempengoruhi yoa Pal<? 
N : Yaa budoyo, ororg jowo bawa budoyo jowa, kolo rea manggut

mongut biarpun ku jonyo bogus dia nga SQpan anta.ra lain, 
okodemisi mosuk, murgkin dia mergerjokan bogus topi yarg lain 
rea dihiturg, jodi tidok ado yang utuh dipegang dan ditaati yao, 
jadi kita horus buat anjob sayo satuju, pedompirgan yes, untuk itu 
opa coba dillllrifikosi cocok atou rea. kolo rea dirombak lagi sampe 
coco!<. setelah cocok kito tooti bersa!no yoo kon sampoi jobatan 
direktur. Direktur horus bisa opa ooh pengalaman Kadiv Yankum 
sekian tahun, ohh misalnya kil.div nga. kasie nga bisa jadi direktur. 
opa benar hoh? salah Pok. Kok didiemin, kok bisa masuk, ""bob oh 
ini..it~Lkok biso. dfongkat ap<1 kelebihonnya, kan bisa a,ja. orarg 
nonyo begitu, sa.ya ngo bisa jowab, soya honya ditugoskan menteri, 
ado SKnya, kolo soya suka tau nga suko soya horus turun, dan sa.ya 
horus mompu, suko otou tidok suko podahal kon tidok demikian. 
Koreoo tidok odo juga pengadoon. Mlsalnya pejobot publil< BI, woh 
maso insiyur, protes dank, nga odo protes sich, mokanya soya 
bilo"9 anjob dibuotlah, tentukan kolo diroktur itu jobatan terbuko 
asalkon IV c boleh yoo sudoh, keahlion kan biso nutup nan1i biso 
diisi, t.api kaio ngo horus kadivyankurn dua periode yaa kan, be.roti 
direktur itu okan diisi oleh kodiv yankum yang sudoh duo periodo 
tcmpa tnenyebt.rtkon waktu, ya sudah berarti :Setahun disam, 
setahun disinl atau seto.hun setengah atau eoom bulan-enam bulan 
terserah, minimal Kosubdit horus jodi kobid didoeroh, otau kodiv 
yonkum horus kosubdit minimal pernah duo. koli menjabot eselon 
m dimana aja boru bisa Jodi Kadiv Yo.nkum, kalo ini kan '91 jelas, 
oaa permh dijadikan kisl:-kisl. jodi siopa donk kasubdit itu-itu aja, 
ke daerah ktm ada re.sistansi. liat bu vero disitu aja., pak made 
sampe pensh.m kan kasian, disitu Qja be.rduo, itu horus dipikirin, 
.iadi-an.iab itu harus diboot serius 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

N4r-Gsumber 6 : l:lireldur PenguGtan HAM 

: 29 Mei 2009 

J<~m : 14.05- 14.27 (22 menit 14 detik) 

NO PER.TANYAAN JAWABAN 
I 

1. AMii!ris 
,j4batan di 
DitjenHAAI 

P : Sebenarnya analisis jabatan i1u sendiri menurut informasi dari 
kepegawaion urrtuk IIO!llenkkrtur Y""!! lama sw:r..h dilakulo:m, """'"" 
k<lNnc kita -lami perubah<tn aria jadi dilokul<an penyesuai<ln atau 
penyu$Ur1Cln anjab yong bc!ru disesuaikan dengan II0!1Ienkkrtur Y""!! 
bc!ru . .seperti """"' yg 1<emaren ya Pak..ada penyusunan menurut Bapak 
bagai ..... Pak? 

N: Apanya? 
P : Memong perlu ado penyesuai<ln ya PalO 
N: Pwlu 
P : Adn perubohan Y""!! signifilam ya Pak 
N: Harus..korena. ada perubah<tn strukttr organisasi ... kalo perubanon 

muktur organisosi itu kan merubah tugas. pakak dan fungsi 
P : Urrtuk Direktorot ~uatan sendiri perubahannya signifilam nga Pak ? 

deflgan II0!1Ienkkrtur yong lama 
N : Ehhh sebetulnya tidal<.. 
P : lldak ya Pak 
N : Ou!u itu kon Oirektorat Bina HAM.. Sino. HAM itu menangani dua 

kegiatan, yang pertam<1 Diseminasi, yang kedoo pelatihan... Dulu ... 
bahkan lebih loos dlseminasi dan pendidikan HAM 

P : Un1uk ~ gimaoo Pak? 
N : Itu """"' dengan .. .ehh •. tugas utoma RANHAM yang ke...empat, tugas 

RANHAM yang keempat itu kan Diseminasi dan pendidikan HAM, 
kemudian dengan adanyo perrrturon Menteri Hukum dan HAM yang boru 
thn 2008 ... itu berdirt Direktorat yang boru .. namanya DiSetninasi 
sebogai pengganti Direktorat Penumtoucm Ewluasi don Pelaporan .. Nah 
sebngian tugas Direktarat Bina HAM waktu itu .. yaitu kegiatan 
disemina.si akhirnya berpindah ke Direktorat Disemina.si..Nah kegiafun 
komi tinggal kegiaton pendidikan dan pelatihan HAM, dan kemudian 
kegiatan pendidikan dan petatihan HAM ini.. ketika. kita 
menyusun . .ehhh .. rencana perubahan organisasi dan tata kerja 
Dlrektorat .Jenderaf HAM yang baru ini.. di Kantor MenPan itu 
disepakati. bahwa untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan HAM yang 
dUNlSinya. dua hari sampe dengan enam hori, .. itu dibksanakan oleh 
!lirektorot Jenderol HAM, Kalo kegi<ltan pendidikan dan pelatihan HAM 
durosinya tujuh hari keatas itu dllaksanakan oleh BPSDM, itu 
kesepakatannya, Noh kolo kegiatannya satu hari itu nomanya diseminasi, 
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2. Hambatandan 
Kendal<! dim 
pembuatan 
c:malisis 
jabatan 

3. Pemahaman 
Pegowai aksn 
AnaUsis 
jabatan 

dilaksaookan oleh Direktorat DiseminnsL. 
P : Jcdi mungkin tupoksinyn mungkin lebih spesifik ya 
N : Sebetulnya hampir sama .. mungkin dikurangl soja .. 
P : Ohh dikurangi ... 
N: Yang dikurangi soja .. yang di Diseminasi di pindahkan ke Disetrtinasi .. hanya 

ini memang lebih fokus karena ehhh .. korena organisa.si dibawahnyo 
ksn ... .nomenkalturnyn juga berub<lh.. dimulai dari subdit Program 
l'embelojaron, kemudion Subdit Penyusunan Bohdn Ajar, Subdit 
Penyiapan dan Pelaporon Fasilitator dan yang keliga.. t>an keempat 
subdit ini... kslo <Mu sebelum penguaton itu teri<£san mosing-mosing 
subdit itu berdiri sendiri tapi se~ ini .. .ini tidak..masi~in;~ 
subdit itu merupokan subsistem dari sistem Dlrektorat Penguaton, 
sehingga ontoro Program. Bohdn, Fasilitator dan bimbi".!!f1 sendiri itu 
menjo.di satu .... Nga bisa bekerja sendiiri .. kala ke:giaton pendidikon dan 
pekrtih<m HAM semuanyn itu terlibat .. itu mungkin bedonyn barangksli 
dengon Direktorat-Direktorat lain .. Kalo direktorat penguat<ll'l itu 
beqitu .. melibotksn semuanva .. 

P : Untuk analisis jabatan yang baru de".!"" namenkla:tur yang baru ... dalom 
pembuatnn penyusunan kemaren ada hambatan dan kondala nga Pak 

N: Ohhngaada 
p : Tidak ada yo pal< 
N: Karena bedanya dengan direktorat lain bogini. waktu itu kon menurut 

petunjuk dari. . .ehh ... 
P: SKN? 
N: yang memfasilitasl kon BICN... SKN itu membogi duo pekerjaan, pekerjaon 

menjadi duo, pekerjaan ehh .. .pokok dan pekerjaan tombahon .. ken 
bogitu ... kslo ditempat lain itu pekerjaan tomb<lhannyn banynk 
pekerjaan pokaknyn sedikit ... kstanya bogitu tapl kala di Deroktorat 
Panguatnn nga ada..semuanyn pekerjaan poksk 

P: Jodi tidok ada pekerjaan tamb<lhan yo Pok? 
N: Yao ada._ yang dibit:arokan tadi pekerjaon poksk .. pekerjaannyn banyak 

seperti misalnya ehh .. melaksanaksn perintah tug as Direktur J enderal .. 
itu namanya tamb<lhan .. .Misalnya kita nanti disuruh rnembuat .. sebueh 
desain pelatihan... diluar tugos pokok pelatihan seperfi . .sifatnyn 
berksitan dengan ke:giatan capacity building .. miS<llnya .. 

P : Jadi tidak ada masalah ya Pok ? 
N:Tidok 
P : Untuk dari segi pemah<uomt sendirl .. dari para pegawai khususnyn dari 

Direktorat Penguaton ada masolah 1idok, atau sudah poham atau belum 
dari segi pemahaman? 

N : Ketiks pert"""' ksli Peraturan t.lenteri Hukum dan HAM thn 85 .. -""hh 
fo.hun 88 ya .• thn 88 itu dig_ufirkon kemudion inl disosialisasikan tnmg 

masih balum ..,.._,uksn ti1ik temu ksrena ini berkaitan dengan 
perubahon mainsetting .. .perubahan cora pondang ... perubahan 
poradigma .. ksn dulu polo pikirnyn adalah .. .cpa namonyn ... berpikir ... kslo 
seksrang berpikir sistem .. .rasanya itu berpikir ... ehh .. apa 
namanya . .ehhh ... apa..berpikir ... berpikir .. ehhh yang jelas bukan sistem .. 
masir;;:J·tno.sina ·o~an sendiri-.sendirL.. kalo sekarang sistem .. sistem ••• jadi 
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semua antara program. bohan, soling terkait .. ini sistem .. menuju yang 
semacam in! pulu proses karena orang-~nya kan tidak berpola pikir 
seperti ini _.berpikir Yat\3 tadi sayo. sampaikan .. berpikir para.Tel untuk 
mosing-maslng ... sekorang tidak,.. tapi soya NSO scl<arang sudah poham .. 

P : Sudah paham? 
N : Sudah paham 

4. Sosialisasi P : M:enurut bapak rrw:ih perlu disosialisasikan ~a? 
Anafisis N : Ohh perlu •. jadi SIJI'qluhpun itu . .apa ""'"""YO PercrtUI'Oll Menteri Huk!Jm 
jaboton don HAM berkaitan dengon •. tetopi di Direktorat kmni itu ado forum opo 

namanya saling asah. soling osih, soling o.suh .. itu kadang-kadong sebulan 
sekali kita ketemu, kadang sebulan dua koli ketemu .. bisa tiga kali .. paling 
tidak sebulan sekali..itu tertnin .• itu untuk mengingcrtkon kemboli 
komitmen kiln terhadap tugos. pokak dan fungsi sebugalroona dia-tur 
dalom -

5. Sikop pegawai P : lJnTuk sikop porn pegawai sendiri terkoit dengan analisis jaboton ini 
thdp Analisis bagairoona pok? 
jaboton N : kalo sikop pegawai podo umumnya karena lni sudah menjadl keputusan 

Menteri .. yoo mereko horus terima..hanya memang ke!iko penyusunan 
analiSis Jabatan semula ~ bingung . .ini_ tapi begltu soya bui 
pengarohan bedanya direktorat penguatan dengon dlrektorcrt yong lain 
mungkin banyak yong bukan tugos pokoknya .. tugos tambahannyo lebih 
bonyok..kolo kito memong semuanya -tugas pokok..melaksanakon -tugas 
pendidikan dan pelalihan..kareno sistem itu 

P: .Tadi responnya onendukung yo pok? 
N : MendukuM .. Ohh ya oasti.. 

6. Pedoman P : Untuk l)lrektarat Pengwton sendlri pedaman onjobnya sudah diboot 
Analisis belum Pak? 
jabatcn N: Pedoman 

P : Pedoman dalam membuat analisis ja.batan ini 
N : K<ln ada <Iori BKN 
P : Ohh dari BKN .. 
N : klto dituntun utk membwt anjab kita .. 
P : Memong sudah spesifik .. artlnya kolo yg dari BKN itu masih umum, sudah 

disesualkan dangan tupoksl Direktorcrt Penguotan Pok? 
N : Di tuntunan dari SKN kan begini..begini..tentu begltu kito di pengwtan 

.. .<ll!Oiisis jabcrtan .. ya disesuoikan dangan tugas. pokok dan fungsi kita 
vaitu Direktorcrt PeMwtan seboqaimana diatur Permenk!Jmham kiln 

2. Pone1T4>0tan Analisis jabatcn itu kan intinya suatu rincion dari deskripsi jabatan dan 
Pegowal dOll spesifikosi jabatan . .ar1inyo..dori uroian tugos tonggung jawab dan kew<l]lbon 
Anallsis Jabatan dori sucrtu jabatan ... dan kompetensi crtou kualifikasi SDM yong dituntut 

untuk memangk!J suatu jabotan. Dan anolisis jabetan ini bisa dipokai sebugai 
dosor berbagai maCXII1\ kegicrtan SDM salah satunya untuk penempotan 
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1. Kese.suaian N : Menurut Bapak sejauh ini penetnpatan pegawai sudah se.suai dengan 
penempatan tupoksi Dir-ektorat Penguaton 7 
dan kabutuhon N: Masih belum .. masih perlu di .. .opa nomanya..ehhh bukan disempurnol<an .. tp 
l)frektorat di .. .opa namanya..kalo.Jtu kito membuat sayur masih perlu diaduk lagi 

ehhh .. .ha .. na .. 
P : Jadi keshnpukmnya belum sesuai yo Pak? 
N: llelum sepenuhnya ehhh .. the right man in the right .. 
P: Place? 
N: bukan place..tQI>i .iob .. horus beqitu 

2. Pra .. dur P :Dalam proses penempatnn kan pasti ada prosedurnya yaa pak? Penempatan 
penempatan ttu kan macam-macam ada mutasi..ada promasi..Pro .. durnya ada ngo pak? 

N : Ada dank .. 
p: Baperj<lkatyapak? 
N : Ohh yo horus seperti ttu.. tetapi yang terokhir kamaren kan tidak 

ditibetkan para Direktur ttu.. 
p: Jodi tidak dilibetkanyaapakya..? 
N: Jadi kmi rija ~ kalo ada sekian llOily<lk ada 'fGH9 dimurosi ...... k<il'.ma 

apa? !lorena ehhh kelwafan dimasing-masing unit eselon n ltu kan yang 
tau masing-masing Direkturnya ... tapi Direkturnya tidak diajok bic:ora .. 
itu dilaparkan kepada Dirjen kamudian dimnbil keputuson...yaa..kita nga 
tahu.kekuatan dan kalemehan masing--masing .. Kt1rena untuk m<ljunya 
sebuah organisasi itu harus ditata oleh semua linL Ifni itu harus 
seimbi!rig 

---- ----- ------ -. - - .. . --- - .. . 

3. Penempatan P : Seperti yang llapak katakan tadi...jadi sebenarnya penempatnn belum 
pegawai didasarkan pada onalisis jobatan yaa pak yo? 
berdasarkan N : Sebetulnya sudah .. .belum the right man on the right job ... 
anatiSiS p : artinya beluln seSuai yao pak? 
iabatan N : masih belum sesuoi .. masih oeriu ... oenoocokon ulanalah .. 

4. Soron P : Soron llapak gmn Pak? Yang belum sesuai tadi.. 
Penempaton N: Baperj<lkat .. 
yang blm P : Penempatan .. 
sesuai N : Yoo penempatan .. yaa utk eselon I tapi disini horusnya Juga b"!Jitu .. 

libatkan eselon n .. anak buah soya " yaa. . .libotkan soya.. 
P: lstilahnya Bpk kan ushernya yo Pal< 
N: Eehheh .. 

5. Prasedur P: Jodi prasedurnyo belum jelos yo Pok? gmn pak? 
penempaton N : Yoo . .kalo keputusan eselon IV yang kamoren .. itu kon ktto ngo ngerti.. 

koreno tidak diojok bic:aro oleh Pak Ses 
P : ehh Jodi menurut llapak itu KeputuS<ln Ses sendiri ya Pok ? 
N : Iya ... keputuson sepihak begitu ya .. 
P : Direktur teknis yang lebih tohu . .persis bagaimano kebutuhon SDM 
N : Sesditjen itu ko.n salah satu pimpinan juga ya .. dalatn hal pelaku dari 

penempaton tersebut 
P : SesditJe itu faktor kepemimpinon jugo ya Pak? 
N : Ohh iya. seorang pemimpin rtu juga seorO.ng maricijer .. .seorctrij rriOMjer 

horus mempunyai keohllan manajerlal.. 
P : Jodi berpengoruh juga yoa Pak? 
N : Yoo Posti .. 
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6. T ""99aparl 
penempatan 
pegowoi yang 
belum sesuai 

7. Korn:posisi 
pegawai 1hdp 
pelaksaroon 
tupoksi 

P Pendopat Bapok ixl9aimono. soyo lihot dari DUK (Doftor Urut 
Kepo.ngkatan) ada beberapa penetnpatan pegawai yang tidak sesuai 
dengan ... salah satunya dengan latar belakang pendidikan .. Saran Bapak 
atau tanggapan Bapak? 

N Jodi karena kita ini belum sepenuhnya the right man on the right 
job ... tadi saya kan katakan begitu .. jadi semestinya begitu .. Kala saya 
rnemi liki ketnampuan di bidang IT, mengapa horus ditempatkan di 
Penguatan .. begitu kan misalnya.. Kasih di Direktorat 
Infortnasi..misalnya ... sebaliknya sesorang yang memiliki keahlian di 
bidang keuangan kok horus ditaro di IT .... kan sayang itu .. jadi yg perlu 
logi ditata pelan-pelan ... 

P : Lalu seperti ada beberapa pegowoi yong mendopatkon promosi tapi tidak 
memenuhi syarat sesuai Keputuson .. contohnya dori stat dipromosikan 
menjadi pejabat Eselon IV itu kan syoratnya horus m B .. .horus sudah 
Adum.. dan lain seixl9ainya..tapi kalo dilihat ada salah satu yong 
memenuhi .. ta~n Bapak gimana? 

N : Yoo itu rtCUMnYO: $UdtU penyimpangan, harusnya memenuhi syarat .. jadi 
pasti ada sesuafu yong fer jadi .. 

P : Menurut Bpk kenapa itu bisa terjadi Pak? 
N: Soya tidak tahu .. kan soya tidak dilibatkan_. trus para direktur juga tidak 

pernah diajak bicara.. 
Ho..ha .. kalo kami diajak bicara waktu itu jelas akan kita ingatin .. .gitu 
kan . .itu so.lah satu .. yang tidak memenuhi syarat yaa .. tidak bisa d6nk. 
yang memenuhi syorat 

P : Mungkin nga pok..mungkin ada kebijakan tertentu begitu .. 
N : Yoa..horusnya seyogyanya kalo persyoratan sdh baku .. ya dipenuhi .. boru 

diangkat suapoya tidak menimbulkan apa namanya..suasaoo yang tidak 
sehat .. 

P : Untuk pegawai yong oda dibowah kepemimpinan Bpk ... sudoh sesuai b•lum 
pegawai yang ada di Direktoraf Pet!guafan untuk memenuhi tupoksi dr 
Direktorat Penguatan sendiri 

N : Kala saat ini saya anggap dari segi kuantitas .. kami itu tidak perlu orang 
banyak .. 

P : Ohh begrtu dari jumlah tidak perlu banyak 
N : lidak .. tetapi dari segi koolitos ... 
P : atau kompetenSi ? 
N : Kompetensi.. itu yang kefiatannya masih belum.. masih belum.. masih 

harus dipacu .. 
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8. Pemahaman 
pegawai akon 
anal isis 
jabatan 

!1. Indikatar 
keberhaSi ian 
peiaksanoon 
jabatan 

P : Menurut Bpk kenapa apa kareno belum paham togas. tanggung jowab dan 
kewojibannya .. 

N : Banyak faktor .. kala soya katakom belum paham rasanya ... pengalaman 
mereko kon sudah lama dibanding dengan soya di Direktorat Jenderal.. 

P : Jodi apa Pak kolo baleh soya tahu 
N: Jodi 1.\ainseffing • .Paradigma.. itu penting .. Jodi paradigmo kita mau jadi 

pegaw<ti itu ape sich .. sebe1ulnya itu dulu yang pentirw;,- cori duit otau 
yang lain? Kuan soya sekorong ini disini sedang terkontaminosi... 
mainseffingnyo berlambe-lo!oba o:ll'i duit.. bukon honyo di Direktorot 
penguotan .. disemuanyo.l!e..he.. 

P : Jadi mainsetnyo ke oong ya pak 
N : Sehif19!10 terlaku• kepada istileh soya itu bukon program oriented tapi 

juga job oriented... job orientud selama ini yang sat• lihat. tidak 
sedikit pula yang pemikirannyo bagll$ ya.. Nob ini yang parlu diperbaiki •. 

P : J adi rnenurut Bapak kompasisi pegawai yang ada di Direktorat Penguoton 
sudah mendukung pelaksonaon tupaksi pangootan belum ? 

N : K<ila komposlsl j(J!fifah personllnya b4gi lilY• tidok ada ttiiiscdah .. tukup .. 
bahkon soya1nelgaiokon.. 

P : Bukon hanyo jumlah ojo.. ortinya orang-orang yang di tiap-tiop 
subdirektorot 

N : Yoo. itu tadi soya katokon..kolo dari segi kuantitutif itu soya Of19!IOP tidak 
odo..tapi kolo dari segi koolitatif..itu -ih parlu dipacu .. masih perlu 
dip<r<:u.. 

P : Apakoh itu mungkin korena ada keseajangan kompetensi Pok? 
N : bukon .. bukor kosenjongan.. moksud soya mainseffing 
P : Mainset aja ? dari angi kompetensi sebenarnyo sudah ado 
N : SU<Iah odo • .soya lihot tidok ada p!'oblemlah 
P : Berorti tidok ada kesenjangan kompetensi pribadi dengan kompetensi 

yang dituntut dari sootu jabatan ya Pak ? 
N : Tidok ado..iyaa . .honya mind!ietting soja .. korena kita selaku manojer ini 

mampu dengan polo asah. asih. asah tadi . .selalu mengingatkon kepada 
kawo.n~kttwan ... bohwa anda orientasinya ini. .. jadi tidak cari duit .. tambah 
kosejahteron ondo... uruson pimpinan urusan mensejahterohkon anok 
buah gitu..kolo tidok ........,.; teroan sendirl-sendlrl 

P : Oalam melaksonakon togas. tonggung jowab dan kewo,Jiban sebenarnyo 
sudah ada indikotor beluin Pak? Artinyo indikatar pangukuran 
keberha.si ian dari pelaksonoan jabotan itu 

N : Itu kalo setnua lini di Direktorat Jenderol ini -tentarg indikator 
koberhasilan kinerja jadi belum disusun? 

P : J adi bel om ada yoo .. 
N : Lihatlah dimana~rm.na belum ada indikator _mestinya ito disusun diawal 

ketika kito tnenyuSun rencnna kerja atau DIPA kerja..indikotor kinerja 
juga.:topi kola sekedar indikotor keberhosil4n kinerja berdosarkon DIPA 
itu sich jelas ada.. sudah jelas oda .. DIPA ini .. ini .. indikotor outputnya ini 
sudah jelas .. sudah pasti tercopai .. ha..ha. .. S<rfU nga tau .. kita kon punya 
beberopa kegiatan" misalnyo pelotihan HAM bagi guru" 
keberhasilannya.ya ootpotnyo apa? Terselenggaranya pelatihan bagi 

· I>Uiuh orang quru . .sudah ter<4!!Qi •• oda kegiotan sudah dilakukon.. 
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kendala dalam 
penyusuoon 
ano:lisis 
jabatan 

3. Sosto.lisasi 
otl(llisis 

anjab yang baru yaa Pak terkait dengan perubahon nomenklatur, dari 
Direktorot Yankomas sendiri ada hatnbato.n dan kendala? 

N : Tidak •. tfdnk.. saya molnh mengu•ulkoo .. Soya jurtru menghoropknn 
bahW<t ini dipertahankan.. kareoo merna~ sudah bogus.. karena 
metnang sudah sesuai dengan tiga wilayah tadi..ditambah satu Sub 
Direktorot Pelayano.n Komunikasi Khusus. Pelayanan Komunikosi 
Wilaynh Kitusus adalnh pelayanan terhadap hal-hal yang Y<"'9 tidak 
dilnporknn, kala Y<"'9 diwilaynh I, n, m adalah wilaynh orong-orong, 
pihak-pihok pelnkn yang melnpor, knrena din yang membuot 
pengoduan, sement<~r<~ yang wflaynh khusus, ftu din tidok perlu 
!operon tetapi togas utomonya adalah mengid<ultiflknsi masolah, nnh 
inUdentifikasi masalah ini yang ~n di ... apa yoo.. olen ... staf 
di sekretarlat itu diartikoo knlo ada masolah ... baru kite turun ... ini 
yang menurut saya pernnhaman yang tidok benar-. tidok pas, keliru 
knrena kita horus mencari masolah .. ehh.. tnellgidentifiknsi masalah 
sebelum orang itu tnhu, knlo orang lain tnhu kemudian kita baru 
datong, itu lucu Sllkali bayangkoo soja.. pengolnman Y<"'9 sudnh terjodi 
adanyo knsus, sernuo deportemen kesono tennosuk kite datong 
kesono, mau ngopoin kita datong kesono? sementara Si pemongku 
kepeutingon sendiri sudnh datong . .knn lucu, jadi kita horus membuat 
nomanya pengembongan jejaring komunlknsi... jodi kito kola opa ahh 
networkingnya kita haruo loos..seluruh doernh Indonesia, kita mencori 
dulu pe!'lt\QS(IIehan opa SOja .. untuk itu kita datang ke daernh, kita 
Jumpai pembuat kebijakoo didoernh .. yaitu gubernur, wakil gubernur, 
<mru sekretoris doernh .. nonti disona dia aknn menyampoiknn behwa 
permasolahan doernh knmi adalah ini, kita sudnh membuot suatu 
rena~no, ape .. mensejahtarnhknn rakyot tetapl kendolnnya ini .. inilah 
permasaktho.n-pertnasaklhon inL permasalohon ini ckan sayo: atasi, 
knta si pemda.. tnhun depon sekian persen terselesaiknn, tahun 
berikutnya sekian persen terselesoikan atau hal-hal lain, Jodi kita 
mengldentifikalli mosolah untuk mendopotkan mformasl dori para 
pembuat kebijakan di doerah ltu yaitu gubernur, wakil gubernur, 
ataupun sekde kemudian merekn membuat diklnic, saya aknn 
melakukan ini ... inL bahwa rtu suatu kornitmen yang mereka 
tandatangani .. nnh hasilnya itu kita jadikoo informasi kapoda..ehh .. opa 
namanya~info HAM kita bohwa daerah in1 masih ada si tni, jadi 
pemerintnh asing atau pihak-pihak asing yang mengatokoo Indonesia 
misalnya tidak baik, ito.. ah iya misalnya dikatokan behwa Papua 
seperti ini tapi pemerintnh doerah sudnh memahami itu ada masalah 
dan akan dilaknkan langkah-langknh, lnngknh-langknhnya pun mereha 
sendiri yang apa..menyampoikoo, Jodi knlo ado tiba-tiba sesuatu Y<"'9 
songnt luor biasa, kita cukup dengan mengangknt telepon, kita biso 
berknmuniknsi, knrena kita sudeh ada Jejaring dengon pemerintoh 
daarnh, itu pun biso bersama-sama dengan knntor wilayah, karena pok 
knknnwil ntau ibu kakanwll bersoma-sama saya menghadop kapada 
pemangku kebi,lakan di doerah, begitu jadl sodnh amtik sekali itu 

P : Analisis jabatan itu sendiri ko.n sebeoornya prosedur yang berisi uraian 
.iabatan , tanaauna .iawab dan ~iibanl dari si ku 
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jabatan jabatan dan kualifikasi SDM yong dituntut yoa Pak, nah kemaren ken 
ada penyusunon anj<lb yong baru utk pejabat eselon II dan III, nah ifu 
dalam pengisiannyo itu para pegawai dori Oirektorot Y<U'Ikomas ada 
kendala atau kesulitan tidak pak dalam penyusunon tersebut? 

N : begini . .J"odi memang kedang-kadang kita itu sudah mempunyoi 
pemikiNJn tuas tapi kemudion disempitkan oleh, mana yang bener, mona 
yang solah kita tidak tahu, jadi seperli kemaren kito sudah membuat .. 
kemodian tapi tiba-tiba juga dibuat oleh sekretoriat .. yaoo .. yyooo..sudah 
mungkin tMtMng sepeMi itu prosesnya, seharusnya kita biarkanlah.,kita 
membuat W'Gian Jabatan kita .sendiri-sendiri kan.. 

P : Bukonnya odo dwi BKN jugo Pok? 
N : lyo Jodi begini, seakan-<lkon semoo ini, kolo ada apo--apa semoo yong 

membuat odolah eehh sekreroriat .. kito hanya diklair dalam ben1uk 
tandatongon, ini sesuatu yong aneh tapi ini fokto, Jodi kita sudah 
buat-ahh bukon begitu, mol<suc!nyo begini. kon sudah .• 

P : Mangkin ada perbedaon parsepsi atau gi....,? 
N : Aaeh ngo taulah_ koreno kola klto kon me.sti menyompaikon bahwa 

betapo perrtingnyo struktur kito dalam parcaturon, baik dalam 
menc:opoi kepentingon nosionol, untuk rnense,johterahkon rokyot, kita 
ingin mengatokon begitu, topi mungkin .. sekretariat .. ohh tidok udoh 
seperti itu .. yo itu .. yoo masing-masing yoo. .. Kemaren soya buat sesuoi 
petunjuk dari MenPon opo yo? Podo scat kim ada partemoon 
dimono .. Bogor atas itu opo sich nomanya? Cikopo? 

P : Iyao Cikopo Pok .. 
N : I tu disompaikan minimal enam, rnaksitnal sekian . .gitu kon at au kita 

harus memlis sedemikian rupa, ~krtannya lebih rinci misalnya: 
kegiaron berdirinya sekian lama, kegiaron jangkokoyo ... jadi begitu 
detail tapi ada jugo yong mengatokan, aahh tidok harus seperli itu 
misalnyo..yong itu tidok disinggung, yong disinggang misolnya gini . .ada 
yong memasukkon membuat TOR, si pihok sano apo TOR iiu horus, kola 
tidok ada TOR gmn? Apa tidok jolon, mioolnyo begitu 

P : itu yong dari BKN? 
N : Heeh-Jodi masing-masing sudoh diberi mosukon yaa .. topi pada saat 

implementosinyo.. sayo lihot kok Y"--Y• kembali dirampung oleh 
sekreroriat ... ya mungkin benar •. mungkln tidak benor .. tetopi yang 
penting kon satu kotonyo kita atas nama organisasi, yong sudah 
berjabri..topi soya lihat secara organisast kami ini, untuk Direktorat 
Yaokamas sudah bngus ... tinggal oponyo. parsonilnyo.. ogar lebih l<lyok, 
kolo utk """"'nta'"" ini sayolihat untuk kosubditnya sudoh bogus .. 

P : Dwi !l!!gi pemohamon sudah bngus Pok? 
N : Oh iyoa. korena kitu sel<llu 
P : Pemahaman dari tiap-tiap topoksi subditnyo •. 
P : Yoo.. korena kim itu hompir dikotokan satu bulan duo kali itu selalu 

broinstorming, setalu memberikan.. karena kasus-kasus yang kita 
tangani kon begiiu kompleks, menc<1kup banyak ospek, peraturon, 
undang-undong, ketemuan, jodi kito selalu .. selalu ... bertemu.. tidak 
hanya satu kosubdit, selalu soya ketemukan dengan seluruh staf, soya 
ajak nqomonq bersama-sama. saya a_jak bersamo-sama uniuk 
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4. Silolp pegmv<Ji 
akan anaUsis 
jabatan, 

5. Indikator 
keberhosilan 
peloks<!naon 
jabaton 

menyampaikan pendopat .. 
P : J'adi dari segi pemahaman sendiri akan tugas, tangg~ jaw<1b dan 

kewajibon l<ldi :sudoh bogus yao Pok, seperti y<mg diuraikan tadi? 
N : emmm makany<t. tentunya ada Jug<! sebogian yang tidak, dari laparan 

kpd saya, Pak si ini masih befum pak. itu ma.sih inLjadi gltu.. tapi 
memang sebenamya satu hal bahwo_satu proses kegiatan biso. berjalo.n 
apabila adonya tiga hal yaitu : perintah, kontrol dan laporan. l<alo dia 
sudah kito perintah, tidak kita kontrol yoa .. dengan sendirinya tidak 
terkontrol, kan gitu ... tidak ado perintah membuo:t laporan ... yao sontai· 
santai soja.. jadi kita memang, soya al<an mengingatkan kembali tiga 
fungsi itu tadi .. perintah, kontrol dan laporan, itu horus melekat kepada 
mereka, mudah-mudahQI! bisa mengatosi, l<arena memeng kadang
l<adang ado jugo stat y<mg ~ kemampuannya .. yao woJar yo, k<ll'ena 
tidak- orono kon ointar ... 

P : Silolp pera JH1!!0W<1i akan anoftsis j<>baton bogaimona Pok ? 
N: Yaa !<arena mereka itu membayaf!lkon dongan analiso jabatan .. 

mengharapkan adanyo suatu kompensasl dari kinerjanya kan gitu? Dan 
itu wajar pasti, termasuk soya juga.. sompai soya Juga mombuat 
tampri-tampri, tau nga tampri? 

P : Apo. itu pak? 
N: Yoo. ngo tau ya 
P : Jodi mungkin arahnya maksudnyo kepada reward l<ali yo Pak. ada 

semacam reward dalam melaksanakan tugas jabaton? 
N : Gini..Posti...Manusia itu kon pasti mengharapkon sesuatu... setiap 
~sia harus momahami.. ja"9Q!! dikira nanti antar Y"'!l bersemangat 
dengan Y"'!l tidak bersemangat .. soma untuk opo? .. dia pasti akhirnya 
keadar, yaa- ado yang llQI11QIIya.. clengon harapan tentu .. tentunya 
yang lebih dari itu adalah, harusnya kompensasi dalom bentuk take 
homo pay seharusnya tapi..kita opo . .wong ara iso apo-q>o 

P : Itu kan dari rewardaya pak? 
N : Paling 1idak ke depan, mosa biso dilihat .fjitu tach 
P : Indikator keberhasilan pegawai dalom melaksanokan jabatan ada nga 

pak seloma ini? 
N : ada. .. !<an disini ada jadwal woktu .. 1ruS kemadian cart~ 
P : Waktu? woktu menyampaikon lapOI'On at au gimana Pak? 
N : J'adi bogini, kita kan mombuat proses yaa .. .surat yang datang, soya 

sudah bikin flowchart, jadi flowchartnya itu dori surat-surat yang 
masuk sompai terkirim itu beropa lama, j<>di kalo .. dari situ oompak..lah 
kok berhenti di tempat kamu kak lama .. alasannya misalnya Pak soya ke 
luar daerah. ok. .. itu bisa tapi keluar doerah maunya sendiri atau opo 
atas perintah? l<angitu .. jodiodo flowchart, soya punya flowchart 

P : IniSiatif dari Bopak sendiri untuk birektorat Yankomas yao Pak? 
N: Iyaa begitu ya..he..he.. 
P: Sepertinya kalo soya lihat, kita belum ada indikatar yang pasti.. 
N : Oh gifu yaa.. 
P: Itu kan dori woktu yaa Pok, seperti yot>J Bopak bilat>J l<ldi kan ada tiga 

yo, kala laporan tidak ya Pak? 
N : Yaa dari dia melanorkan, sebab kalo tiba-tiba mana itu doh jadi belum, 
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2. 

6. Respon 
Pego.woi 
terkait 
A noli sis 
Job<rt<ln 

Pene..,..tan 
,._..; dan 
AnalisisJobCitan 
l. Penempotan 

)'<lng belum 
~. 
ana lists 
jabatan 

termas:uk susulon~susulon.. susulan itu harus ado .. monitor-ing.. ada 
flowchart ... adct rnonitcwing kegiatan . .itu yang ootnanya surat itu klta 
kiritn, itu kita batosin satu bulan sekali kito buat susulan, fungsinya utk 
mengingatkan l<epoda pemangku kepentingan jangan begitu soja yo kan? 
Dikirimi surat dimasukkan ke laci, !alu susulan kedua, ketiga belum oda 
jOW<lbannya .. nah itu t"'1"J'<sa kita meluncur kes<~oo, tapi umumnya yaa 
memang banyak yang diabaikan, jadi <ekarang lulsi!nya .. contohnya yo 
POLDA sa.jo sudah membuat jOW<lban surot walaupun sifatnya rahasia, 
tapi soya honya ingin mengatakan begitu .. KODAM membuat surat 
sudah, kareoo perhotian.. opakah kita sela!u membuat susulan itu.. 
rulalui monitorina kasus .. 

P : Respon dari para pegawai Direktorat Yankomas akan analisis jabatafl 
sendiri gimana Pak? Baik atau Men<lukung atau tidak Pak 

N: llagus, horus doni<.. itu memang supaya. .• taopa dimintokan itu soja kita 
sudah membuat •. troian tngas itu sudah horus dibuot, taopa uraian 
tngas !ll<!l'<ll<4 tidok. walaupun !ll<!l'<ll<4 tahu, ~<~pi itu kan dari 
katanya..katanya .. biaSanya.. itu horus soya ubah paradigma itu, itu 
horus diubah, yang biasanyo tidak benar )'<10 kita hilongkan, maka kita 
buat suatu uraian tngas, uroian tngas soya tandatangani untuk 
Kasubdit . .l(asubdit membuat lagi kapoda Kosle, kasie membuat lagi 
kepada staf, nah itu fadi dikambangkan menjadiloh anjob..ona!isis 
.labatan kan aitu .. 

P : T erkait dengan tesis soya, kaitannya antara aoolisisi jabatan dengan 
penempaton peg<IWQi, anolisis jobatan itu kan bisa dijodikan sobagai 
dG$Cir' salah satuftya sebago! dasar dalam ponempat~n pegaw<>i, nah 
penempat .. pegawai itu kan luas )'<10 Pak, bisa mutasi, promosi. sejouh 
ini penempatun pegawoi di Yankomas sudah sesuai belum dengon 
kebutuhon tupoksi dari Yankamas Pak? Yang dilakukan kepegowalan 

N : Disini .. di Cirektomt soja 
P : Yoa untuk Direktarat Ycmkamas .. 
N : Direktorat Yankomas sa.jo, 5Wenornya horusnya jangan berpikir di 

Direktorat Yankomos soja 
P : Nga ini kan kareoo Bopak sebagai usher (pengguna) dari hasil 

penempatan itu 
N : Karena kita lni penggunorryq kan untuk seluruh Indonesia, ar1iny4 kita 

horus melihot b<Jgaimana SDM di daerah ... di daerah ini banyak seka!i 
Y4"9 ndak mampu, bukannya tidak mampu bahkan karena tidak terisi, 
kareoo tidak ada taken prestasi._ 

P : di daerah itu Maksud Bopak dimana Pak? 
N : Seluruh Indonesia 
P : Konwil Pak maksu<lnya? 
N: Iyaa .. 
P : Nga pak .. kalo untuk Yankomas Pak? 
N : Ngaa kita nga bicara itu dulu .. kalo bicara Yankomas jangan bioora 

inter'll<ll sini soja 
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2. Kesesuaian 

"""""'JI<It"" dergan 
kebutuhan 
birektorat 

3. Pelalw 

""nentu dalam 
proses 
penemp<lt(lll 
pegawai 

P : Ohh begitu 
N : Korena beginL begitu dia bilang mampu sampe sana di4 tidok tnampu itu 

begaimano? Yoo kon? 
P : Ohh mal<sud Bapak begitu 
N: Yoongn? 
P : Jodi itu koitannya .• 
N : Jodi banyak sekoli keluhan daeroh, tidak ada or<~ng yang suko di 

tempatkon di Sub Direktar<~t Hak Asasi Manusi"-<!h .. Sub apa? Subdit 
HAM di daeroh........,ko lebih suka ke ... 

P : Kobid HAM makeudnya Iolli yaa Pak 
N : yaa Kohid HAM..sebegai Kobid HAM dengnn stafnya, kola stafnya itu 

tidal< odo )'<lng mau, kola Kobidnya odo, kebid HAMnya odo ... yang 
ngnluh itu Kobid HAM, tidal< ada anok buah, apalogi staf billsapun ngn 
ada. korem apa? ICnrena menganggap itu tidal< pentirg, )'<1'9 l"'nting itu 
l"'layanon. ya.. memang l"'layanon l"'"ting jnga, tetapi i ni yang 
koordii!Otif, yarg ~n. mendorong, mens:timul .. i ogor ,jang<ln 
"""""' HAM ora'!! ltu dilanggar melalui l"''nnngku kepentingan ltu biSCI 
borjalan..gitu loln .. Tapi ini tidal< borjalan .. akhirnya kaordinasi tidal< 
borjalan, tidok tertangani, tidak tahu, bahkon yang lebih konyal logi, 
kalo merelol horus menyompaikon disetninosl, yang disampaikon tidok 
karu-karuan mereko punya keglatan itu 

P : Kemaren... salah satunya baru-baru ini kita mergalami mutasi dan 
promosi khususnya I"'Jobat eselon IV kon yaa Pak termastJk Dit. 
Yankomas juga yang dilakuloln Kepegcwaion, menurut Bapak untuk 
Direktorat Yankomas sendiri gimana Pok... pegmmi yang diprornosiko.n 
sudoh ....,.,; belum dengan kebutuhan tupaksi DlrektOr<lt Yankomas? 

N : Manolah kita bisa tahu ... belum dilihat .. yang pasti ini, volume peker joan 
)'<1'9 ;..,. biaSCI adalah Wila)'<lh II, sehorusnya lolsie )'<1"9 odo 
disitu .. horusnya )'<1'9 betul-betul punya jiwa pengabdian..menyelesaikon 
kasus-lolsus )'<1'9 sedang ditangoni ini..katonya SO)'<! melihat .. memang 
semoo selesaUtu katon)'<l )'<1'9 mengnrjaloln .. kareno lolsienya kur<lng 
cekoton .. katon)'<l seiosai juga kerjaannya .. SO)'<! tanya selesoi ngn? 
Selasai pak.. menyelesoikon.. y<L.. bogus .. tapi mengn!uh juga, lolsle 
bilang stafnyolwrang gitu.. sekerang molah )'<1"9 diondolloln ngn odo 

P : Berarti darl segi Jumlah .. SDM ku""'9? 
N : Tadi Y'"la ditanyololn i(Qslenya. .. i(Qsle doh profeslonol.. kotonyo jodl 

SO)'<! tidal< menjustifilolsl bahwa benor dan ini tldak benor .. ltu kon yang 
SO)'<! dengor. katanya )'<1"9 dipindohloln ini jongnn Pak, ini kon andal"" 
soyo. .. malah )'<1"9 kesinl ngn benor .. soya dengor seperti ltu .. dan )'<lng 
SO)'<! dengor kepindahon itu tanpo dengnn ngomong-ngomong soma 
direkturtlyo 

P : Bernrti sehorusnyo dolam proses penempatan itu kon harusnya ada 
prosadur l"'nempatan, dalom hal ini 9operjokat ... dimana 9apak sebagoi 
usher dilibatkan dolam proses atau prosedur pegawai yang di 
temp<ltloln di direktor<lt Bapak? Berarti tidak dilibatloln Pak? 

N : Tidak dilibatkon .. don kemudion beginl, suatu P'OSOS permutasian itu 
apo sasarannya? kola untuk menghasilkon pekerjoon )'<1"9 lebih balk ltu 
~us . ..ini kon honva seokon-akon untuk on, tet®i kolo 
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---.---------.-~-----~~~~~~--~~--~~--~~ 
pen~aron berakibat fatal pada tercapainya target kinerja organisasi 
l<an .. l<alo bisa jangan .. kalo bisa Jl<llYegar<m ok, tneningkotkon kiner ja 
juga ok .. horusnyn dua hal rru diperhatil<an, jadi """ yang .. yang 
bermasaloh itu katanya. ada yang berma!!oloh-bertnasalah itu horus 
diberil<an s1mgsi.. tetapi fakto l<ao ndok pernoh ado... apo ada 
strukturol yang berani memberil<an sangsi kepodo bawohon? koreno 
apa.:rou nga kenapa? Tau nga l<anapo.onok-anok bawohon yang nokal 
kok ffdok pernoh dikenokan scngsLtou nga kira-kiro I<Aonapo? 

P : Mungkin ado kebijal<an khusus .. 
N : Ohh bul<an kebijol<an .. wong omk nokal. bondel kok ffdok dihukum 

kenapo .. ? itu diseluruh Indonesia .. di setlap daeroh, disetiap l<antor 
monapun atcu instansi yang, nokal itu hanyn jodi omongan tidok 
dihokum I<Aonapo ? tau ngo sebobnya 

P : l<alo menurut 5afG biasanyn ada tmgl<atannya POk.. muloi dori teguran 
"""""'ke hukuman .. 

N : Iyo tapi iiu !<an ffdok diloksenoken? Klmapo iiu tidok diloksonokan? don 
flu berjalan hampir semua rata-rata di instonsi pemerintoh .. itu ada 
yang di LP .. bonyak.. ttu tetap maju terus 

P : yoo mungkin yang biso melakscnol<an hukull10n atoo ffdok itu hanya 
pimpinon .. yang bisa meruboh mungkin yan pimpinan .. 

N : yao pimpinan .. pimpinan yang beroni.. permasalahannya merel<a flu 
tukut .. tukut beresiko berhadopon dengon premon.. itu l<an tipe-tipe 
premon .. tnereko dihukum ngomuk.. tiduk berdoya, dan itu yang sering 
saya lihat, hanya orang-orang berani yang biso, nah seknrong ada nga 
keberanian iiu . .hampir rata-rata jarong yang punyo keberanian itu itu 
kecuoli keyok 5afll ini..l<a!o doh namboh tuo !<an, nonoonya nothing to 
lose, i have nothing to lose. jadi scyo beroni berhadopon dengan 
ondo..wang scyo lebih tuo kok samo l<amu. Itu perbedaamlyo di kito, 
kola di instansi lain, di direktorot lain, mungkin l<arronnya dengan apa yo 
income ya..kolo tnereko ffdok ya .. merel<a cu1110 ffdok beroni kolo aook 
itu I!IO!'Oh, i«oliatannva saloh sotu nah scyo temui 
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---~~~--~~~~--~~--~~~--77~-~~ 
4. Prosedur P KembaH ke penempatan pegawoi tadi Pok .. berorti kesimpulannya 

penempatan sehorusnya dalam proses penempotnn pegawai i1u ada prosedurnya, 
pegawoi yo~ mu~kin istilahnya di Departemen kita ada baper jaket yo, berorti 

tidak ada prosedurnya yo Pok 

5. Komposisi 
pegawai dan 
Pelaksona<ln 
Tupahsi 

N: K......, soya tidak tohu tnenahu, sudah terjadi bagoiloono .. 
P : Kola menurut bapak pelaku ~ menentukan penemporon yang k"""""n 

siapa saja ~ terlibat pak? 

N : ~· boleh nebak dank.. 
P : maksad soya apa kepegawai<ln sendiri yang berweno~ melakukan itu? 
N : Sayn tidok tohu, kalo kita bicara orgottisosi berortl kitn tentu 

batblcor<! Dlrektur .Jenderal. kalo sudah Dlt'ektur .J"""""'I berorti 
kita tnati atasan kitaJtu aja, soya mellhat begitu lbu Dirj"" membuot 
suatu kebijalmn .. yoa saya ikut terima, itu harus diteritna apa adanya 
kar""" apa soya melihat lbu Dirjen kitn tidak batlebih-!eblhan, soy<> 
molihat kala di<l membuat suatu pendap<lt itu so'l)<l't loglk, kolo soya 
lihat .. Jadi selama ini ~ soya perhatikan, mu~kin saja itu kebijakan 
Bu Dirjen sepertl tadi membuot anolisis jabatan tiba-tiba oleh 
Sesditjen .. tidak mu~kin yang boot Pal< Tadjum sendiri toh ... tiba-tiba 
jadi, soya pikir kalo i1u sudah kebijakan Ibu Dir jen soyo dukang gltu 

P : .Jodi kalo baleh soyo bila~ batarti ada intervensi pimpinan juga yOJJ 
Pak? 

N : ehhh .. kitn tidak baleh ~otakan intervensi ya..suatu kebijakan itu 
horus dilaksanokan, plmpinon mempunyai kebijakan .. coba dibaca di 
ORTA, melaksanakan kebijakan Direktur .Jender<ll, jadi itu sudah 
harus dilakukan, bukan intervensi .. interwnsi i1u melampoui kewe~ 
beliau .. 

P : .Jodi islilohnya kebijakan Pimpinan? 
N : Noh kalo ltu memang kebijakan pimpioon yoa soya dukung .. mungkln 

tooksud Bu Dir jen, kt;unu horus membina..yaa kan begitu kira-kiro .. kita 
tidak boleh berpikir ~ negatif 

P : llengan analisis jabatnn bisa dipakai untuk menentukan sadah layak atau 
kampeten belum seseorang untuk mema~ku suatu jabatnn 

N : Memang ~ poll~ baik, yo~ poli~ ideal, di<ldakun suatu pertemoon 
poro Direktur, Eselon II di<ljak bicaro . .kiro-klra begitu..tapl mangkin 
saja """"""' woktu yo~ mendesak, ada permlntaan khusus .. ~ tidak 
biso ditongguhkan lagi ~ soyo tidilk !nlw .. yoa soyo iyn saja, tidal< 

kak 
P : Sejauh ini kompeslsi pegawai yo~ ada di Direkturat Y<>nkomos menurut 

Bapak. di seti<lp Subdit sudah meaduku~ belum Pak dalam 
melaksanokan tupaksi lllt'ektorat Yankom<IS 7 

N : Yoa ltu tndi ~ ~ soya katnkan, setlap Kasubdit horus bisa 
melaksanakan 

P : Knlo dari segi kompatensinya gmn Pak? 
N : Kola soya melihat p<!da hasil kerja poro Kosubdit, hasil kerjo para 

Kosubdit soya 1ihat cukup bogus 
P : Untuk level dibowahnya Pak, Kosie dan Staf Pak? 
N : Untuk dibawahnya bukan sesuatu ya~ horus menghambat, jadi kolo ada 

vana tidak memounyai komoetensi itu mau tidak mou itu namonva sati<lc 
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6. Penempatan 
pegawai yang 
belum sesuai 

7. Penempatan 
pegawai don 
anal isis 
jabatan 

Subdit horus bekerja lebih keras, resikonya dia rugi dori 
apa..pembantunya tidak melaksanakan tugasnya, memang apa 
kerjaannya atau ngetik segala macamnya dibawa kerumah, atau minta 
tenaga yang dari lain, korena salahnya sendiri kenapa dia tidak bisa 
metnbina anak buahnya, tapi yang soya tuntut peke.r joan bisa selesai 

P : Dori segi kompetensinya ada nga yang masih kurang Pak? Sehingga ada 
kesenjongan 

N : Kalo saya lihat ada sich 
P : Kesenjangannya signifikan nga Pak ? 
N : Yaa ada sich .. makanya saya juga suka bertanya kenapa orang yang 

seperti itu misalnya bisa diangkat menjadi Kasie, kasian Kasubditnya 
kan? 

P : Jadi ada beberapa yang mengalami kesenjangan ya Pak 
N: Iya..tapi kan dilindungi oleh Kasubditnya, korena Ksubditnya tidak mau 

pekerj<lonnya tidak selesai, maka saya suka mengingatkan 
P : Jodi peker jaannya diambil alih ya Pak oleh Kasubditnya ? 
N : Iya jadi diambil alih oleh atasannyo, ki>rena odo stat yang betum 

struktural justJou sudah bisa itu, kan tidak adil yaa sebenornya..? Masih 
staf tapi kerjanya melampaui Kasie.ha . .ha .. , Bukan 
melampaui..maksudnya kerjaanya lebih berat dari Kasie atau pola 
pikirnyo lebih cepat daripada Kasie, kan harusnya yang anak buoh 
dibimbing oleh ataso.n, tapi ternyata atasannya ngelantur, anak buahnya 
cekatan 

P :Soya lihat dari DUK (Daftar Urut Kepangkaton) yang ada di 
Kepegawaian, ada beberapa pegawai yang salah satunya dilihat dari 
latar belakang pendidikan kurang sesuoi penempatannya, menurut 
Bapak gimana Pak ? 

N : Begini..didalam analisis jabo.tan tidak disebutkan wajib sarjana, tidak 
ada.. Jabatan ini harus pendidikan ini...kan nga ada, selayaknya menurut 
kita jadi sepanjang dia bukan sar jana tapi dia punya kapabilitas yang 
bogus biar soja, contohnya Ibu Mega mencalonkan sebagai Presiden yaa 
to . .itu kan nga ada sar jana., jadi itu kan bukan sesuatu yang horus, 
sepanjang dia punya kopabilitas, daripada dia punya background yang 
mendukung tapi dio tidak punya kapabilitas buat apa ? sayang donk dan 
misalnya seorang yang sudah diterima, dia insinyur 1rus dibuang, yo nga 
boleh va kan, korena tidak ada pasal vana melarana betul naa? 

P : Maksudnya gini Pak analisis jabatan dapat digunakan untuk memudahkan 
Kepegawaian dalam hal ini untuk melakukan The Right Man on The Right 
Job? 

N : Yoo tapi kan begini, analisis jabatan itu kan suatu analisis kinerja yang 
diharapkan, outcome yang diharapkan oleh masyarakat dan personi lfikasi 
dari aparatnya yaa kan? Personifikasi itu apa ? Personifikasi itu adalah 
dia manusia yang diharapkan mampu, berarti dia harus mampu walaupun 
dia bukan sar jana, soya setuju, jadi jangan dikatakan dia tidak mampu, 
dia pasti bisa cuma., jadi gini kalo kita bicara sekolah kadang-kado.ng 
sifatnyanya sangat subjektif. contoh seseorang yang sekolah diluar 
negeri dengan berbagai cara kamu horus melewati tes ini dulu, ini kan 

· diada-<Jdakan, padahol dia itu kan sudah mampu, jodi seqala kemunqkinan 
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8. Promosi yang 
kurang .sesuai 
dengan 
ketentuan 
promosf 

9. Sosiatisasi 
Aoolisis 
jabatan 

ltu ada, jadi saya berpikir kalo bukan sar jana tapi bisa siukur kembali, 
iru gunanya ada daftor, daftar penilaian pegowai, itu ideal tO!'i fakta 
tidak pernah, mlai itu. yang kita kenallieSeO!'<lllg yang tidak bogus, dO!'Ot 
bogus, sedangken yang tinggi dapatnya jelek, jadi memang mosih dalom 
I'M5(l iran.sisi, jadi memang kalo penempaton itu berdasarkan 
kemampuan. makanya dipemerintahan ada YC11'19 namanya fit and proper 
test yao kon ? itu melihot kelayakon dan kepatutan 

P : Jodi menurut Bapak kola analisis jabatan dori segi pendidikon tidak 
menunjang jadi tldok 0!10-op<l Y"" Pak? 

N : tidok t!dak sesuai 
P : Lalu kola dilihat dari SK SekJ•n yaltu pedaman polo. korir PNS 

tlepkumham, so.lah satunya untuk stof yang diprolnoslken meojadi 
pejabat eselom IV itu adalah Sudah IIIb, sudah odum, DP3nya bogus, 
tO!'i salo.h satu dar! ketentuan itu tidok dipenuhi fO!ii men<lapat pramosi 
me~~urut~ Bopokgimono? 

N : y<10..kola itu kebljokon Y"U9 sudah dibuot oluh plmplnon klta, SOy<I 
mendukung dengan catotan dllaksanaken dengan konsekuen, kodang
kodang kon lnl suotu fakta ltu dlbuat oluh orang-orang tertentu tanpa 
mektlui oturan itu, koreno memang kita tahu itu tidok ada dalo.m undang
undang, iru hany<I dlbuat Supay<I kita leblh layak, lebih patut, tidok ada 
c:akar-cakaron, tidak ada silang sengketa, tldak ada konfUk didalom, 
supaya balk. Mal jangan orang Y"U9 diangkot jauh dar! kompetensi, 
kektkuannya buruk, kinerja jelek 

P : Jadl kebljakon plmpinan """"P""9Q!'uhi juga yaa Pol<? 
N : Iya kolo itu iyaa ..• yang nga boru itu sudah dibuot oturan dilanggar 

sendiri lalu ada intervensi, itu yang dikotaken inter1111nsi, boru itu 
int......,.l, lah wong sudah dibuot sendirl trus dilanggar yaa 
ken..misalnya ini tidok boleh, eh tau-taunya untuk dia boluh, ha..ha ... kon 
gitu 

P : Untuk sosialisasl anjab sendiri menurut Bapak masih perlu atau sudah 
cukup? 

N : Sosiolisasi ? 
P : Yaa Pak. .. Sosialisasi kepada pegowai 
N : Yaa kita soling melihat dan membuat analisis jabatan kita , kafo itu 

dianggO!' sebogai sosialisosi kita · sektlu melakuken pertemuan
pertemuan .. 

P: lata disitu makeudnya Yankomas Pak 7 Muksudaya SOy<Isosialisasi dari 
kepegawaian kepada Pegawai Dltjen HAM, O!'Okoh masih perlu lagi 
dengan mengundlang SKN memberiken penjelasan terkoit analisis 
jabatan 

N : Wang BKNnyo sendiri ngomangnya nga jelas gitu to, mungkin soya tidal< 
tahu past! O!'Okoh orang yang dikirim iru orang yang berbeda y<Ing 
kemoren SOy<IIihot, sebenarnya kola klta diberi bukunya, kita kun nga 
diberi bukunya, bukunya kita dibacaken, 1alu 1<ita bisa menganalisa tapi 
kesempaton untuk melihot, wong ngomong aja wek..wek-wek.wek .. 
morahlah dia, kolo petunjuk aoolisa jabatan itu ada di kita, kita bisa 
baca, satna dengan ini apa ini? Pengision SPT itu kita diberitahu, kalo 
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~------.---------~~~~~----~-
1 yang memberitahu tidak sesuai dengan buku pedotnnn, kita kan ngu : 

I punya buku kita kan kebingungan, makonya pajak itu menyebarkon \ 
ketentuannya itu dalam bentuk buku, stapa saja boleh ngambil, bisa ! 
mefldapatkan, nah setelah ktta baca kemudian dije!a:skOfl logi..bogus, 
kolo Sel«ll'ai'!J ini kan ngo ada nich 

P : Jadi menurut Bapak, dari kepego.waian bisa minto. ada semaco.rn buku 
pedoman loh dari BKN yoo? 

N : Yo dari YOI'!J mempunyai kewe"OI'!JQn membuot pedomon onjab itu .• Yoo 
dari BKN itu bisa tnetnbagikan, sampai sekarang saya belum terltno otau 
dibagikon dari BKN, nah itu horusnya ada, dari dasor ituloh kita bisa 
memahami, loh selwai'!J ken kotonya oja, kota si A, kata sl 8 gitu, tapi 
memal'!l perlu onalisis jobaton itu ado pedomonnya, sekorarg itu 
bukannva OIXI. t®i mona horusnya .. 

!O.Sumber llay<l P : Instansi kita ini kan Si>Mnya dari latar belakong instansi asol Y•l'!l 
Manusia bermaC0111-11l0«111 5ej><Wfi ada yarg dari ()epnaker, ()epsos dan lain-

lain, sedargl<an kita i1u kan Tupoksinya HAM. ada kasulitan ngo Pok? 
N : Seperti YOI'!J saya kotakon, jadl berpuiarg kepoda monuslanya sendlrl, 

SI>Mnya sendiri, dalam dia bersil<np dan bertindak juga berbuot, dia 
"""' maju atau ngo kembali ke masii'!J·masirg SDM 

p : .Todi kembali ke Si>Mnya yo Pak 
N : Iya..Jadi Jangon dikira polisi..semua polisi itu bogus, YOI'!J namanya 

imigrasi, atau pemasyarakatan ita bogus. disitu ada YOI'!J bogus dan ada 
YOI'!J jelak. di instansi lain pun bagitu ada YOI'!J bogus juga ada yarg 
jelak 

P : .Tadi murgkln sebenarya tidak mosaiah yaa Pak SDM lnstansi ini dari 
berlt\aQJJn·lt\aQJJn irttansi asal si SDM itu mungkln mau balajer -ang 
HAMyaPok? 

N: Yaa. .. 
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